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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta’ala atas Rahmat-Nya maka laporan Evaluasi
Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan
Timur semester [I Tahun 2023 dapat diselesaikan. Evaluasi
dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa target
rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah daerah provinsi serta untuk mencapai sasaran
pembangunan tahunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi hasil RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II dilakukan dengan
dasar dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan
ketentuan tersebut, evaluasi hasil RKPD dilakukan melalui
penilaian hasil pelaksanaan RKPD untuk mengetahui realisasi
antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan
kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan realisasi
penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam
RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja serta sebagai salah satu bahan pendukung
penyusunan RKPD tahun selanjutnya. Ucapan terimakasih patut

disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan



dan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2023. Kami menyadari bahwa masih terdapat
berbagai kekurangan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan
hasil evaluasi RKPD, oleh karena itu kritik dan saran yang

membangun menjadi hal yang sangat kami butuhkan.

SAMARINDA, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUSLIANDO
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LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada amanat
Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
diwujudkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang
terdiri atas salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang penyusunan dan penetapannya menjadi tugas kepala
daerah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 263 ayat (4) undang-undang a quo
disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana
kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan
berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022
kemudian menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Untuk
diketahui bahwa RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengusung
tema “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Kerangka
Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Tema tersebut menekankan pada kata
kunci peningkatan produktivitas, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan yang kemudian diturunkan kedalam prioritas
Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang meliputi:
1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam

arti luas.
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4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan.

5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur
wilayah.

6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang
berpihak pada kedaulatan daerah.

Keenam prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan

dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran,

program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas,

target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas.

Selain mengamanatkan untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah
juga diamanatkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD yang
sebelumnya telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 tahun. Amanat tersebut didasarkan pada Pasal 275 huruf c
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juntis
Pasal 180, Pasal 183 huruf c, Pasal 248 dan Pasal 257 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPUMD dan RKPD.

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil
pelaksanaan RKPD untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator
kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD
provinsi; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud juga dilakukan untuk memastikan bahwa
target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan

nasional.
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Lebih lanjut berkenaan dengan amanat untuk dilakukannya evaluasi

terhadap hasil RKPD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Timur kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 pada

semester II berdasarkan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur. Laporan atas evaluasi hasil RKPD tersebut disajikan

dalam dokumen “Laporan Evaluasi Hail Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Semester II” sebagai berikut.

1.2,

Landasan Hukum

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

pada semester II dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan

perundang-undangan berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 pada semester II
dimaksudkan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan
kegiatan prioritas daerah dala RKPD provinsi dapat dicapai, untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
Sedangkan tujuan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023
pada semester Il adalah untuk:

1. Mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian
indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan
melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester II.

2. Mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi
APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester II.

3. Mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II.

4. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut penyusunan

RKPD tahun berikutnya.

1.4. Metode Evaluasi
Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
pada semeseter Il dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pertama, pendekatan
kuantitatif dilakukan untuk mengetahui:
1. Tingkat konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/
target/ pagu.
2. Laju pertumbuhan atau penurunan dari capaian indikator makro
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RKPD.
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4. Capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan program, kegiatan,
dan sub kegiatan RKPD.

Pendekatan perhitungan kuantitatif untuk mengetahui tingkat konsistensi

program konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/

pagu dalam RKPD dan APBD menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah X yang konsisten

Jumlah Total Y x100

Tingkat Konstistensi (%) =

X dan Y: Program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/ pagu

Interval sebagai hasil dari rumus diatas dikelompokkan dalam kriteria
penilaian tingkat konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/

target/ pagu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Tingkat Konsistensi

Interval Nilai Kriteria Penilaian
Tingkat Konsistensi Tingkat Konsistensi
1 91 % < 100 % Sangat Tinggi
2 76 % < 90% Tinggi
3 66 % < 75 % Sedang
4 51 % <65 % Rendah
S <50 % Sangat Rendah

Terhadap pertumbuhan/penurunan capaian pembangunan, digunakan

formula sebagai berikut:

capaian indikator t — capaian indikator t—1
P P x100

Pertumbuhan/Penurunan (%) = capaian ndikator t-1

Terhadap capaian kinerja dengan angka persentase semakin tinggi
menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi semakin baik (positif), maka

digunakan formula sebagai berikut:

capaian—realisasi

x100

Capaian Kinerja (%) = target
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Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi
persentase capaian kinerja, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan

kondisi yang semakin baik (positif).

Sementara terhadap capaian kinerja dengan angka persentase semakin tinggi
menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif),

maka digunakan formula sebagai berikut:

(target—(realisasi—target))

x100

Capaian Kinerja (%) = target

Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi
persentase, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang

semakin buruk (negatif).

Hasil penilaian realisasi kinerja pemerintah daerah dapat dikelompokkan

dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.2. Interval Nilai dan Kriteria Realisasi Kinerja

Interval Nilai Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
1 91 % < 100 % Sangat Tinggi
2 76 % < 90% Tinggi
3 66 % < 75 % Sedang
4 51 % <65 % Rendah
S <50 % Sangat Rendah

Kedua, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui berbagai
permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
berdasarkan evaluasi hasil RKPD. Untuk mengetahui berbagai permasalahan
tersebut, dilakukan wawancara mendalam (deep interview) kepada setiap
perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan evaluasi hasil
Renja Perangkat Daerah pada setiap bidang urusan yang menjadi

kewenangan.
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1.5. Sistematika Penyajian Laporan Evaluasi
Evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada
semester II disajikan dalam sebuah dokumen laporan Evaluasi hasil RKPD

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.
Bab I laporan memuat uraian terkait dengan beberapa hal yang
melatarbelakangi dilakukannya evaluasi terhadap
pelaskanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
landasan hukum yang dijadikan acuan; maksud dan tujuan
dilakukannya evaluasi; serta metodologi yang mendukung
dilakukannya evaluasi.

BAB II : Capaian Makro Pembangunan Daerah.
Bab II laporan memuat uraian terkait dengan capaian indikator
makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada
tahun 2023.

BABIII : Konsistensi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Indikator Kinerja, Target Indikator dan Pagu Anggaran pada
RKPD dan APBD.
Bab IIl dalam laporan memuat uraian terkait dengan interval
dan kriteria penilaian tingkat konsistensi rencana program,
kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu
anggaran pada RKPD dan APBD.

BABIV : Evaluasi Hasil Pelaksanan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Bab IV laporan memuat uraian terkait dengan capaian
indikator kinerja tujuan dan sasaran RKPD; serta capaian
indikator kinerja dan realisasi keuangan program, kegiatan,
dan sub kegiatan RKPD.

BAB V : Rumusan Permasalahan dan Isu Pembangunan dari Hasil
Evaluasi.
Bab V laporan memuat uraian terkait dengan berbagai

permasalahan pembangunan daerah dari hasil evaluasi RKPD
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BAB VI

yang dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan
permasalahan teknis.

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Bab VI laporan memuat uraian terkait dengan kesimpulan dari
hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2023 dan juga memuat
rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam penyusunan

RKPD pada tahun berikutnya.
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BAB II
CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator makro pembangunan digunakan untuk mengevaluasi kinerja
pembangunan yang dilakukan daerah Provinsi Kalimantan Timur secara
agregatif. Indikator Makro Pembangunan juga dapat digunakan dalam
mengukur  keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan
menggabungkan berbagai aspek ekonomi, aspek sosial, demografi dan aspek
lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal
pengukuran kinerja, capaian makro pembangunan mengikuti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Indiktor tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Angka
Kemiskinan; Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Perkapita, Ketimpangan Pendapatan, dan PDRB Per Kapita. Salah satu
indikator yaitu Pendapatan Perkapita tidak digunakan dalam evaluasi
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur karena tidak tersedianya data

pendukung indikator tersebut.

Capaian makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki
kenerja yang sangat baik dalam keberhasilan pembangunan selama tahun
2023. Hal ini disebabkan, capaian makro pembangunan dapat dilihat pada
masing-masing indikator terdapat indikator yang bertumbuh secara positif.
Terkhusus pada pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dianalisis karena
angka yang ada merupakan perkiraan berdasarkan Prognosis P-RKPD 2023.
Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan
sebesar 0,98% atau meningkat menjadi 78.2 dibandingkan dengan nilai IPM
pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada indikator PDRB Per
Kapita sebesar 484.438 juta rupiah mengalami peningkatan di tahun 2023
sebesar 506.158 juta rupiah atau naik sebesar 4.48% di bandingkan tahun
2022.
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Tabel 2.1 Capaian Makro Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja
Indikator Awal Periode Capaian 2023 | Pertumbuhan
(2022)
Indeks Pembangunan Manusia 77.44 78.2 0.98%
Angka Kemiskinan 6.31 6.11 3.17%
Angka Pengangguran S5.71 5.31 7.01%
Pertumbuhan Ekonomi 4.48 6.22%* 38.84%
Ketimpangan Pendapatan 0.327 0.322 1.53%
PDRB Per Kapita (juta Rp) 484,438,884.39 506,158,907.31 4.48%

** Angka Prognosis P-RKPD 2023

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

Indikator angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan presentasi
jumlah penduduk miskin di Kalimatan Timur, semakin tinggi angka
kemiskinan menunjukan semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Pada
tahun 2022, angka kemiskinan di Kaltim sebear 6.31% dan turun menjadi
6.11% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan pengurangan jumlah
penduduk miskin di Kaltim. Selaras dengan angka kemiskinan, terjadi
pengurangan pada angka pengangguran. Pengangguran diproyksikan
berdasarkan tingkat pengangguran terbuka. Angka tersebut merupakan
perbandingkan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan kumulatif
angkatan kerja. Pada tahun 2022 nilai TPT sebesar 5.71% turun menjadi
5.31% di tahun 2023 yang menunjukan peningkatan pada penyerapan

tenaga kerja di Kaltim walaupun dengan presentasi yang relatif tidak besar.

Selanjutnya, pada indikator ketimpangan pendapatan yang
diproyeksikan dengan gini rasio. Dimana gini rasio mengukur gap
pendapatan antar penduduk, dengan probabilitas O sampai dengan 1,
semakin besar angka gini rasio mengindikasikan semakin besar pula
ketimpangan pendapatan penduduk di Kaltim. Ketimpangan pendapatan
pada tahun 2022 sebesar 0.327 naik mdengan menggunakan Indeks Gini
menunjukkan penurunan sebesar 3,88 persen di tahun 2019-2023, dimana
pada indeks gini di tahun 2019 sebesar 0,335 menurun menjadi sebesar
0,322 di tahun 2023. Secara lengkap perkembangan indikator makro
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun selama beberapa tahun

terakhir diuraikan sebagai berikut.
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Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan model
pembangunan merupakan pembangunan manusia bertujuan
memperluas jangkauan penduduk terhadap akssbilitas layanan dasar
untuk tujuan kesejahteraan penduduk. Terdapat paling tidak tiga
pilihan yang secara mendasar pada level pembangunan, yaitu berumur
panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan
kemudahan akses terhadap sumber kebutuhan agar dapat hidup lebih
layak. Tiga pilihan tersebut menjadi kebutuhan utama karena ketiadaan
terhadap ketiga pilihan tersebut dapat mempengaruhi akses terhadap
pilihan-pilihan yang lain. Konsep pembangunan manusia muncul untuk
menjawab kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi, dimana
pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek finansial
saja, namun juga mempertimbangkan aspek sosial yang diproyeksikan
dari komponen kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan manusia memiliki tujuan dalam membentuk
kapabilitas manusia yang terkait dengan peningkatan kesehatan,
pendidikan dan kemampuan dalam dirinya untuk menikmati waktu
luang dalam mencapai tujuan produktif dan aktif dalam kegiatan politik,
sosial maupun budaya, dimana ketidakstabilan akan terjadi jika skala
pembangunan manusia tidak seimbang. Sesuai dengan visi
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 yaitu
"Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam
Pembangunan Berkelanjutan", maka pembangunan daerah diarahkan
untuk mencapai tujuan yang mana salah satu misinya adalah
“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang
mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia”. Sasaran pokok
untuk mencapai misi tersebut adalah menumbuhkan derajat kualitas
sumberdaya manusia dengan menggunakan indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM diperkenalkan oleh United
Nations Development Programme (UNDP) di tahun 1990 dan skala

berkala di publikasikan dalam Laporan Tahunan Human Development




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Report (HDR). Dalam laporannya, HDR menggunakan tiga dimensi
sebagai pembentuk IPM yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, dan standar hidup layak. Keberhasilan membangunan

manusia melalui data IPM didasarkan pada indikator:

IPM = 80 - IPM Sangat Tinggi
70 < IPM < 80 - IPM Tinggi

60 < IPM < 70 - IPM Sedang

IPM < 60 - IPM Rendah

Berbasis kategori tersebut, secara umum Kaltim dengan IPM
sebesar 78.2 tergolong menjadi daerah dengan pembangunan manusia
yang tinggi. Dimana diikuti dengan kemampuan pendidikan yang baik,
layanan kesehatan yang baik dan perekonomian yang layak. IPM dapat
mengambarkan kondisi pembangunan manusia di suatu daerah secara
komprehensif sebagai dampak dari adanya pembangunan yang
dilaksanakan oleh daerah tersebut. Perkembangan IPM dapat
digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan atau penurunan kinerja
pembangunan manusia pada suatu daerah. Indikator IPM berguna
untuk melihat posisi atau peringkat suatu daerah dalam pembangunan
dan juga dapat sebagai indikator kinerja pemerintah. Pada lingkup
regional Kalimantan, pembangunan mausia di Kaltim lebih unggul jika
dibandingkan dengan provinsi lainnya. Secara visual disajikan sebagai

berikut.
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Perkembangan IPM Regional Kalimantan
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Gambar 2.1 Perkembangan IPM Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur
mengalami peningkatan yang positif selama tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023. Nilai IPM di tahun 2019 sebesar 76,61 meningkat sebanyak
4.17% selama 5 tahun terakhir, menjadi 78.02 di tahun 2023. Hal ini
menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2019-2023 berada pada level kategori
“tinggi”. Pada tatanan nasional, pembangunan manusia Provinsi
Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di peringkat tiga tertinggi
nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Meskipun nilai IPM selama tahun 2019-2023, mengalami trend
positif selama 5 tahun terakhir, namun terdapat penurunan IPM di
tahun 2020, dimana IPM pada tahun 2019 sebesar 76,61 turun
sebanyak 0,37 poin menjadi 76,24 ditahun 2020. Hal ini disebabkan
adanya resesi di tingkat global yang disebabkan pandemi Covid-19 yang
terjadi hampir seluruh negara. Kondisi tersebut juga terjadi dengan
capain IPM di Kaltara. Walupun dengan posisi Kaltim masih menduduki
IPM tertinggi di regonal Kalimantan. Permasalahan selanjutnya, adalah
jika melihat perkembangan IPM selama S5 tahun terakhir, IPM Kaltim
mengalami pertumbuhan paling lambat jika dibandingkan dengan

Provinsi lainnya pada regional Kalimantan. Pertumbuhan IPM Kaltim
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selama 5 tahun sebesar 2.05%, sedangkan yang paling tinggi adalah
Provinsi Kalsel sebesar 5.57% dan Kalbar sebesar 4.17%.

Pada tingkat provinsi, pandemi Covid-19 mengakibatkan
penurunan IPM sebagai dampak dari menurunnya standar hidup layak
masyarakat Kalimantan Timur. Dengan mlihat komponen pembentuk
IPM, hal itu berdampak dari menurunnya indikator pengeluaran riil per
kapita Kalimantan Timur sebesar 5,11 persen. Pada tahun 2019
pengeluaran per kapita sebesar 12,36 juta rupiah menurun menjadi
11,73 juta rupiah atau sebesar 977 ribu rupiah per bulan di tahun 2020.
Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020, IPM Kalimantan Timur
mengalami peningkatan di tahun setelahnya (2021) sebagai akibat
adanya perbaikan ekonomi yang berdampak pada pengeluaran
masyarakat Kalimantan Timur yang turut meningkat. Penurunan
tersebut diikuti dengan melamahnya pertumbuhan pada indikator
pendidikan dan kesehatan pada tahun yang sama. Berikut disajikan IPM

Kaltim berdasarkan komponen pembentuknya.

Tabel 2.2 IPM Kaltim Berdasarkan Komponen Pembentuknya

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
IPM 76.61 76.24 76.88 77.44 78.2
Usia Harapan Hidup (tahun) 74.22 74.33 74.61 74.62 74.72
Harapan Lama Sekolah 13.69 13.72 13.81 13.84 14.02
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9.70 9.77 9.84 9.92 9.99
Pengeluaran Per Kapita 12,359 11,728 12,116 12,641 13,202
(ribu rupiah)

Sumber: BPS, diolah 2024

Lebih spesifik melihat perkembangan komponen IPM tersebut,

komponen IPM pada layanan dasar pendidikan mengalami
pertumbuhan paling lambat selama 5 tahun terakhir. IPM Kaltim masih
di dorong oleh komponen pengeluaran masyarakat dimana selama 5
tahun terakhir mengalam pertumbuhan sampai dengan 6.28%. Kondisi
ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kaltim masih perlu
memberikan perhatiaan pada percepatan pertmbuhan layanan dasar.

Capaian perkembangan IPM Kaltim, tidak dapat dilepaskan dengan
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pembentukan pembangunan manusia pada lingkup Kabupaten/Kota di
Kalimantan Timur. Capaian pembangunan manusia pada
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup bervariasi, dimana
pada tahun 2023 terdapat tiga kota yang mencapai IPM dengan kategori
“sangat tinggi”, enam kabupaten dengan kategori “tinggi”’, dan satu
kabupaten dengan kategori “sedang”. Ketiga kota yang memiliki IPM
dengan kategori “sangat tinggi” adalah Kota Samarinda (82.32), Kota
Balikpapan (81,66), dan Kota Bontang (81.56). Kabupaten yang masih
masuk dalam kategori “sedang” adalah Kabupaten Mahakam Ulu
(69.59). Sedangkan pada 6 kabupaten lainnya berada pada kategori
tinggi. Lebih rinci, perkembangan IPM pada Kabupaten/Kota di Kaltim

ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur

Kab/Kota 2019 2020 2021 Pertumbuhan Kategori

Paser 72.29| 72.04| 72.93 2.56%|1PM Tinggi

Kutai Barat 71.63| 71.19| 72.07 2.92%|1PM Tinggi

Kutai Kartanegara 73.78 73.59 74.06 2.06%|1PM Tinggi

Kutai Timur 73.49 73 73.81 2.03%|1PM Tinggi

Berau 74.88 74.71 75.2 1.78%|1PM Tinggi
Penajam Paser Utara 71.64|  71.41 72.01 2.32%|1PM Tinggi
Mahakam Ulu 67.58( 67.09] 67.95 2.97%|1PM Sedang

Kota Balikpapan 80.11 80.01 80.71 1.93%(1PM Sangat Tinggi
Kota Samarinda 80.2 80.11 80.76 2.64%(1pM Sangat Tinggi
Kota Bontang 80.09 80.02 80.59 1.84%|1PM Sangat Tinggi
Kalimantan Timur 76.61| 76.24| 76.88 2.08%|1PM Tinggi
Indonesia 67.65| 67.66| 67.9 9.96%|IPM Tinggi

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di
Kalimantan Timur memiliki IPM diatas rata-rata nasional (74.39) pada
tahun 2023, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu; Kabupaten Paser dan
Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa kabupaten/kota yang
memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan
kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah
tersebut. Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang

merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan,
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perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung
ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana
dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta
kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan
juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh
kabupaten Mahakam Ulu, ketersediaan sarana prasarana pendidikan
dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini
terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang
relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada
sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi ini menunjukan
catatan penting bagi pembangunan Kaltim:

1. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan
regional Kalimantan, namun memiliki pertumbuhan IPM yang lebih
lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau
Kalimantan.

2. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
IPM secara nasional. Namun lebih spesifik angka masih terdapat
kabupaten yang memerlukan percepatan perkembangan IPM. Yaitu
pada wilayah Mahakam Ulu yang kategori IPM nya masih rendah;
dan Kabupaten Berau dengan pertumbuhan IPM yang relatif lebih
lambat.

3. IPM Kaltim masih di dorong oleh komponen pengeluaran
masyarakat dimana selama S tahun terakhir mengalami
pertumbuhan sampai dengan 6.28%, sedangkan pertumbuhan

terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih lambat.

Angka Kemiskinan

Pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai proritas
pembangunan terkait masalah multidemensi yang timbul dari adanya
kemiskinan diberbagai aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik,
budaya, dan lainnya yang saling berkaitan. Secara ekonomi, kemiskinan
merujuk pada suatu kondisi ketidakmampuan penduduk dalam

memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Hal ini
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dapat dilihat pada kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah
dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga berdampak pada
ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata
yang meliputi standar kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Ketidakmampuan dalam mengatasi kemiskinan di suatu wilayah akan
berdampak pada kesenjangan yang tinggi yang pada akhirnya
menyebabkan terjadinya kerawanan wilayah.

Badan Pusat Statistik memperkenalkan konsep kemiskinan dengan
pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep
ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan penduduk dari segi
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan yang
ditentukan dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dilihat dari rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dimana
penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah
Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin yang
selanjutkan disajikan dalam data rasio yang merupakan perbandingan
jumlah penduduk miskin dan total penduduk dalam suatu wilayah.
Berdasarkan faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi
kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.
Kemiskinan alamiah terjadi akibat adanya faktor alam dan geografis
yang tidak mendukung seperti wilayah yang terisolasi, sumber daya
alam yang terbatas, dan kondisi alam yang tidak subur. Kemiskinan
struktural disebabkan adanya kegagalan kebijakan pemerintah dalam
pembangunan, dan kemiskinan kultural terjadi sebagai akibat adanya
faktor sosial kultural dalam sistem masyarakat, dimana masyarakat
terperangkap dalam kondisi kemiskinan yang dianggap masyarakat
sebagai budaya. Hal ini menunjukan pemerintah bertanggungjawab
terhadap kemiskinan daerah, terutama yang disebabkan oleh
kemisikinan struktural, dimana pembangunan yang dilakukan
pemerintah tidak dapat diakses oleh sekelompok masyarakat tertentu.
Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami
peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Angka

kemiskinan di tahun 2019 sebesar 5,94% naik sebesar 2.8 persen di
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tahun 2023 yaitu menjadi 6,11 persen. Walaupun data tahunan dari
periode 2022 ke 2023, terjadi penurunan angka kemiskinanan di Kaltim.
Posisi kemiskinan di Kaltim jika dibandingkan dengan wilayah lainnya

di Kaltim disajikan secara visual sebagai berikut.

Perkembangan Kemiskinan Regional Kalimantan
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Gambar 2.2 Perkembangan Angka Kemiskinan (%) Regional
Kalimantan
Sumber: BPS, diolah 2024

Pandemi covid-19 merupakan salah satu penyebab peningkatan
jumlah penduduk miskin, dimana dari sisi penawaran (supply)
dantaranya adanya pembatasan aktivitas pada lapangan usaha seperti
pertambangan, penyediaan akomodasi makan minum, jasa hiburan,
dan lain-lain yang mengakibatkan perekonomian mengalami
pertumbuhan negatif. Sedangkan, dari sisi permintaan (demand)
diantaranya menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari
menurunnya pendapatan masyarakat. Selain itu, dampak pandemi
Covid mengakibatkan meningkatnya tingkat pengganguran terbuka
yang memicu terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di
kalimantan Timur. Kondisi ini terus belangsung sampai dengan tahun
2021, namun pada tahun 2022 wilayah-wilayah di Kalimantan Timur
mengalami penurunan persentasi jumlah penduduk miskin.

Memndaingkan kemiskinan Kaltim dengan wilayah lainnya, provinsi
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Kalsel dan Kalteng, memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan Kaltim. Sedangkan Provinsi lainnya, Kalbar dan
Kaltara masih memiliki persentase penduduk miskin yang lebih besar
dibanding Kaltim. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi dengan populasi
penduduk pada masing-masing wilayah yang merupakan angka
pembanding.

Berfokus pada angka kemisikninan di Kaltim, Garis Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar Rp. 151.496
per kapita per bulan, dimana pada tahun 2019 Garis Kemiskinan
sebesar Rp. 638.690 per kapita per bulan, naik menjadi Rp. 790.186 per
kapita per bulan di tahun 2023. Hal ini menunjukan adanya pengaruh
nilai moneter terhadap cakupan kebutuhan masyarakat. Angka
kemiskinan kaltim merupakan kumulatif angka kemiskinan yang terjadi
di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kaltim. Analisis selanjutnya
dilanjutkan dengan data kemiskinan menurut kabupatan/kota di

Kaltim.

Tabel 2.4 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur

Kab/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |[Pertumbuhan |Jumlah 2023 Keterangan

Paser 9.03| 8.95| 9.23] 9.73| 9.43| 9.11 0.89% (B ]26,390 > kaltim

Kutai Barat 9.15| 9.09| 9.29{ 10.24 10.2| 9.72 6.23% I:l 14,690 |> kaltim dan nasional
Kutai Kartanegara 7.41 7.2 7.3l 7.99| 7.96| 7.61 2.70% - 60,860|> kaltim

Kutai Timur 9.22 9.48| 9.55| 9.81| 9.28| 9.06 -1.74% . 3?,040 > kaltim

Berau 5.04| 5.04| 5.19| 5.88] 5.65| 5.54 9.92%, D 13,260

Penajam Paser Utara 7.4 7.18| 7.36| T7.61| 7.25| 6.97 -5.81% E 11,190 |> kaltim

Mahakam Ulu 11.62| 11.25| 11.44( 11.9] 11.55| 11.38 -2.07% [| 3,060 |> kaltim dan nasional
Kota Balikpapan 2.64| 2.42| 2.57| 2.89] 2.45| 2.31 -12.50% D 14,990

Kota Samarinda 4.59| 4.59( 4.76| 4.99| 4.85| 4.81 4.79% . 41]890

Kota Bontang 4.67| 4.22| 4.38| 4.62| 4.54| 4.11 -11.99% [| 7,710

Kalimantan Timur 6.03| 5.94 6.1| 6.54| 6.31| 6.11 1.33% 231,070

Indonesia 9.82 9.41| 9.78| 10.14( 9.54| 9.36 -4.68%| 25,898,550

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara umum, perkembangan angka kemiskinan kabupaten/kota
dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, kecuali kabupaten Kutai
Timur, PPU, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
Terdapat 5 wilayah dengan pertumbuhan positif dan 5 wilayah lainnya

dengan pertumbuhan nagatif, Kota Balikpapan memiliki penurunan
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angka kemiskinan paling baik jika dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Kabupaten Berau merupakah wilayah di Kaltim dengan
peningkatan pnduduk miskin tertinggi yaitu 9.92% selama 5 tahun
terakhir, disusul Kabupaten Kutai Barat yang mengalami peningkatan
angka kemiskinan sbesar 6.23% dan Kota Samarinda sebesar 4.79%
selama lima tahun terakhir.

Walaupun persentase kemiskinan di Kota Kutai Kartanegara
mendekati angka rata-rata Kaltim, namun jumlah penduduk miskin
terbanyak berada di Kabupaten tersebut yaitu sebanyak 60.860 jiwa
pada tahun 2023; disusul Kota Samarinda yang memiliki jumlah
penduduk miskin sebanyak 41.890 jiwa dengan angka persentasi 4.81%
yang justru lebih rendah jika dibandingkan dengan angla kemiskinan
provinsi. Lebih lanjut, Tabel 2.4 juga menmberikan informasi bahwa
terdapat 2 wilayah yang memiliki persentase kemiskinan diatas angka
nasional yaitu Kota Mahakam Ulu dan Kutai barat. Kondisi ini
memberikan catatan penting bagi pembangunan wilayah Kaltim, yaitu:

1. Secara kumulatif, kemiskinan Provinsi Kaltim masih dibawah
angka kemiskinan nasional. Namun selama 5 tahun terakhir,
kemiskinan di Kaltim mengalami peningkatan.

2. Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat merupakan wilayah yang

Presentase Angka Kemiskinan yang melebih angka kemiskinan

nasional, yang diikuti dengan pertumbuhan kemiskinan positif

pada beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu kondisi individu yang tergolong
dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan
secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jenis penggangguran
berdasarkan faktor penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 1)
pengangguran struktural; 2) pengangguran konjungtural; 3)
pengangguran friksional; dan 4) pengangguran pengangguran musiman.
Sedangkan berdasarkan struktur waktu yang dihabiskan untuk bekerja

dalam seminggu, dikelopokan menjadi 1) pengangguran terbuka; 2)
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setengah  menganggur; dan 3) pengangguran terselubung.
Pengangguran terjadi disebabkan banyak faktor. Beberapa faktor
tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan jumlah penduduk
yang tidak sebanding dengan komposisi angkatan kerja, dan tidak
seimbangnya pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan angkatan
kerja. Atau terjadi fenomena jumlah penawaran tenaga kerja tidak
sebanding dengan permintaan tenaga kerja sehingga terjadi gap
kebutuhan tenaga kerja. Berbanding terbaik dengan IPM Kaltim yang
lebih tinggi dibanding wilayah pada regional Kalimantan, angka
pengangguran di Kaltim menunjukan kinerja paling buruk dibanding

wilayah lainnya. Secara visual disajikan sebagai berikut.

Perkembangan Pengangguran Regional Kalimantan
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Gambar 2.3 Perkembangan Angka Pengangguran (TPT, %) pada
Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Dalam  ketenagakerjaan, gambaran perkembangan angka
pengangguran merupakan salah satu indikator makro pembangunan
daerah yang sangat penting dalam menilai kinerja daerah, terutama
digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan sumber daya
manusia. Asumsi yang dibangun adalah semakin rendah nilai TPT maka

sebaik baik kinerja pembangunan daerah dimana terjadi penyerapan
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tenaga kerja. TPT Kaltim sebesar 5.31% merupakan nilai tertinggi pada
regional Kalimantan.

Selama 2019-2023 terlihat peningkatan TPT Kalimantan Timur
dimasa pandemi covid-19. TPT di tahun 2019 sebesar 5.94% persen naik
pada masa covid-19 sampai dengan 6.87%. Kenaikan pengangguran ini
diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya
dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan produksi
barang dan jasa di berbagai sektor usaha. Hal ini mengakibatkan iklim
perekonomian Kalimantan Timur tidak stabil yang berujung pada
peningkatan PHK (pemutusan hubungan kerja) di sejumlah perusahaan
seluruh wilayah di Indonesia dan luar negeri.

Selama S tahun terakhir, menunjukan adanya perbaikan pada
persentasi jumlah pengangguran dibandingkan dengan angakatan
kerja, atau mengalami penurunan sebesar 10.61%. Namun kondisi
tersebut masih menempatkan angka pengangguran Kaltim lebih tinggi
dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Fonemena
ini menunjukan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim terdapat
kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding regional
Kalimantan. Analisis selanjutnya, dilakukan dengan melihat sebaran

TPT pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim.
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Tabel 2.5 Perkembangan TPT pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023|Pertumbuhan
Paser 4.55 4.52 5.7 4.88 4.72 3.74%
Kutai Barat 5.08 4.97 S5.14 4.62 9 e 17%
Kutai Kartanegara 5.98 5.7 S5.66 4.14 4.05 Ei32.27%
Kutai Timur 5.53 5.45 5.35 6.48 5.93 7.23%,
Berau 5.08 5.08 5.82 5.02 4.95 | -2.56%
Penajam Paser Utara 6.26 6.22 2.95 2.12 2.07 66.93%
Mahakam Ulu 3.69 3.49 3.14 2.44 2.09 43.36%
Kota Balikpapan 7.29 9.00 8.94 6.9 6.09 16.46%
Kota Samarinda 5.87 8.26 8.16 6.78 5.92 0.85%
Kota Bontang 9.19 9.46 9.92 7.81 7.74 [%15.78%
Kalimantan Timur 5.94 6.87 6.83 S.71 5.31 -10.61%
Indonesia 5.23 7.07 6.49 5.86 5.32 1.72%

Sumber: BPS, diolah 2024

Terdapat enam kabupaten/kota yang berhasil menurunkan TPT
selama periode 2019-2023, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara
dengan penurunan sekitar 66,93%; diikuti Kabupaten Mahakam Ulu
dengan penurunan sebesar 43.36%; Kabupaten Kutai Kartanegara
(32.27%), Kota Bontang (15.78%), Kota Balikpapan (16.46%); dan
Kabupaten Berau (2.56%). Sebaliknya, empat kabupaten/kota justru
mengalami peningkatan TPT. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah
Kota Samarinda naik sebesar 0.85%; Kabupaten Paser sebesar 3.74%;
Kabupaten Kutai Timur dengan peningkatan TPT sebesar 7.23%; dan
yang terparah pada Kutai barat yaitu melonjak naik pada tahun 2023
menjadi 9% (naik sekitar 77.17% selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa:

1. Tingginya TPT Kaltim dibanding wilayah lainnya di Pulau
Kalimantan menunjukan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim
terdapat kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding
regional Kalimantan.

2. Adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah
Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan

fokus pada wilayah dengan TPT tertinggi. Wilayah Kaltim dengan
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TPT yang lebih tinggi dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional
adalah Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur,

dan Kota Samarinda.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perbandingan
kinerja produktifitas dari perubahan satu periode ke periode selanjutnya
pada suatu negara atau wilayah yang berkesinambungan. Pertumbuhan
ekonomi ditandai dengan bertumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat
suatu negara atau wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap
kenaikan produksi dan jasanya. Salah satu indikator ekonomi makro
yang penting dalam pembangunan daerah adalah Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE). LPE merupakan indikator yang dapat mengambarkan
keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu
dan dapat digunakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan.
Pemerintah dapat menggunakan informasi terkait LPE dalam
melakukan perencanaan terkait penerimaan negara dan pembangunan
yang akan datang. Selain itu, informasi LPE menjadi sangat penting bagi
pelaku sektor usaha dalam membangun perencanaan pengembangan
produk serta sumber dayanya terutama jika terjadi pemilahan data

menurut lapangan usaha.

LPE di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (data Prognosis P-RKPD 2023).
LPE atas dasar harga konstan (ADK) di tahun 2019 sebesar 4,70%
meningkat menjadi 6,22% di tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar
32.34% selama 5 tahun terakhir. Namun ditengah periode tersebut
terjadi pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat covid-19.
Membandingkan nilai tersebut dengan Provinsi lainnya di Kalimantan,
maka nilai LPE Kaltim menunjukan perkembangan paling tinggi.
Beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami penurunan LPE

selama S5 tahun terakhir, yaitu pada wilayah Kalimantan Barat;
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Kalimantan Utara; dan Kalimantan Tengah. LPE regional Kalimantan

tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kalimantan
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Gambar 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Regional
Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Laju pertumbuhan PDRB menurut kabupaten/kota di Kaltim
mengalami keterbatasan data pada tahun 2023, nilai LPE pada tahun
2023 masih bersifat angka perkiraan. Capaian pertumbuhan ekonomi
yang dihitung melalui laju pertumbuhan produk domestik regional bruto
atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2021-
2022 perekonomian seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan
Timur tumbuh positif. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di
Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan pertumbuhan sebesar 14,49%;
diikuti oleh Kota Samarinda dengan 6,58% dan Kabupaten Kutai Timur
dengan 5,58%. Sementara itu bila ditinjau berdasarkan distribusi
persentasenya, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi wilayah
dengan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur. Distribusi produk
domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2022 mencapai 26,09 persen. Sementara di

urutan selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Timur dengan 22,91 persen
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dan Kota Balikpapan dengan 13,82 persen. Data pertumbuhan ekonomi

menurut kabupaten/kota disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Keterangan
Paser 3.99| -2.86 5.41 I] 1.09(< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Barat 5.69( -2.86 4.18 D 4.77|< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Kartanegara 3.92] -4.21 2.67 D 3.71|< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Timur 8.17 -3.1] -1.01 D5.58
Berau 5.63| -3.32 5.36 |:| 3.95|< dibanding Kaltim dan Nasional
Penajam Paser Utara 2.61] -2.34] -1.69 .14.49
Mahakam Ulu 5.52| -0.23 1.27|] 0.91|< dibanding Kaltim dan Nasional
Kota Balikpapan 4.99( -0.93 4.56 [:I 4.94|< dibanding Kaltim dan Nasional
Kota Samarinda 5| -0.99 2.76 I:|6.58
Kota Bontang -2.15| -2.74 1.6 [I 2.46|< dibanding Kaltim dan Nasional
Kalimantan Timur 4.74] -2.87 2.48 4.48
Indonesia 5.02( -2.07 3.69 5.31

Sumber: BPS, diolah 2024

Selama 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih
dibawah angka nasional. Hanya terdapat 3 wilayah kabupaten/kota di
Kaltim dengan nilai LPE diatas nilai nasional yaitu Kabupaten Penajam
Pasar Utara dengan LPE sebesar 14.49% yang diperkirakan terdampak
pembangunan IKN; Kota Samarinda dengan LPE sebesar 6.58% ditahun
2023 yang unggul masih dengan sektor kontruksi, dan Perdagangan
Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor. Selanjutnya terdapat
kabupaten Kutai Timur dengan LPE sebesar 6.658 pada tahun 2022.
Secara umu, BPS mencatat bahwa sektor unggulan di Katim yang
menyumbang PDRB terbesar adalah sektor Pertambangan dan
Penggalian sebesar 53.24% ditahun 2022. Sedangkan sektor
pemanfaatan SDA lainnya seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan hanya mampu berkontribusi sebesar 7.04%. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa:

1. Berbasis data sampai dngan 2022, laju pertumbuhan ekonomi
Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE nasional. Hal
tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1

sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengalian. Pertumbuhan
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Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non
ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di
Kaltim.

2. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Paser, Kota
Bontang dan Mahakam Ulu yang tumbuh kurang dari 3% pada
tahun 2022.

Ketimpangan pendapatan

Konsep ketimpangan pendapatan dapat menjelaskan perbedaan
dari kemakmuran, standar hidup, dan suatu pendapatan yang
dihasilkan dari setiap individu dalam masyarakat yang disebabkan
adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia,
sehingga berakibat pada tidak meratanya distribusi antar wilayah.
Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin melebarnya
perbedaan (gap) antar masyarakat dengan pendapatan tinggi dan
pendapatan rendah yang mengakibatkan pengentasan kemiskinan
menjadi sulit dilakukan dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan dari pada
pemerataan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan distribusi
pendapatan. Ketimpangan pendapatan diukur dengan metode Indeks
Gini.

Indeks Gini dapat mengidentifikasi perubahan distribusi
pendapatan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, sehingga
dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan
pendapatan. Indeks gini diestimasi menggunakan kurva lorenz dengan
membandingkan bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva
lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal.
Indeks Gini berkisar O dan 1. Kemerataan sempurna atau semua orang
memiliki pendapatan yang persis sama di tandai dengan gini sebesar O,
sebaliknya ketidakmerataan yang sempurna ditandai dengan gini
sebesar 1.

Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Timur menunjukan tren

menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara
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keseluruhan, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur dari tahun
2019 sampai dengan tahun 2023 masih masuk dalam kategori rendah.
Indeks Gini di tahun 2019 sebesar 0,330 menurun menjadi 0,322 di
tahun 2023. Indeks Gini menurun sebanyak 0,008 poin atau turun
sebesar 2.73 persen. Namun jika membandingkan dengan Provinsi
lainnya di wilayah Kalimantan, nilai ketimpangan pendapatan Kaltim
masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Indeks
Gini regional Kalimantan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar
berikut:

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan
Regional Kalimantan
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Gambar 2.5 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Regional
Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Ketimpangan di Kaltim masih lebih tinggi jika dibandingkan
wilayah lainnya, dan dengan laju pertumbuhan yang reatif lambat pula.
Kondisi ini dapat disebebkan oleh berbagai aspek, antara lain kondisi
demografi dimana penduduk usia non produktif masih mendominasi,
geografi yang sulit dijangkau, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan,
kemiskinan, kurangnya lapangan kerja dibanding penawaran tenaga

kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.

Perbaikan ketimpangan penduduk terbaik di wilayah Kalimantan

dalah pada Provinsi Kalimantan Utara; Kalimantan Selatan; dan
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Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara
merupakan provinsi yang memiliki Indeks Gini paling rendah, yaitu
sebesar 0,277, sedangkan Indeks Gini paling tinggi adalah Provinsi
Kalimantan Timur sebesar 0.322. Namun, seluruh provinsi yang ada di
kalimantan memiliki Indeks Gini di bawah rata-rata nasional yakni
sebesar 0,388. Analisis selanjutnya dilakukan dengan membandingkan

nilai ketimpangan pada wilayah di Kalimantan Timur.

Tabel 2.7 Perkembangan angka ketimpangan pada tingkat
kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 |Pertumbuhan
Paser 0.278 0.294 0.283 0.282 0.292 $.04%
Kutai Barat 0.262 0.29 0.288 0.3 0.277 $.73%
Kutai Kartanegara 0.334 0.338 0.317 0.269 0.284 97%
Kutai Timur 0.346 0.325 0.328 0.304 0.336 .89%
Berau 0.345 0.3 0.377 0.352 0.327 .22%
Penajam Paser Utara 0.322 0.292 0.263 0.274 0.299 .14%
Mahakam Ulu 0.302 0.259 0.27 0.288 0.33 9.27%
Kota Balikpapan 0.302 0.311 0.325 0.334 0.323 ©.95%
Kota Samarinda 0.341 0.324 0.322 0.346 0.323 .28%
Kota Bontang 0.338 0.405 0.34 0.324 0.299 .54%
Kalimantan Timur 0.33 0.328 0.334 0.327 0.322 42%
Indonesia 0.38 0.381 0.384 0.384 0.388 2.11%

Sumber: BPS, diolah 2024

Kondisi penurunan angka ketimpangan, tidak dibarengi dengan
penurunan ketimpangan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Kaltim. Selama tahun 2019-2023, terdapat enam daerah yang mampu
mengurangi ketimpangan pendapatan, yaitu Kabupaten Kukar turun
sebesar 14.97% selama 5 tahun; Kabupaten Kutai Timur turun sebesar
2.89% selama 5 tahun; Kabupaten Berau turun sebesar 5.22% selama
S tahun; Kota Samarinda turun sebesar 5.28% selama 5 tahun; dan Kota
Bontang yanng turun sebesar 11.54% selama 5 tahun. Sedangkan
empat daerah justru mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan,
yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan

Kabupaten Mahakam Ulu.
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Kabupaten Mahakam Ulu menjadi wilayah dengan ketimpangan
paling rawan jika dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan
kabupaten tersebut merupakan wilayah dengan angka ketimpangan
tertinggi dan selama 5 tahun terakhir masih menunjukan peningkatan
ketimpangan yang positif. Disusul dngan Kota Balikpapan dengan
ketimpangan 0.323 dan pertumbuhan positif sbear 6.94% selama 5
tahun terakhir. Sehingga terdapat masalah subtantif bahwa masih
terdapat kabupaten/kota di Kaltim dengan angka ketimpangan yang
tinggi dan terus mengalami peningkatan ketimpangan selama 5 tahun

terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada regional kalimantan, kaltim merupakan wilayah dngan
ketimpangan pendapatan tertinggi, dengan tren positif selama 5
tahun terakhir.

2. Terdapat wilayah dengan ketimpangan lebih besar dari
ketimpangan provinsi dan memiliki pertumbuhan gini rasio yang

positif pula, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan.

RDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merujuk pada
rasio antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal
di daerah tersebut atau dengan kata lain, PDRB per kapita menjelaskan
produktifitas rata-rata yang dihasilkan oleh setiap individu sebagai hasil
dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Indikator ini dapat
dijadikan dasar analisis rata-rata pendapatan masyarakat dalam satu
wilayah pada satu tahun fiskal.

Sama halnya dengan LPE, data PDRB per Kapita juga mengalami
keterbatasan data. Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB
Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami
fruktuatif selama 4 tahun terakhir. Pada PDRB Per Kapita periode 2019-
2022, Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per
Kapita yang paling lambat diantara provinsi-provinsi yang ada di

kalimantan, yaitu turun sebesar 2.44%. Laju pertumbuhan tertinggi
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ditepati Kalimatan Selatan sebesar 7.67%, selanjutnya Provinsi
Kalimantan Tengah dengan laju pertumbuhan sebesar 5.1%, diikuti
Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.54%. Sedangkan kalimantan barat
sama halnya dengan Katim mengalami penurunan selama 5 tahun
terakhir. Dilihat dari penambahan nilai PDRB per kapita selama tahun
2019-2022, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan
penambahan terbesar hingga mencapai 3.124 juta rupiah, diikuti
Provinsi Kalimantan tengah yang hanya bertambah sekitar 2.425 juta
rupiah dan Kalimantan Tengah sebesar 1.93 juta rupiah selama 4 tahun
terakahir. Sedangkan kondisi di Kaltim, menunjukan bawah selama 4
tahun terakhir secara rata-rata terjadi penurunan pendapatan

masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta rupiah per tahun.

PDRB Perkapita ADK
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Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Per Kapita Regional Kalimantan
Sumber: BPS, diolah 2024

BPS (non publikasi) melakukan update data LPE Kaltim, dimana
pada tahun 2023 PDRB Per Kapita (ADHB) sebesar Rp215.76 juta dan
untuk PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar Rp137.51 juta. Kondisi tersebut
menunjukan terjadi peningkatan PDRB Per Kapita di Kalimatan Timur

jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Melihat PDRB Per Kapita (ADHK) menurut kabupaten/kota di
Kaltim pada tahun 2019-2022, hanya terdapat tiga daerah yang
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memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu Kota Samarinda dengan
pertumbuhan mencapai 9,87 persen, diikuti Kabupaten Kutai
kartanegara (5,29 persen), dan Kabupaten Paser (2,37 persen). Terkait
pertambahan nilai PDRB per kapita tersebut, Kabupaten Kutai
kartanegara merupakan daerah dengan nilai pertambahan tertinggi
mencapai 8,76 juta rupiah, diikuti Kota Samarinda (5,31 juta rupiah),
dan Kabupaten Paser (3,06 juta rupiah). Namun jika dikategorikan
berdasarkan tingkatan (tinggi, sedang dan rendah), maka wilayah di
Kaltim dengan PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Bontang (223.47
juta rupiah); Kutai Timur (207.27 juta rupiah); dan Kutai Kartanegara
(174.49 juta rupiah). Namun wilayah yang memiliki PDRB per kapita
tersebut mengalami menurunan PDRB per kapita selama 4 tahun
terakhir, terkhusus Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi ini sejalan
dengan meningkatkan TPT pada beberapa wilayah di Kaltim. Dimana 7
wilayah kabupaten/kota di Kaltim mengalami penurunan PDRB per
kapita. Secara lebihh detail perkembangan dan pertumbuhan PDRB per

kapita selama 5 tahun terakhir dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kabupaten /Kota 2019 2020 2021 2022 Pertumbuhan
Paser 128.98 | 126.2 |131.78 |132.04 37%
Kutai Barat 142.54 |120.08 |123.63 |128.05 C%.l?%
Kutai Kartanegara 165.73 |165.96 [169.29 (174.49 .29%
Kutai Timur 262.75 (216.03 (204.91 |207.27
Berau 125.69 [110.79 114 |115.81 .86%

Penajam Paser Utara 42.8 | 37.06 | 35.94 | 40.61 .12%
Mahakam Ulu 66.63 | 54.45 | 54.18 | 8§8.75 .33%
Balikpapan 132.06 | 120.9 |124.87 |129.48 .95%
Samarinda 53.8 | 54.41 | 55.68 | §9.11 D.87%
Bontang 227.95 [220.31 | 220.9 |223.47 97%
Kalimantan Timur 134.41 |125.76 |127.21 (131.14 EAS%

Sumber: BPS, diolah 2024

Berdasarkan analisis yang diuruaikan sebelumnya terlihat bahwa
pendapatan perkapita masyakata di Kalitim belum merata berdasarkan

wilayah. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah dengan
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PDRB per kapita terendah sebesar 40.61 juta rupiah, sedangkan nilai
tertinggi sebesar 223.47 juta rupiah di Kota Bontang. Namun kedua
wilayah tersebut mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4
tahun terakhir. Wilayah Kaltim dengan rata-rata PDRB per Kapita lebih
rendah dibanding wilayah lainnya adalah PPU 40.61jt rupiah; Mahakam
Ulu 53.75juta rupiah; dan Samarinda 59.11juta rupiah. Beberapa hal
yang menjadi catatan bagi Pemda Kaltim dalam pembangunan yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per
Kapita yang paling lambat diantara provinsi-provinsi yang ada di
kalimantan, yaitu turun sebesar 0.024%. Terjadi penurunan
pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta
rupiah per tahun.

2. Secera umum, sebagian besar wilayah di Kaltim mengalami
penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir, yaitu pada
wilayah Kutim, Mahulu, Kubar, Berau, PPU, Bontang, dan
Balikpapan.
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BAB III
KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR DAN PAGU ANGGARAN
PADA RKPD DAN APBD

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
periode tahunan yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat
melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG). RKPD
merupakan dokumen dari hasil penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka
pembangunan daerah dan pendanaan dalam periode satu tahun sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis pemerintah.
RKPD memuat rencana kerja dan penganggaran yang dapat menjadi
pedoman dalam proses pembuatan anggaran melalui tahapan penyusunan
PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). PPAS merupakan dokumen
yang mendukung tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) yang menghubungkan perencanaan dalam RKPD dengan
kebijakan yang terkait rancangan anggaran.

Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran
daerah tergambar dari selarasnya APBD dengan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA)-PPAS dan RKPD. Konsistensi ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa APBD yang telah ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan proritas
dan aspirasi masyarakat. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan
penganggaran merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan
kinerja pemerintah daerah.

Kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu syarat
keberhasilan dalam pembangunan daerah. Namun, dalam proses
perencanaan dan penganggaran masih ditemukan kendala terkait
sinkronisasi dan koordinasi antar perangkat daerah termasuk waktu yang
singkat dalam membuat perencanaan daerah. Agar pelaksanaan program
dan kegiatan selaras dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan,

maka diperlukan evaluasi dan analisis permasalahan sebagai bagian dari
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tahapan dalam melakukan pengendalian. Konsistensi sebuah perencanaan
dan penganggaran menjadi fokus perhatian, karena merupakan indikator
dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjamin seluruh
program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan dengan baik sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai.

Secara keseluruhan, tingkat konsistensi pada program, kegiatan, dan
sub kegiatan di tahun 2023 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD telah
direncanakan dengan baik pada dokumen APBD, sehingga pelaksanaannya
sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Namun, masih terdapat
inkonsistensi pada indikator kinerja, target indikator, dan pagu anggaran

yang menjadi perhatian serius dalam perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.1. Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target,

dan Pagu RKPD pada APBD Tahun 2023

Uraian Total Konsisten Inkonsisten

Jumlah % Jumlah %
Program 617 617 100,00 0 0,00
Kegiatan 1.473 1.473 100,00 0 0,00
Sub Kegiatan 3.726 3.726 100,00 0 0,00
Indikator 6.046 6.029 99,72 17 0,28
Target Indikator 6.046 5.977 98,86 69 1,14
Pagu Anggaran 5.816 4.707 80,93 1.109 19,07

3.1. Konsistensi Program RKPD dan APBD

Konsistensi program antara dokumen RKPD dan dokumen APBD di
tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 617 program yang konsisten dari
617 program atau 100% program RKPD yang seluruhnya terakomodir di
dokumen APBD. Tingkat konsistensi program tersebut menunjukkan tingkat

konsistensi yang sangat tinggi.

3.2. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD
Pada kegiatan yang tertuang pada dokumen APBD tahun 2023 terlihat
sebanyak 1.473 kegiatan seluruhnya konsisten dengan kegiatan yang

terdapat pada dokumen RKPD tahun 2023 (100%) dan menunjukkan
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penyusunan kegiatan yang ada di dokumen APBD sepenuhnya
mempedomani dokumen RKPD dan dinilai memiliki tingkat konsistensi yang

sangat tinggi.

3.3. Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dan APBD

Hal yang sama juga terlihat pada konsistensi sub kegiatan antara
dokumen APBD dan dokumen RKPD di tahun 2023, dimana sebanyak 3.726
sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya terakomodir di
dokumen APBD atau memiliki tingkat konsistensi sebesar 100% atau sangat

tinggi.

3.4. Konsistensi Indikator Kinerja RKPD dan APBD

Konsistensi indikator kinerja antara dokumen APBD dan dokumen
RKPD pada tahun 2023 terlihat sebanyak 17 indikator kinerja (0,28%) yang
ada di dokumen APBD tidak konsisten terhadap 6.046 indikator kinerja yang
tercantum di dokumen RKPD. Selain itu, terdapat 6.029 indikator kinerja
(99,72%) di dokumen RKPD yang konsisten atau terakomodir di dokumen
APBD. Terdapat 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki
indikator kinerja yang inkonsisten, yaitu:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (5 indikator kinerja)

2) Biro Administrasi Pimpinan (4 indikator kinerja)

3) Badan Pendapatan Daerah (3 indikator kinerja)

4) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 indikator kinerja)
5) Dinas Kehutanan (2 indikator kinerja)

6) Dinas Lingkungan Hidup (1 indikator kinerja)

Faktor penyebab inkonsistensi pada indikator kinerja diantaranya; 1)
adanya perubahan nomenklatur pada OPD terkait indikator kinerja; 2)
kesalahan dalam penginputan indikator kinerja di Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD); dan 3) adanya penambahan atau pengurangan
indikator kinerja di satu kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD
yang berbeda di dokumen RKPD.

Secara umum, konsistensi indikator kinerja pada Pemerintah Daerah

Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (99,72%). Selain itu,
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pada perangkat daerah, hanya Biro Administrasi Pimpinan yang memiliki

konsistensi indikator kinerja dengan kategori tinggi (86,67%).

Tabel 3.2. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Perangkat Daerah

Konsistensi
No Perangkat Daerah Indikator
Kinerja (%)
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99,62
2 | Dinas Kesehatan 100,00
3 | RSUD A. Wahab Syahranie di 100,00
Samarinda
4 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di 100,00
Balikpapan
5 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma 100,00
Husada Mahakam
6 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 100,00
Ruang dan Perumahan Rakyat
7 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 100,00
8 | Badan Penanggulangan Bencana 100,00
Daerah
9 | Dinas Sosial 100,00
10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100,00
11 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan 100,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
12 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 99,07
Hortikultura
13 | Dinas Lingkungan Hidup 98,86
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 100,00
Pemerintahan Desa
15 | Dinas Perhubungan 100,00
16 | Dinas Komunikasi dan Informatika 100,00
17 | Dinas Penanaman Modal dan 100,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 100,00
19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100,00
Daerah
20 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 100,00
21 | Dinas Pariwisata 100,00
22 | Dinas Perkebunan 100,00
23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan 100,00
Hewan
24 | Dinas Kehutanan 99,80
25 | Dinas Energi dan Sumber Daya 100,00
Mineral

Kategori
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Konsistensi
No Perangkat Daerah Indikator
Kinerja (%)
26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, 100,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
27 | Biro Umum 100,00
28 | Biro Administrasi Pimpinan 86,67
29 | Biro Hukum 100,00
30 | Biro Organisasi 100,00
31 | Biro Pemerintahan dan Otonomi 100,00
Daerah
32 | Biro Kesejahteraan Rakyat 100,00
33 | Biro Perekonomian 100,00
34 | Biro Administrasi Pembangunan 100,00
35 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa 100,00
36 | Sekretariat DPRD Provinsi 100,00
37 | Badan Perencanaan Pembangunan 100,00
Daerah
38 | Badan Pendapatan Daerah 99,16
39 | Badan Pengelolaan Keuangan dan 100,00
Aset Daerah
40 | Badan Kepegawaian Daerah 100,00
41 | Badan Pengembangan Sumber Daya 100,00
Manusia
42 | Badan Penelitian dan Pengembangan 100,00
Daerah
43 | Badan Penghubung Provinsi 100,00
44 | Inspektorat 100,00
45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100,00
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur 99,72

3.5. Konsistensi Target Indikator RKPD dan APBD

tahun 2023 berada pada kategori sangat tinggi karena tingkat konsistensi
target indikator mencapai persentase 98,86% dari total 6.046 target
indikator. Namun, masih terdapat sekitar 69 target indikator atau sebesar

1,14% yang inkonsisten. Terdapat 15 (lima belas) OPD yang memiliki target

indikator yang inkonsisten, yaitu:

1)
2)
3)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (16 target indikator)

Badan Pendapatan Daerah (11 target indikator)

Dinas Pariwisata (9 target indikator)

Kategori

Konsistensi target indikator antara dokumen RKPD dan dokumen APBD
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4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (7 target indikator)
5) Dinas Kehutanan (6 target indikator)

6) Sekretariat DPRD Provinsi (6 target indikator)

7) Dinas Kesehatan (2 target indikator)

8) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 target indikator)
9) Dinas Lingkungan Hidup (2 target indikator)

10) Dinas Perhubungan (2 target indikator)

11) Dinas Kelautan dan Perikanan (2 target indikator)

12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1 target indikator)
13) Dinas Komunikasi dan Informatika (1 target indikator)

14) Biro Administrasi Pimpinan (1 target indikator)

15) Badan Kepegawaian Daerah (1 target indikator)

Beberapa faktor penyebab inkonsistensi pada target indikator
diantaranya: 1) adanya penyesuaian target indikator dari yang telah
ditetapkan sebelumnya, mengikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) masing-masing OPD; 2) perubahan nomenklatur di OPD
terkait indikator kinerja; dan 3) dampak adanya penambahan atau
pengurangan indikator kinerja di satu kegiatan atau sub kegiatan pada
dokumen APBD yang berbeda di dokumen RKPD.

Secara umum, konsistensi target indikator pada Pemerintah Daerah
Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (98,86%). Selain itu,
pada perangkat daerah, hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(83,72%) dan Dinas Pariwisata (83,93%) yang memiliki konsistensi indikator

kinerja dengan kategori tinggi.

Tabel 3.3. Konsistensi Target Indikator Pada Perangkat Daerah

Konsistensi
Perangkat Daerah Target Kategori
Indikator (%)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan 98,94
3 RSUD A Wahab Syahranie di 100,00
Samarinda
4 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di 100,00

Balikpapan
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Konsistensi
No Perangkat Daerah Target
Indikator (%)
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma

S Husada Mahakam 100,00

6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 100.00
Ruang dan Perumahan Rakyat ’

- g;;cuan Polisi Pamong Praja (Satpol 100,00
Badan Penanggulangan Bencana 83,72
Daerah

9 | Dinas Sosial 100,00

10 Dinas T.enagg Kerja dan 99,24
Transmigrasi
Dinas Kependudukan,

11 | Pemberdayaan Perempuan dan 100,00
Perlindungan Anak
Dinas Pangan, Tanaman Pangan

12 dan Hortikultura 400

13 | Dinas Lingkungan Hidup 97,73

14 Dinas Pemperdayaan Masyarakat 100,00
dan Pemerintahan Desa

15 | Dinas Perhubungan 97,83

16 | Dinas Komunikasi dan Informatika 98,59
Dinas Penanaman Modal dan

R Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100,00

18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 100,00

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100,00
Daerah

20 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 98,77

21 | Dinas Pariwisata 83,93

22 | Dinas Perkebunan 100,00

23 Dinas Peternakan dan Kesehatan 100,00
Hewan

24 | Dinas Kehutanan 99,40

25 D1'nas Energi dan Sumber Daya 100,00
Mineral
Dinas Perindustrian, Perdagangan,

2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah i

27 | Biro Umum 100,00

28 | Biro Administrasi Pimpinan 96,67

29 | Biro Hukum 100,00

30 | Biro Organisasi 100,00

31 Biro Pemerintahan dan Otonomi 100,00
Daerah

32 | Biro Kesejahteraan Rakyat 100,00

Kategori
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Perangkat Daerah

Konsistensi
Target
Indikator (%)

Kategori

Biro Perekonomian 100,00
34 | Biro Administrasi Pembangunan 100,00
35 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa 100,00
36 | Sekretariat DPRD Provinsi 94,12
37 Badan Perencanaan Pembangunan 100,00
Daerah
38 | Badan Pendapatan Daerah 96,93
39 Badan Pengelolaan Keuangan dan 100,00
Aset Daerah
40 | Badan Kepegawaian Daerah 98,36
41 Badan .Pengembangan Sumber Daya 100,00
Manusia
Badan Penelitian dan
42 Pengembangan Daerah USRI
43 | Badan Penghubung Provinsi 100,00
44 | Inspektorat 100,00
45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100,00
Pemerintah Daerah Kalimantan
. 98,86
Timur

3.6. Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dan APBD

Konsistensi pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD

tahun 2023 berada pada kategori tinggi karena tingkat konsistensi target

indikator mencapai persentase 80,93% dari total 5.816 pagu anggaran.

Meskipun berada di kategori tinggi, namun masih terdapat sekitar 1.109

pagu anggaran atau sebesar 19,07% yang masih inkonsisten. Terdapat 32

(tiga puluh dua) OPD yang memiliki pagu anggaran yang inkonsisten, yaitu:

1)
2)
3)

4)
S)
6)
7)
8)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (216 pagu anggaran)

Dinas Kehutanan (141 pagu anggaran)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (71

pagu anggaran)

Badan Pendapatan Daerah (68 pagu anggaran)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (55 pagu anggaran)

Dinas Pariwisata (49 pagu anggaran)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (41 pagu anggaran)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (37 pagu anggaran)
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9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (36 pagu anggaran)
10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (34 pagu anggaran)

11) Badan Kepegawaian Daerah (33 pagu anggaran)

12) Dinas Perkebunan (32 pagu anggaran)

13) Biro Umum (27 pagu anggaran)

14) Sekretariat DPRD Provinsi (27 pagu anggaran)

15) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (26 pagu anggaran)

16) Biro Organisasi (23 pagu anggaran)

17) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (20 pagu anggaran)

18) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (20 pagu anggaran)

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (18 pagu anggaran)

20) Dinas Kelautan Dan Perikanan (18 pagu anggaran)

21) Badan Penghubung Provinsi (16 pagu anggaran)

22) Biro Administrasi Pembangunan (15 pagu anggaran)

23) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (14 pagu anggaran)

24) Dinas Kesehatan (12 pagu anggaran)

25) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (10 pagu anggaran)

26) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (10 pagu anggaran)

27) Biro Kesejahteraan Rakyat (9 pagu anggaran)

28) Inspektorat (9 pagu anggaran)

29) Biro Administrasi Pimpinan (8 pagu anggaran)

30) Biro Hukum (6 pagu anggaran)

31) Biro Perekonomian (5 pagu anggaran)

32) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (3 pagu anggaran)

Beberapa faktor penyebab inkonsistensi pagu anggaran diantaranya: 1)

adanya perbedaan perencanaan awal pada dokumen RKPD dan APBD,
dimana kegiatan yang tercantum di dokumen RKPD belum memiliki
informasi terkait ketersediaan anggaran atau masih bersifat proyeksi (pagu
indikatif), sedangkan kegiatan yang ada di dokumen APBD merupakan
alokasi anggaran yang sudah berdasarkan informasi resmi terkait
ketersediaan anggaran; 2) adanya perbedaan penetapan rancangan

dokumen, dimana pada dokumen RKPD merupakan produk keputusan
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eksekutif, sedangkan dokumen APBD merupakan produk keputusan
berdasarkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legistatif; dan 3)
adanya kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang
menyebabkan adanya perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKPD dan
dokumen APBD.

Secara umum, konsistensi pagu anggaran pada Pemerintah Daerah
Kalimantan Timur masuk pada kategori tinggi (80,93%). Selain itu, pada
tingkat konsistensi pagu anggaran di perangkat daerah terlihat sebanyak 14
OPD (31,11%) masuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 8 OPD (17,78%)
berada di kategori tinggi, sebanyak 11 OPD (24,44%) berada di kategori
sedang, 4 OPD (8,89%) berada di kategori rendah, dan sebanyak 8 OPD
(17,78%) berada di kategori sangat rendah.

Tabel 3.4. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Perangkat Daerah

Konsistensi

Perangkat Daerah Pagu Anggaran Kategori
(%)

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 | Dinas Kesehatan 92,86
3 | RSUD A. Wahab Syahranie di 100,00
Samarinda
4 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 100,0
di Balikpapan
5 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma 90,00
Husada Mahakam
6 | Dinas Pekerjaan Umum, 73,70 Sedang
Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat
7 | Satuan Polisi Pamong Praja 100,00 -
(Satpol PP)
8 | Badan Penanggulangan Bencana 55,00 Rendah
Daerah
9 | Dinas Sosial 100,00
10 | Dinas Tenaga Kerja dan 100,00
Transmigrasi
11 | Dinas Kependudukan, 100,00
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
12 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan 89,64
dan Hortikultura
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Konsistensi
Perangkat Daerah Pagu Anggaran Kategori
(%)

Dinas Lingkungan Hidup

14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100,00
dan Pemerintahan Desa
15 | Dinas Perhubungan 100,00
16 | Dinas Komunikasi dan 100,00
Informatika
17 | Dinas Penanaman Modal dan 100,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 100,00
19 | Dinas Perpustakaan dan 100,00
Kearsipan Daerah
20 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 88,68
21 | Dinas Pariwisata 9,26
22 | Dinas Perkebunan 75,76 Sedang
23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan 66,12 Sedang
Hewan
24 | Dinas Kehutanan 66,12
25 | Dinas Energi dan Sumber Daya 87,50
Mineral
26 | Dinas Perindustrian, 74,05
Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
27 | Biro Umum 37,21
28 | Biro Administrasi Pimpinan 73,33
29 | Biro Hukum 80,00
30 | Biro Organisasi 32,35
31 | Biro Pemerintahan dan Otonomi 54,84 Rendah
Daerah
32 | Biro Kesejahteraan Rakyat 73,53 Sedang
33 | Biro Perekonomian 86,49
34 | Biro Administrasi Pembangunan 48,28
35 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa 70,59
36 | Sekretariat DPRD Provinsi 73,53
37 | Badan Perencanaan 20,29
Pembangunan Daerah
38 | Badan Pendapatan Daerah 80,23
39 | Badan Pengelolaan Keuangan dan 66,36

Aset Daerah
40 | Badan Kepegawaian Daerah 45,00
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Konsistensi
Perangkat Daerah Pagu Anggaran Kategori
(%)

Badan Pengembangan Sumber 46,94

Daya Manusia
42 | Badan Penelitian dan 61,54 Rendah

Pengembangan Daerah
43 | Badan Penghubung Provinsi 55,56 Rendah
44 | Inspektorat 74,29 Sedang
45 | Badan Kesatuan Bangsa dan 29,41

Politik

Pemerintah Daerah Kalimantan 80,93

Timur

3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD)

3.7.1. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada pada kategori sangat
tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai
tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 1.330 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 1.325 indikator
kinerja atau sebesar 99,62% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori
sangat tinggi. Masih terdapat 5 indikator kinerja (0,38%) yang ada di
dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang
menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen
perencanaan RKPD. 5 (lima) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten
terdapat pada:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

3) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
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4)

S)

Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Khusus
Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

Dari 1.330 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,

terdapat 16 target indikator atau sebesar 1,20% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 1.314 target indikator (98,80%)

telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan

perencanaan target indikator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak

seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat

konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam

kategori sangat tinggi. 16 (enam belas) target indikator yang inkonsisten

terdapat pada:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan
Khusus

Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

10) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah

Menengah Atas

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

13) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

14) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

15) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

16) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 1.306 pagu

anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 1.090 pagu
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anggaran atau sebesar 83,46% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 216 pagu anggaran (16,54%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu
216

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.1. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3.7.2. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kesehatan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Kesehatan berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas kesehatan telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 189 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas kesehatan dalam kategori sangat
tinggi.

Dari 189 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 2 target indikator atau sebesar 1,06% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 187 target indikator (98,94%) telah
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terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Kesehatan tidak seluruhnya berdasarkan pada
dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator
pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 2 (dua)
target indikator yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 168 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 156 pagu
anggaran atau sebesar 92,86% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 12 pagu anggaran (7,14%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Program |
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.2. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kesehatan

3.7.3. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD A. Wahab Syahranie
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di RSUD A. Wahab Syahranie berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD A. Wahab Syahranie telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah

direncanakan.
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Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 45 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori
sangat tinggi. Dari 45 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen
APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada
RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 42 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori

sangat tinggi.

Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.3. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD A. Wahab Syahranie

3.7.4. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo berada pada kategori sangat
tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dr. Kanujoso Djatiwibowo
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telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang
telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 8 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori
sangat tinggi. Dari 8 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen
APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada
dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 8 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori

sangat tinggi.

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.4. Konsistensi RKPD dan APBD pada dr. Kanujoso Djatiwibowo

3.7.5. Konsistensi RKPD dan APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma
Husada Mahakam
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berada pada
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kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rumah Sakit
Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam dalam kategori sangat tinggi. Dari 30 target indikator yang
direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi target indikator pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 27 pagu
anggaran atau sebesar 90% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 3 pagu anggaran (10%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. 3 (tiga) pagu anggaran yang
inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan Sub
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

15 20

Jumlah = Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.5. Konsistensi RKPD dan APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah

Atma Husada Mahakam

3.7.6. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi
sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub
kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan
yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 273 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat dalam kategori sangat tinggi. Dari 273 target
indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator
atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa
tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Perumahan Rakyat dalam kategori sangat tinggi.
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Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 270 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 199 pagu
anggaran atau sebesar 73,70% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 71 pagu anggaran (26,30%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.6. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

3.7.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Satuan Polisi Pamong Praja berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 46 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori

sangat tinggi. Dari 46 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
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RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen
APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada
Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 46 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori

sangat tinggi.

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah = Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja

3.7.8. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada pada kategori
sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 43 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%

terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
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konsistensi indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam kategori sangat tinggi. Dari 43 target indikator yang direncanakan
dalam dokumen RKPD, terdapat 7 target indikator atau sebesar 16,28% yang
tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 36 target
indikator (83,72%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun
penyusunan perencanaan target indikator di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan
RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih
masuk di dalam kategori tinggi. 7 (tujuh) target indikator yang inkonsisten
terdapat pada:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
Bencana
7) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 40 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 22 pagu
anggaran atau sebesar 55% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 18 pagu anggaran (45%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.8. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

3.7.9. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Sosial

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Sosial berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Sosial telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 169 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Sosial dalam kategori sangat tinggi.
Dari 169 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh
target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Sosial
dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 165 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi pagu anggaran pada Dinas Sosial dalam kategori sangat tinggi.
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.9. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Sosial

3.7.10. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada pada kategori
sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan perencanaan, sehingga
dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 132 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam kategori sangat tinggi. Dari 132 target indikator yang direncanakan
dalam dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 0,76% yang
tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 131 target
indikator (99,24%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun
penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan
RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih

masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten
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terdapat pada Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster
Kompetensi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 122 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

kategori sangat tinggi.

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.10. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

3.7.11. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase
konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan,
dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat
mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 88 indikator kinerja yang

tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
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terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat tinggi. Dari 88
target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target
indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan
bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat
tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 88 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat tinggi.

Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.11. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.7.12. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berada pada

kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
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menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 215 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 213 indikator kinerja
atau sebesar 99,07% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori
sangat tinggi. Masih terdapat 2 indikator kinerja (0,93%) yang ada di
dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang
menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak seluruhnya berdasarkan
pada dokumen perencanaan RKPD. 2 (dua) indikator kinerja tersebut yang
inkonsisten terdapat pada:
1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Dari 215 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 2 target indikator atau sebesar 0,93% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 213 target indikator (99,07%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat
konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam
kategori sangat tinggi. 2 (dua) target indikator yang inkonsisten terdapat
pada:
1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 193 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 173 pagu
anggaran atau sebesar 89,64% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 20 pagu anggaran (10,36%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.12. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura

3.7.13. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 88 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 87 indikator kinerja atau
sebesar 98,86% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan
bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi.
Masih terdapat 1 indikator kinerja (1,14%) yang ada di dokumen RKPD yang
tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa
penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. Indikator
kinerja yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi.
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Dari 88 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 2 target indikator atau sebesar 2,27% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 86 target indikator (97,73 %) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Lingkungan Hidup tidak seluruhnya berdasarkan
pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target
indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi.
2 (dua) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan
Hidup

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 83 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dalam kategori

sangat tinggi.
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Gambar 3.13. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup
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3.7.14. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar
100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah sesuai
dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 73 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi. Dari 73 target indikator
yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi target indikator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 72 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.14. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.7.15. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perhubungan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Perhubungan berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 92 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perhubungan dalam kategori sangat
tinggi. Dari 92 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 2 target indikator atau sebesar 2,17% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 90 target indikator (97,83%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Perhubungan tidak seluruhnya berdasarkan pada
dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator
pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target
indikator yang inkonsisten terdapat pada:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 90 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Perhubungan dalam kategori sangat

tinggi.
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Gambar 3.15. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perhubungan

3.7.16. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Komunikasi dan
Informatika

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada kategori sangat
tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai
tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 71 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

kategori sangat tinggi. Dari 71 target indikator yang direncanakan dalam
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dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 1,41% yang tidak
diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 70 target indikator
(98,59%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan
perencanaan target indikator di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat
konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam
kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 71 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.16. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

3.7.17. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar
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100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 56 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi. Dari 56 target indikator
yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi target indikator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 54 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.17. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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3.7.18. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Pemuda dan Olah Raga berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang
telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 83 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam
kategori sangat tinggi. Dari 83 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam
dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 80 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam

kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.18. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemuda dan Olah
Raga
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3.7.19. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berada pada
kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 59 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah dalam kategori sangat tinggi. Dari 59 target indikator yang
direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi target indikator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 53 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau
100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

dalam kategori sangat tinggi.
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Gambar 3.19. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

3.7.20. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat
tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai
tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 163 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam
kategori sangat tinggi. Dari 163 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 1,23% yang tidak
diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 161 target indikator
(98,77%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan
perencanaan target indikator di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat
konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam

kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada:




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

1) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 159 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 141 pagu
anggaran atau sebesar 88,68% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 18 pagu anggaran (11,32%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.20. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kelautan dan

Perikanan

3.7.21. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pariwisata

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Pariwisata berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 56 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pariwisata dalam kategori sangat
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tinggi. Dari 56 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 9 target indikator atau sebesar 16,07% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 47 target indikator (83,93%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Pariwisata tidak seluruhnya berdasarkan pada
dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator
pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori tinggi. Target indikator
yang inkonsisten terdapat pada:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
5) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem
Ekonomi Kreatif
7) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
8) Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan
Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 54 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 5 pagu
anggaran atau hanya sebesar 9,26% yang telah terakomodir di dalam
dokumen APBD. Terdapat 49 pagu anggaran (90,74%) yang inkonsisten atau
terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat buruk.




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.21. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pariwisata
3.7.22. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perkebunan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Perkebunan berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perkebunan telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 136 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perkebunan dalam kategori sangat
tinggi. Dari 136 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas
Perkebunan dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 132 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 100 pagu
anggaran atau sebesar 75,76% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 32 pagu anggaran (24,24%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.22. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perkebunan

3.7.23. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berada pada kategori
sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 125 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
dalam kategori sangat tinggi. Dari 125 target indikator yang direncanakan
dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir
dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kategori
sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 121 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 80 pagu anggaran

atau sebesar 66,12% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
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Terdapat 41 pagu anggaran (33,88%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.23. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

3.7.24. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kehutanan
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Kehutanan berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kehutanan telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 998 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 996 indikator kinerja
atau sebesar 99,80% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori
sangat tinggi. Masih terdapat 2 indikator kinerja (0,20%) yang ada di
dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang
menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas
Kehutanan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan

RKPD. 2 (dua) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:
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1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dari 998 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,

terdapat 6 target indikator atau sebesar 0,60% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 992 target indikator (99,40%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Dinas Kehutanan tidak seluruhnya berdasarkan pada
dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator
pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 6 (enam)
target indikator yang inkonsisten terdapat di satu program dan empat sub
kegiatan, yaitu:

1) Program Program Pengelolaan Hutan

2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan

(RTnRL)

3) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 948 pagu

anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 807 pagu
anggaran atau sebesar 85,13% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 141 pagu anggaran (14,87%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.24. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kehutanan

3.7.25. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berada pada kategori
sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat
mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 89 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
sangat tinggi. Dari 89 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen
APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 80 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 70 pagu anggaran
atau sebesar 87,50% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 10 pagu anggaran (12,50%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
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antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.25. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral

3.7.26. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi
sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub
kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai
tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 137 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat tinggi. Dari 137 target indikator

yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau
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100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi target indikator pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kategori sangat tinggi.
Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 131 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 97 pagu anggaran
atau sebesar 74,05% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 34 pagu anggaran (25,95%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.26. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3.7.27. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Umum

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Umum berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Umum telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 45 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%

terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
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konsistensi indikator kinerja pada Biro Umum sangat tinggi. Dari 45 target
indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator
atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa
tingkat konsistensi target indikator pada Biro Umum dalam kategori sangat
tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 43 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 16 pagu anggaran
atau sebesar 37,21% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 27 pagu anggaran (62,79%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.
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Gambar 3.27. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Umum

3.7.28. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pimpinan
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Administrasi Pimpinan berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah

direncanakan.
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Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 26 indikator kinerja atau
sebesar 86,67% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan
bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori tinggi. Masih
terdapat 4 indikator kinerja (13,33%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak
terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan
perencanaan indikator kinerja di Biro Administrasi Pimpinan tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 4 (empat)
indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dari 30 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 1 target indikator atau sebesar 3,33% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 29 target indikator (96,67%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Biro Administrasi Pimpinan tidak seluruhnya berdasarkan
pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target
indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi.
Target indikator yang inkonsisten terdapat di Kegiatan Fasilitasi
Keprotokolan.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 22 pagu
anggaran atau sebesar 73,33% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 8 pagu anggaran (26,67%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.28. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi

Pimpinan

3.7.29. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Hukum

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Hukum berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Hukum telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Hukum sangat tinggi. Dari 30 target
indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator
atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa
tingkat konsistensi target indikator pada Biro Hukum dalam kategori sangat
tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 24 pagu anggaran
atau sebesar 80% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat

6 pagu anggaran (20%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara
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dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu

anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.29. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Hukum

3.7.30. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Organisasi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Organisasi berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Organisasi telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 37 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Organisasi sangat tinggi. Dari 37
target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target
indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan
bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Organisasi dalam
kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 11 pagu anggaran

atau sebesar 32,35% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
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Terdapat 23 pagu anggaran (67,65%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.30. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Organisasi

3.7.31. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berada pada kategori
sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 35 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
sangat tinggi. Dari 35 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen
APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam kategori sangat tinggi.
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Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 31 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 17 pagu anggaran
atau sebesar 54,84% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 14 pagu anggaran (45,16%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.
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Gambar 3.31. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

3.7.32. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Kesejahteraan Rakyat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Kesejahteraan Rakyat berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 36 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat sangat tinggi.

Dari 36 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro
Kesejahteraan Rakyat dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 25 pagu anggaran
atau sebesar 73,53% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 9 pagu anggaran (26,47%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.32. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Kesejahteraan Rakyat

3.7.33. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Perekonomian
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Biro Perekonomian berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Perekonomian telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 42 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi indikator kinerja pada Biro Perekonomian sangat tinggi. Dari 42
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target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target
indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan
bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Perekonomian dalam
kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 37 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 32 pagu anggaran
atau sebesar 86,49% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 5 pagu anggaran (13,51%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.33. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Perekonomian

3.7.34. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi
Pembangunan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Biro Administrasi Pembangunan berada pada kategori sangat

tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Administrasi

Pembangunan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai

tujuan yang telah direncanakan.
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Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 31 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan sangat
tinggi. Dari 31 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro
Administrasi Pembangunan dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 29 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 14 pagu anggaran
atau sebesar 48,28% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 15 pagu anggaran (51,71%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.
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Gambar 3.34. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi

Pembangunan

3.7.35. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Biro Pengadaan Barang dan Jasa berada pada kategori sangat
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tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Pengadaan Barang
dan Jasa telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan
yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 36 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat
tinggi. Dari 36 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 24 pagu anggaran
atau sebesar 70,59% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 10 pagu anggaran (29,41%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.35. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pengadaan Barang

dan Jasa
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3.7.36. Konsistensi RKPD dan APBD pada Sekretariat DPRD Provinsi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Sekretariat DPRD Provinsi berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 102 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi dalam kategori
sangat tinggi. Dari 102 target indikator yang direncanakan dalam dokumen
RKPD, terdapat 6 target indikator atau sebesar 5,88% yang tidak diakomodir
ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 96 target indikator (94,12%)
telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan
perencanaan target indikator di Sekretariat DPRD Provinsi tidak seluruhnya
berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi
target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat
tinggi. 6 (enam) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
dan Hukum

4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

5) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

6) Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja
Sama Daerah

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 102 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 75 pagu anggaran
atau sebesar 73,53% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 27 pagu anggaran (26,47%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
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antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.36. Konsistensi RKPD dan APBD pada Sekretariat DPRD Provinsi

3.7.37. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada
kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 70 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sangat tinggi. Dari 70 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam
dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kategori

sangat tinggi.
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Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 69 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 14 pagu anggaran
atau sebesar 20,29% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 55 pagu anggaran (79,7 1%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.
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Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.37. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.7.38. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pendapatan Daerah
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Pendapatan Daerah berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 358 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 355 indikator kinerja
atau sebesar 99,16% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori
sangat tinggi. Masih terdapat 3 indikator kinerja (0,84%) yang ada di
dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang
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menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Badan
Pendapatan Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen
perencanaan RKPD. 3 (tiga) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten
terdapat pada:
1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak
Daerah
Dari 358 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
terdapat 11 target indikator atau sebesar 3,07% yang tidak diakomodir ke
dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 347 target indikator (96,93%) telah
terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan
target indikator di Badan Pendapatan Daerah tidak seluruhnya berdasarkan
pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target
indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi.
11 (sebelas) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:
1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
3) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan
Pemerintah Daerah
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan
Pemerintah Daerah
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
8) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
10) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
11) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak

Daerah
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Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 344 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 276 pagu
anggaran atau sebesar 80,23% yang telah terakomodir di dalam dokumen
APBD. Terdapat 68 pagu anggaran (19,77%) yang inkonsisten atau terjadi
perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat

konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.
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Gambar 3.38. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pendapatan Daerah

3.7.39. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Kepegawaian Daerah berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 61 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah dalam
kategori sangat tinggi. Dari 61 target indikator yang direncanakan dalam

dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 1,64% yang tidak
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diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 60 target indikator
(98,36%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan
perencanaan target indikator di Badan Kepegawaian Daerah tidak
seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat
konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam
kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 60 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 27 pagu anggaran
atau sebesar 45% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat
33 pagu anggaran (55%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara
dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu

anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.
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Gambar 3.39. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kepegawaian

Daerah

3.7.40. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada

kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
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menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 114 indikator kinerja
yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sangat tinggi. Dari 114 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam
dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kategori
sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 110 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 73 pagu anggaran
atau sebesar 66,36% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 37 pagu anggaran (33,64%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.
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Gambar 3.40. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
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3.7.41. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada pada
kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 49 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sangat tinggi. Dari 49 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam
dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kategori
sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 49 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 23 pagu anggaran
atau sebesar 46,94% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 26 pagu anggaran (53,06%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.
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Gambar 3.41. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

3.7.42. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berada pada
kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah telah sesuai dengan perencanaan,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 53 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah sangat tinggi. Dari 53 target indikator yang direncanakan dalam
dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam
dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target
indikator pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kategori
sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 52 pagu

anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 32 pagu anggaran
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atau sebesar 61,54% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 20 pagu anggaran (38,46%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.
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Gambar 3.42. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

3.7.43. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penghubung Provinsi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Badan Penghubung Provinsi berada pada kategori sangat tinggi
dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi telah
sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 37 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Penghubung Provinsi sangat tinggi.
Dari 37 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh

target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
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menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan
Penghubung Provinsi dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 36 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 20 pagu anggaran
atau sebesar 55,56% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 16 pagu anggaran (44,44%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.43. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penghubung

Provinsi

3.7.44. Konsistensi RKPD dan APBD pada Inspektorat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD
dan APBD di Inspektorat berada pada kategori sangat tinggi dengan
persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Inspektorat telah sesuai dengan
perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 35 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi indikator kinerja pada Inspektorat sangat tinggi. Dari 35 target

100
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indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator
atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa
tingkat konsistensi target indikator pada Inspektorat dalam kategori sangat
tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 35 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 26 pagu anggaran
atau sebesar 74,29% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 9 pagu anggaran (25,71%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.

Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

35
Indikator | ———————— ] 5

35
T arg et | ————————— 35

35

Pagu |ee———————— )

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.44. Konsistensi RKPD dan APBD pada Inspektorat

3.7.45. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD

dan APBD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada pada kategori

sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik telah sesuai dengan perencanaan, sehingga

dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
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Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 51 indikator kinerja yang
tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%
terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat
konsistensi indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat
tinggi. Dari 51 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD,
seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 51 pagu
anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 15 pagu anggaran
atau sebesar 29,41% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.
Terdapat 36 pagu anggaran (70,59%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan
antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait

pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Program e g

Kegiatan | 13

Sub Kegiatan

Indikator

Target

Pagu

Jumlah =Konsisten Inkonsisten

Gambar 3.45. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
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BAB IV
EVALUASI REALISASI PELAKSANAAN RKPD

4.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah yang tertuang dalam prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan/sasaran merupakan indikator yang dijadikan target dalam
pelaksanaan pembangunan daerah tersebut. Pada RKPD Kaltim, 6 (enam)
tujuan pembangunan daerah yang diukur dengan 10 indikator kinerja yang
merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kaltim, dan selanjutnya
diturunkan 34 sasaran. Tujuan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan
Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing; 2)
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Mewujudkan Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkualitas; 4) Meningkatkan Pemerataan Pelayanan
Infrastruktur Dasar; 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan 6)
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan
berorientasi pelayanan publik.

Secara umum, capaian terhadap tujuan/sasaran RKPD 2023 telah
memberikan kinerja baik atau secara rata-rata berada pada capaian 95.51%
dari total 44 indiaktor tujuan dan sasaran. Secara lebih rinci pada capaian
tujuan RKPD terdapat 10 indikator tujuan, indikator yang belum memenuhi
adalah:

Tingkat Kemiskinan (96.44%)

PDRB per Kapita (Juta Rp) (91.81%)

Indeks Gini (95.45%)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (99.11%)

S
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Capian Program Capian Sasaran

Tidak
tercapai
<100%
40%

Tidak
tercapai
<100%
53%

Gambar 4.1 capaian Tujuan dan Sasaran RKPD Kaltim

Pada capaian sasaran RKPD Kaltim, masih terdapat 53% indikator
sasaran yang belum mencapai 100%. Namun beberapa capaiannya masih
pada ketegori sangat tinggi. Terdapat 34 indikator sasaran RKPS. Capaian
sasaran indikator RKPD yang belum mencapai 100% adalah:

1. Rata-rata lama sekolah (Tahun) 98.23%
Harapan Lama Sekolah (Tahun) 99.22%
Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 96.96%
Persentase Penyerapan Tenaga 68.68%

Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 96.17%

A T

Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd

PDRB (%) 80.93%

7. Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan
dan hortikultura terhadap PDRB (%) 75.38%

8. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB
(%) 83.78%

9. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB
(%) 89.43%

10. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)
86.05%

11. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB

(%) 88.89%
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12. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%) 98.22%

13. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 92.43%

14. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%) 35.78%

15. Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang) 94.69%

16. Jumlah barang yang diangkut (Ton) 96.55%

17. Luas kawasan kumuh (Ha) 96.82%

18. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 88.18%

Melihat persentasi keberkasilan per indikator, >50% indikator telah
mencapai 2100% sedagkan sisanya mendekati angka 100%. Namun, pada
bebrapa indikator lainnya, juga masih terdapat indikator tujuan/sasaran
yang belum mencapai target yang ditetapkan pada RKPD 2023. Secara lebih
rinci berikut diuraikan capaian indikator tujuan/sasaran berbasis tujuan

RKPD.

Tabel 4.1 Capaian Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter

berakhlak mulia dan berdaya saing

Target P- Target

Realisasi Realisasi Capaian

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran RPJMD RKPD o
2022 2023 2023 2023 (%)
Tujuan 1 :
Mewujudkan
Masya{rakat yang L
Pembangunan 77.44 77.75 77.75 78.2 100.58%
berkarakter Manusia (IPM)
berakhlak mulia

dan berdaya saing

. Rata-rata lama o
Meningkatnya sekolah (Tahun) 9.92 10.17 10.17 9.99 98.23%

taraf pendidikan Harapan Lama
o,
masyarakat Sekolah (Tahun) 13.84 14.13 14.13 14.02 99.22%
iigﬁl%tiﬁﬁi Persentase Pemuda
dalam dalam Pembinaan 0.88 0.4 0.88 0.88** 100.00%
Kepemudaan
Pembangunan
Meningkatnya . .
keschatan dan gizi | OS2 Harapan Hidup |, o, 74.75 7475 | 74.72 | 99.96%
(Tahun)
masyarakat
partisipast skt | ndeks
partisip Pemberdayaan 66.64 65.7 66.97 66.97 | 100.00%

perempuan dalam

Gender (IDG) (%)
pembangunan

Pada tujuan “Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak

mulia dan berdaya saing” terlihat bahwa seluruh indikator mencapai target
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pada katergori “sangat tinggi” atau lebih dari 90%. Mewujudkan masyarakat
berakhlak mulia dan berdaya saing diproyeksikan dengan IPM.
Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-
pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan
yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu
pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang
dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sehingga komponen IPM
mengakomodir kebutuhan tersebut. Pada indikator sasaran “Meningkatnya
taraf pendidikan masyarakat” ditargetkan penduduk Kaltim memiliki rata-
rata lama sekolah selama 10.17 tahun dan harapan sekolah 14.13 tahun.
Dari target tersebut tercapai 98.23% atau 9.99 tahun per rata-rata penduduk
Kaltim, dengan harapan sekolah 14.02 tahun. Pada indikator sasaran
“Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat” ditargtkan penduduk
memiliki usia harapan hidup sampai dengan 74.75 tahun dengan capaian
pada angka 74.72 tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa layanan dasar di
Kaltim relatif baik namun jangkauannya perlu ditingkatkan lagi sehingga
pada periode depannya dapat tercapai sampai dengan 100%.

Pada sasaran “Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan”
terjadi peningkatan jika dibandingkan periode tahun 2022 sebesar 0.4 dan
2023 naik menjadi 0.88. Angka tersebut merupakan ineks keterlibatan
pemuda yang dihitung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Beberapa bentuk
partisipasi masyarakat di Kaltim antara lain Optimis dan Semangatdalam
mengikuti dan memenangkan lomba; kreatifitas dalam masuk ke sektor
ekonomi kreatif; serta keterlibatan dalam partisipasi pada program kegiatan
pemerintah. Selanjutnya, pada sasaran “Meningkatnya partisipasi aktif
perempuan dalam pembangunan” juga telah mencapai target yang
ditetapkan serta terjadi peningkatan pada periode sebelumnya.

Melanjutkan tujuan 1, tujuan RKPD ke 2 berfokus pada perwujudan
kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009,
tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat 2 indikator sasaran untuk
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mendukung 1

masyarakat.

indikator

Tabel 4.2 Capaian Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan

. . . Target P- Target . . q
Tujuan/Sasaran Ig;l;la(::zr Rezaélzs; S RPJMD RKPD Rezaélzsg St Ca([:;;an
2023 2023 °
Tujuan 2 : Ut 6.31 5.90 5.90 6.11 | 96.44%
. Kemiskinan (%)
Mewujudkan :
Kesejahteraan Tingkat
Masyarakat Pengangguran 5.71 6.5 6.00 5.31 111.50%
Terbuka (%)
Meningkatnya
keberdayaan Indeks Desa 0.732 0.69 0.74 0.7513 | 101.53%
masyarakat Membangun
perdesaan
Meningkatnya gz;szr;;as:n
daya saing Ten{; o P 25.08 40.00 40.00 27.47 | 68.68%
tenaga kerja Kerja (%)

Persentase Penduudk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach), sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 6.11% Penduduk Miskin di
Kaltim adalah rasio penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka tersebut masih lebih tinggi jika
dibandingkan dengan target RKPD 2023, walaupun telah terjadi perbaikan
jika dibandingkan periode sebelumnya. Namun pada indikator ke 2, TPT
Kaltim lebih rendah dari target yang ditetapkan, atau tercapai pada angka
112.99%.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang di
publikasikan oleh Kementrian Desa, yang dibentuk berdasarkan tiga indeks,
yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (mencakup Pendidikan, Kesehatan, Modal
Sosial dan Permukiman); Indeks Ketahanan Ekonomi (mencakup Keragaman
Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik,
Akses Perbankan dan Kredit, dan Keterbukaan Wilayah); dan Indeks

Ketahanan Ekologi / Lingkungan (mencakup Kualitas Lingkungan; Bencana
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Alam dan Tanggap Bencana). Pada posisi IDM 0.7513 menempatkan secara
rata-rata desa di Kaltim dalam kategori “Desa Maju atau Desa Pra-Madya”.
Yaitu berada pada kategori kedua teratas dari lima kateori desa yang diatur
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa
Membangun. Kondisi ini didukung dengan keberhasilan Penyerapan Tenaga
Kerja yang mencapai angka 200.75%.

Tidak tercapainya tujuan menurunkan tingkat kemiskinan diperkirakan
berkorelasi dengan tidak tercapainya indikator sasaran Persentase
Penyerapan Tenaga Kerja (%) dimana hanya mencapai 68.68%. pada RKPD
2023 ditargetkan terdapat penyrapan tenaga kerja sebesar 40%, namun
masih tercapai 27.27%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kondisi tahun sebelumnya sebesar 25.08%. Angka tersebut
mengindikasikan rendahnya daya saing tenaga kerja di Kaltim sehingga
hanya 27.27% yang masuk pada pasar tenaga kerja. Secara geografis, kondisi
ini juga terjadi adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah
Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada
wilayah dengan TPT tertinggi. Wilayah Kaltim dengan TPT yang lebih tinggi
dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional adalah Kutai Barat, Kota Bontang,

Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.
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Tabel 4.3 Capaian Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang

109

Berkualitas
. ... Target P- Target et q
Tujuan/Sasaran Ig:;l;::zr Rezaglzsza St RPJMD RKPD Reza(;lzssa St Ca(]:’/ao;an
2023 2023
Laju
) Pertumbuhan 4.48 3,51 4,30-5,10 6.22 144.65
’[l\;luluafl :(311{ Ekonomi (%)
ewujudkan ;
- Eﬂfflg’;)r Kapita 238.7 175 235-265 | 21576 | 91.81
Ekonomi yang -
Berkualitas o g;)&]l;grg:s(/ | en 250 | 5,80-6,60 | 813 | 140.17
Nilai Tukar Petani 126.03 120.00 128.00 129.04 100.81
Meningkatnya
pendanaan Pendapatan
pembangunan Daerah (Miliar Rp) 15,909 12,122 18,698 17,981 96.17
pemerintah
Nilai Ekspor
Meningkatnya Nilai | Komoditas Non
Ekspor Non Migas | Migas dan 5.05 1.89 1.89 4.25 224.87
dan Batubara Batubara (Miliar
US$)
Meningkatnya Kontribusi Sektor
kontribusi Sektor Industri
industri pengolahan Non
pengolahan Non Migas dan 8.24 9.86 9.86 7.98 80.93
Migas dan Batubara thd
Batubara PDRB (%)
Kontribusi
lapangan usaha
sub sektor
pertanian 0.43 0.65 0.65 0.49 75.38
tanaman pangan
dan hortikultura
terhadap PDRB
(%0)
Kontribusi
lapangan usaha
sub sektor 0.27 0.37 0.37 0.31 83.78
peternakan
Meningkatnya terhadap PDRB
Peran Sektor (%) - -
Pertanian (dalam Kontribusi
arti luas) lapangan usaha
sub sektor 4.22 5.30 5.30 4.74 89.43
perkebunan
terhadap PDRB
(%0)
Kontribusi
lapangan usaha
sub sektor 1.28 1.72 1.72 148 | 86.05
perikanan
terhadap PDRB
(%)
Kontribusi 0.81 1.08 1.08 096 | 88.89
apangan usaha
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Target P-

Target
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. Indikator Realisasi Realisasi | Capaian
Tujuan/Sasaran RPJMD RKPD A
Sasaran 2022 2023 2023 2023 (%)
sub sektor
kehutanan
terhadap PDRB
(%)
. Nilai Realisasi
MBI | Imestas Ser
. Non Migas dan 36.17 35.67 40 49.6 124.00
sektor Non Migas -
Batubara (Triliun
dan non Batu Bara
Rp)
. Kontribusi
Meningkatnya .
usaha ekonomi Koperasi dan UKM 15.13 13.50 15.13 14.86 98.22
. terhadap PDRB
koperasi dan UKM (%)
Kontribusi sektor
Meningkatnya pariwisata
kontribusi sektor terhadap PDRB 8.58 9.91 9.91 9.16 e
pariwisata dan (%)
ekonomi kreatif Kontribusi sektor
terhadap ekonomi | ekonomi kreatif
daerah terhadap PDRB 14.38 15.68 15.68 5.61 35.78
(%)

Tujuan 3 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”
dicapai dengan beberapa indikator tujuan. Secara umum seluruh indikator
tujuan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator Laju
Pertumbuhan Ekonomi (%) memiliki realisasi 6.22% yaitu dengan capaian
144.65%; indikator PDRB per Kapita (Juta Rp) memiliki capaian 215.76 juta
rupiah berdasarkan harga berlaku. Nilai tersebut masih belum mncapai
target yang ditetapkan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai pada
tahun 2022 yaitu sebesar 238.7 juta rupiah. Selanjutnya pada indikator
tujuan LPE Non Migas dan Batubara (%) memiliki capaian 140.17% atau
sebesar 8.13% tumbuh pada tahun 2023; dan indikator Nilai Tukar Petani
sbear 129.04 yaitu dengan nilai capaian 100.81%.

Analisis selanjutnya berfokus pada capaian indikator sasaran yang
belum mencapai target secara maksimal. Pada indikator “Pendapatan Daerah
(Miliar Rp)” terjadi inkonsistensi target tujuan/sasaran dimana ditargetkan
Kaltim memperoleh 18.698 miliar rupiah namun realisasi pada 2023 sebesar
17.981 miliar rupiah atau capaian sebesar 96.17%, sedangkan target pada
Bapenda pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai

117.72%. Ketidaktercapaian diikuti dengan tidak tercapainya target pada
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kontribusi sektor tanaman pangan dan hultikultura sebesar 75.38%; sektor
peternakan (83.78%), perkebunan (89.43%); perikanan (86.05%), kehutanan
(88.89%), koperasi dan UMKM (98.22%), pariwisata (92.43%) dan ekonomi

kreaktif (35.78%), serta investasi sektor non migas dan batubara (80.78%)

dan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara

(80.93%). Berikut secara lebih detail dihubungkan pada capaian program

kerja satuan kerja perangkat daerah pengampuh program prioritas.

Tabel 4.4 Inkonsistensi hasil capaian Sasaran dan Program pada Perangkat

Daerah

Capaian
Sasaran
RKPD
(%)

Indikator Sasaran

Kontribusi lapangan usaha
sub sektor pertanian
tanaman pangan dan
hortikultura terhadap

o
PDRB (%) 75.38%

Indikator Program RKPD

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Benih Sumber
TPH yang Bersertifikat

Capaian
Program SKPD
Pengampuh
Program
Prioritas RKPD
(%)

134.40

Jumlah produksi padi

74.28

Jumlah legalitas tanaman
pangan & hortikultura yang
terawasi  serta  jumlah
varietas daerah yang di
indentifikasi

114.46

Pengawasan Jumlah
pestisida dan pupuk

100.00

Jumlah Produksi Tanaman
Hortikultura

120.44

Luas Lahan Kelompok Tani
Tanaman Pangan Yang
Difasilitasi

100.00

Jumlah Bangunan Yang
Dibangun/Dipelihara

100.00

Jumlah Fasilitas
Pengembangan Sarana
Pertanian Hortikultura

100.00

Kontribusi lapangan usaha
sub sektor peternakan 83.78%
terhadap PDRB (%)

Angka Kelahiran Sapi

100.27
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Indikator Sasaran

Capaian
Sasaran
RKPD
(%)

Indikator Program RKPD

Capaian
Program SKPD
Pengampuh
Program
Prioritas RKPD
(%)

Kontribusi lapangan usaha . .
sub sektor perkebunan 89.43% Pzglcigéi;l:gmodnas 113.58
terhadap PDRB (%) P
) ) Jumlah Produksi 100.12
Kontribusi lapgngan usaha Perikanan Tangkap .
sub sektor perikanan 86.05% -
terhadap PDRB (%) Jumlah Produksi 100.25
Perikanan Budidaya
Kontribusi lapangan usaha Produksi Hasil Hutan Kayu 109.89
sub sektor kehutanan 88.89% - .
terhadap PDRB (%) Produksi Hasil Hutan Non 134.75
Kayu )
jumlah Koperasi dan UKM 100.00
Kontribusi Koperasi dan 98.000, | Yang Terlatih (DAK) ’
UKM terhadap PDRB (%) 7 I Jumlah Koperasi 100.00
berkualitas )
Jumlah Destinasi dalam
Kawasan Pariwisata 100.00
Kontribusi sektor Provinsi (KPP) yang di ’
pariwisata terhadap PDRB 92.43% | kembangkan
(%) Jumlah Kunjungan
Wisatawan (Wisman- 396.36
Wisnus)
Kontribusi sektor ekonomi o, | Persentase Sub Sektor
kreatif terhadap PDRB (%) 35.78% Ekraf yang Dikembangkan 100.00
Infrastruktur merupakan sarana dan prasana yang bertujuan

mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pada tujuan ke 4 RKPD

ditetapkan “Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar”.

infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi,

pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan

sosial maupun kebutuhan ekonomi. Secara umum, penyediaan pelayanan

infrastruktur dasar diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Perumahan Rakyat. Capaian untuk tujuan/sasaran tersebut disajikan

sebagai berikut.




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Tabel 4.5 Capaian Tujuan 4

Infrastruktur Dasar

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan

113

. oy Target P- Target oy q
Tujuan/Sasaran Igdlkator Rezaglzsza St RPJMD RKPD Rezaglzsg St Ca[‘);lan
asaran 2023 2023 (%)
Tujuan 4 :
Meningkatkan
Pemerataan Indeks Gini 0.327 0.308 0.308 0.322 95.45%
Pelayanan
Infrastruktur Dasar
Jumlah
Penumpang yang 8,513,323 8,100,000 10,613,323 10,049,451 94.69%
terlayani (Orang)
Jumlah barang
yang diangkut 513,031,229 | 370,000,000 | 605,744,460 | 584,819,416 | 96.55%
(Ton)
Jumlah kawasan
ekonomi yang o
terhubungkan 5 7 7 7 100.00%
Meningkatnya (Kawasan )
konektivitas dan Ce_lpaian akses air 77 56 70.53 78 79 54 101.97%
pelayanan minum layak (%)
infrastruktur dasar | Luas lahan
yang menunjang pertanian yang 14108.5 14,778.50 14,778.50 14,797.50 100.13%
perekonomian beririgasi (Ha)
berbasis tata Luas kawasan
ruang/kewilayahan | kumuh (Ha) 1185.14 1137.82 1137.82 1174 96.82%
Luas genangan
banjir perkotaan 318.9 329.00 250 209.5 116.20%
(Ha)
Skoring
Penyelenggaraan 78.57 83.1 83.1 83.1 100.00%
Penataan Ruang
(%0)
EZ‘)SIO elektrifikasi 93.09 95 94.87 95.18 100.33%

Secara umum, capaian pada tujuan ke 4 dan sasaran turunannya

memiliki kinerja pada kategori sangat tinggi (>90%) dan berkinerja tinggi
(>795). Pada capaian indikator indeks gini, Kaltim memiliki indeks gini sebesar
0.322 atau dengan capaian 95.65%. Walaupun belum mencapai, namun
angka tersebut masih berada pada kategori ketimpangan pendapatan
rendah, dan nilainya lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun
sebelumnya.

Analisis selanjutnya berfokus pada capaian indikator sasaran yang
belum mencapai target secara maksimal yaitu pada sasaran dengan tujuan
pengangkutan orang dan barang. Pada capaian indikator “Jumlah
Penumpang yang terlayani (Orang)” ditetapkan target sejumlah 605.744.460

jiwa namun realisasi pada tahun 2023 sebesar 584.819.416 jiwa atau
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tercapai sebesar 96.55%. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya
upaya dalam peningkatan transportasi yang dikelolah pemerintah Kaltim
baik dari pelabuhan dan terminal, serta peningkatan kapasitas sarana
penumpang kapal dan kendaraan darat. Hal ini beririsan dengan kebutuhan
pada indikator sasaran “Jumlah barang yang diangkut (Ton)” yang juga
mencapai 96.55%. selanjutnya, cakupan pada Luas kawasan kumuh (Ha)
target belum tercapa, ditargetkan seluas 1.137,82Ha yang tercepai lebih
besar yaitu 1.174Ha atau tercapai 96.82% kondisi ini berbanding lurus

dengan angka kemiskinan di Kaltim yang belum mencapai target penurunan.

Tabel 4.6 Capaian Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Target P- Target

Realisasi Realisasi Capaian

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran RPJMD RKPD o
2022 2023 2023 2023 (%)

Tujuan 5 : Indeks Kualitas
Meningkatkan kualitas 74.46 76.15 76.15 75.47 99.11%

lingkungan hidup Lingkungan Hidup

Menurunnya emisi Persentase

Gas Rumah Kaca penurunan emisi 70.68 29.33 29.33 29.33 100%
(GRK) dari BAU (%)

Meningkatnya -

Ketangguhan Indeks Risiko 146.67 | 150.49 | 150.49 | 150.49 | 100%

Bencana

Menghadapi Bencana

Pada tujuan/sasaran kelima, berfokus pada kualitas lingkungan hidup.
Indikator pengukuran kinerja yang dilakukan menggunakan IKLH. IKLH
(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi
awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan
hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Provinsi merupakan indeks
kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan
hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Untuk menghitung
IKLH, kabupaten/kota pada wilayah Kaltim menginput data yang terdiri dari
4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan
parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal
Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2
dan NO2; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas
tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi

lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan
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parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.
Selanjutnya, secara resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
akan mempublikasikan IKLH Provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahun 2023, IKLH Kaltim sebesar 75.47. Berdasrkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup
Kaltim berada pada kategori “baik”. Namun, capaian masih pada 99.11%.
Mengacu pada kinerja program prioritas, menurunnya capaian Indeks
Kualitas Air atau IKA dan Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL di tahun 2023.
Capaian IKA masih belum tercapai -1,21 poin dari target kinerja dan capaian
IKAL masih belum tercapai -2,30 poin jika dibandingkan dengan target
kinerja. Hal ini juga merupakan kendala pada tahun 2022, dimana terdapat
parameter yang tidak memenuhi baku mutu peruntukan biota laut yaitu
parameter DO, Cu, Cd, PO4, Nitrat, NH3, dan Fenol, sedangkan peruntukan
wisata bahari adalah TSS, Nitrat, Cd, PO4, Pb, dan Fecal Coliform.

Kondisi tersebut telah diantisipasi oleh DLH. Upaya dalam
meningkatkan IKA dan IKL adalah dengan cara pengendalian pencemaran
dan penurunan beban pencemaran. Pengendalian pencemaran dan
penurunan beban pencemaran ini dengan cara menyasar pelaku kegiatan
dan/atau usaha wuntuk melakukan pengolahan limbahnya sebelum
membuang langsung baik ke sungai maupun laut. Pemerintah Daerah juga
perlu memperbaiki penanganan limbah domestik, limbah dari aktivitas
Pelabuhan, dan pembukaan lahan yang berakibat pada tingginya kadar
polutan seperti Cu, Cd, Pb, NH3, Fosfat, TSS, Nitrat, dan rendahnya nilai DO.

Tabel 4.7 Capaian Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang

bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Target P- Target

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran Reza(;lzsza St RPJMD RKPD Rezaélzs; St
2023 2023
Tujuan 6 :
Mewujudkan
Birokrasi .
. Indeks Reformasi B BB
Pemerintahan yang Birokrasi 68.81 B (72,00) (68,81) (73.87)

bersih, profesional
dan berorientasi
pelayanan publik

115

Capaian
(%)

107.35%
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Tujuan/Sasaran

Indikator Sasaran

Realisasi
2022

Target P-
RPJMD
2023

Target
RKPD
2023

Realisasi
2023

116

Capaian
(%)

. Indeks Kepuasan 84.41 83 85.00 | 85.82 | 100.96%
Terwujudnya Masyarakat
Birokrasi yang Indeks Sistem
memiliki pelayanan Pemerintahan a
publik berkualitas Berbasis Elektronik 3.44 33 3.3 2.91 ke
(SPBE)
Terwujudnya o s
Birokrasi yang efektif | Niai Akuntabilitas | g 78 77.80 | 77.89 | 100.00%
- Kinerja
dan efisien
. Tingkat Maturitas
Terwujudnya Sistem Pengawasan
Birokrasi yang bersih sa Level 3 Level 4 Level 3 Level 3 | 100.00%
dan akuntabel Intern Pemerintah
(SPIP) Pemda

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan
tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang
bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada Indeks Reformasi Birokrasi
Kaltim tidak terjadi peningkatan pada tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar
73.87 berada pada kategori “sangat baik” (BB).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang
tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 1).
Persyaratan Pelayanan; 2). Prosedur Pelayanan; 3). Waktu Pelayanan; 4).
Biaya/Tarif; 5). Produk Pelayanan; 6). Kompetensi Pelaksana; 7). Perilaku
Pelaksana; 8). Penangan Pengaduan, saran dan Masukan; dan 9) Sarana dan
Prasarana. IKM Kaltim naik sebesar 0.59 point menjadi 85 pada tahun 2023
yaitu masih berada pada kategori B (baik).

Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam
penerapannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk
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mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata
kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara
nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi
sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nilai indeks SPBE Kaltim turun
menjadi sebesar 2.91. namun masih berada pada kategori menengah pada
predikat “baik”.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan
untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya
melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematik dari berbagai aktivitas,
alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
instansi pemerintah. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Terdapat 7
tingkatan kategori peringkat penilaian. Akuntabilitas Kaltim sebesar 77.89
berada pada predikat “sangat baik”.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian
intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kaltim berada pada “level 3”.
Dimana Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai
maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin
baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian

maturitas minimal level 3.

4.2 Capaian Indikator Kinerja Dan Keuangan Pada Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan RKPD

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kaltim dalam
melaksanakan program/kegiatan/subkegiatannya, mengidentifikasi

realisasi pencapaian target pada indikator kinerja, serta identifikasi pada
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penyerapan anggaran. Bagian ini dapat dijadikan dasar landasan mikro
terhadap hasil capaian indikator kinerja utama Kaltim dan dasar
permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menghasilkan rekomendasi.

Pada bagian sebelumnya (bab 3) telah dianalisis konsisten RKPD dan
APBD berdasarkan perencanaan. Diketahui bahwa 99.72% indikator
program/kegiatan/subkegiatan konsisten berdasarkan penetapan dan
sebesar 98.72% target indikator telah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan. Sedangkan untuk pagu anggaran mengalami perubahan
sebanyak 19.07% atau hanya konsisten sebesar 80.93%. hal ini dinilai wajar
mengingat pada pertengahan tahun anggaran terdapat anggaran pendapatan
dan  belanja  perubahan (APBD-P) yang mengikuti perkiraan
kenaikan/perubahan pendapatan daerah pada tahun fiskal. Gambaran OPD
yang mengalam perubahan penetapan anggaran RKPD dan APBD-P secara

visual ditampilakn sebagai berikut.

118




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 119

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Fagu AFBIF 113
oT k4 4T Ty BT uT
Fripaghal Dasias

Corun Parcid ins rian Fasszasaun _ AN 1T 12928 BOE 712

Dinix Paages, T xjan dan ;:‘t_‘,ﬂ_'_‘;ﬁ;;" 1177 2 4

Cwa Somu bl um -3;1:‘13‘?”“'“ 538 BOOLB0E

Deran Kpimdar Cien Parbanas EIIII;':EE;:E;E 250N B B

Dagar ¥smaisas Bargua 4 P Tﬁé"ﬂ“ﬁ;:’ 1927 3% 5

P wts Ficd Ve i |2 3GA TR A1 12 720 234
Eacer Saregriveag Frosrs _g‘f‘;:fj';‘g 2 ENE 300
Eacun Panciian dan Przgersng o ;ﬂﬁ;;_f 417,43 00D
raralins :;&Eﬂ 41 0 50
Cwums P dan Surrbar Dirys Misars :_ﬁz;&’g’;}" 2021 BIE
Bazen Pondmivian Danred ?’!{:E;l:'!;.l:-';'ﬂ ~573, T L0
Cénan Psbnrnahs i Eensiusm Hrwas ';rl'ﬂg;_l’:;f 211,136 1B
Baan Persgurbarg e Samier Oaps kavams :gﬂé’;ﬁ 1,244, 53 0OG
Aedas Fumercazaar Farmtarpumsn Deses Igﬁ;;ﬁ?g -1, 138, i3S 200
Exdmn Kanpegavan Dunies :I;:'il]lffli;;;;j: LHBET O
rraa Ferkgaanae i;al E;;:iﬁ 5, 185 A2
Dran Kekvimas !ﬁiﬁlﬁ:" A A2E T TET
Badur Senungpsrgar Sncars Dusis ':;';"?’:.:g 13,010 482 456
Dwan Sareanss ﬁﬂ:;?m LRI T
Sekraiunnl Duaras “I_!_;':T'I.f:g;“ 7532 T3 5
Submsurial CPAD y&;ﬂ:ﬁ?}? AT T

Dvsa Fekerpan Lrwre mp;mu?;: 'u:c 1415 4DT Ry e -
T T 8 | L1 L] W1 iBEEE SR [ -] e 1R 15608
Payi RRPD 23 Sebsn Page BEPD - &FRD

ST W

Fagu REFD 2023 AR i =0 251,71

Gambar 4.2 Pagu RKPD, Pagu APBD-P dan Selisih Pagu pada OPD yang

mengalami perubahan anggaran

Penambahan pagu anggaran terbesar terjadi pada PUPERA sebesar
Rp643.165.537.003, dan penurunan pagu anggaran terbesar pada BPKAD
Kaltim yang dipengaruhi oleh dana perimbangan. Terdapat 11 OPD yang
tidak mengalami perubahan anggaran yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan
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Hidup; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas
Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pada Evaluasi selanjutnya dilakukan
dengan menganalisis capaian kinerja dan keuangan pada masing-masing
organisasi perangkat daerah dengan tujuan memberikan gambaran kinerja
perangkat dareha baik dari sisi target indikator kerja maupun penggunaan
anggaran. Berikut ini akan diuraikan mengenai review tehadap hasil evaluasi
pelaksanaan kinerja OPD di Lingkungan Pemprov Kaltim pada Semester 2

Tahun Anggaran 2023

4.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim mengelolah anggaran sebesar
Rp4.123.119.222.713 pada tahun 2023. Anggaran tersebut dialokasikan
pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program
Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum; Program
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Kebudayaan;
Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pembinaan Sejarah;
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan
Permuseuman; dan pada sekolah-sekolah dibawa kewenangan Provinsi.

Pada capaian indikator kinerja, baik pada indikator yang ditargetkan
pada RKPD dan diimplementasikan ke dalam APDB, terlihat bahwa kinerja
berdasarkan target program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kaltim seluruhnya masuk kepada kinerja “sangat tinggi” dan
“tinggi”, dimana tidak terdapat capaian target kinerja
program/kegiatan/subkegiatan <75%. Namun pada target subkegiatan
masih terdapat kinerja yang sangat rendah, yaitu:

1. Jumlah Pengadaan Peralatan TIK 0%

2. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0%

3. Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi

Sedang/Berat 20%
4. Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0%

120




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

5. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah
Direhabilitasi 0%
Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan 63.33%
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap
Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0%
Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri 13.33%
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi,
Dikembangkan dan Dimanfaatkan 0%
10. Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka
yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0%
11. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses
Masyarakat 0%
12. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 0%
13. Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan
Ditingkatkan Kapasitasnya 0%
14. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 0%
pada SMAN 1 Loa Janan
15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
0% pada SMAN 1 Tenggarong
16. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 0%
pada SMKN 5 Penajam Paser Utara
17. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 0.60% pada Dinas Pendidikan Wilayah I
18. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan 0% pada Dinas Pendidikan Wilayah II
19. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 1.54%
pada SMAN 2 Sandaran
Berdasarkan data indikator sub kegiatan yang diperoleh, kondisi
tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator subkegiatan yang
masih dilaporkan pada OPD terkait namum memiliki target O
dukumen /kegiatan/paket/unit/orang/objek/sekolah. Artinya indikator

tersebut bukan merupakan target dari OPD namun masih masuk pada
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pelaporan secara administrasi. Secara visual, capaian kinerja indikator dan

anggaran pada RKPD dan APBD disajikan pada gambar berikut.
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Gambar 4.3 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Semester 2 2023
Pada kinerja capaian anggaran pada RKPD dan APBD, masih terdapat
program/kegiatan/subkegiatan pada masing-masing kinerja dari “sangat
rendah” sampai dengan kinerja “sangat tinggi”. Program dengan capaian
sangat rendah adalah Program Pengelolaan Pendidikan pada SMAN 1
Tenggarong Seberang 38.61% dan pada Dinas Pendidikan Wilayah II sebesar
22.88%. sedangkan untuk capaian kegiatan/subkegiatan dengan kinerja

yang rendah, kondisi tersebut secara umum disebabkan oleh efisiensi
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anggaran, Anggaran bersumber dari data DAK sehingga APBD tidak

dianggarka dan/atau tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu.

4.2.2 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kaltim terdapat Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar
Rp94.317.848.840; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp224.721.476.444;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan
anggaran sebesar RpS5.465.364.672; Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan anggaran sebesar
Rp737.434.000; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
dengan anggaran sebesar Rp 5.161.999.000. terdapat 2 program dengan
capaian rendah yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
67.85% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 64.42%.

capaian per program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut.
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Gambar 4.4 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas
Kesehatan Kaltim Semester 2 2023

Pada capaian indikator kinerja, baik pada indikator yang ditargetkan
pada RKPD dan diimplementasikan ke dalam APDB, terlihat bahwa kinerja
berdasarkan target program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kaltim
seluruhnya masuk kepada kinerja “sangat tinggi” sampai dengan “sangat
rendah”, walaupun didominasi oleh capaian “sangat tinggi”. Kendala
pencapaian target secara teknis adalah:

1. Beberapa kegiatan dilakukan secara onliien sehingga anggaran
penrjalanan dinsa tidak digunkana.

2. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK dilakukan
efisiensi anggaran, namun untuk jasa tenaga kerja spesialis tetap
dilaksanakan.

3. Apda subkegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan terkendala pada data yang tidak
update sehingga beberapa alat tidak dapat ditindaklanjuti.

4. Kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan "Fasilitasi Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor", namun beberapa belum kabupaten/kota (Kutim,
kubar, mahulu, bontang) belum memenuhi kriteria sehingga fungsi

kordinasi belum optimal.
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5. Terjadi efisienasi anggaran dan perubahan anggaran pada

pembelian /kegiatan yang lebih tetap sasaran.

4.2.3 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda memiliki kinerja relatif baik
dimanapada capaian indikator kinerja RKPD dan APBD tidak terdapat kinerja
yang kurang dari 75%. RSUD A. Wahab Syahranie memiliki Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Dan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Secara
visual capaian indikator kinerja dan keuangan pada RSUD A. Wahab

Syahranie di Samarinda sebagai berikut.
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Gambar 4.5 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD
A. Wahab Syahranie Kaltim Semester 2 2023
Pada kinerja penyerapan anggaran, seluruh program memiliki kinerja
sangat tinggi dari capaian indikator kinerja maupun penyerapan anggaran.
Namun masih terdapat kinerja pada masing-masing kegiatan/subkegaitan
dari “sangat rendah” sampai dengan kinerja “sangat tinggi”.
kegiatan/subkegiatan dengan capaian rendah (>65%) pada anggaran adalah
indikator :
1. Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS (kegiatan)
dan sub kegiatannya: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
37.66%

2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 62.21%

4.2.4 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan memiliki kinerja capaian
indikator RKPD yang sangat baik, dimana hanya terdapat 1 sub kegiatan
yang memiliki capaian kurang dari 90%, yaitu subkegiatan “Pelayanan dan
indikator Jumlah BLUD yang

Penunjang Pelayanan BLUD” dengan

Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan capaian sebesar 82.87%.
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Gambar 4.6 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD

dr. Kanujoso Djatiwibowo Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja realisasi anggaran, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di
Balikpapan memiliki kinerja anggaran yang sangat tinggi. Tidak terdapat
program/kgiatan/subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%. Pada
subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD memiliki capaian
realisasi capaian indikator 82.87% namun Realisasi keuangan 101.26%
karena naggaran bersumber dari BLUD memiliki flesibilitas. Turunnya
indikator kinerja terkendala pada status RS sudah tipe A sehingga pasien
harus mengikuti jenjang BPJS dimana Pasien akan diarahkan ke RS tipe D,

C, B dulu. Namun rawat inap bertambah.

4.2.5 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam memiliki kinerja
indikator program/kegiatan/subkegiatan yang sangat tinggi. Tidak terdapat
program/kgiatan/subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%.
Capaian indikator dan anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam berdasarkan kategori kinerja secara visual ditampilkan sebagai

berikut.

3
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Gambar 4.7 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSJD
Atma Husada Mahakam Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja realisasi anggaran, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma
Husada Mahakam memiliki kinerja anggaran yang relatif baik. Hanya
terdapat 2 subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%. Yaitu:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

disebabkan oleh efisiensi

2. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Layanan Kesehatan, disebabkan oleh Penawaran dibawa harga yang

dianggarkan.
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4.2.6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
memiliki pagu anggaran Rp 4.092.163.419.407 sebagai penyedia layanan
infrastruktur di wilayah Kaltim. Secara umum, capaian indikator kinerja
sangat baik. Dimana tidak terdapat kinerja kurang dari <90% pada katergori
pelaksanaan indikator kinerja. Program/kegiatan/subkegiatan dengan
katerori belum mencapai 90% adalah:

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

88.57%
2. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 74.93%
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Gambar 4.8 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim

Semester 2 2023

Pada kinerja penyerapan anggaran, masih terdapat kinerja pada masing-
masing program/kegiatan/subkegaitan dari “sangat rendah” sampai dengan
kinerja “sangat tinggi”. Namun kondisi ini tidak menggangu kinerja
pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Kaltim. Beberapa serapan anggaran rendah
disebabkan oleh harga yang ditawarkan lebih rendah dari anggaran (efisiensi
anggaran), terjadi pada kegiatan/subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.86%

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.32%

3. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Provinsi 77.59%
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 52.49%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 73.19%

Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 71.57%

No o A

Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
72.14%

8. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 74.6%
9. Penataan Bangunan dan Lingkungan 68.51%

10. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 69.25%

11. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

74.42%, dan beberapa subkegiatan lain pada UPTD

4.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pagu anggaran sebesar
Rp55.672.154.104 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Peningkatan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum; dan Program  Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Secara umum

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dikatakan sangat baik,
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dimana seluruh indikator kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi.
Walaupun pada kinerja anggaran masih terdapat subkegiatan dengan

capaian kurang dari 90%.
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Gambar 4.9 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan/subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang
masih belum optimal adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi 67.58%; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 78.95%; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan
Perda dan Perkada 75.22%; dan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 79.20%.
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4.2.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki pagu anggaran sebesar
Rp58.295.660.679 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Program Penanggulangan bencana.
Secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat
dikatakan sangat baik, dimana seluruh indikator kinerja tercapai dengan

kategori sangat tinggi.
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Gambar 4.10 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim Semester 2 2023

Dari gambar tersebut diketahui bahwa walaupun seluruh indikator kinerja
telah dilaksanakan dengan baik, namun pada kinerja anggaran masih

terdapat subkegiatan dengan capaian kurang dari 90%. Kegiatan dengan
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penyerapan anggaran yang belum optimum adalah Gladi Kesiapsiagaan
terhadap Bencana 85.94% dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 86.84%.

4.2.9 Dinas Sosial
Dinas Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.961.664.182 yang
dialokasikan pada 4 program dan UPTD. Pada capaian indikator kinerja,
masih terdapat capaian rendapa pada kegiatan/sub kegiatan. Sedangkan
pada program seluruh target indikator telah dapat direalisasikan dengan
baik. Capaian indikator kinerja Program/kegiatan/subkegiatan pada UPTD
telah memiliki kinerja “sangat tinggi”. Kegiatan/sub kegiatan dinas induk
yang belum optimal dalam capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan:
a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20%
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
37.04%
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 60%
2. Subkegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20%
b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 37.04%
c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 46.67%
d. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk

Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 60%
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Gambar 4.11 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Sosial Kaltim Semester 2 2023

95

Sedangkan pada capaian anggaran pada Dinas Sosial, masih terdapat 1

program dengan kinerja <90%. Pada kegiatan terdapat kegiatan dengan

capaian sangat rendah. Terjadi

perbedaan capaian pada anggaran

berdasarkan RKPD dan APBD-P sebabkan perubahan anggaran yang

dilakukan Dinas Sosial. Capaian anggaran subkegiatan berdasarkan APBD

yang belum optimal adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

32.51%

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.23%
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3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.22%

4.2.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pagu anggaran

Rp87.993.576.916 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD untuk

merealisasikan target kerja. Pada gambar berikut menginformasikan bahwa

masih terdapat target inndikator yang belum mampu direalisasikan secara

optimal pada program dan subkegitan
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Gambar 4.12 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Semester 2 2023
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Walaupun sebagian besar capaian telah masuk pada kategori capaian

“sangat tinggi”, namun masih indikator target dan anggaran yang belum

optimum. Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memiliki kinerja

optimal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim adalah:

1.

10.

11.
12.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian
anggaran 57.44%

Subkegiatan  Pengadaan  Pakaian Dinas Beserta  Atribut
Kelengkapannya capaian anggaran 65.89%

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi capaian anggaran 26.89%

Subkegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan
Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga capaian anggaran 68.32%

Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan
Subkegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
capaian anggaran 67.76%

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi dan
Subkegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
capaian anggaran 57.55%

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
capaian anggaran 58.36%

Subkegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja capaian
anggaran 56.31%

Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
capaian indikato 24% dan capaian anggaran 50.96%

Subkegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja
Lokal) capaian anggaran 36%

Subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja capaian anggaran 65.77%

Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Subkegiatan

Pengawasan dan Pengendalian LPTKS capaian anggaran 57.05%
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13. Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
capaian indikator 20.37%
14. Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja capaian anggaran 15.30%

4.2.11 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak memilik pagu anggaran sebesar Rp31.566.835.247 yang dialokasikan
pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program
Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; Program
Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan
Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus
Anak; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Program Pengendalian
Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan Program
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Pada 11 program
teresbut, terdapat satu program yg memiliki capaian indikator rendah yaitu
Program Pencatatan Sipil dengan target 6 kebijakan/dokumen hanya mampu
direalisasikan sebesar 50%. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya
subkgiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil, namun
dari sisi capaian keuangan telah memiliki katergori realisasi sangat tinggi.
Secara kumulatif capaian indikator dan anggaran berdasarkan RKPD dan
APBD pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak disajikan sebagai berikut.
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Gambar 4.13 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kaltim Semester 2 2023

Dapat dikatakan capaian keuangan pada Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih baik jika
dibandigkan dengan capaian indikator kinerja. Tidak terdapat
program/kegiatan/subkegiatan dengan capaian pada kategori rendah pada
anggaran APBD. Secara umumu, kendala yang dihadapi dalam capaian
keuangan adalah kekurangan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi/kegiatan
pada kabupaten/kota di Kaltim. Program/kegiatan/subkegiatan dengan

capaian yang belum optimum adalah:

Sangat rendah  Rendah M Sedang m Tinggi ™ Sangat Tinggi
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1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 53.76%
2. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.71%

4.2.12 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pagu Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebesar Rp182.306.267.049 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD.
Pada capaian indikator dan anggaran berdasarka RKPD dan APBD, masih
terdapat kinerja yang sangat rendah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura, walaupun sebagian besar capaian telah masuk pada
kategori tinggi. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai

berikut.
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Gambar 4.14 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Semester 2 2023

Program /kegiatan/subkegiatan yang belum optimum pada dinas induk
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD capaian anggaran 50.91%

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
capaian anggaran 61.12%

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
capaian anggaran 51.46%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 55.95%

5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan capaian anggaran 63.11%

6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat capaian anggaran 33.77%

7. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan capaian anggaran 58.22%

8. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
capaian anggaran 69.1%

9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
Pangan capaian anggaran 52.32%

10. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
capaian anggaran 53.21%

11. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
capaian anggaran 22.07%

12. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi capaian anggaran 8.90%

13. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi capaian

anggaran 46% dan capaian indikator 50.59%
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14. Kegiatan  Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui
Media Provinsi capaian anggaran 34.42%

15. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal capaian anggaran 9.9%

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan
Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA) capaian anggaran 9.92%

17. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan
Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi capaian

anggaran 67.63%

4.2.13 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp53.906.693.852
dengan 14 indikator program, 19 indikatir kegiatan dan 55 indikator
subkegiatan. Capaian indikator kinerja dan anggaran pada Dinas
Lingkungan Hidup relatif baik dimana tidak terdapat capaian kategori sedang

sampai dengan sangat rendah.
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Gambar 4.15 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Semester 2 2023

Dinas Lingkungan Hidup memiliki program Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program
Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup; dan Program Pengelolaan Persampahan. Seluruh

program telah terlaksana dengan baik.

4.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengeolah
anggaran sebesar Rp76.533.433.525 yang dilakokasikan pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penataan Desa;
Program Peningkatan Kerja Sama Desa; Program Administrasi Pemerintahan
Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai

berikut:

Sangat rendah  Rendah m Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi
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Gambar 4.16 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim

Semester 2 2023

Capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sangat tinggi, namun pada capaian anggaran masih
terdapat kegiatan/subkegiatan yang belum optimal. Subkegiatan dengan
capaian rendah adalah Pengadaan Mebel 0%; Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 52.04%;
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.15%;
dan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar
54.81%.

Sangat rendah  Rendah M Sedang m Tinggi ™ Sangat Tinggi
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4.2.15 Dinas Perhubungan

Pagu anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp90.748.130.362
yang digunakan untuk mencapai 5 target program; 36 target kegiatan; dan
59 target subkegiatan. Namun, masih terdapat beberapa capaian indikator
dan angaran yang masih pada katerogri rendah. Rekapitulasi capaian Dinas

Perhubungan sebagai berikut.
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Gambar 4.17 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Perhubungan Kaltim Semester 2 2023
Pada gambar terlihat bahwa terdapat capaian kinerja indikator yag
masih “sangat rendah”, begitupula dengan capaian anggaran pada
subkegiatan masih terdapat capaian pada kategori “rendah”.

Kegiatan/subkegiatan pada dinas induk tersebut adalah:
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1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai
dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan dan
subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik capaian indikator sebesar 46.33%

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 53.12%

4.2.16 Dinas Komunikasi dan Informatika

Pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar
Rp112.694.393.145 yang dikelolah untuk 5 indikator program, 13 indikator
kegiatan dan 53 indikator subkegiatan. Pada capaian indikator program
APBD terdapat 1 indikator dengan capaian rendah yaitu Program
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi hal tersebut
karena terjadi inkonsistensi target dari sebesar 3 indeks di RKPD menjadi 10
indeks di ABPD sehingga hanya mencapai 30%. Sedangkan untuk capaian
indikator kinerja yang lainnya telah berada pada kategori “sangat tinggi”.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program

|OOOO

Program

(2]

0
0
0
0

Kegiat
SRl Kegiatan

Subkegiat
an

Subkegi

oNoNoNo]

I R, 53
Sangat rendah Rendah m Sedang Sangat rendah Rendah m Sedang
Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

145




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

Kegiatan 3 Kegiatan

0 0

Subkegiat i 01 Subkegiata i 01
an n )
43 43
Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Gambar 4.18 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Semester 2 2023

4.2.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki
pagu anggaran sebesar Rp39.149.883.327 yang dialokasikan untuk
pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi
Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Program Pengelolaan
Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan
APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim
Semester 2 2023 diketahui bahwa terdapat 2 indikator kinerja program
masih pada kategori “sangat rendah”; 1 indikator kinerja kegiatan masih
pada kategori “sangat rendah”; namun indikator kinerja subkegiatan telah
berada pada kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Kondisi ini
mengindikasikan adanya target pada subkegiatan yang belum meberikan

daya ungkit pada capaian program/kegiatan.

Sangat rendah Rendah M Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi

146




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Capaian Indikator RKPD

2
0

Program 0
(0]

Kegiatan

Subkegiat
an 3
32
Sangat rendah Rendah M Sedang

Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran RKPD
(0]
(0]

Program I 1 >

0

(0]
Kegiatan [ 1

1

1
Subkegiat
an o - i)
21
Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Indikator APBD

Program

Kegiatan

Subkegi
atan

Capaian Anggaran APBD

(0]
(0]
Program M 12

0

(0]
Kegiatan M 1

1

. 1
Subkegiata o :

n 10
21

Sangat rendah  Rendah M Sedang m Tinggi ™ Sangat Tinggi

147

Gambar 4.19 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim
Semester 2 2023
Program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum optimal adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada
indikator Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang
Penanaman Modal capaian 0%

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran 67.94%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian
indikator 34%

4. Program Pelayanan Penanaman Modal capaian indikator 33%
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5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kegiatan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi capaian anggaran 67.75%

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal capaian anggaran 56.87%

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal capaian anggaran 46.31%

4.2.18 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pagu anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar
Rp318.892.485.629 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada dinas induk, dan
pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga.

Pada capaian indikator, tercapai 1 capaian indikator kinerja masih
memiliki kinerja rendah, yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 0%, namun
target pada subkegiatan ini adalah O dukumen sehingga dapat disimpulkan
kondisi ini disebabkan oleh kesalahan penginputan. Oleh sebab itu, capaian
indikator kinrja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga seluruhnya berada pada
kategori “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran

sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program

Kegiat
S Kegiatan
1
Subkegiat Subkegi

0
an 0 atan

Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

148




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD
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Tinggi Sangat Tinggi

Gambar 4.20 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kaltim Semester 2 2023

Terdapat 1 capaian anggaran pada subkegiatan yang masih berada
pada ketegori “sangat rendah” yaitu pada subkegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang dikelolah oleh UPTD Pengelolaan Prasarana
Olahraga. Capaian pada subkegiatan tersebut sebesar 46.90%. dikarena
anggaran digunakan untuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sehingga

diperkirakan kondisi tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran.

4.2.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menerima pagu
anggaran sebesar Rp10.4961.061.846 yang digunakan untuk pelaksanan 4
program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Arsip; Dan Program
Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Seluruh capaian indikator kinerja
program telah terlaksana dengan capaian sangat baik. Namun pada kegiatan
dan subkegiatan, masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah,

yaitu:

Sangat rendah Rendah M Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi
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10.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian
anggaran 60.82%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya capaian
indikator 0% pada indikator Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian indikator 0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian
indikator 0% pada indikator Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian indikator 0% pada
indikator Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah capaian
anggaran 32.50%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian anggaran
31.31%

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi capaian indikator

34.04%

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.
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Gambar 4.21 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim Semester 2 2023

4.2.20 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Pagu
Rp106.510.136.009

anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar

dialokasikan untuk pelaksanaan

yang
program/kegiatan/subkegiatan pada dinas induk dan UPTD. Terdapat 2
subkegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dengan capaian indikator
sangat rendah yaitu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin
Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan O rekomendasi dan 0% kinerja

pada dinas induk; dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50% capaian kinerja
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pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Rekapitulasi capaian indikator

kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Gambar 4.22 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja anggaran, sebagian besar anggaran sdh terserap dengan
kinerja “sangat tinggi”. Beberapa program/kegiatan/subkegiatan dengan
capaian anggaran APBD belum optimal adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 49.58% pada UPTD
Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 58.01% pada

UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
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4.2.21 Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata memiliki pagu anggaran sebesar Rp52.340.536.849
yang digunakan untuk mencapai kinerja sesuai target RKPD dan/atau APBD.
Pada gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas
Pariwisata Kaltim Semester 2 2023 menunjukan bahwa seluruh indikator
kinerja dan anggaran telah berada pada kategori “tinggi” dan “sangat” tinggi.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Gambar 4.23 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Pariwisata Kaltim Semester 2 2023
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4.2.22 Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan memiliki pagu anggaran sebesar Rp71.331.792.328
yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD. Pada dinas induk memiliki
program kerja berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program
Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Perizinan
Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian. Seluruh indikator
kinerjadan anggaran Dinas Perkebunan pada program/
kegiatan/subkegiatan telah memiliki capaian baik pada ketegori “sangat

tinggi” dan “tinggi”. Rekapitulasi capaian disajikan sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program Program
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Gambar 4.24 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
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Dinas Perkebunan Kaltim Semester 2 2023

4.2.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki pagu anggaran
Rp67.813.650.384 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD. Masih
terdapat kategori “sedang” pada capaian indikator dan anggaran pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja

dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Anggaran RKPD

Program Program

Kegiatan Kegiatan

Subkegiat | Subkegiat
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Gambar 4.25 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Semester 2 2023
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Gambar tersebut menunjukan bahwa sebagian besar capaian indikator
kinerja dan anggaran pada RKPD dan APBD telah masuk pada ketrgori
sangat tinggi atau >90%. Namun masih terdapat beberapa
program/kegiatan/subkegiatan yang belum optimal, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian
anggaran 67.51%

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dan subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya capaian anggaran 65.03% pada UPTD Pembibitan dan
Hijauan Pakan Ternak

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian

anggaran 64.05% pada UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

4.2.24 Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan memiliki pagu anggaran sebesar Rp623.306.499.397
yang dialokasikan untuk peenyerenggaraan program kerja dinas induk dan
20 UPTDnya. Untuk capaian pelaksaaan program telah terlaksana dengan
capaian “sangat tinggi”. Namun untuk kegiatan dan subkegiatan masih
terdapat capaian indikator kinerja yang belum optimal. Begitupula dengan
capaian kinerja anggran. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan

anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Gambar 4.26 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023

Pada gambar tersebut, menunjukan bahwa jika membandingkan
capaian indikator kinerja dan anggaran, capaian indikator memiliki
pencapaian yang lebih baik. Walaupun terdapat 574-576 indikator kinerja
subkegiatan pada kategori “sangat tinggi”, sedangkan capaian anggaran
subkegiatan hanya sebesar 426-430 yang berada pada kategori “sangat
tinggi” sehingga sulit membandingkan karena perbedaan jumlah indikator
kinerja dan anggaran. Sehingga perbandingkan dilakukan dengan
menggunakan nilai relatif, dimana untk kinerja “sangat rendah” “rendah” dan
“sedang” pada indikator kinerja RKPD lebih sedikit 6% dibanding anggaran

sebear 8%, secara visual sebagai berikut.

Sangat rendah Rendah M Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi
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Gambar 4.27 Perbandingan Relatif Realisasi Indikator dan Anggaran pada
RKPD Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023

4.2.25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pagu anggaran yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
sebesar Rp96.878.748.546 yang dialokasikan pada pelaksanaan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan
Aspek Kegeologian; Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara; Program
Pengelolaan Energi Terbarukan; dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Pada capaian indikator program telah terlasaka dengan baik, dimana
seluruh program memiliki capaian indikator kinerja dan anggaran pada
ketegori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Namun pada indikator kegiatan dan
subkegiatan masih terdapat yang belum optimal. Rekapitulasi capaian dapat

dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4.28 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral yang belum optimal yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD capaian
anggaran 21%

2. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah capaian anggaran 64.28%

3. Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin
Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan

Air Tanah capaian indikator 5% dan capaian anggaran 34.28%
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4. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
capaian indikator 0% (0O SK) dan sub kegiatannya: Penghitungan,
Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah capaian
anggaran 48.69%

5. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha
Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah capaian indikator 33.33%

6. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan
Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah capaian indikator 31.25%

7. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan
Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Termasuk Wilayah L capaian indikator 31.25%

8. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan
WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah
Pusat capaian indikator 0% (O dokumen)

9. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok
Masyarakat Tidak Mampu capaian anggaran 61.48%

10. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk
Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi pada
indikator Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi capaian

indikator 50%

4.2.26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp100.474.952.187 untuk dinas
induk dan UPTD. Dalam capaian indikator kinerja dan anggaran, masih

terdapat capaian pada kategori sangat rendah, namun capain anggaran
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sekurang-kurang telah berada pada ketegori “sedang”. Rekapitulasi capaian

indikator kinerja berikut.
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Gambar 4.29 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Sangat rendah Rendah B Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kaltim Semester 2 2023
Program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang belum optimal pada
dinas induk yaitu:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada
indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

yang Disediakan capaian indikator 0%
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Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada indikator Jumlah
SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian capaian indikator
0%

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha pada indikator Jumlah Unit
Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha capaian indikator 0%
Program Pengembangan UMKMcapaian indikator 30%

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada indikator
Indeks Keberdayaan Konsumen dan Legalitas Perijinan Perusahan
capaian indikator 0%

Program Pengembangan Ekspor capaian indikator -501.8%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa
Konsumen capaian indikator 25%

Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian
indikator 50%

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada indikator Jumlah
Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian
Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau
dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko
Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi
dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan
Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3)
Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang
Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (Satu) Provinsi capaian indikator 0%
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4.2.27 Biro Umum

Realisasi indikator kinerja pada Biro Umum Sekda Kaltim memiliki
capaian yang relatif baik. Namun, masih terdapat 2 subkegiatan dengan
capaian indikator kinerja pada kategori sangat rendah, yaitu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya capaian indikator 0% dan capaia anggaran 60.81%; dan
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah capaian indikator 0% dan capaian keuangan 100%. Rendahnya
capaian indikator disebabkan terdapat dua indikator kinerja dimana salah
satunya tidak digunakan namum masih dilaporkan pada sistem.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program
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Gambar 4.30 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Umum Sekda Kaltim Semester 2 2023

Sangat rendah  Rendah M Sedang m Tinggi ™ Sangat Tinggi
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4.2.28 Biro Administrasi Pimpinan
Biro Administrasi Pimpinan memiliki capaian sangat tinggi pada

indikator kinerja “sangat tinggi” pada program, kegiatan dan subkegiatan.
Sedangkan untuk capaian anggaran, terdapat 1 subkegiatan dengan capaian
“sangat rendah”; dan 2 subkegiatan dengan kategori “sedang”. Yaitu:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.43%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.48%

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.21%

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program

ololele]

=
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Gambar 4.31 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Biro Administrasi Pimpinan Sekda Kaltim Semester 2 2023
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4.2.29 Biro Hukum

Pada Biro Hukum Sekda Kaltim, masih terdapat capaian indikator kinerja
dan anggaran yang belum optimal. Namun, pada capaian program kerja telah
dilaksanakan dengan realisasi “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator

kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
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Program
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Gambar 4.32 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Hukum Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Hukum

Sekda Kaltim adalah:
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1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan
subkegiatannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi capaian anaggaran 71.61%

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
dan subkegiatannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
capaian anggaran 75%

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian anggaran 68.83%

4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum capaian indikator 18.75%

4.2.30 Biro Organisasi

Capaian kinerja dari realisasi indikator dan anggaran pada Biro
Organisasi masih belum optimal. Hal trsebut karena capaian masih
bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi”.
Namun capaian indikator dan anggaran pada program secara kumulatif telah
masuk pada kategori “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja

dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Program
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD
Program Program

1

1
Kegiatan I 1 5 Kegiatan
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Gambar 4.33 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Organisasi Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Organisasi
Sekda Kaltim adalah:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian
indikator 14.29% dan capaian anggaran 37.36%

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
capaian indikator 11.11% dan capaian anggaran 4.9%

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian anggaran
61.16%

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian indikator 50% dan
capaian anggaran 65.33%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan capaian indikator
50% dan capaian anggaran 33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu capaian anggaran 17.93%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD capaian anggaran 64.84%

8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian indikator 0% dan capaian

anggaran 0%
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9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah capaian indikator 50% dan capaian anggaran
62.63%

10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capaian indikator
28.57% dan capaian anggaran 27.78%

11. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja capaian anggaran
81.08%

12. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja capaian anggaran 67.42%

4.2.31 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki capaian indikator kinerja
dan anggaran yang sangat baik. Hanya terdapat 1 subkegiatan dengan
capaian anggaran “sedang” yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai

berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD
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Gambar 4.34 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Kaltim

Semester 2 2023

4.2.32 Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Kesejahteraan Rakyat masih belum optimal. Hal tersebut karena
capaian masih bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan

“sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai

berikut.
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD
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Gambar 4.35 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kaltim adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah capaian anggaran 10.14%

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian
anggaran 21.78%

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD capaian anggaran
14.10%

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD capaian anggaran 0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran 0%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan
subkegiatannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan capaian indikator 50% capaian anggaran 22%

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan capaian anggaran
60.63%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 54.06%
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan capaian

anggaran 57.3%
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10. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar capaian anggaran 67.55%

11. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata capaian
anggaran 65.16%

12. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

capaian anggaran 55.95%

4.2.33 Biro Perekonomian

Biro Perekonomian masih belum optimal pada
program/kegiatan/subkegiatan. Hal tersebut karena capaian masih
bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi”
pada capaian indikator dan anggaran. Rekapitulasi capaian indikator kinerja

dan anggaran sebagai berikut.

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD
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Gambar 4.36 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Biro Perekonomian Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian indikator
sekaligus capaian anggaran Biro Perekonomian Sekda Kaltim adalah:
1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian indikator 50% dan
capaian keuangan 41.35%
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian
indikator 40% dan capaian keuangan 38.63%
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

capaian indikator 33% dan capaian keuangan 37.11%

4.2.34 Biro Administrasi Pembangunan

Capaian indikator kinerja dan anggaran pada Biro Administrasi
Pembangunan relatif baik. Hal tersebut dikarenaka sebagian besar indikator
dan anggaran telah memiliki kinerja “sangat tinggi”. Terdapat 3 subkegiatan
yang memiliki capaian sangat rendah, yaitu: Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 0% pada capaian anggaran; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 16.35% capaian anggaran;
dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 50%
capaian indikator. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran

sebagai berikut.



LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 173

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023
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Gambar 4.37 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Administrasi Pembangunan Sekda Kaltim Semester 2 2023

4.2.35 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki capaian “sangat tinggi” pada
indikator kinerja. Namun pada capain anggaran masih terdapat 1
subkegiatan dengan capaian “sedang”, yaitu Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai

berikut.
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Gambar 4.38 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kaltim Semester 2 2023

4.2.36 Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD Provinsi memiliki pagu anggaran Rp385.905.149.486
dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi, masih terdapat capaian
indikator kinerja pada subkegiatan yang masuk pada kategori rendah.
Begitupulan dengan kinerja pada penyerapan anggaran yang masih berada

pada semua katogri dari “sangat rendah” ke “sangat tinggi”.
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Gambar 4.39 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Semester 2 2023

56

Analisis difokuskan pada kinerja Program Dukungan Pelaksanaan

Tugas Dan Fungsi DPRD, dimana secara umum kendala yang dihadapi

adalah keterbatasan waktu, kendala kordinasi kgiatan pada pihak ketiga

(Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan) dan terdapat kegiatan batal

dilaksanakan. Secara lebih detail, subkegiatan dengan capaian yang optimal

adalah:

1. Pembahasan Rancangan Perda capaian anggaran 58.40%

2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan capaian indikator dan

anggaran 0% (kegiatan batal dilaksanakan)
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3. Penyusunan Tata Tertib DPRD capaian anggaran 51.83%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD capaian anggaran 65.02%
5. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD capaian

anggaran 61.16%

4.2.37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pagu anggaran
Rp66.057.670.357 untuk pelaksanaan 3 program, yaitu Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan Pengendalian,
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan Program Koordinasi Dan
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara umum terdapat

capaian indikator.
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Gambar 4.40 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Semester 2 2023

Terdapat perbedaan antara capaian anggaran pada RKPD dan ABPD pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, hal tersebut disebabkan
terjadi penyesuaian/pergeseran anggaran (dituangkan pada ABPD-P) pada
program/kegiatan/subkegiatan yang prioritas. Namun hal tersebut
dilakukan dengan tidak merubah target pada indikator kinerja. Capaian
anggaran pada subkegiatan ABPD yang belum optimal pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim adalah: Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 60.69%.

4.2.38 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran Rp256.182.571.451
yang dialokasikan untuk dinas induk dan 9 UPTDnya. Capaian indikator
kinerja Badan Pendapatan Daerah Kaltim masih belum optimal, dimana
terdapat kategori “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi” pada
capaian indikator kinerja dan anggaran pada masing-masing
program/kegiatan/subkegiatan. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai

berikut:

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

0
0

Program | 2
(0]

Program |
B30 -

Kegiatan | Kegiatan |

12
12

. 1
Subkegiat E

1
Subkegiatan | 38
an A — )7

F———— 217
Sangat rendah Rendah M Sedang Sangat rendah Rendah M Sedang

Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD
0]

1
Program | 1 o Program

Kegiatan Kegiatan

9
Subkegiat Subkegiata
an . s 43 n
) [ | )
Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Sangat rendah  Rendah M Sedang M Tinggi ™ Sangat Tinggi

Gambar 4.41 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Badan Pendapatan Daerah Kaltim Semester 2 2023

Berdasarkan uraian APBD Badan Pendapatan Daerah sebagian besar
capaian rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi dengan tujuang efisiensi anggaran. Sedangkan Program Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang
memiliki capaian program kegiatan/subkegiatan belum optimal pada dinas
induk adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada indikator Jumlah wajib
pajak cabang yang beroperasi di Kaltim 66.92% dan indikator
Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer
lainnya 74.78

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah capaian anggaran 64.19%

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah capaian
anggaran 68.14%

4. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah capaian anggaran 48%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah capaian

anggaran 69.86%
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4.2.39 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp7.075.874.485.939 yang digunakan untuk penyelenggaraan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Dimana seluruh capaian indikator program dan kegiatan telah
memiliki kinerja “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai

berikut:

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program

w

[cloloNe)

Kegiatan Kegiatan

=
(€]

Subkegiatan

OO0 |OOOO WOOOO

Subkegiat
an

coo .

Sangat rendah Rendah M Sedang Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

(0] (0]
0 (0]

Program 0O Program O
3 2

0 1

(0] 0
P

1
Kegiatan M 24 Kegiatan |1
7
6

Vi
Subkegiat Subkegiata
o . 12 10 .
48 L 46
Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Sangat rendah  Rendah M Sedang M Tinggi ™ Sangat Tinggi

Gambar 4.42 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim Semester 2 2023
Pada capaian indikator subkegiatan, terdapat satu subkegiatan dengan

capaian “sangat rendah” yaitu pada subkegiatan Koordinasi Perencanaan
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Anggaran Belanja Daerah pad indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Anggaran Belanja Daerah capaian O dokumen, 0%.
Selanjutnya, untuk capaian anggaran yang masuk pada kategori sangat
rendah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim adalah:

1. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.41%

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.32%

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32%

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan 41.06%
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.16%

6. Analisis Investasi Pemerintah Daerah 0%.

4.2.40 Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah memiliki pagu anggaran Rp53.700.257.782
yang dialokasikan untuk penyelengaraan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Kepegawaian Daerah dan UPTDnya.
Pada capaian kinerja masih terdapat 1 subkegiatan dengan capaian indikator
dan anggaran pada kategori “sangat rendah”, namun capaian lainnya relatif
baik. Subkgiatan yang belum optimal adalah indikator subkegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan capaian
anggaran subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai (17.85%). Rekapitulasi

capaian secara visual disbagai berikut.
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Capaian Indikator RKPD
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Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran RKPD

Program

Kegiatan

Capaian Indikator APBD

Program

Kegiatan

1

Subkegiatan 01

Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran APBD

Program

Kegiatan

181

1
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Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi

Sangat rendah Rendah B Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi

Gambar 4.43 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Badan Kepegawaian Daerah Kaltim Semester 2 2023

4.2.41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mmiliki pagu anggaran
sebesar Rp59.538.387.080 dimana capaian indikator dan anggaran relatif
baik, sebagian besar target telah direalisasikan pada kategori capaian “sangat

tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:
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Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program

ololole)

Program

Kegiatan Kegiatan

(olo]ele]
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i 1
Subkegiat |01 Subkegiatan I 1

an i
34
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

(0]
0
(0]

0
0
0

Program Program

1
1
Kegiatan Kegiatan

0

Subkegiat 01 Subkegiata
an 6 n
' 31
Sangat rendah Rendah M Sedang

Tinggi Sangat Tinggi Sangat rendah  Rendah M Sedang m Tinggi ® Sangat Tinggi

Gambar 4.44 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltim Semester 2 2023

4.2.42 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki pagu anggaran
Rp33.471.543.612 yang digunakan untuk penyelenggaraan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Program Penelitian
Dan Pengembangan Daerah. Secara umum, masih terdapat capaian yang
masuk pada kategori “sangat rendah”. Namun sebagian besar capaian
indikator kinerja dan anggaran telah masuk pada ketegori “sangat baik”.

Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:
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Capaian Indikator RKPD
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Subkegiat 0
an 0

REREN
Tinggi Sangat Tinggi

Sangat rendah M Sedang

Capaian Anggaran RKPD
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1
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Tinggi Sangat Tinggi
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Gambar 4.45 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim Semester 2 2023

29

Rendah m Sedang m Tinggi ™ Sangat Tinggi

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian indikator

sekaligus capaian anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kaltim adalah:

1. Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat Daerah capaian anggaran APBD 61.02%

Kinerja

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian

anggaran APBD 57.47%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD capaian anggaran APBD 61.51%
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4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya capaian indikator 29.27%

4.2.43 Badan Penghubung Provinsi

Pagu anggaran yang dikelolah oleh Badan Penghubung Provinsi adalah
sebesar Rp28.267.463.552. Capaian indikator kinerja dan anggaran Badan
Penghubung Provinsi Kaltim sangat baik dimana seluruh indikator masuk
pada ketrgori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan

sebagai berikut:

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program

ololele]

ololele]

Kegiatan Kegiatan

[cloloNe)

(ole]ele]

Subkegiat Subkegiatan

an

[cloNoNe)

27
Sangat rendah Rendah M Sedang Sangat rendah Rendah
Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

Program Program

Kegiatan Kegiatan

Subkegiat 0 Subkegiata
an il n
25 25

Sangat rendah Rendah M Sedang

Tingsi SangatTinggi Sangat rendah  Rendah M Sedang M Tinggi ™ Sangat Tinggi

Gambar 4.46 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Badan Penghubung Provinsi Kaltim Semester 2 2023



LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 185

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

4.2.44 Inspektorat

Inspektorat Kaltim memiliki pagu anggaran Rp45.420.305.435 yang
digunakan untuk penyelenggaraan Program  Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi; Rogram Penyelenggaraan Pengawasan; dan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Capaian
indikator kinerja pada Inspektorat Kaltim relatif baik diaman seluruh
indikator kinerja RKPD dan APBD masuk padad kategori “tinggi” dan “sangat
tinggi”. Namun capaian anggaran belum optimal. Rekapitulasi capaian

ditampilkan sebagai berikut:

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program

Kegiatan 1 Kegiatan

i 0]
Subkegiat Subkegiatan

an 1

1

22
Sangat rendah Rendah M Sedang Sangat rendah Rendah

Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

Program Program

0

(0]
Kegiatan .1 Kegiatan

1

Subkegiat N 2 Subkegiata

an n
12 12
Sangat rendah Rendah M Sedang

Tingsi SangatTinggi Sangat rendah  Rendah M Sedang M Tinggi ™ Sangat Tinggi

Gambar 4.47 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Inspektorat Kaltim Semester 2 2023
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Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian anggaran
Inspektorat Kaltim adalah:
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
capaian anggaran 62.93%
2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah capaian
anggaran 36.45%
3. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi capaian anggaran 53.88%

4.2.45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki pagu anggaran
Rp290.304.868.457. Pada gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada
RKPD dan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Semester 2 2023
dapat dilihat secara umum, capaian indikator kinerja dan anggaran sangat
baik. Namun terdapat 1 subkegiatan capaian anggaran RKPD yang masuk
pada kategori rendah yaitu subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 41.57%, namun telah
dilakukan penyesuaian anggaran sehingga tidak trdapat kinerja rendah pada
capaian anggaran berdasarkan APBD. Rekapitulasi capaian ditampilkan

sebagai berikut:

Capaian Indikator RKPD Capaian Indikator APBD

Program
Program

Kegiatan Kegiatan

(0]
Subkegiatan B %

Subkegiat
an

Sangat rendah Rendah M Sedang Sangat rendah Rendah M Sedang
Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
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Capaian Anggaran RKPD Capaian Anggaran APBD

Program Program

Kegiatan Kegiatan

Subkegiat 0 Subkegiata
an n
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Sangat rendah Rendah M Sedang

Tinggi SangatTinggi Sangat rendah  Rendah B Sedang M Tinggi ™ Sangat Tinggi

Gambar 4.48 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Semester 2 2023



v

KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Uy i, 2
; .H’ H
AT l
5 @ o
wane L F &

-8 8 FRWY B R TE. "




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 188

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

BAB V
RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU PEMBANGUNAN
DARI HASIL EVALUASI

5.1 Permasalahan (Tujuan dan Sasaran) dan Isu Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara Kkinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Kondisi ini
diidentifikasi berdasakan indikator kinerja utama Kaltim dalam
pembangunan daerah. Pada wilayah Kaltim masih terdapat indikator yang
memikili kinerja belum optimal yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
Berikut dirangkum permasalahan pembangunan di Kaltim dan rekomendasi

upaya perbaikan.

Tabel 5.1 Rekapan Permasalahan dan Upaya Perbaikan

Indikator Capaian Permasalahan Upaya Penyelesaian

1. Kaltim memiliki IPM | 1. Pertumbuhan IPM yang
yang lebih tinggi | Lambat Dibandingkan
dibandingkan  dengan | dengan Provinsi Lain di
regional Kalimantan, | Pulau Kalimantan: Kaltim
namun memiliki | memiliki Indeks
pertumbuhan IPM yang | Pembangunan Manusia
lebih lambat jika | (IPM) yang lebih tinggi
dibandingkan  dengan | daripada rata-rata regional

Provinsi lainnya di Pulau | Kalimantan. Namun
Kalimantan. demikian, terdapat
kekhawatiran terkait

pertumbuhan IPM yang
lambat jika dibandingkan
dengan provinsi lain di Pulau

Indeks
Pembangunan | 100.58%
Manusia (IPM)

Kalimantan. Hal ini
menunjukkan perlunya
analisis mendalam mengenai
faktor-faktor yang
mempengaruhi
2. Kaltim memiliki IPM | pertumbuhan IPM di Kaltim
yang lebih tinggi jika | dan perbandingannya
dibandingkan  dengan | dengan provinsi lain, serta
IPM secara nasional. | strategi yang dapat

Namun lebih spesifik | diimplementasikan  untuk
angka masih terdapat | mempercepat pertumbuhan
kabupaten yang | IPM tersebut.
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Indikator

Capaian

Permasalahan

memerlukan percepatan

perkembangan IPM.
Yaitu pada wilayah
Mahakam Ulu yang

kategori IPM nya masih
rendah; dan Kabupaten
Berau dengan
pertumbuhan IPM yang
relatif lebih lambat.

3. IPM Kaltim masih di
dorong oleh komponen
pengeluaran masyarakat
dimana selama 5 tahun
terakhir mengalami
pertumbuhan paling
cepat sampai dengan
6.28%, sedangkan
pertumbuhan terhadap
komponen kesehatan
dan pendidikan masih
lambat. Kondisi yang
perlu diperhatikan
adalah TPT yang masih
relatif tinggi dan dapat
dilihat sebagai indikator
rendahnya daya saing
pencari kerja.

Upaya Penyelesaian

2. Kabupaten dengan IPM
Rendah dan Pertumbuhan
Lambat: Meskipun secara
keseluruhan IPM  Kaltim
berada di atas rata-rata
nasional, terdapat
kabupaten-kabupaten

tertentu yang masih
memerlukan perhatian
khusus. Contohnya, wilayah
Mahakam Ulu memiliki
kategori IPM yang rendah,
sementara Kabupaten Berau
mengalami pertumbuhan
IPM yang relatif lebih lambat.
Perlu adanya strategi dan
program  yang  terfokus
untuk meningkatkan IPM di
kedua kabupaten tersebut,

dengan memperhatikan
faktor-faktor yang
memengaruhi peningkatan

IPM di tingkat lokal.

3. Ketergantungan IPM
Kaltim pada Komponen
Pengeluaran Masyarakat:
Terdapat kecenderungan
bahwa pertumbuhan IPM di
Kaltim masih didorong
terutama oleh komponen
pengeluaran masyarakat,
yang mengalami
pertumbuhan paling cepat
dalam lima tahun terakhir.
Namun, pertumbuhan
terhadap komponen
kesehatan dan pendidikan
masih tergolong lambat. Hal
ini menunjukkan perlunya
peningkatan investasi dan
fokus pada sektor kesehatan
dan pendidikan untuk
mencapai pertumbuhan IPM
yang lebih berkelanjutan dan
menyeluruh.
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Indikator Capaian Permasalahan Upaya Penyelesaian
1. Secara kumulatif, | 1. Analisis Mendalam
kemiskinan Provinsi | Terhadap Penyebab
Kaltim masih dibawah | Peningkatan Kemiskinan:
angka kemiskinan | Pertama-tama, kami
nasional. Namun selama | merekomendasikan  untuk
S tahun terakhir, | melakukan analisis
kemiskinan di Kaltim | mendalam terhadap
mengalami peningkatan | penyebab peningkatan
yang berkorelasi dengan | kemiskinan selama 5 tahun
TPT. terakhir di Kaltim. Analisis
ini harus mencakup berbagai
faktor seperti kondisi
ekonomi, kebijakan
pembangunan, akses
terhadap layanan publik,
dan  faktor-faktor  sosial
lainnya. Dengan
pemahaman yang lebih baik
2. Persentase | tentang akar  penyebab
masyarakat miskin di | kemiskinan yang sedang
desa masih lebih tinggi | berkembang, langkah-
jika dibandingkan kota. | langkah yang lebih tepat dan

Tingkat Kondisi ini | efektif dapat dirumuskan.

Kemiskinan 96.44% | menindikasikan adanya

(%) kesenjangan 2. Penyusunan Program
pembangunan antar | Pemberdayaan Ekonomi
wilayah. dan Sosial: Berdasarkan

3. Kabupaten Mahulu
dan Kutai Barat
merupakan wilayah
yang Presentase Angka

Kemiskinan yang
melebih angka
kemiskinan nasional,
yang diikuti dengan
pertumbuhan

kemiskinan positif pada

hasil analisis tersebut, kami
merekomendasikan

penyusunan program
pemberdayaan ekonomi dan
sosial yang terfokus dan
berkelanjutan. Program-
program ini harus dirancang
untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap
pendidikan, kesehatan,
lapangan kerja, serta

pelatihan keterampilan yang
sesuai dengan kebutuhan
pasar lokal dan regional.
Pemberdayaan ekonomi
mikro dan usaha kecil-
menengah (UKM) juga harus
menjadi fokus utama dalam
upaya mengurangi
kemiskinan.
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Indikator Capaian Permasalahan Upaya Penyelesaian
beberapa 3. Penguatan Infrastruktur
kabupaten /kota di | dan Akses Pelayanan
Kaltim. Publik: Upaya untuk

meningkatkan infrastruktur
dasar dan akses terhadap
pelayanan publik  juga
sangat penting. Ini termasuk
pembangunan jaringan
transportasi yang memadai,
penyediaan air bersih, listrik,
dan sanitasi yang layak,
serta peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan
dan pendidikan. Penguatan
infrastruktur ini tidak hanya
akan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, tetapi
juga menciptakan peluang

ekonomi baru dan
mengurangi kesenjangan
antara wilayah yang
terpencil dan pusat
perkotaan.

4. Kolaborasi antara

Pemerintah, Swasta, dan
Masyarakat Sipil: Dalam

implementasi program-
program tersebut, penting
untuk membangun

kerjasama yang erat antara
pemerintah, sektor swasta,
dan organisasi masyarakat
sipil. Kolaborasi yang efektif
antara berbagai pemangku

kepentingan ini akan
memungkinkan penyebaran
sumber daya dan
pengetahuan yang lebih
luas, serta memastikan
keberlanjutan program

dalam jangka panjang.

5. Monitoring dan Evaluasi
Berkelanjutan: Terakhir,
kami merekomendasikan
pembentukan sistem
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Upaya Penyelesaian

monitoring dan evaluasi
yang berkelanjutan untuk
memantau kemajuan
implementasi program-
program penanggulangan
kemiskinan. Dengan
pemantauan yang teratur
dan evaluasi yang obyektif,
dapat diidentifikasi strategi
yang efektif dan perbaikan
yang  diperlukan  dalam
upaya penyelesaian masalah
kemiskinan di Kaltim.

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

111.50%

1. Tingginya TPT Kaltim
dibanding wilayah
lainnya di Pulau
Kalimantan

menunjukan adanya
indikasi bahwa di
Provinsi Kaltim terdapat
kurangnya kesempatan
kerja yang lebih ditinggi
dibanding regional
Kalimantan.

2. Adanya penyerapan
tenaga kerja yang tidak
merata di wilayah
Kaltim, diperlukan
peningkatan daya saing
tenaga kerja dengan
fokus pada wilayah
dengan TPT tertinggi.
Wilayah Kaltim dengan
TPT yang lebih tinggi
dibanding TPT Kaltim

dan TPT Nasional adalah
Kutai Barat, Kota
Bontang, Kota
Balikpapan, Kutai

1. Peningkatan
Kesempatan Kerja dan
Investasi: a. Mendorong
investasi dan pembangunan
infrastruktur di  sektor-
sektor yang memiliki potensi
untuk menciptakan
lapangan kerja baru, seperti
sektor industri, pariwisata,
pertanian, dan energi. b.
Membangun kemitraan
dengan sektor swasta dan
masyarakat untuk
meningkatkan investasi dan
pengembangan usaha kecil-
menengah (UKM), sehingga
dapat menciptakan peluang
kerja baru di berbagai sektor
ekonomi.

2. Pengembangan
Keterampilan dan
Pendidikan: a.
Meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan serta
pelatihan keterampilan
sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja lokal dan global.
b. Mengembangkan
program-program pelatihan
yang disesuaikan dengan
kebutuhan industri di
wilayah-wilayah dengan
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Timur, dan Kota | tingkat pengangguran
Samarinda. tertinggi, seperti Kutai Barat,
Kota Bontang, Kota

Balikpapan, Kutai Timur,
dan Kota Samarinda.

3. Promosi Kewirausahaan
dan Pemberdayaan
Ekonomi Lokal: a.
Mendorong pengembangan
kewirausahaan di tingkat
lokal dengan memberikan
dukungan dalam hal
pembiayaan, pelatihan, dan
akses pasar. b. Membangun
jaringan kerja sama antara
pelaku usaha, pemerintah
daerah, dan lembaga
pendukung ekonomi untuk
meningkatkan daya saing
dan keberlanjutan usaha
lokal.

4. Kebijakan Pemerintah
yang Mendukung: a.
Merumuskan kebijakan-
kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi
inklusif dan berkelanjutan,
termasuk dalam hal
pembangunan infrastruktur,
peningkatan regulasi bisnis,
serta insentif pajak bagi
investor. b. Mendorong
terciptanya iklim investasi
yang kondusif dan
berkelanjutan melalui
upaya-upaya deregulasi dan
penguatan tata kelola
ekonomi yang baik.
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Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)

Capaian

121.96%

Permasalahan

1. Berbasis data sampai
dngan 2022, laju
pertumbuhan ekonomi
Kaltim lebih lambat jika
dibandingkan  dengan
LPE nasional. Hal
tersebut karena
lapangan  usaha di
Kaltim masih didominasi
oleh 1 sektor unggulan
yaitu pertambangan dan
penggalian.

2. Wilayah  dengan
pertumbuhan ekonomi
rendah adalah Paser,
Kota Bontang dan
Mahakam Ulu yang
tumbuh kurang dari 3%
pada tahun 2022.

Upaya Penyelesaian

1. Diversifikasi Ekonomi
dan Hilirisasi: Mendorong
diversifikasi ekonomi dengan
mengembangkan sektor-
sektor ekonomi lainnya di
Kaltim, seperti pariwisata,
industri pengolahan,
pertanian, dan energi
terbarukan. Hal ini dapat
dilakukan melalui insentif
pajak, fasilitasi perizinan,
dan program-program
pengembangan ekonomi
lokal.

2. Investasi dalam
Pengembangan
Infrastruktur:
Mengalokasikan  anggaran
untuk pengembangan
infrastruktur dasar dan
konektivitas, termasuk
jaringan transportasi, energi,
dan telekomunikasi.
Infrastruktur yang baik akan
meningkatkan daya saing

wilayah, mendorong
investasi baru, serta
membantu pertumbuhan

ekonomi yang lebih merata di
seluruh Kaltim.

3. Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM):
Melakukan investasi dalam
pendidikan dan pelatihan
keterampilan untuk
meningkatkan kualitas dan
daya saing tenaga kerja
Kaltim. Ini dapat dilakukan
dengan mengadopsi program
pendidikan dan pelatihan

yang sesuai dengan
kebutuhan pasar tenaga
kerja lokal serta
meningkatkan akses
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pendidikan berkualitas di
seluruh wilayah.

4. Pendorong
Kewirausahaan dan
Industri Kecil-Menengah
(IKM): Memberikan

dukungan kepada para
pengusaha lokal dan industri
kecil-menengah (IKM) untuk
meningkatkan daya saing
dan pertumbuhan mereka.
Ini bisa dilakukan melalui
bantuan teknis, akses ke
pembiayaan yang
terjangkau, dan promosi
pasar lokal dan internasional
bagi produk-produk IKM.

5. Program Revitalisasi
Wilayah Tertinggal:
Merancang program
revitalisasi khusus untuk
wilayah-wilayah dengan
pertumbuhan ekonomi
rendah, seperti Paser, Kota
Bontang, dan Mahakam Ulu.
Program ini dapat mencakup
pembangunan infrastruktur,
pelatihan keterampilan dan
teknologi tepat guna,
pemberian insentif investasi,
dan pengembangan
produk/komoditi unggulan
daerah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal.
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Indikator
PDRB per
Kapita (Juta
Rp)

Capaian

100.00%

Permasalahan

1. Provinsi Kalimantan

Timur memiliki laju
pertumbuhan PDRB Per
Kapita yang  paling
lambat di antara

provinsi-provinsi  yang
ada di Kalimantan, yaitu
turun sebesar 0.024%.
Terjadi penurunan
pendapatan masyarakat
di Kalimantan Timur
sebesar -3.274 juta
rupiah per tahun.

2. Secara umum,
sebagian besar wilayah
di Kaltim mengalami
penurunan PDRB per
kapita selama 4 tahun
terakhir, yaitu pada
wilayah Kutim, Mahulu,
Kubar, Berau, PPU,

Upaya Penyelesaian

1. Stimulus Ekonomi dan
Investasi: Mendorong
investasi dalam = sektor-
sektor ekonomi potensial di
Kaltim, seperti pariwisata
dan ekonomi kreatif, industri
pengolahan, pertanian, dan
energi terbarukan. Hal ini

dapat dilakukan melalui
insentif  pajak, fasilitasi
perizinan, dan = promosi
investasi lokal maupun
asing.

2. Penguatan Sektor-Sektor
Unggulan: Mengembangkan
sektor-sektor unggulan yang

telah ada, seperti sektor
pertambangan, dengan
memperbaiki efisiensi

operasional, inovasi/industri
pengolahan untuk meraih
nilai tambah, dan
pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan. Selain itu,
penting juga untuk
mendiversifikasi
pemanfaatan sumber daya
alam ke sektor-sektor lain
yang berkelanjutan seperti
Industri Pengolahan;
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Konstruksi; dan
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor.

3. Pengembangan
Infrastruktur: Melakukan
investasi dalam
pembangunan infrastruktur
dasar, seperti  jaringan
transportasi, energi, dan
telekomunikasi, untuk
meningkatkan konektivitas
antar-wilayah dan
mendukung pertumbuhan
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Bontang, dan | ekonomi yang merata di
Balikpapan. seluruh Kaltim.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Lokal: Memberikan
dukungan kepada pelaku
usaha lokal, termasuk
industri kecil-menengah

(IKM) dan koperasi, untuk
meningkatkan daya saing
dan pertumbuhan mereka.
Hal ini dapat dilakukan

melalui pelatihan
keterampilan, bantuan
teknis, serta akses terhadap
pembiayaan yang
terjangkau.

5. Revitalisasi Wilayah
Tertinggal: Merancang
program revitalisasi khusus
untuk wilayah-wilayah yang
mengalami penurunan
PDRB per kapita, seperti
Kutai Timur, Mahakam Ulu,
Kutai Barat, Berau, Paser,
Penajam Paser Utara (PPU),
Bontang, dan Balikpapan.
Program ini dapat mencakup
pembangunan infrastruktur,
pelatihan keterampilan,
serta insentif investasi untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal.

6. Kebijakan Pemerintah

yang Mendukung:
Merumuskan kebijakan-
kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi

inklusif dan berkelanjutan,
termasuk dalam hal regulasi
bisnis/kemudahan

investasi, insentif pajak,
serta pengelolaan sumber
daya alam yang
berkelanjutan.
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Indikator

LPE Non
Migas dan
Batubara (%)

Capaian

136.67%

Permasalahan

Pertumbuhan Ekonomi
naik namun tidak
diiringi dengan
kontribusi sektor non
ekstraktif, sektor
ekstraktif masih
mendominasi

perekonomian di Kaltim.

Upaya Penyelesaian

1. Melalui
diversifikasi ekonomi,
Kaltim dapat mengurangi
ketergantungan pada sektor
ekstraktif dan menciptakan
peluang baru di sektor-
sektor non-ekstraktif yang
potensial. Pemberdayaan
sektor non-ekstraktif
menjadi kunci utama dalam
upaya ini, dengan
memberikan dukungan yang
kuat kepada pelaku usaha
lokal dan  memfasilitasi
inovasi  serta  penelitian
untuk meningkatkan daya
saing. Promosi investasi dan
pengembangan infrastruktur
yang terus menerus akan
mempercepat pertumbuhan
sektor-sektor non-ekstraktif,
sementara kebijakan
pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan
akan membantu menjaga
keseimbangan antara
eksploitasi dan
keberlanjutan lingkungan;

strategi

2. Pengembangan sumber
daya manusia juga menjadi
fokus utama dalam upaya
ini, dengan meningkatkan
investasi dalam pendidikan
dan pelatihan keterampilan
untuk menghasilkan tenaga
kerja yang berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan
sektor-sektor non-ekstraktif;

3. Pemberdayaan Ekonomi

Lokal: Memberikan
dukungan kepada pelaku
usaha lokal, termasuk
industri kecil-menengah

(IKM) dan koperasi, untuk
meningkatkan daya saing
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dan pertumbuhan mereka.
Hal ini dapat dilakukan

melalui pelatihan
keterampilan, bantuan
teknis, serta akses terhadap
pembiayaan yang
terjangkau.

1. Pengembangan Segmen,
perluasan akses pasar,
Efisiensi Jalur Distribusi
dan stabilitas harga:
Mendorong pembangunan
infrastruktur  pasca-panen
dan jaringan distribusi yang
efisien untuk memperluas
akses pasar bagi produk-
produk tanaman pangan dan
hasil perikanan. Hal ini akan
membantu petani dan
nelayan untuk  menjual
produk-produk pangan dan
perikanan dengan harga
yang lebih baik. Mendorong
pengembangan pasar lokal
dan pengolahan produk di

Subsektor Tanaman | ..
o . tingkat lokal untuk
Nilai Tukar pangan dan perikanan . o
. 100.81% ; I meningkatkan nilai tambah
Petani masih memiliki indeks

NTP kurang dari 100 produk tanaman pangan dan

perikanan. Menjaga
pemenuhan kebutuhan
pangan dan perikanan
untuk pengendalian
stabilitas harga. Dengan
demikian, petani dan

nelayan akan mendapatkan
pendapatan yang lebih tinggi
dari hasil komoditas.

2. Optimalisasi sistem
produksi dan  industri
pengolahan dengan
penerapan teknologi tepat
guna: penyediaan input,
sarana dan prasarana
produksi, serta teknologi
pasca panen.
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3. Penguatan
keterampilan/ vokasional
dan dukungan sistem

informasi untuk
penyuluhan (cyber
extention): Memberikan

pelatihan /pendampingan

peningkatan  pengetahuan
dan keterampilan kepada
petani dan nelayan dalam
hal teknik bercocok tanam
yang modern, pengelolaan

perikanan yang
berkelanjutan, serta
penggunaan teknologi

pertanian yang tepat guna.
Ini akan  meningkatkan
produktivitas dan kualitas
produk mereka.

4. Pemberian Insentif dan
Dukungan Keuangan:
Memberikan insentif dan
dukungan keuangan kepada
petani dan nelayan, seperti
subsidi input produksi dan
penguatan modal usaha.

5. Promosi Kemitraan dan
Koordinasi Stakeholder:
Mendorong pembentukan
kemitraan antara petani,
nelayan, pemerintah, dan

sektor swasta dalam
pengembangan subsektor
tanaman pangan dan

perikanan. Kolaborasi ini
akan memperkuat kapasitas
produksi, pemasaran, dan
pengelolaan usaha yang
berdaya saing.

6. Pengelolaan Sumber
Daya Alam yang
Berkelanjutan: Mengadopsi
praktik-praktik pertanian
dan perikanan berkelanjutan




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

201

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Indikator Capaian Permasalahan Upaya Penyelesaian
yang ramah lingkungan dan
memperhatikan
keberlanjutan sumber daya
alam. Hal ini akan
memastikan bahwa produksi
tanaman pangan dan hasil
perikanan dapat
berlangsung dalam jangka
panjang tanpa merusak
lingkungan.

1. Pada regional | 1. Penguatan Pendidikan
kalimantan, kaltim | dan Keterampilan vokasi:
merupakan wilayah | Meningkatkan akses dan
dengan ketimpangan | kualitas pendidikan di
pendapatan tertinggi. wilayah-wilayah dengan
tingkat ketimpangan
pendapatan yang tinggi,
dengan fokus pada
penyediaan pendidikan
berkualitas dan pelatihan
2. Terdapat wilayah | keterampilan yang relevan
dengan ketimpangan | dengan kebutuhan pasar
lebih besar dari | tenaga kerja.
ketimpangan  provinsi
dan memiliki | 2. Pemberdayaan Ekonomi
pertumbuhan gini rasio | Lokal: Mengembangkan
yang cenderung | program-program
. meningkat, yaitu pada | pemberdayaan ekonomi
Indeks Gini 95.45% Kabupiten Y Mahakam | berbasis gumber daya lokal
Ulu dan Kota | yang melibatkan partisipasi
Balikpapan. aktif masyarakat setempat,

termasuk pelatihan
kewirausahaan, bantuan
modal usaha, dan promosi
kemitraan dengan sektor

swasta serta peningkatan
akses pasar digital bagi
produk-produk lokal.

3. Penyediaan
Infrastruktur Dasar:
Memperbaiki infrastruktur

dasar seperti jalan, listrik,
air bersih, dan akses
telekomunikasi di wilayah-
wilayah terpencil atau
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kurang berkembang untuk
meningkatkan konektivitas
dan aksesibilitas, serta
memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata.

4. Pengembangan Sektor
Ekonomi Alternatif:
Mendorong diversifikasi
sektor ekonomi di wilayah-
wilayah tersebut dengan

mengembangkan potensi
ekonomi lokal yang
berkelanjutan, seperti

pariwisata berbasis budaya,
industri kreatif, pertanian
modern, dan pengembangan
produk lokal.

5. Kebijakan Pembangunan
yang Inklusif: Merancang

kebijakan pembangunan
yang lebih inklusif dan
berkeadilan, dengan
memperhatikan kebutuhan
dan potensi ekonomi
masyarakat lokal, serta
mengurangi disparitas

dalam distribusi sumber
daya dan akses terhadap
layanan publik.

6. Peningkatan Kesadaran
dan Partisipasi Masyarakat:
Menggalakkan program-
program  informasi dan
sosialisasi tentang
pentingnya kesetaraan
ekonomi dan kesempatan
yang adil bagi semua warga,
serta mendorong partisipasi
aktif masyarakat dalam
proses pengambilan
keputusan pembangunan di
tingkat lokal.
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7. Kebijakan khusus untuk
daerah 3T: Percepatan
pemenuhan pelayanan
infrastruktur dasar pada
wilayah tertinggal, terdepan
dan terluar.

1. Pengelolaan Limbah
yang Ketat: Penguatan
pengawasan dan penegakan
hukum terhadap kegiatan
industri dan domestik untuk
memastikan pengelolaan
limbah sesuai standar yang
ditetapkan sebelum dibuang
ke perairan.

2. Infrastruktur
Pengolahan Limbah yang
Memadai: Investasi dalam
pembangunan fasilitas
pengolahan limbah yang
modern dan efisien untuk
mengurangi limbah yang

Capaian indikator | mencemari perairan.
Indeks Indeks  Kualitas  Air
Kualitas 99.11% sungai (IKA) dan Indeks | 3. Monitoring Kualitas
Lingkungan ) Kualitas air laut (IKAL) | Lingkungan Hidup:
Hidup belum mencapai target | Peningkatan kapasitas
RKPD sistem perencanaan,
pengelolaan, dan
pengendalian kualitas
lingkungan (air sungai, air
laut, udara dan
lahan/gambut) untuk

memperoleh data  yang
akurat, memetakan titik-titik

pencemaran, dan
merumuskan kebijakan yang
tepat.

4. Pendidikan Lingkungan
Masyarakat: Pelaksanaan
kampanye penyuluhan dan
edukasi lingkungan kepada
masyarakat tentang
pentingnya menjaga
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kebersihan dan  kualitas
lingkungan hidup.

5. Kolaborasi Stakeholder:
Mendorong kerjasama
antara pemerintah, industri,
akademisi, dan masyarakat
sipil dalam upaya menjaga
kualitas air melalui
kolaborasi lintas sektor dan
lintas instansi.

6. Implementasi Kebijakan
Pro-Lingkungan:

Perumusan dan
implementasi kebijakan
lingkungan yang progresif
dan berkesinambungan,
termasuk penetapan
batasan pencemaran dan
pengelolaan lingkungan

hidup khusunya wilayah
tangkapan air. Mendorong
kebijakan pemberian reward
dan punishment bagi
masyarakat dan  pelaku
usaha.
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Indikator

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Capaian

107.35%

Belum
indikator:
1. Capaian Sistem Kerja

Permasalahan

optimalnya

untuk
Penyderhanaan
Birokrasi,

. Pembangunan Zona

Integritas,

. Kebijakan Arsitektur

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE),

. Tingkat Kematangan

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral,

. Pengentasan

Kemiskinan (Rencana
Aksi),

Upaya Penyelesaian

1. Capaian Sistem Kerja
untuk Penyederhanaan
Birokrasi: Perlu dilakukan
evaluasi terhadap
implementasi kebijakan
penyerderhanaan birokrasi.

2. Pembangunan Zona
Integritas: Perlu dilakukan
peningkatkan kesadaran
akan pentingnya integritas
dan budaya antikorupsi di
seluruh lapisan masyarakat

dan aparat pemerintah.
Dapat dilakukan dengan
perluasan jangkauan
pembentukan untuk kerja
zona intergritas menuju
WBK/WBBM.

3. Kebijakan Arsitektur
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE):
Diperlukan penetapan
Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis

Elektronik oleh Pemerintah
Daerah yang dalam
pelaksanaannya dilakukan
review secara berkala. Selain

itu, perlu dilakukan
investasi dalam
infrastruktur teknologi

informasi yang memadai dan

pelatihan untuk
meningkatkan literasi
digital.

4. Tingkat Kematangan

Penyelenggaraan Statistik
Sektoral: Perlu ditetapkan
prosedur baku untuk
mengukur akurasi data
sektoral yang dihasilkan oleh
setiap produsen data
sehingga data sektoral dapat
menjelaskan fenomena
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secara tepat, dilakukan
dengan penerapan aspek
penilaian akurasi data oleh
seluruh produsen data.

5. Pengentasan
Kemiskinan (Rencana
Aksi): Memastikan tematik
pengentasan kemiskinan

telah  didukung dengan
6. Realisasi Investasi | logical framework yang tepat;

(Rencana Aksi), dan | Memastikan Rencana aksi
telah logis untuk
mendukung ketercapaian
indikator keberhasilan RB
Tematik instansi
Pemerintah; Memastikan
Rencana aksi menunjukkan
adanya  perbaikan/inovasi

untuk menjawab

permasalahan dan bukan

business as usual;

7. Digitalisasi Menyempurnakan Rencana
Administrasi aksi yang menunjukkan

Pemerintahan Fokus | kolaborasi nyata dengan
Penanganan Stunting | unsur unsur pemangku
kepentingan lainnya.

6. Realisasi Investasi
(Rencana Aksi): Memastikan
tematik peningkatan
realisasi investasi ini telah
didukung dengan logical
framework yang tepat;
Memastikan Rencana aksi
telah logis untuk
mendukung ketercapaian
indikator keberhasilan RB
Tematik instansi
Pemerintah;
Menyempurnakan Rencana
aksi yang menunjukkan
kolaborasi nyata dengan
unsur pemangku
kepentingan lainnya.
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Indikator Capaian Permasalahan Upaya Penyelesaian

7. Digitalisasi Administrasi
Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting: Perlu
dirancang program
digitalisasi administrasi
pemerintahan yang fokus
pada penanganan stunting,

seperti pendaftaran
kelahiran, monitoring gizi
anak, dan pelayanan
kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, perlu
ditingkatkan koordinasi
antarinstansi dan
peningkatan literasi digital di
kalangan petugas
pemerintahan.

mengidentifikasi sektor-
sektor yang memiliki potensi
untuk investasi,

memberikan insentif bagi
investor, serta memperbaiki
iklim investasi melalui
penyederhanaan regulasi
dan perizinan.

1.2 Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Per Bidang Urusan

Selain permasalahan dan isu pembangunan daerah sebagaimana telah
diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan pembangunan sektoran
daerah yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2023. Berbagai
permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan wurusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; wurusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan

pemerintahan pilihan.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;
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c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan dan kawasan permukiman,;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah
terhadap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan

teknis.

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Basis data belum Dbersifat | 1. Akurasi data antara data pokok
menyeluruh serta belum pendidikan pada aplikasi Dapodik
dijadikan referensi dalam yang memuat data satuan
menyusun perencanaan pendidikan, peserta didik,
program/kegiatan prioritas pendidik dan tenaga
secara akurat baik secara kependidikan, sumber daya
strategis maupun teknis pendidik, substansi pendidikan

2. Rasio kecukupan jumlah, dan capaian pendidikan terhadap
distribusi dan kompetensi SDM kondisi faktual di lapangan.
Tenaga Pendidik dan | 2. Keterbatasan jumlah  tenaga
Kependidikan belum ideal jika pendidik (rasio antara guru dan
dibandingkan dengan kebutuhan murid) serta tidak meratanya
layanan pendidikan yang distribusi guru antar
berkualitas prima terstandarkan. kabupaten/kota di Provinsi

3. Keterbatasan sapras fisik , sistem Kaltim.
pendukung /lab, sistem | 3. Tidak terpadunya sistem
informasi berbasis internet, informasi perencanaan untuk
perpustakaan dan alat peraga mengapomodir program, kegiatan
pendidikan pada beberapa dan/atau sub kegiatan yang
wilayah dan/atau sekolah mampu menunjang penyelesaian
terutama di daerah remote dan persoalan dasar pada bidang
layanan  pendidikan yang pendidikan serta bidang lainnya
berkualitas prima (contoh : perpustakaan).

4. Ketidak sinkronan wewenang dan | 4. Sistem perencanaan
manajemen operasional sistem penganggaran terhdap anggaran
pendidikan di tingkat pusat dan yang berasal dari DAK tidak

memungkinkan untuk
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

daerah terutama yang berasal
dari skema pembiayaan DAK.
Sistem monitoring dan evaluasi
dalam pengelolaan dana beasiswa
daerah serta keterhubungannya
dengan rencana pengembangan
SDM pada sektor prioritas
pembangunan daerah.

Proses pengajuan penganggara
belum berjalan optimal karena
kompleksitas sistem informasi
yang lebih tinggi (SIPD) tetapi

kapasitas server data

yang
terhubung secara nasional belum

memadai

mengakomodasi program

dan/atau kegiatan yang
sebelumnya direncanakan pada
RKPD yang tidak dianggarkan
pada APBD.
Transparansi pengelolaan,
termasuk alokasi distribusi dana
beasiswa.
Penatausahaan keuangan
aplikasi SIPD yang menghambat

realisasi anggaran.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
Medis

dan Paramedis belum

memenuhi jika dibandingkan

dengan kebutuhan layanan
kesehatan dasar pada daerah
remote dan layanan kesehatan
rujukan yang berkualitas prima.
Keterbatasan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kesehatan
pada beberapa wilayah dan/atau
rumah sakit terutama di daerah
remote dan kesehatan rujukan
yang berkualitas prima.

Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar pemerintah
pusat, provinsi dan
kabupaten/kota belum berjalan
dan dalam

optimal sinergis

1.

Rasio tempat tidur rumah sakit
tidak
kebutuhan faktual.

berkesuaian dengan
Rasio dokter dan dokter spesialis
tidak
kebutuhan faktual.

berkesesuaian dengan
Data ketersediaan alat kesehatan
tidak diperbaharui secara berkala
keterbatasan

dan ditemukan

sapras alat kesehatan pada

beberapa  wilayah  dan/atau
rumah sakit.

Sebaran SDM kesehatan belum
merata pada setiap wilayah.

Pola kolaborasi antar pemerintah
dan kab/kota dalam

penguatan pelayanan kesehatan

provinsi

dasar belum berjalan maksimal.
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C.

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

6.

penguatan pelayanan kesehatan
dasar dan layanan kesehatan
rujukan.
Belum

optimalnya dukungan

sistem informasi untuk

pengembangan layanan medis

jarak jauh (telemedicine)
berbasis spasial (kewilayahan).

Proses pengajuan penganggara
belum berjalan optimal karena
kompleksitas sistem informasi
yang lebih tinggi (SIPD) tetapi

kapasitas server data

yang
terhubung secara nasional belum

memadai

Data terhadap alat kesehatan
tidak terbaharui secara berkala
sehingga tidak diketahui secar
real bagaimana kebutuhan
terhadap alat kesehatan.

Belum terdapat sistem informasi
perencanaan kegiatan

pengawasan  secara terpadu
berbasis spasial (kewilayahan).

Penatausahaan keuangan
aplikasi SIPD yang menghambat

realisasi anggaran.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data belum sepenuhnya

dijadikan referensi dalam

menyusun perencanaan
program/kegiatan secara akurat
baik secara strategis maupun
teknis
Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal

jika dibandingkan dengan

kebutuhan layanan
pembangunan infratruktur dasar
pada daerah remote dan daerah
pertumbuhan ekonomi baru.

Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar pemerintah
pusat, provinsi dan
kabupaten/kota belum berjalan
dan dalam

optimal sinergis

penguatan pelayanan

1.

Proses pembangunan/ penataan
memerlukan waktu lebih dari 1
tahun anggaran.

Keterbatasan jumlah, kompetensi

SDM dan fasilitas kerja dalam

pemenuhan standar layanan
publik.
Kondisi di lapangan begitu

fleksibel sehingga seringkali tidak

berkesesuaian dengan target
indikator yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Beberapa program dan/atau
kegiatan putus kontrak karena
hasil evaluasi dan monitoring
terhadap pekerjaan
menunjukkan kualitas pekerjaan

yang tidak baik.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

infrstruktur dasar dan daerah
pertumbuhan ekonomi baru.
Belum optimalnya implementasi

sistem monitoring dan evaluasi

untuk pengawasaan
pembangunan infrastruktur
dasar

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

e.

Permasalahan Substantif

Belum idealnya rasio
ketersediaan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kerja pada
pemberian layanan fasilitas dasar
air baku bahkan pada daerah
remote ada yang belum terlayani.
Kendala tenurial lahan yang akan
dibebaskan dan digunakan dalam
pembangunan sapras layanan air

baku.

Permasalahan Teknis

Kapasitas Air Baku (L/detik) dan

cakupan layanan air minum

perpipaan (%) pada dasarnya telah
memenuhi target, namun masih
terdapat daerah yang belum memiliki

PDAM (Kab. Mahakam Ulu)

Urusan Ketenteraman,

Masyarakat

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal

jika dibandingkan dengan
kebutuhan layanan penegakan
Perda dan Perkada.

Keterbatasan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kerja dalam
mendukung pemberian layanan
publik penegakan Perda dan
Perkada dengan pendekatan yang

humanis serta terukur.

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

1. Rasio antara jumlah anggota
Satpol PP saat ini tidak
berimbang dengan kebutuhan
faktual di lapangan.

2. Pola kolaborasi antar stakeholder
dalam

upaya peningkatan

ketentraman/ ketertiban umum,

perlindungan masyarakat,
kesiapsiaagaan dalam
mengantisiasi dinamika sosial
kemasyarakatan.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

3. Keterbatasan sapras fisik, sistem | 3. Penatausahaan keuangan
pendukung dan alat kerja untuk aplikasi SIPD yang menghambat
memberikan layanan  publik realisasi anggaran.
mitigasi dan penanganan
bencana.

4. Pola kolaborasi berbasis

kewenangan antar pemerintah
belum berjalan optimal dan
sinergis dalam penguatan
layanan publik penegakan Perda
dan Perkada dengan pendekatan
yang humanis.

5. Belum optimalnya dukungan
sistem informasi untuk
pengembangan pelayanan publik
penegakan Perda dan Perkada
dengan pendekatan yang

humanis

f. Urusan Sosial

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Belum optimalnya fasilitasi | 1. Kegiatan peningkatan kapasitas

pengembangan kapasitas SDM SDM melalui aktivitas
melalui pelatihan dan pendidikan dan pelatihan masih
pengembangan teknologi tepat terbilang minim.

guna untuk keberdayaan | 2. Penatausahaan keuangan
masyarakat dan sistem aplikasi SIPD yang menghambat
pendampingan yang  disertai realisasi anggaran.

sistem monev berkala untuk
mengukur pencapaian target
program pada isu sosial prioritas
(isu kemiskinan, gizi buruk dan
stunting).

2. Proses pengajuan penganggara
belum berjalan optimal karena
kompleksitas sistem informasi
yang lebih tinggi (SIPD) tetapi

kapasitas server data yang
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

terhubung secara nasional belum

memadai

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan wajib

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

tenaga kerja;

o P

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

pangan;

a o

pertanahan;
lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan desa;

5@ oo

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

—e

perhubungan;

komunikasi dan informatika;

T

koperasi, usaha kecil, dan menegah;

[am—

penanaman modal,

kepemudaan dan olah raga;

N

statistik;

°

persandian;
kebudayaan,;

perpustakaan; dan

50

kearsipan

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral
daerah terhadap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar yang dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan

substansi dan permasalahan teknis.
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a.

Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data belum  bersifat
komprehensif dalam menyusun
perencanaan program/kegiatan
penyediaan tenaga kerja dan
kebutuhan serapan pada Dunia
Industri Dunia Usaha (DIDU)
Belum optimalnya pemahaman
tentang mandat implementasi
Produk Hukum terkait Norma
Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
pada wurusan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian.

Pola kolaborasi antar berbasis

kewenangan sektor maupun
antar pemerintah pusat, provinsi
dan  kabupaten/kota  belum
berjalan optimal - sinergis dalam
layanan penyediaan tenaga kerja
dan kebutuhan Dunia Industri
Dunia Usaha (DIDU).

Belum optimalnya dukungan
sistem informasi dan penggunaan
platform media sosial untuk
pengembangan layanan layanan
penyediaan tenaga kerja dan
kebutuhan Dunia Industri Dunia
Usaha (DIDU).

skema

Belum optimalnya

pelatihan vokasi dan sistem

pendampingan usaha untuk

meningkatkan kompetensi
Tenaga Kerja yang berdaya saing

pada DIDU.

1.

Implementasi sistem informasi

pasar kerja online untuk
mengakomodasai pelayanan dan
penyediaan informasi pasar kerja
belum berjalan baik.
Implementasi rencana tenaga
kerja kolaboratif antar perangkat
daerah belum berjalan baik.
Keterbatasan ruang kerja
terhadap calon tenaga kerja yang
telah menempuh pendidikan dan
pelatihan.

Tidak optimalnya job fair/bursa
kerja sebagai wadah pencari kerja

untuk mendapat pekerjaan.
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b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C.

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Belum optimalnya pemahaman
tentang relasi dan kesetaraan
gender.
Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar sektor mapun
antar tingkat pemerintah belum

berjalan optimal dalam layanan

perlindungan ibu - anak dari
kekerasan seksual serta
pemberdayaan peran ekonomi
perempuan.

Lemahnya sosialisasi dan
Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan kepada Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan.

1.

Fasilitasi terhadap akses layanan
pendampingan terhadap kasus-
kasis kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak pada
seluruh wilaya Kaltim belum
berjalan optimal.

Pemerintah

Kolaborasi antar

Provinsi dan Kab.Kota dengan
pihak swasta dan masyarakat
dalam upaya perlindungan
perempuan dan anak belum

berjalan optimal.

Pendekatan pemberdayaan
masyarakat dalam upaya
menurunkan angka stunting

belum optimal dilakukan.

Belum masifnya sosialisasi

dan/atau  promosi terhadap
informasi terkait dengan tempat
perlindungan perempuan dan
anak di Provinsi Kaltim.
Lemahnya kordinasi Advokasi

Kebijakan dan Pendampingan

kepada Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan.

Urusan Pangan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data dan informasi
geospasial belum optimal
dijadikan referensi dalam
menyusun perencanaan

program/kegiatan secara akurat
baik secara strategis maupun

teknis.

1.

Ketiadaan data geosipasial lahan
sawah eksisting dan ketersediaan
daerah irigasi.
Ketidaksiapan petani terhadap
perubahan musim/cuaca.

dan

Kurangnya kuantitas

kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

2. Rasio

kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis (penyuluh) - manajerial
belum ideal.

Pola kolaborasi antar sub sektor

agribisnis = - agroindustri
maupun antar tingkat
pemerintah belum berjalan

optimal dalam pengembangan
usaha tani yang bernilai tambah
dan berdaya saing.

Keterbatasan sapras fisik, input
produksi  bersubsidi, sistem
pendukung dan alat kerja
/alsintan dalam pengembangan
usaha tani yang bernilai tambah
dan berdaya saing.

Belum optimalnya dukungan
sistem informasi dan penggunaan
platform media sosial untuk
pengembangan layanan
penyuluhan dan pendampingan
usaha berbasis teknologi
informasi (cyber extension).
Belum optimalnya skema
pelatihan vokasi, teknologi tepat
guna dan sistem pendampingan
usaha untuk meningkatkan daya
saing Usaha Tani menuju
Korporasi Pertanian serta daya
adaptasi terhadap dampak
perubahan iklim

Proses pengajuan penganggaran
belum berjalan optimal karena
kompleksitas sistem informasi
yang lebih tinggi (SIPD) tetapi

kapasitas server data yang

4. Kurangnya

kuantitas SDM
pengelola kegiatan di DPTPH.
Kurangnya motivasi pada

koperasi untuk melakukan

pengembangan bisnis secara
profesional.
Penatausahaah

aplikasi SIPD

keuangan
menghambat
realisasi anggaran.
Keterlambatan informasi alokasi

DAK bidang urusan pangan yang

turun ke K/L sehingga
menghambat pelaksanaan
kegiatan.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

terhubung secara nasional belum

memadai

d. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Pola kolaborasi berbasis | 1. Belum optimalnya koordinasi
kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah daerah
antar pemerintah pusat, provinsi kab/kota dalam mencegah
dan  kabupaten/kota  belum pencemaran dan  pemulihan
berjalan optimal dalam layanan kerusakan lingkungan hidup.

perlindungan, pemulihan dan | 2. Belum optimalnya koordinasi

pencegahan kerusakan antar bidang dan masayrakat

lingkungan hidup, pengolahan terkait pengelolaan sampah.

sampah serta adaptasi | 3. Penatausahaan keuangan

perubahan iklim. aplikasi SIPD yang menghambat
2. Lemahnya Advokasi Kebijakan realisasi anggaran.

terhadap program konservasi dan
pengelolaan sumberdaya alam

secara berkelanjutan

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Rasio kecukupan jumlah, 1. Keterbatasan SDM pelayanan
distribusi dan kompetensi SDM administrasi kependudukan dan
teknis - manajerial belum ideal pencatatan sipil.

jika dibandingkan dengan
kebutuhan layanan administrasi
kependudukan/pencatatan sipil
yang prima dan terintegrasi

dengan sektor lain.

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Basis data belum optimal| 1. Koordinasi multi stakeholder dan
dijadikan referensi dalam antar perangkat daerah (bidang
menyusun perencanaan infrastruktur, kesehatan dan

pembangunan desa pendidikan) dalam upaya
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

2. Rasio

kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
dan sapras kerja belum ideal jika
dibandingkan dengan kebutuhan
layanan pengembangan potensi
dan

sumberdaya pedesaan

pemberdayaan masyarakat

dengan pendekatan klaster
ekonomi lokal.

Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar sektor mapun
antar pemerintah pusat, provinsi
dan  kabupaten/kota  belum
berjalan optimal - sinergis dalam

layanan pengembangan potensi

sumberdaya pedesaan dan
pemberdayaan masyarakat
dengan pendekatan klaster
ekonomi lokal.

Belum optimalnya skema
pelatihan vokasi dan sistem
pendampingan usaha untuk
meningkatkan layanan
pengembangan potensi
sumberdaya pedesaan dan
pemberdayaan masyarakat
dengan pendekatan klaster

ekonomi lokal.

menekan angka desa tertinggal
belum berjalan baik.
2. Belum kuatnya kapasitas SDM

serta sapras spesifik.

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
KB)

belum

(penyuluh teknis -

manajerial ideal jika

dibandingkan dengan kebutuhan

Pendekatan pemberdayaan
masyarakat dalam upaya menekan
angka perkawinan usia anak serta
mendorong

program keluarga

berencana belum optimal dilakukan.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

layanan fasilitasi Keluarga
Sejahtera.
Belum optimalnya dukungan

program pendampingan dalam

penguatan kapasitas dan

pemberdayaan keluarga sejahtera

h. Urusan Perhubungan

i.

1.

Permasalahan Substantif

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal
jika dibandingkan dengan
kebutuhan layanan transportasi
yang aman, nyaman dan emisi
rendah.
Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar sektor mapun
antar pemerintah pusat, provinsi
dan  kabupaten/kota  belum
berjalan optimal - sinergis dalam
layanan transportasi yang aman,
nyaman dan emisi rendah.

Lemahnya penegakan terhadap

pelaku usaha sektor
perhubungan yang belum
memiliki izin dan melakukan

praktek ODOL.

1.

Permasalahan Teknis

Keterbatasan jumlah SDM
pelayanan perhubungan dan
penegakan hukum atas
pelanggaran fasilitas
perhubungan.

Koordinasi lintas sektoran dalam
peningkatan kualitas layanan
perhubungan

baik.

belum berjalan

Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Pusat basis data belum berfungsi
optimal sebagai referensi dalam
menyusun perencanaan
program/kegiatan pembangunan
daerah secara akurat baik secara

strategis maupun teknis.

1.

Implementasi pengelolaan pusat
data belum berjalan baik.

Keterbatasan  kuantitas dan
kapasitas SDM pelayanan urusan

komunikasi dan informatika.

219




LAPORAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

j-

2. Rasio

Permasalahan Substantif
kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal
jika dibandingkan dengan
kebutuhan layanan komunikasi
publik yang terdigitalisasi,
ekosistem bisnis yang akseleratif

serta perlindungan data.

Permasalahan Teknis

Permasalahan Substantif
Basis data belum komprehensif

sebagai dasar pemetaan target

ekspor dari sektor UMKM
unggulan

Pola kolaborasi antar sektor
maupun antar tingkat
pemerintah belum berjalan

sinergis dalam pengembangan
ekosistem UMKM, kelembagaan
koperasi maupun produk

unggulan / potensial ekspor.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah

Permasalahan Teknis
Data base koperasi dan UMKM
belum terbaharui secara berkala.
Kinerja ekspor sangat ditentukan
oleh faktor eksternal (permintaan
dan penawaran internsional)

sehingga target ekspor belum

terpenuhi.
Belum dilakukannya
inventarisasi kelembagaan

koperasi yang dapat dinilai
“aktif”.

Kolaborasi terhadap advokasi
kebijakan dan pengembangan
ekosistem yang berifat lintas
sektoral dan lintas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan industri

unggulan yang berdaya saing

belum berjalan baik.

k. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Substantif

Basis data belum optimal dan
tidak selalu dilakukan
pemutakhiran data secara reguler

serta belum optimal dijadikan

Permasalahan Teknis

Belum optimalnya koordinasi
antar bidang dalam implementasi
OSS.
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L.

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

2. Masih

referensi dalam menyusun

perencanaan program/kegiatan

secara akurat baik secara
strategis maupun teknis.
Pola kolaborasi berbasis

kewenangan antar sektor mapun
antar pemerintah pusat, provinsi
dan  kabupaten/kota  belum
berjalan optimal - sinergis dalam
layanan kemudahan perizinan
dan rekomendasi investasi sektor

unggulan daerah.

Belum optimalnya dukungan
sistem informasi layanan
kemudahan perizinan dan

rekomend kemudahan perizinan
dan rekomendasi investasi sektor
unggulan daerah melalui sistem
OSS dan EPTSP.

Belum optimalnya Sistem
monitoring dan evaluasi dalam
dan

pengelolaan pengukuran

dampak investasi serta

keterhubungannya dengan
rencana pengembangan sektor
prioritas pembangunan daerah
dan pusat pertumbuhan ekonomi

baru.

ditemukan  beberapa

permasalahan bersifat

yang
teknis terhadap sistem aplikasi

OSS dan E-PTSP

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Keterbatasan sapras kerja, sistem
pendukung dan alat kerja dalam
mendukung pemberian layanan
pengembangan kapasitas unggul
dan

kepemudaan prestasi

olahraga.

1.

Sarana dan prasarana yang ada
saat ini belum cukup mampu
menunjang pengembangan

kapasitas daya saing
kepemudaan dan pengembangan

daya saing keolahragaan.
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Permasalahan Substantif

Belum optimalnya Sistem
monitoring dan evaluasi dalam
pengelolaan kewirausahaan
pemuda serta keterhubungannya
dengan rencana pengembangan
sektor prioritas pembangunan
daerah dan pusat pertumbuhan

ekonomi baru.

Permasalahan Teknis
Belum dilakukan evaluasi untuk

profit
benefit impact dari kegiatan yang

mengetahui impact dan

telah dilakukan sebelumnya dan

peluang keberlanjutan

m. Urusan Statistik

n.

Permasalahan Substantif

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis -

manajerial di bidang

statistik sektoral yang wvalid,
mutahir dan ramah akses belum
ideal.
Belum optimalnya dukungan
kebutuhan

data

sistem informasi

layanan pengembangan

pembangunan yang valid,

mutahir dan ramah akses.

Permasalahan Teknis

Keterbatasan kuantitas dan kapasitas

SDM

menunjang

yang mampu

berbagai program, kegiatan dan/atau

pelayanan urusan statistik sektoral.

Urusan Persandian

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,

distribusi dan kompetensi SDM
teknis -

manajerial di bidang

persandian dan perlindungan

data belum ideal untuk
memenuhi standar keamanan
informasi siber.

Pola kolaborasi berbasis

kewenangan antar sektor mapun
antar pemerintah pusat, provinsi
belum

dan  kabupaten/kota

berjalan optimal

1.

Keterbatasan kuantitas dan

kapasitas SDM yang mampu
menunjang berbagai program,
kegiatan dan/atau pelayanan
urusan persandian dalam rangka
pengamanan informasi
Pemerintah Daerah Provinsi.

Koordinasi  lintas  perangkat
daerah terhadap pola hubungan
kominikasi sandi belum berjalan

baik.
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o. Urusan Kebudayaan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data dan rencana induk

pengelolaan / objek pemajuan

kebudayaan belum tersusun
secara komprehensif
Rasio kecukupan jumlah,

distribusi dan kompetensi SDM

dan sapras kerja dalam

mendukung pemberian layanan
pengembangan kebudayaan,
kesenian dan kearifan lokal

belum ideal

1.

Belum ditetapkannya jumlah

objek pemajuan kebudayaan
yang dilindungi, dikembangkan
dan dimanfaatkan.

Belum ditetapkannya jumlah

orang/lembaga diberi

yang
penghargaan untuk mereka yang
dalam

berjasa pemajuan

kebudayaan.

p. Urusan Perpustakaan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
pustakawan secara teknis -

manajerial belum ideal jika
dibandingkan dengan kebutuhan
layanan pengembangan
perpustakaan secara
konvensional maupun digital.
Keterbatasan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kerja dalam
mendukung pemberian layanan
perpustakaan secara
konvensional dan digital.

Belum

optimalnya dukungan

sistem informasi layanan

pengembangan perpustakaan

secara konvensional maupun

digital.

1.

Terbatasnya jumlah pustakawan
dan tenaga teknis pustakawan
standar

sesuai dengan

yang
nasional.

Terbatasnya sarana prasarana
utama, yakni gedung
perspustakaan Daerah Provinsi
Kaltim.

Belum masifnya sosialisasi dan
terkait

informasi dengan

keberadaan perspustakaan
elektronik dan/atau koleksi e-
book sebagai salah satu layanan

pada urusan perspustakaan.
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q. Urusan Kearsipan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
arsiparis secara teknis -
manajerial belum ideal jika
dibandingkan dengan kebutuhan
layanan kearsipan secara
konvensional maupun digital.
Keterbatasan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kerja dalam
mendukung pemberian layanan
kearsipan secara konvensional
dan digital.

Belum optimalnya dukungan
sistem informasi layanan
pengembangan kearsipan secara

konvensional maupun digital.

Mayoritas perangkat daerah belum
mampu memenuhi standar arsip
dinamis karena keterbatasan SDM
fungsional dibidang terkait. Hanya
Bappeda dan BPKAD yang saat ini
telah memenuhi standar kearsipan

yang baik.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat

diketahui bahwa urusan pemerintahan pilihan meliputi:

o B

B0

5ot o

kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

perdagangan;

perindustrian; dan

transmigrasi.

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral

daerah terhadap urusan pemerintahan pilihan yang dapat dikualifikasikan

kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.
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a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis (penyuluh perikanan) -
manajerial belum ideal

Pola kolaborasi antar sub sektor

aquabisnis dan agromaritime
maupun antar tingkat
pemerintah belum berjalan
optimal

Belum optimalnya skema

pelatihan vokasi, teknologi tepat
guna dan sistem pendampingan
usaha untuk meningkatkan daya
saing Usaha Perikanan menuju
Korporasi Nelayan serta daya

adaptasi terhadap dampak

perubahan iklim.

1.

Koordinasi antar tingkat

pemerintah dan stakeholder

terkait dalam perencanaan

pembangunan kelautan dan

perikanan belum berjalan baik.
Keterbatasan kuantitas dan
kapasitas SDM serta sarana dan
prasarana pada unit kerja layanan
kelautan dan

teknis urusan

perikanan.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data belum optimal dan
tidak selalu dilakukan
pemutakhiran data secara reguler
serta belum optimal dijadikan

referensi dalam menyusun

perencanaan program/kegiatan

secara akurat baik secara
strategis maupun teknis.
Rasio kecukupan jumlah,

distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal

jika dibandingkan dengan

kebutuhan pengembangan
usaha pariwisata dan ekonomi

kreatif yang berorientasi layanan

1.

Koordinasi dalam pengelolaan

daya tarik wisata potensial oleh

stakeholder terkait belum
berjalan baik.
Implementasi perencanaan

pengembangan sektor pariwisata
dan ekraf belum berjalan baik.

Belum kuatnya database pelaku
parekraf dalam pengembangan

ekonomi kreatif di daerah.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

prima, bernilai tambah dan
berdaya saing.

3. Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar sub sektor
pariwisata dan ekraf maupun
antar pemerintah pusat, provinsi
dan  kabupaten/kota  belum
berjalan optimal - sinergis dalam
layanan pengembangan usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif
yang berorientasi layanan prima,
bernilai tambah dan berdaya
saing.

4. Keterbatasan sapras fisiki, sistem
pendukung dan alat kerja
(aksesibilitas, atraksi, amenitas
dan ansilari) dalam mendukung
layanan publik pengembangan
usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif yang berorientasi layanan
prima, bernilai tambah dan
berdaya saing.

5. Belum optimalnya dukungan
sistem informasi dan penggunaan
platform media sosial untuk
pengembangan layanan  usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif
yang berorientasi layanan prima,
bernilai tambah dan berdaya
saing.

6. Belum optimalnya skema
pelatihan vokasi, teknologi tepat
guna dan sistem pendampingan
usaha untuk meningkatkan daya
saing pariwisata dan ekonomi

kreatif.
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C.

Urusan Pertanian

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data belum optimal belum
optimal dijadikan referensi dalam
menyusun perencanaan
program/kegiatan secara akurat
baik secara strategis maupun
teknis.
Rasio

kecukupan jumlah,

distribusi dan kompetensi SDM

teknis (penyuluh) - manajerial
belum memadai.
Keterbatasan sapras fisik

(laboratorium yang berstandar,
fasilitas check point berstandar,
klinik RPH),

bersubsidi,

hewan, input

produksi sistem
pendukung dan alat kerja dalam/
alsintan mendukung pemberian
layanan publik pengembangan
usaha tani yang bernilai tambah
dan berdaya saing.

Belum optimalnya dukungan
sistem informasi dan penggunaan
untuk

platform media sosial

pengembangan layanan
penyuluhan dan pendampingan
usaha berbasis teknologi
informasi (cyber extension).

Belum optimalnya skema
pelatihan vokasi, teknologi tepat
guna dan sistem pendampingan
usaha untuk (1) meningkatkan
pendampingan usaha
perkebunan

rakyat

meningkatkan daya saing menuju

guna

korporasi perkebunan; (2) untuk
meningkatkan daya saing usaha

tani menuju korporasi Pertanian

1.

4.

Penurunan jumlah penyuluh
pertanian berstatus ASN.
Koordinasi antar  perangkat
daerah atau stakeholder yang
membidangi urusan pertanian
belum berjalan baik.

Basis data hasil pertanian (dalam
arti luas) belum dimanfaatkan
dengan baik.
Terbatasnya sarana dan
prasarana dasar pada pelayanan

pertanian.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

6.

serta daya adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim; (3)
untuk meningkatkan

meningkatkan daya saing usaha

peternak menuju korporasi
peternak.
Advokasi kebijakan untuk

pengadaan kawasan/pola ruang
khusus usaha peternakan untuk
mrnvapai stabilitas kebutuhan

protein hewani

d. Urusan Kehutanan

e.

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis (penyuluh kehutanan) -
manajerial belum ideal

Pola kolaborasi internal bidang
kehutanan belum berjalan
optimal - sinergis dalam layanan
pengembangan usaha produksi,

jasa lingkungan serta konservasi

kehutanan
Belum optimalnya untuk
pengembangan layanan

penyuluhan dan pendampingan

usaha perhutanan sosial

1.

kuantitas dan

SDM

Keterbatasan
kapasitas dalam
pelaksanaan pelayanan urusan
kehutanan.

Sistem kerja perlindungan hutan
(pengamanan, pengendalian
kebakaran hutan dan lahan)
serta konservasi sumber daya
alam belum berjalan baik.

Belum optimalnya koordinasi
antar dinas induk dengan UPTD
dalam penyelenggaraan urusan
kehutanan.
Penatausahaan keuangan
aplikasi SIPD yang menghambat

realisasi anggaran.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Substantif

Pola kolaborasi dan koordinasi
antar sektor berjalan optimal
dalam layanan pengembangan

energi baru dan terbarukan serta

1.

Permasalahan Teknis

Belum terbangun mekanisme

koordinasi dan  pelaksanaan
kewenangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

konservasi  energi, terutama
terkait implementasi Rencana
Umum Energi Daerah

Keterbatasan SDM, sapras fisik
(fasilitas konversi energi baru
terbarukan), sistem pendukung
dan alat kerja dalam mendukung
pemberian layanan
pengembangan energi baru dan
terbarukan  serta  konservasi

energi

2. Grand Design (RUED/Rencana
Umum Energi Daerah) belum
diimplementasikan dengan baik.

3. Terbatasnya kuantitas dan
kapasitas SDM serta sarana dan
prasarana dalam peningkatan
pelayanan pada urusan energi

dan sumber daya mineral.

f. Urusan Perdagangan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Pola kolaborasi antar sektor
mapun antar pemerintah provinsi
dan kabupaten/ Lkota belum
berjalan optimal dalam
pengembangan eksositem usaha,
jalur distribusi dan perdagangan
produk wunggulan daerah serta
produk potensial memasuki pasar
ekspor.

Keterbatasan sapras fisik
(optimalisasi peran pelabuhan
ekspor) dan sistem informasi
digital untuk promosi produk
unggulan daerah serta produk

potensial memasuki pasar ekspor.

1. Kinerja ekspor sangat ditentukan
oleh faktor eksternal (permintaan
dan penawaran internsional)
sehingga target ekspor belum
terpenuhi.

2. Kolaborasi terhadap advokasi
kebijakan dan pengembangan
ekosistem yang berifat lintas
sektoral dan lintas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan industri
unggulan yang berdaya saing

belum berjalan baik.

g. Urusan Perindustrian

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Pola kolaborasi antar sektor
mapun antar pemerintah provinsi
dan kabupaten/ kota belum
berjalan optimal dalam

pengembangan industri

Infrastruktur pada sektor industri

belum optimal.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

pengolahan produk unggulan
daerah serta produk potensial
memasuki pasar ekspor.

2. Keterbatasan sapras fisik
(fasilitas fabrikasi), sistem
informasi digital untuk promosi
dan alat kerja dalam mendukung
pemberian pengembangan
industri  pengolahan  produk
unggulan daerah serta produk
potensial memasuki pasar

ekspor.

h. Urusan Transmigrasi

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Kolaborasi pengembangan | Belum masifnya koordinasi antar
kawasan transmigrasi berbasis | stakeholder terkait terhadap
kewenangan antar sektor belum | pelaksanaan program perencanaan
berjalan optimal dan pembangunan kawasan

2. Belum optimalnya skema | transmigrasi.
pelatihan vokasi dan sistem
pendampingan usaha untuk
meningkatkan pengembangan
potensi  sumberdaya wilayah
transmigrasi dan pemberdayaan

masyarakat transmigran.

Selain berdasarkan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan
dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta
urusan pemerintahan pilihan, permasalahan pembangunan sektoral daerah juga
terjadi pada unsur penujang urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum

yang meliputi:

sekretariat derah;

a
b. sekretariat DPRD;

o

perencanaan;

i

keuangan;
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5o o

[y

—.

k.

kepegawaian;

pendidikan dan pelatihan,;

penelitian dan pengembangan,;

pengelola perbatasan daerah;

penghubung;

inspektorat; dan

kesatuan bangsa dan politik.

Berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah terhadap unsur

penunjang urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum yang dapat

dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

a. Sekretariat Derah

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data belum optimal dan
tidak dilakukan

pemutakhiran data secara reguler

selalu
serta belum optimal dijadikan

referensi dalam menyusun

perencanaan program/kegiatan

secara akurat baik secara
strategis maupun teknis
Rasio kecukupan jumlah,

distribusi dan kompetensi SDM )
teknis - manajerial belum ideal
jika
kebutuhan

dibandingkan dengan

layanan  birokrasi
pembangunan yang transparan,
akuntabel dan berkualitas prima.
Keterbatasan sapras fisik, sistem
pendukung dan alat kerja dalam
mendukung pemberian layanan

birokrasi pembangunan

yang

transparan, akuntabel dan

berkualitas prima.
Belum

optimalnya dukungan

sistem informasi (SIJABAT)

untuk pengembangan  potensi

SDM Pegawai layanan birokrasi

1.

Sistem perencanaan dan

pelaporan kegiatan

pembangunan sebagai bagian

dari proses transparansi dan

akuntabilitas belum berjalan
baik. Hal ini berdampak pada
capaian nilai reformasi birokrasi
yang saat ini menurun.

Aplikasi SIJABAT dalam proses
perencanaan pemenuhan
kuantitas dan kapasitas SDM
aparatur belum dimanfaatkan
secara optimal.

dan

Sistem perencanaan

pelaporan kegiatan

pembangunan sebagai bagian

dari proses transparansi dan

akuntabilitas belum berjalan
baik. Hal ini berdampak pada
capaian nilai reformasi birokrasi

yang saat ini menurun.

Sistem koordinasi dan
pembinaan BUMD dalam
mendorong poendapatan asli
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

pembangunan yang transparan, daerah dan daya saing unit
akuntabel dan berkualitas prima. BUMD belum berjalan baik.

5. Sistem koordinasi dan | 5. Penatausahaan keuangan
pembinaan BUMD dalam aplikasi SIPD yang menghambat
mendorong  pendapatan  asli realisasi anggaran

daerah dan daya saing unit
BUMD belum berjalan baik.

6. Proses pengajuan penganggara
belum berjalan optimal karena
kompleksitas sistem informasi
yang lebih tinggi (SIPD) tetapi
kapasitas server data yang
terhubung secara nasional belum

memadai

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Pola kolaborasi berbasis | 1. Peran Setwan dalam
kewenangan antar sektor mapun pengendalian pelaksanaan
antar unsur pemerintahan belum program dan/atau kegiatan yang
berjalan optimal - sinergis dalam telah direncanakan belum
fungsi penyelenggaraan / berjalan baik.

fasilitasi Perundang - Undangan
di yang transparan, akuntabel
dan berkualitas prima.

2. Belum optimalnya dukungan
sistem informasi untuk prosedur
layanan aspirasi pada lembaga
parlementer dan penyebarluasan

produk peraturan / kebijakan

pembangunan daerah

c. Perencanaan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis
1. Basis data belum optimal | Peran Bappeda untuk mengawal
dijadikan referensi dalam | proses penyusunan dokumen

menyusun perencanaan | perencanaan yang berbasis data dan
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

program/kegiatan secara akurat
baik secara strategis maupun
teknis
Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
teknis - manajerial belum ideal
jika dibandingkan dengan
kebutuhan layanan perencanaan
dan pengendalian pembangunan
yang terukur, transparan dan
akuntabel.

Pola dan peran sebagai simpul
kolaborasi berbasis kewenangan
antar sektor mapun antar
pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota belum berjalan
sinergis dalam layanan
perencanaan dan pengendalian

pembangunan terukur,

yang

transparan dan akuntabel.

riset

penentuan

(terutama  terkait dengan

isu strategis) belum

berjalan baik.

d. Keuangan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

2.

Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
pada lembaga pengelola anggaran
dan aset daerah (BPKAD dan
Bapenda) belum memadai
dan fasilitas

/ Unit

Jumlah kerja

Lembaga Teknis
penyelengga layanan pengelolaan
aset dan pajak/retribusi daerah
belum memadai dan belum
berorientasi layanan inklusif

Belum terdapat sistem distribusi

penganggaran secara

yang

handal mengatur soal mekanisme

1.

Keterbatasan  kuantitas dan
kapasitas SDM yang tersertifikasi
(khususnya pada BPKAD)

Belum terdapat UPTD yang
secara khusus berperan dalam
pengamanan dan pemanfaatan
aset daerah.

Masih  ditemukan  beberapa
pelayanan keuangan pada unit-

unit pelayanan pajak yang belum

cukup ramah terhadap
masyarakat berkebutuhan
khusus
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Permasalahan Substantif

kerja bantuan keuangan dari

pemerintah Provinsi ke Kab/Kota.

Permasalahan Teknis

e. Kepegawaian

1.

Permasalahan Substantif
Basis data dan rencana induk
pemenuhan kebutuhan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
Pegawai penyelenggara layanan
publik yang transparan,
akuntabel dan berkualitas prima

belum tersusun dengan baik

Permasalahan Teknis

Koordinasi dalam pemetaan dan

pemenuhan  kebutuhan  pegawai

belum berjalan optimal.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data dan rasio kecukupan

jumlah, distribusi dan
kompetensi SDM belum ideal jika
dibandingkan dengan kebutuhan
layanan publik yang prima serta
belum diikuti  implementasi
kebijakan dan program Sertifikasi
/ peningkatan Kompetensi SDM

pada pegawai perangkat daerah.

Basis data yang memuat aparatur sipil

negara yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan belum dapat

termanfaatkan dengan baik.

g. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1.

Basis data dan temuan riset
belum optimal dijadikan referensi
dalam menyusun perencanaan
program/kegiatan secara akurat
baik secara strategis maupun
teknis
Rasio kecukupan jumlah,
distribusi dan kompetensi SDM
Peneliti teknis - manajerial belum

ideal jika dibandingkan dengan

1. Hasil penelitian dan
pengembangan kajian belum
secara optimal dimanfaatkan
dalam perencanaan
pembangunan daerah.

2. Keterbatasan kuantitas dan
kapasitas SDM peneliti
fungsional.
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Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

kebutuhan layanan riset sebagai
referensi perencanaan dan
evaluasi pembangunan yang valid
dan handal

3. Belum optimalnya jejaring kerja
pengembangan dan pemanfaatan
hasil riset sebagai referensi
perencanaan dan evaluasi
pembangunan yang valid dan

handal.

h. Penghubung

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Rasio kecukupan jumlah, | Keterbatasan kuantitas SDM
distribusi dan kompetensi | pelaksana pelayanan.
SDM teknis - manajerial
belum ideal jika dibandingkan
dengan kebutuhan layanan
komunikasi publik.

2. Belum optimalnya
pemanfaatan sistem informasi

dan komunikasi berbasis

internet untuk untuk
pengembangan layanan
promosi produk - jasa

unggulan dan potensi investasi

pembangunan daerah

i. Inspektorat

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Rasio kecukupan jumlah, | Keterbatasan kuantitas SDM
distribusi dan kompetensi SDM | pengawas dan auditor dalam
Pengawas teknis dan auditor | menunjang tugas pokok dan fungsi
belum ideal jika dibandingkan | inspektorat.
dengan kebutuhan layanan

pengawasan dan pengendalian
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j.

Permasalahan Substantif

pembangunan terukur,

yang

transparan dan akuntabel.

Permasalahan Teknis

Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan Substantif Permasalahan Teknis

1. Pola kolaborasi berbasis
kewenangan antar sektor
(FORKOMINDA) mapun antar

pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/ kota belum berjalan
optimal - sinergis dalam layanan
fasilitasi stabilitas sosial politik
kemasyarakatan.

2. Belum optimalnya pemberdayaan
modal sosial/ sistem adaptasi
sosial berbasis hukum positif dan
kearifan lokal dalam menyambut
kompeksitas

permasalahan

pembangunan dan dinamika

pemindahan Ibu Kota Nusantara.

Sistem  adaptasi sosial  belum

dimaksimalkan dalam menyambut
kompeksitas permasalahan

pembangunan dan dinamika

pemindahan Ibu Kota Nusantara.
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1.1

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1.

Indikator Kinerja Utama memproyeksikan pembangunan wilayah
sebagai akumulatif keberhasilan keberhasilan perangkat daerah
dalam menjalankan fungsinya, pada aspek aspek ekonomi, sosial,
lingkungan, maupun birokrasi. Dari 10 IKU Kaltim, terdapat 40%
indikator kinerja utama yang dengan capaian melebihi target.
Namun 40% lainnya telah memiliki capaian sangat baik atau >90%.
Capaian-capaian keberhasilan indikator pembangunan belum
menyeluruh pada regional Kaltim, kondisi ini menindikasikan
adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Capaian Tujuan 1 “Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter
berakhlak mulia dan berdaya saing” telah mencapai target dengan
indikator tujuan sasaran IPM mencapai 78.20 di tahun 2023 .
Namun perlu peningkatan pada Rata-rata lama sekolah (Tahun),
Harapan Lama Sekolah (Tahun); dan Usia Harapan Hidup (Tahun)
untuk peningkatan daya saing SDM Kaltim.

Capaian Tujuan 2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”
dengan indikator tingat kemisikinan (tercapai 96.44%) dan tingkat
pengangguran (tercapai 111.50%). Pada sasaran Meningkatnya
daya saing tenaga kerja masih memiliki capaian rendah sebesar
68.68% menunjukan kurangnya penyerapan tenaga kerja di
Kaltim.

Capaian Tujuan 3 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas” terdapat indikator sasaran PDRB per Kapita (Juta Rp)
yang belum mncapai target. Kondisi tersebut dipicu oleh beberapa
capaian indikator sasaran yang juga belum mencapai target yaitu
Pendapatan Daerah (96.17%), Kontribusi Sektor Industri
pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (80.93%),
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan

dan hortikultura terhadap PDRB (73.38%), Kontribusi lapangan
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10.

usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (83.78%), Kontribusi
lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (89.43%),
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB
(86.05%), dan Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan
terhadap PDRB (88.89%)).

Capaian Tujuan 4 “Meningkatkan Pemerataan Pelayanan
Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Gini yang belum
mencapai target. Indeks Gini Kaltim sebesar 0.322 dengan
keberhasilan capaian 95.45%. Pemerataan Pelayanan Infrastruktur
Dasar yang belum mencapai target adalah pembangunan sarana
transportasi (jumlah orang dan barang yang diakut), dan
perumahan (jumlah kawasan kumuh).

Capaian Tujuan 5 “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”
memiliki capaian 99.11%. hal tersebut dipicu oleh Capaian
indikator Indeks Kualitas Air sungai (IKA) dan Indeks Kualitas air
laut (IKAL) belum mencapai target RKPD.

Capaian Tujuan 6 “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang
bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik” terdapat
indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan realisasi 2.91 yang belum mencapai target.
Konsistensi program antara dokumen RKPD dan dokumen APBD
mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 617
nomenklatur program yang ada di dokumen RKPD seluruhnya
terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat
konsistensi program masuk dalam kategori sangat tinggi.
Konsistensi kegiatan antara dokumen RKPD dan dokumen APBD
mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.473
nomenklatur kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya
terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat
konsistensi kegiatan masuk dalam kategori sangat tinggi.
Konsistensi sub kegiatan antara dokumen RKPD dan dokumen
APBD mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 3.726

nomenklatur sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya
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11.

12.

13.

14.

15.

terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat
konsistensi kegiatan masuk dalam kategori sangat tinggi.
Konsistensi indikator kinerja antara dokumen RKPD dan dokumen
APBD mencapai 99,72% yang menunjukkan bahwa dari 6.046
indikator kinerja yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 6.029
indikator kinerja yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun
2023. Masih terdapat 17 indikator kinerja (0,28%) yang
inkonsisiten. Tingkat konsistensi indikator kinerja masuk dalam
kategori sangat tinggi.

Konsistensi target indikator antara dokumen RKPD dan dokumen
APBD mencapai 98,86% yang menunjukkan bahwa dari 6.046
target indikator yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 5.977
indikator kinerja yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun
2023. Masih terdapat 69 target indikator (1,14%) yang inkonsisiten.
Tingkat konsistensi target indikator masuk dalam kategori sangat
tinggi.

Konsistensi pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen
APBD mencapai 80,93% yang menunjukkan bahwa dari 5.816 pagu
anggaran yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 4.707 pagu
anggaran yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023.
Masih terdapat 1.109 pagu anggaran (19,07%) yang inkonsisiten.
Tingkat konsistensi pagu anggaran masuk dalam kategori tinggi.
Capaian realisasi indikator dan anggaran berbasis RKPD
menunjukan sebagian besar perangkat daerah telah melaksanakan
capaian target dengan baik. Pada capaian indikator terdapat 93%
capaian sangat tinggi pada indikator kinerja program, 95.1% pada
kegiatan dan 94% pada subkegiatan. Sedangkan pada capaian
anggaran RKPD, kinerja sangat tinggi masih berkisar 72-79% pada
program/kegiatan/subkegiatan.

Capaian realisasi indikator dan anggaran berbasis APBD juga
menunjukan sebagian besar perangkat daerah melaksanakan
pencapaian target dengan baik. Pada capaian indikator terdapat

93% capaian sangat tinggi pada indikator kinerja program, 95.1%
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pada kegiatan dan 91.6% pada subkegiatan. Sedangkan pada
capaian anggaran APBD, kinerja sangat tinggi masih berkisar 73-
74% pada program/kegiatan/subkegiatan. Kondisi tersebut
menunjukan bahwa capaian indikator kinerja memiliki kinerja
lebih baik dibanding capaian berdasarkan target anggaran.

16. Masih ditemukan berbagai permasalahan pembangunan dalam
pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah yang dikelompokkan
kedalam permasalahan teknis dan substantif. Beberapa
permasalahan substantif sebagaimana dimaksud yakni pertama,
belum terbangunnya basis data dan sistem informasi yang akurat,
mutakhir, terintegrasi dan mudah diakses sebagai dasar
pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan pembangunan berbasis prioritas
(kebutuhan strategis dan teknis pembangunan serta potensi
kewilayahan); kedua, belum efektifnya mekanisme koordinasi
kewenangan sektoral dan kolaborasi pengampuan tupoksi
terutama pada bidang kerja yang memerlukan pendekatan kerja
kolektif pada keseluruhan rangkaian proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
ketiga, belum tercapainya rasio ideal ketersediaan/kecukupan
SDM pegawai (jumlah, distribusi dan kompetensi) yang memenuhi
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Manajemen ASN untuk
penyelenggaraan layanan publikyang prima; dan keempat masih
terbatasnya ketersediaan sarana prasarana kerja (infrastruktur
fisik dan dasar, peralatan kerja teknis dan konektivitas wilayah)
untuk penguatan, pengembangan dan percepatan pertumbuhan

ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
sebagaimana telah disimpulkan diatas, dapat dirumuskan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data
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Perlu dilakukan penguatan basis data melalui langkah
penyempurnaan sistem pengumpulan data, pemutahiran,
pemrosesan, pengintegrasian dan penyajian data dengan
memanfaatkan sistem informasi yang integratif dan mudah diakses
oleh publik sesuai peruntukannya dalam rangkaian proses
perencanaan, pengendalian dan pemantauan proses pembangunan.
Selain itu, penting untuk memperkuat pendampingan dari institusi
pengampu data ( BPS dan Kominfo) dalam proses pengembangan
ketrampilan olah data guna memastikan kecermatan dan keandalan
informasi yang disajikan. Dengan memiliki basis data yang lebih
kuat, keputusan pembangunan dapat didasarkan pada informasi
yang lebih akurat dan relevan.

. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar sektor dan
kolaborasi pengampuan tupoksi pada bidang kerja yang
memerlukan kolektif, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi
dan komunikasi kelembagaan dalam proses kerjanya. Hal ini dapat
dilakukan melalui aktivasi gugus tugas yang memfasilitasi sistem
kerja kolektif dari beragam unit kerja sektoral / pemangku
kepentingan. Dengan demikian, potensi tumpang tindih program
dapat diminimalkan dan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan
secara lebih efektif.

. Peningkatan Ketersediaan SDM

Untuk meningkatkan ketersediaan SDM Pegawai yang kompeten
dan profesional, diperlukan kebijakan investasi pendidikan dan
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, distribusi,
dan kompetensi SDM yang memenuhi Norma Standar Prosedur
Kriteria (NSPK) Manajemen ASN untuk penyelenggaraan layanan
publik yang prima. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan
beragam lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengidentifikasi
kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam berbagai sektor
pembangunan, serta mengembangkan program-program pelatihan

yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, penting juga
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untuk memperhatikan aspek distribusi tenaga kerja agar tidak
terjadi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dengan memiliki SDM yang berkualitas, pemerintah dapat
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

. Perbaikan Sarana Prasarana Kerja

Untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana kerja
(infrastruktur fisik dan dasar, peralatan kerja teknis dan
konektivitas wilayah) untuk penguatan, pengembangan dan
percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan
investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik dan dasar, serta
meningkatkan akses terhadap peralatan kerja dan teknologi
informasi modern. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang
mendukung kemitraan investasi dengan swasta dalam
pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana
kerja. Selain itu, penting untuk memperhatikan penguatan
konektivitas wilayah guna memastikan distribusi barang dan jasa
yang lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan.
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LAMPIRAN

PROGRAM PRIORITAS
RKPD TAHUN 2023



MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA UAN, DAN DISABILITAS
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 85% 2.121.286.644.382 2;:8/2:\:5; Angka Partisipasi Murni 85 % 2.111.006.047.091 | 86,3 101,53 1.764.510.682.259| 83,18 | 86,3 | 101,53 | 1.764.510.682.259| 83,59
:::::::::';:;"d'd'ka" Sekolah Jumlah Laporan Kegiatan 30 Laporan 1.095.833.147.965 | Jumlah Laporan Kegiatan 30Llaporan | 1.085.754.706.527 | 30 100,00 944.527.103.465| 86,19 | 30 | 100,00 944.527.103.465| 86,99
Pembangunan USB (Unit Sekolah : ) . .
Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 67.645.600.100|Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 67.645.600.100 4 100,00 48.786.214.738( 72,12 4 100,00 48.786.214.738( 72,12
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 18.871.241.908 [Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 18.645.527.100 16 160,00 14.119.337.106| 74,82 16 160,00 14.119.337.106| 75,73
Pembangunan Ruang Guru/Kepala | Jumiah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 10 Ruang 5.060.250,000|"U!2" Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang 5.024.030.000 8 80,00 4.398.020.900| 86,91 8 80,00 4.398.020.900| 87,54
Sekolah/TU Telah Dibangun yang Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang 10 Ruang 7.168.605.000| UM!ah Ruang Laboratorium Biologi yang 10 Ruang 7.168.605.000 | 10 100,00 7.150.177.505| 99,74 | 10 | 100,00 7.150.177.505| 99,74
Biologi Telah Dibangun Telah Dibangun
P.erlnbangunan Ruang Laboratorium Jlfmlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah 19 Ruang 13.617.823.200 Jumlah .Ruang Laboratorium Fisika yang 19 Ruang 12.669.259.200 17 89.47 11.915.944.000| 87,50 17 89,47 11.915.944.000| 94,05
Fisika Dibangun Telah Dibangun
Pfem_bangunan Ruang Laboratorium Jlfmlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah 14 Ruang 9.500.724.000 Jumlah _Ruang Laboratorium Kimia yang 14 Ruang 8.552.160.000 12 85,71 7.810.092.505| 82,21 12 8571 7.810.092.505| 91,32
Kimia Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium JumIahBuang Laboratorium Komputer yang 6 Ruang 6.041.730.000 JumlahBuang Laboratorium Komputer yang 6 Ruang 6.041.730.000 6 100,00 3.957.706.740| 65,51 6 100,00 3.957.706.740| 65,51
Komputer Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 12 Ruang 5.124.584,000| "UmIah Ruang Unit Kesehatan Sekolahyang |, o o 4739551200 | 11 91,67 4678.658.500| 91,30 | 11 91,67 4.678.658.500| 98,72
Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 5 Sekolah 60.120.000 | uM!ah Perpustakaan Sekolah yang Telah 5 Sekolah 60.120.000 0 0,00 o| o000 0 0,00 o| 0,00
Sekolah Dibangun Dibangun
Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 4.579.700.000 g’ig::lﬁ]srama Sekolah yang Telah 4 Unit 4.579.700.000 4 100,00 4.474.938.000| 97,71 4 100,00 4.474.938.000| 97,71
Pemba'n.gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran‘a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 46 Uniit 33.435.343.820 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 46 Unit 32.044.219.520 6 100,00 24.608.068.545| 73,60 6 100,00 24.608.068.545| 76,79
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Rumah Dinas Kepala |Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, i Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
. X . 2.526.072.000 6 100,00 2.523.676.000| 99,91 6 100,00 2.523.676.000| 99,91
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 2:526.072.000 Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | Jumiah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 8.266.872.640|"U!3h Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 8.155.722.640 | 11 122,22 5951579.029| 71,99 | 11 | 122,22 5.951.579.029| 72,97
Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah .Ruang'(?un'l/Kepala Sekolah/TU yang 1 Ruang 451.109.000 Jumlah Ruang Guru/!(ep'ala Sekolah/TU 1Ruang 346.744.000 1 100,00 269.476.993| 59,74 1 100,00 269.476.993| 77,72
Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehablllta§| Sed'ang/ﬁerat Ruang JL}mIah I'_a'lbor'atorlum Biologi yang Telah 5 sekolah 267.076.020 Jl{mlah I'.a'bcn"atorlum Biologi yang Telah 5 sekolah 233.572.520 1 20,00 195.227.308| 73,10 1 20,00 195.227.308| 8358
Laboratorium Biologi Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabllltal5| Sedang/Berat Ruang Jlfmlah Ifxbonfatorlum Komputer yang Telah 2 sekolah 379.044.520 Julmlah Ijz?boratorlum Komputer yang Telah 2 sekolah 379.044.520 2 100,00 195.507.507| 51,58 2 100,00 195.507.507| 51,58
Laboratorium Komputer Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah 1 Sekolah 236.709.000| "UMIah Perpusatakaan Sekolah yang Telah 1 Sekolah 236.709.000 1 100,00 236.707.000| 100,00 | 1 100,00 236.707.000| 100,00
Perpustakaan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Asrama Sekolah Jumiah Asrama Sekolah yang Telah 1 Sekolah 99.120.000 uMIah Asrama Sekolah yang Telah 1 Sekolah 99.120.000 0 0,00 o| o000 0 0,00 o| o000
Direhabilitasi Direhabilitasi
fehabilitasi Sarana. Pracarans dan Jumla:kSaraDr_'na,hPrs_slirava dan Utilitas Sekolah 15 Sekolah Jsur;'nlfhhSaranszPraT)a_raEa;?: U-tl|ltaS 15 Sekolah 38 253,33 38 253,33
o ' vang Axan Dlrehablitas] - 25.068.195,590 |Pon0- 20 YaNg Axan JITenaoriasl 24.902.667.090 22.217.093.093| 88,63 22.217.093.093| 89,22
Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 Unit Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 0 Unit 0 0.00 o 000
yang Telah Direhabilitasi Sekolah yang Telah Direhabilitasi ! !
Jum}lah Rumah Dinas Kepala Sgkolah, Guruy, 1 Unit Jumhlah Rumah Dinas Kepala Sgkolah, Guru, 1 Unit 6 600,00 1 100,00
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
. 445.920.000 272.460.000 170.895.000| 38,32 170.895.000| 62,72
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1 |2 Rumah Dinas Kepala Sekolah, G Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, G
umlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 0 Unit umlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 0 Unit 1 100,00 6 600,00

Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi

Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi




Jumlah Mebel Sekolah yang Akan

Pengadaan Mebel Sekolah Jumiah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan | 30 Paket 94.026.512.590  Disediakan 30 Paket 91634.049310 | ° 63,33 90.427.133348| 9617 | ° | 3% 90.427.133.348| 98,68
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0 0,00
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P 1P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 76871 P t 76871 P t
enyediaan Blaya Fersoni: Feserta | ‘umian Feserta Didlk sekolah Vienengan Atas - eserta 524.239.056.187 | Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta TESErta | 594239.056.187 | 76871 | 100,00 516.842.664.792| 98,59 | 76871 | 100,00 516.842.664.792| 98,59
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
bengadaan Alat Praktk dan Peraga Lukmla: Alat(if’raktlk dan Peraga Siswa yang 23 Paket Lukmla: Alat;raktlk dan Peraga Siswa yang 23 Paket 23 100,00 23 100,00
eng & an ‘ersecla 77.377.642.590 [0 _€rsecia 87.176.054.600 84.886.116.008| 109,70 84.886.116.008| 97,37
Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang
- . 0 Paket 0 0,00
Tersedia
Jumlah Satuan Pendidikan yang 210 SAatAuan Jumlah Satuan Pendidikan yang 210 S}at‘uan 210 100,00 210 100,00
Melaksanakan ANBK Pendidikan Melaksanakan ANBK Pendidikan
. Jumlah Satuan Pendidikan yang 233 Satuan Jumlah Satuan Pendidikan yang 233 Satuan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan 233 100,00 233 100,00
o v gg - ) Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan Pendidikan 18.102.257.000 | Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan Pendidikan 14.113.640.560 11.348.972.588| 62,69 11.348.972.588| 80,41
Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan yang‘ ) 233 S‘at-uan Jumlah Satuan Pendidikan yang‘ ) 233 SaFuan 233 100,00 233 100,00
Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian [ Pendidikan
. . Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Pemb Minat, Bakat d 4200 P t 4200 P t
embinaan Vinat, Bakat dan Kompetisi/Lomba Akademik dan Non reserta 23.162.570.000 | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non reserta 17.192.036.200 | 4200 | 100,00 14.598.553.029| 63,03 | 4200 | 100,00 14.598.553.029| 84,91
Kreativitas Siswa R Didik ) Didik
Akademik Akademik
e F A e e
Tenaga Kependidikan Pada Satuan  |Y°"'© P ! ) 1000 Orang 5.718.428.300| Y2 ® P ! ) 1000 Orang 7.223.588.300 | 1000 | 100,00 4.402.423.818| 76,99 | 1000 | 100,00 4.402.423.818| 60,95
- Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas N . e - . P
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Jumlah Sekolah Menengah Atas yang
Pemb Kelemb: d 25 Sat 25 Sat
embinaan helembagaan can Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan atuan 4.649.886.500| Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan atuan 4627536500 | 232 928,00 4107.070.052| 8833 | 232 | 928,00 4.107.070.052| 88,75
Manajemen Sekolah Menengah Atas R Pendidikan R Pendidikan
Manajemen Manajemen
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 229 S'at'uan 112.056.454.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 229 %a?uan 107.571.630.980 229 100,00 27.931.600.000| 24,93 229 100,00 27.931.600.000| 25,97
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
. . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan X )
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2000 Orang 27.654.500.000| Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2000 Orang 27.654.500.000 2000 100,00 26.323.249.361( 95,19 2000 100,00 26.323.249.361| 95,19
Dana BOS Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Laporan Kegiatan 20 Laporan 944.323.648.201|Jumlah Laporan Kegiatan 20 Laporan 945.773.065.408 | 20 100,00 751.452.316.361| 79,58 | 20 | 100,00 751452316361 79,45
Menengah Kejuruan
gem')’a”g“"a” USB (Unit Sekolah |, - Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 35.249.248.038 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 35.249.248.038 4 100,00 23.789.840.828| 67,49 4 100,00 23.789.840.828| 67,49
aru
Penambahan Ruang Kelas Sekolah  |Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 14 Sekolah 31.172.982.400|Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 36 Ruang 31.545.492.400 14 100,00 24.748.669.366( 79,39 36 100,00 24.748.669.366| 78,45
Pembangunan Ruang Praktik Siswa |21 Ruang Praktik Siswa yang Telah 14 Sekolah 27.650.498.400 | U3 Ruang Praktik Siswa yang Telah 40 Ruang 27.650.498.400 | 14 100,00 26.323.953.950| 9520 | 40 | 100,00 26.323.953.950| 95,20
Dibangun Dibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium J;:'ah Ruang Laboratorium yang Telah 20 Ruang 28.598.103.900 JD‘fE"'ah Ruang Laboratorium yang Telah 20 Ruang 26.093.638.900 | 20 100,00 25471.282359| 89,07 | 20 | 100,00 25.471.282.359| 97,61
ibangun ibangun
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 10 Ruang 2.040.676.000|'Um!2h Ruang Unit Kesehatan Sekolahyang | 15 ¢ 0 2.040.676.000 10 100,00 2.040.676.000| 100,00 | 10 | 100,00 2.040.676.000| 100,00
Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan Jumiah Perpustakaan Sekolah yang Telah 6 Ruang 3.534.933.400| "UmIah Perpustakaan Sekolah yang Telah 6 Ruang 3.534.933.400 6 100,00 3.286.479.053| 92,97 6 100,00 3.286.479.053| 92,97
Sekolah Dibangun Dibangun
Pemba'n.gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran.a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 42 Ruang 76.607.485.400 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 64 Unit 66.490.585.400 oy 100,00 58.111.357.736| 75,86 61 100,00 58.111357.736| 87,40
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah |12 Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 3.503.472.320 | uMI2h Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 3.602.592.320 9 100,00 3.515.886.650| 100,35 | 9 100,00 3.515.886.650| 97,59
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | ™12 Ruang Praktik Siswa yang Telah 1 Ruang 1.653.400.360 | UM!ah Ruang Praktik Siswa yang Telah 1 Ruang 1.653.400.360 1 100,00 1.573.946.084| 95,19 1 100,00 1.573.946.084| 95,19
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Ruang Laboratorium | UT12h Ruang Laboratorium yang Telah 1Ruang 639.948,000| "umIah Ruang Laboratorium yang Telah 1 Ruang 639.948.000 1 100,00 639.948.000| 100,00 | 1 100,00 639.948.000| 100,00
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan |Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9 Ruang 20.596.887.560 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 46 Unit 20.834.868.760 9 100,00 17.621.088.857| 8555 26 100,00 17.621.088.857| 84,57

Utilitas Sekolah

yang Telah Direhabilitasi

Sekolah yang Telah Direhabilitasi




Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 33 Paket 96.387.311.150|Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 33 Paket 101.343.285.660 33 100,00 98.518.659.200( 102,21 33 100,00 98.518.659.200( 97,21
Pengadaa'n 'Alat Praktik dan Peraga [Jumlah Alat 'Praktlk dan Peraga Peserta Didik 97 Paket 481.995.479.798 Julm.lah Alat Prakt{k dan Peraga Peserta 97 Paket 486.618.494.325 97 100,00 373.548.684.749| 77,50 97 100,00 373.548.684.749| 76,76
Peserta Didik yang Tersedia Didik yang Tersedia
. . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P 1P t 78.456 P t 78.456 P t
enyediaan Blaya FersonliFeserta |y o iruan yang Menerima Biaya Personil > reserta 1.154.976.000 | Kejuruan yang Menerima Biaya Personil > reserta 1.154.976.000 | 78,456 | 100,00 1.115.136.000 96,55 | 78,456 | 100,00 1.115.136.000| 96,55
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan |umiah Satuan Pendidikan yang ) 221 Satuan 27.932.784.725|'um!ah Satuan Pendidikan yang | #21satuan 31.449.174.075 | 221 100,00 8.118.995.717| 29,07 | 221 | 100,00 8.118.995.717| 25,82
Ujian bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Jumlah Satuan Pendidikan Menengah 221 Satuan Jumlah Satuan Pendidikan Menengah 221 Satuan
Evaluasi Satuan Pendidikan Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan pendidikan 299.994.500 | Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan pendidikan 299.994.500 0 0,00 0| 0,00 0 0,00 0| 0,00
Menengah Kejuruan Melaksanakan Rekomendasi Melaksanakan Rekomendasi
. . Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Pembinaan Minat, Bakat dan Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 1000 Peserta 38.068.917.750 | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 1000 Peserta 38.068.917.750 | 1000 | 100,00 20.469.916.683| 53,77 | 1000 | 100,00 20.469.916.683| 53,77
Kreativitas Siswa ) Didik i Didik
Akademik Akademik
Pengembangan Karir Pendidik dan  |Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan  |yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 1200 Orang 7.140.405.500| Y2n€ Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 1200 Orang 7.140.405.500 | 1200 | 100,00 5.912.030.879| 82,80 | 1200 | 100,00 5.912.030.879| 82,80
Pendidikan Sekolah Menengah Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Kejuruan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pengelolaan Efana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 221 S.at'uan 33.589.543.000 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 221 SaFuan 33.855.335.620 291 100,00 33.785.117.000| 100,58 221 100,00 33.785.117.000| 99,79
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan |Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Dana BOS Sekolah Menengah Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2200 Orang 26.506.600.000| Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2200 Orang 26.506.600.000 2200 100,00 22.860.647.250( 86,25 2200 100,00 22.860.647.250( 86,25
Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Khusus Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa 80 % 81.129.848.216|Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa 80 % 79.478.275.156 86,47 108,09 68.531.262.433( 84,47 86,47 108,09 68.531.262.433| 86,23
Jumlah R Kelas Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah  [Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | 6 Ruang 6.411.094.800 B”e':t:mb::"g €las sekolan yang 6 Ruang 6.411.094.800 | 11 183,33 5.544.951221| 8649 | 11 | 18333 5.544.951.221| 86,49
Pemba_n_gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran_a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Unit 13.749.468.548 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 4 Unit 13.749.468.548 4 100,00 9.058.952.250| 65,89 4 100,00 9.058.952.250| 65,89
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.711.740.800 [Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.711.740.800 3 100,00 1.675.129.900( 97,86 3 100,00 1.675.129.900| 97,86
Rehabilitasi Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah 1 Unit 718.188.880 | UM!ah Asrama Sekolah yang Telah 1 Unit 718.188.880 1 100,00 583.191.900| 81,20 1 | 100,00 583.191.900| 81,20
Direhabilitasi Direhabilitasi
Re'hlablllta5| Sarana, Prasaranadan [Jumlah Saran'a, Pras'a'lran'a dan Utilitas Sekolah 4 Unit 13.407.120.568 Jumlah Sarana, Prasarana d'ah UFI|ItaS 4 Unit 13.407.120.568 10 250,00 12.262.973.444| 91,47 10 250,00 12.262.973.444| 91,47
Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Sekolah 6.950.000.000|Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Sekolah 7.613.786.800 10 100,00 7.144.119.980| 102,79 10 100,00 7.144.119.980( 93,83
Pengadaa‘nf’-\lat Praktik dan Peraga JumIahAIatF’raktlk dan Peraga Peserta Didik 5 paket 22.535.130.000 thrrTIah Alat Prakt{k dan Peraga Peserta 5 paket 21.202.374.810 10 200,00 20670937.250| 91,73 10 200,00 20.670.937.250| 97,49
Peserta Didik yang Tersedia Didik yang Tersedia
Jumlah yang mengikuti Ajang Jumlah yang mengikuti Ajang
Kompetensi/Lomba Akademik dan Non 1200 Orang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non 1200 Orang 1200 100,00 1200 100,00
pembinaan Minat, Bakat dan Akaderik 7.411.792.2002kademik — 7.411.792.200 6.198.737.926| 83,63 6.198.737.926| 83,63
Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
- Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 0 Peserta Didik 0 0,00
Akademik
persetangntars e |7 O Ty e e
Tenaga Kependidikan pada Satuan | Yo" P ! ) 200 Orang 1.103.423.000|¥*"8 P ! ) 200 Orang 1.103.423.000 | 200 | 100,00 755.872.233| 6850 | 200 | 100,00 755.872.233| 68,50
pendidikan Khusus Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pengglf)laan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang 34S§tyan 1.914.970.500 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang 34 S'i)tyan 1.600.724.750 34 100,00 1.442385.000| 7532 34 100,00 1.442.385.000| 90,11
Pendidikan Khusus Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan |Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Dana BOS Sekolah Pendidikan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 300 Orang 5.216.918.920| Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 300 Orang 4.548.560.000 300 100,00 3.194.011.329| 61,22 300 100,00 3.194.011.329| 70,22

Khusus

Sekolah Pendidikan Khusus

Sekolah Pendidikan Khusus

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah




Persentase Peningkatan Jangkauan dan

Persentase Peningkatan Jangkauan dan

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ) — 11% 34.642.303.128 R - 11% 34.642.303.128( 11,98 108,91 32.730.480.057| 94,48 11,98 108,91 32.730.480.057| 94,48
Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi
. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penyelenggaraan dan pengelolaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
Daefah Provinsi P & perpustakaan sebagai wahana pembelajar 100 % 23.933.733.508 [ perpustakaan sebagai wahana pembelajar 100 % 23.933.733.508 100 100,00 22.212.282.998( 92,81 100 100,00 22.212.282.998( 92,81
sepanjang hayat sepanjang hayat
Jumlah perpustakaan elektronik yang Jumlah perpustakaan elektronik yang
Pengembangan dan Pemeliharaan |dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK
5 Perpustakaan 410.933.100 5 Perpustakaan 410.933.100 5 100,00 405.513.208( 98,68 5 100,00 405.513.208| 98,68
Layanan Perpustakaan Elektronik Berbasis 15020000 (ITSM : Information pu Berbasis 15020000 (ITSM : Information pu
Technology Service Technology Service
Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan
Pgngembangan PergusFakaan di dalam mewujuqkah standar nfa5|})nal A 20 .180.976.000 dalam mewu;quap standar n§5|9nal A 20 $.180.976.000 54 270,00 8.135.070.492| 99,44 54 270,00 8.135.070.492| 99,44
Tingkat Daerah Provinsi perpustakaan di wilayah provinsi sesuai Perpustakaan perpustakaan di wilayah provinsi sesuai Perpustakaan
kewenangannya kewenangannya
Pengembangan Kekhasan Koleksi | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah 500 Eksemplar 195.211.000|"UmIah koleksi perpustakaan khas daerah | ¢ 0y oy 195.211.000| 976 195,20 189.318.265| 96,98 | 976 | 19520 189.318.265| 96,98
Perpustakaan Daerah Tingkat tingkat provinsi yang Dikembangkan tingkat provinsi yang Dikembangkan
Peningkatan Kapasitas Tenaga J;:ﬂa: tteknag; perp_:]stakaadn ya’\r;lg - :)u:ﬂa: tteknag; perp_;]stakaadn ya'ag -
Perpustakaan dan Pustakawan Itingkatkan Rapasitasnya dan Mlendapa 60 Orang 145.000.000| ' 1I"ekatkan Kapasitasnya dan Vendapa 60 Orang 145.000.000| 300 500,00 141.361.639| 97,49 | 300 | 500,00 141.361.639| 97,49
' L sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan
Tingkat Daerah Provinsi X - X -
Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
Pengembangan Layanan Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan
Perpustakaan Rujukan Tingkat Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan 5 Layanan 499.999.600 | Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan| 5 Layanan 499.999.600 5 100,00 483.039.799( 96,61 5 100,00 483.039.799( 96,61
Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi Melalui Peningkatan Koleksi
Pengembangan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Deposit yang 5 Perpustakaan 116.000.208 |'Um!ah Perpustakaan Deposit yang 5 Perpustakaan 116.000.208| 5 100,00 115.307.800| 99,40 5 | 100,00 115.307.800| 99,40
Deposit Dikembangkan Dikembangkan
Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola
Pengelolaan dan Pengembangan X N X N 1600
Bahan Pustaka dan Dikembangkan untuk Mewujudkan 1600 Eksemplar 14.385.613.600 | dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Eksemplar 14.385.613.600| 9.592 599,50 12.742.671.795| 88,58 9592 599,50 12.742.671.795| 88,58
Keberagaman Koleksi Perpustakaan Keberagaman Koleksi Perpustakaan P
Pembudayaein (.iemar Membaca Tingkat Tlng_kat Partisipasi Masyarakat dalam 80% 10.708.569.620 Tlngkat Partisipasi Masyarakat dalam 80% 10.708.569.620| 95,91 119,89 10.518.197.059| 98,22 95,91 119,89 10.518.197.059| 98,22
Daerah Provinsi Peningkatan Gerakan Gemar Membaca Peningkatan Gerakan Gemar Membaca
pemberian Pengharsaan Gerakan Jumlah orang yang Mendapatkan Jumlah orang yang Mendapatkan
gharg Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 12 Orang 5.752.669.700 | Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 12 Orang 5.752.669.700 16 133,33 5.679.117.321| 98,72 16 133,33 5.679.117.321| 98,72
Budaya Gemar Membaca
Membaca Membaca
. . . Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis
Pengembangan Literasi Berbasis . ) eaa L . s -
Inklusi Sosial Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang 3 Perpustakaan 4.955.899.920 | Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang 3 Perpustakaan 4.955.899.920 6 200,00 4.839.079.738( 97,64 6 200,00 4.839.079.738| 97,64
Dikembangkan Dikembangkan
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS |Persentase Pengembangan Kapasitas daya Persentase Pengembangan Kapasitas daya
1% 26.085.000.000,00 1% 26.085.000.000,00 1,74 174,00 25.635.141.278,00( 98,28 1,74 174,00 25.635.141.278,00| 98,28
DAYA SAING KEPEMUDAAN Saing Kepemudaan ? Saing Kepemudaan ’
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di 12370 Orang 21.435.000.000,00| pengembangan pemuda dan kepemudaan di| 12370 Orang 21.435.000.000,00| 15592 126,05 20.989.758.152,00( 97,92 15592 126,05 20.989.758.152,00| 97,92
Kepemudaan Kewenangan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur
Koordinasi. Sinkronisasi d
Pzgre:::ﬂ'a:;a;o::;: kaart]an Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari
Ka Zsitasgga 2 Sain Pegmuda Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas 630 Orang 4.500.000.000,00 |Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan 630 Orang 4.500.000.000,00 657 104,29 4.220.237.168,00( 93,78 657 104,29 4.220.237.168,00| 93,78
Peﬁ)por Prov\i/nsi e Daya Saingnya Kapasitas Daya Saingnya
ﬁgsr::::s“as:zz;o::;: iaa:an Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari
Ka :sitasgga 2 Sain ngrausaha Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas | 10000 Orang 11.510.000.000,00 |Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan | 10000 Orang 11.510.000.000,00 10837 108,37 11.495.487.891,00 99,87 10837 108,37 11.495.487.891,00( 99,87
MEda ProvinZi g Daya Saingnya Kapasitas Daya Saingnya
Koordinasi, Sinkronisasi dan _— . — .
Penvelengsaraan Peninakatan Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh
Yelenes INg; Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas | 940 Orang 1.850.000.000,00| Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan 940 Orang 1.850.000.000,00| 1088 | 115,74 1.719.240.899,00| 92,93 | 1088 | 115,74 1.719.240.899,00| 92,93

Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Provinsi

Daya Saingnya

Kapasitas Daya Saingnya




Penyelenggaraan Seleksi dan

Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang

Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang

. K terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan 500 Orang 2.500.000.000,00 | terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan 500 Orang 2.500.000.000,00| 2110 422,00 2.493.572.870,00| 99,74 2110 422,00 2.493.572.870,00( 99,74
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera h .
Pengibar Bendera Pengibar Bendera
Pemberian Penghargaan kepada Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda
Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima 8 Dokumen 675.000.000,00(Provinsi yang Berprestasi dan Menerima 8 Dokumen 675.000.000,00 8 100,00 661.354.692,00 97,98 8 100,00 661.354.692,00( 97,98
Provinsi yang Berprestasi Penghargaan Penghargaan
et epemimann, [\ PR OB s
Kepeloporan dan Kesukarelawanan | 2" v pemimpinan, 300 Orang 400.000.000,00| 2P M pemimpinan, 300 Orang 400.000.000,00| 300 100,00 399.864.632,00 99,97 | 300 | 100,00 399.864.632,00| 99,97
pPemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari
Seluruh Kabupaten/Kota Seluruh Kabupaten/Kota
Jumlah pemuda yang terlibat dalam Jumlah pemuda yang terlibat dalam
Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan yang difasilitasi organisasi kepemudaan yang difasilitasi
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah |dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan 600 Orang 4.650.000.000,00| dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan 600 Orang 4.650.000.000,00 600 100,00 4.645.383.126,00 99,90 600 100,00 4.645.383.126,00| 99,90
Provinsi pengembangan Organisasi Kepemudaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan
Daerah Tingkat Provinsi Daerah Tingkat Provinsi
Peningk: Ki i isasi lah Dok Hasil Peningkatan K it lah Dok Hasil Peningkat:
eningkatan Kapasitas Organisasi | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas | -5 ;o 4.650.000.000,00| WM!2" Dokumen Hasil Peningkatan 5 5 o 4.650.000.000,00 7 100,00 4.645.383.126,00) 9990 | 7 | 100,00 4.645.383.126,00| 99,90
Kepemudaan Provinsi Organisasi Kepemudaan Provinsi Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA iresle:tase Pengembangan Daya Saing 30 % Eresle:tase Pengembangan Daya Saing 20% 80,3 100,38 80,3 100,38
SAING KEOLAHRAGAAN Pe° a :agai” - S 157.825.390.414,00 Pe° a :aga:;n - S 157.825.390.414,00 156.846.899.145,00| 99,38 156.846.899.145,00 99,38
ersentase Pengembangan Daya Saing 30 Persen ersentase Pengembangan Daya Saing 80 Persen 80,3 100,38 803 100,38
Keolahragaan Keolahragaan
::nmdt;:;::: d::aPJeenng.::'lb::rg;:;')(:a:raga Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan
. p. lang melalui olahraga pendidikan pada jenjang 3000 Orang 787.000.000,00| melalui olahraga pendidikan pada jenjang 3000 Orang 787.000.000,00| 3000 100,00 749.772.537,00| 95,27 3000 100,00 749.772.537,00| 95,27
yang Menjadi Kewenangan Daerah . L . .
Provinsi pendidikan dalam Kewenangan Provinsi pendidikan dalam Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembentukan dan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan
i Olah ta Sekolah Olah Olah ta Sekolah Olah
Pengembangan Pusat Pembinaan |Olahraga serta Sekolah Olahraga yang 1 Unit 493.000.000,00| - o283 serta >ekoiah Dlanhraga yang 1 Unit 493.000.000,00] 1 100,00 463.082.737,00 93,93 1 100,00 463.082.737,00| 93,93
dan Pelatihan Olahraga serta Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia
Sekolah Olahraga yang Usaha yang Dikembangkan Usaha yang Dikembangkan
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Ki tisi Olah leh Perk | Ki tisi Olah leh Perki I
Perkumpulan Olahraga dan ompetist ianraga o en Fersumpuian 2 Dokumen 294.000.000,00| O Petist Dlanraga o'en Ferkumpuan 2 Dokumen 294.000.000,00| 2 100,00 286.689.800,00| 97,51 2 100,00 286.689.800,00| 97,51
Penyelenggaraan Kompetisi oleh Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah
Satuan Pendidikan Menengah dan  [dan Khusus dan Khusus
Khusus
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga |2 3tlet daerah yang mengikuti 7000 Orang 9.883.467.000,00 | U2 atlet daerah yang mengikuti 7000 Orang 9.883.467.000,00| 7112 | 101,60 9.778.316.038,00| 9894 | 7112 | 101,60 9.778.316.038,00| 98,94
penyelenggaraan kejuaraan olahraga penyelenggaraan kejuaraan olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Dokumen Penvelengearaan Keiuaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
Olahraga Multi Event dan Single . . v €8 . ) . 10 Dokumen 4.549.875.500,00 | Kejuaraan Multi event dan Single Event 10 Dokumen 4.549.875.500,00 10 100,00 4.487.046.327,00 98,62 10 100,00 4.487.046.327,00| 98,62
! o Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi . o
Event Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam |Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam
Penyelenggaraan Kejuaraan dalam |Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi 500 Orang 5.333.591.500,00| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi 500 Orang 5.333.591.500,00 851 170,20 5.291.269.711,00| 99,21 851 170,20 5.291.269.711,00| 99,21
Multi Event dan Single Event Event dan Single Event Event dan Single Event
Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang
Pembi P lah ikuti kegiat bi d ikuti kegiat bi d
embinaan dan Pengembangan Olahraga | mengikuti kegiatan pembinaan dan 1000 Orang 22.040.433.414,00| S8\ keglatan pembinaan dan 10000rang | 22.040.433.414,00] 1050 | 105,00 21.343.468.134,00| 96,84 | 1050 | 105,00 | 21.343.468.134,00| 96,84
Prestasi Tingkat Nasional pengembangan olahraga prestasi tingkat pengembangan olahraga prestasi tingkat
nasional nasional
Pemusatan Latihan Daerah, lIlmu Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang
Pengetahuan dan Teknologi terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan 1 Pelatda 5.959.961.700,00 [ terintegrasi dengan llmu Pengetahuan dan 1 Pelatda 5.959.961.700,00 1 100,00 5.594.052.415,00| 93,86 1 100,00 5.594.052.415,00( 93,86
Keolahragaan (Sport Science) Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang
600 Orang 12.830.221.714,00 600 Orang 12.830.221.714,00 625 104,17 12.782.108.165,00 99,62 625 104,17 12.782.108.165,00 99,62

Atlet Berprestasi Provinsi

dan Diberikan Pengembangan

Dibina dan Diberikan Pengembangan




Pemberian Penghargaan Olahraga

Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi

Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi

- . 233 Orang 2.185.250.000,00 . 233 Orang 2.185.250.000,00 240 103,00 1.946.326.561,00| 89,07 240 103,00 1.946.326.561,00| 89,07
Provinsi yang Menerima Penghargaan yang Menerima Penghargaan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Data dan Inf i Sektoral Olah Jumlah Data dan Inf i Sektoral
Penyediaan Data dan Informasi umian Pata dan fntormasi Sextoral D1aNraga | 1 pokumen 1.065.000.000,00( - o Pata dan Intormasi sektora 1 Dokumen 1.065.000.000,00| 1 100,00 1.020.980.993,00| 95,87 1 | 10000 1.020.980.993,00| 95,87
yang Tersedia dan Termanfaatkan Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan
Sektoral Olahraga
. Jumlah insan olahraga yang mengikuti Jumlah insan olahraga yang mengikuti
Pembinaan dan Pengembangan X L X L
Organisasi Olahraga pembinaan dan pengembangan organisasi 300 Orang 125.114.490.000,00 | pembinaan dan pengembangan organisasi 300 Orang 125.114.490.000,00 425 141,67 124.975.342.436,00( 99,89 425 141,67 124.975.342.436,00| 99,89
8 & keolahragaan keolahragaan
Standardisasi O isasi Jumlah Dok Hasil Standarisasi Jumlah Dok Hasil Standarisasi
andarcisast Qrganisasi umian Dokumen Rasii Stancarisast 1 Dokumen 1.324.490.000,00| - o1 DoKkumen Rastl Standarisast 1 Dokumen 1.324.490.000,00| 1 100,00 1.253.094.211,00| 94,61 1 100,00 1.253.094.211,00| 94,61
Keolahragaan Organisasi Keolahragaan Organisasi Keolahragaan
Pengembangan Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
L 1 Dokumen 1.720.000.000,00 L 1 Dokumen 1.720.000.000,00 1 100,00 1.671.269.423,00| 97,17 1 100,00 1.671.269.423,00| 97,17
Keolahragaan Organisasi Keolahragaan Organisasi Keolahragaan
Peningkatan Kerjasama Organisasi  |Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan
Keolahragaan Provinsi dengan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi 1 Dokumen 122.070.000.000,00|Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi| 1 Dokumen 122.070.000.000,00 1 100,00 122.050.978.802,00( 99,98 1 100,00 122.050.978.802,00| 99,98
Lembaga Terkait dengan Lembaga Terkait dengan Lembaga Terkait
Sasaran: 1.3 pemerataan masyarakat
Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA . .
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Ezgzr;zs:oplzlhaEZZ'}?(Z’::PM Bidang 100 % 231.652.817.964 Z:S;r:tzsneo’::fEZEZ'::PM Bidang 100 % 224721.476.444| 100 | 100,00 208.811.603.144| 90,14 | 100 | 100,00 208.811.603.144| 92,92
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Pra.sarana dan Alat Kesehat.:m untu.k UKP PersentaseAKab/Kota dengan Ketersediaan 35 % 17.079.409.540 PersentaseAKab/Kota dengan Ketersediaan 85 % 17.079.400.540| 71,82 84,49 15.726.693.152| 92,08 71,82 84,49 15.726.693.152| 92,08
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat |Obat Esensial Obat Esensial
Daerah Provinsi
Pengembangan Pendek'atan Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK
Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus
(Pelayanan Kesehatan Bergerak, 4 8 o g L 1 Layanan 33.600.000(Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis 1 Layanan 33.600.000 1 100,00 1.230.000 3,66 1 100,00 1.230.000| 3,66
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . o X
Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan . Telemedicine . dll) yang Dilakukan
X L dll) yang Dilakukan Pengembangan
Berbasis Telemedicine, dll) Pengembangan
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat  [Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Penunjang Medik Fasilitas Layanan |Fasilitas Layanan Kesehatan yang 25 unit 150.880.000 | Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 25 unit 150.880.000 20 80,00 100.693.879| 66,74 20 80,00 100.693.879| 66,74
Kesehatan TerpeliharaSesuai Standar TerpeliharaSesuai Standar
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan.
Vaksin, Makanan dan Minuman Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta 2 Dokumen 2.784.065.194| Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta 2 Dokumen 2.784.065.194 2 100,00 2.252.762.071| 80,92 2 100,00 2.252.762.071| 80,92
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan |Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan
dan Minuman serta Fasilitas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 10 Paket 14.110.864.346| Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 10 Paket 14.110.864.346 10 100,00 13.372.007.202( 94,76 10 100,00 13.372.007.202| 94,76
Kesehatan Lainnya Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai 2 Layanan 213.574.116.424|dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai 2 Layanan 206.642.774.904 2 100,00 192.355.665.809( 90,07 2 100,00 192.355.665.809| 93,09
Tingkat Daerah Provinsi standar oleh Kab/Kota standar oleh Kab/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  |Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
bagi Penduduk Terdampak Krisis Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis
8335780 304.438.500 833578 O 304.438.500( 833578 100,00 222.812.018| 73,19 |833578| 100,00 222.812.018| 73,19
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau |Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau rang Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau rang
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
perstan paan e | e
bagi Penduduk pada Kondisi avanan fesehatan paca foncs! fejacia 75 Orang 1.055.701.500| -2Y2nan hesenatan paca fondlsi Kejacia 75 Orang 1.055.701500| 75 100,00 869.592.716| 82,37 | 75 | 100,00 860.502.716| 82,37
Kejadian Luar Biasa (KLB) Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan
) Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 11.422.540.728|um!ah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 11.422.540.728| 2 100,00 10.696.459.169| 93,64 2 100,00 10.696.459.169| 93,64
Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 Dokumen 3.604.197.756 1 Dokumen 3.604.197.756 1 100,00 2.380.633.669( 66,05 1 100,00 2.380.633.669| 66,05

Gizi Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

1 Dokumen 3.845.830.100 1 Dokumen 3.845.830.100 1 100,00 2.863.012.766| 74,44 1 100,00 2.863.012.766| 74,44
Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Y Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
P_engelolaan Pelayanan Kesehatan  [Jumlah Dokumen HasH_PengeIoIaan 1 Dokumen 8.875.000.000 Jumlah Dokumen HasH_PengeIoIaan 1 Dokumen $.875.000.000 1 100,00 8.060.262.131| 90,92 1 100,00 8.069.262.131| 90,02
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan LUerIT;IaahnZ:l;(uer:ee:a?aarfl':'f:dr:Eif)lszan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. 1 Dokumen 2.465.000.000 Y . o 1 Dokumen 2.080.000.000 1 100,00 1.630.457.794| 66,14 1 100,00 1.630.457.794| 78,39
L. - . L - . Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional
Mandiri dan Tradisional Lainnya Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Lainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Penyakit Menular dan Tidak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 2 Dokumen 15.022.180.156 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan | 2 Dokumen 15.022.180.156 2 100,00 12.615.320.569| 83,98 2 100,00 12.615.320.569| 83,98
Menular Tidak Menular Tidak Menular
Perlgelolaan Pelayanan Kesehatan |Jumlah Dokumen Hasil angelolaan 1 Dokumen 309.919.000 Jumlah Dokumen Hasil P?ngelolaan 1 Dokumen 309.919.000 1 100,00 195.078.186| 62,94 1 100,00 195.078.186| 62,94
Haji Pelayanan Kesehatan Haji Pelayanan Kesehatan Haji
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Orang dengan Masalah Kesehatan  |Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah 1 Dokumen 577.124.000|Pelayanan Kesehatan Orang dengan 1 Dokumen 577.124.000 1 100,00 352.255.240| 61,04 1 100,00 352.255.240( 61,04
Jiwa (ODMK) Kesehatan Jiwa (ODMK) Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan 1 Dokumen 73.010.670.924 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan 1 Dokumen 73.010.670.924 1 100,00 68.091.314.800| 93,26 1 100,00 68.091.314.800| 93,26
Masyarakat Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Penerapan SPM Bidang Kesehatan  [Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang 1 Dokumen 248.311.600|Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang 1 Dokumen 248.311.600 1 100,00 0| 0,00 1 100,00 0| 0,00
Lintas Kabupaten/Kota Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Jumiah Dokumen Hasil Pembinaan 2 Dokumen 89.872.637.660| M2 Dokumen Hasil Pembinaan 2 Dokumen 83.326.296.140| 2 100,00 82.295.482.084| 91,57 2 100,00 82.295.482.084| 98,76
Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan |Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan
Puskesmas untuk Registrasi Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk 2 Dokumen 161.442.000(Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk 2 Dokumen 161.442.000 2 100,00 145.012.560| 89,82 2 100,00 145.012.560| 89,82
Puskesmas Registrasi Puskesmas Registrasi Puskesmas
Jumlah Dok Hasil | tigasi Lanjut:
Investigasi Lanjutan Kejadian lkutan [Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kl;r:jian &utr::;asi:Ig::i;ileanamu an
Pasca Imunisasi dan Pemberian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan 8 Dokumen 465.452.500 ! ) 8 Dokumen 465.452.500 8 100,00 344.646.246| 74,05 8 100,00 344.646.246( 74,05
. Pemberian Obat Massal oleh
Obat Massal oleh Kabupaten/Kota |Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
. . Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Jumlah Public Safety Center (PSC 119)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan
Penanganan Gawat Darurat Terpadu o Tintes € 5 Unit 753.517.000 o rintes € 5 Unit 753517.000[ 5 100,00 665.914.255| 88,37 5 | 10000 665.914.255| 88,37
(SPGDT) Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pengambilan dan Pengiriman Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke |KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang 12 Paket 55.863.500|KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang 12 Paket 55.863.500 12 100,00 10.216.000( 18,29 12 100,00 10.216.000| 18,29
Lab Rujukan/Nasional Didistribusikan Didistribusikan
Pendampingan Fasilitas Pelayanan  |Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas 1 Dokumen 1.524.289.500 Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas 1 Dokumen 1.524.289.500 1 100,00 908.195.606| 59,58 1 100,00 908.195.606| 59,58
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
. R Persentase Kab/Kota yang
K
Penyelenggaraan Sistem Informasi Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan | o o, 957.292.000| menyelenggarakan Sistem Informasi 100 % 957.292.000] 100 | 100,00 727.284.183| 7597 | 100 | 100,00 727.284.183| 75,97
Kesehatan Secara Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah D?kumen Hasil Pengelolaan Data dan 3 Dokumen 057.292.000 Jumlah Doku@en Hasil Pengelolaan Data 3 Dokumen 957.292.000 3 100,00 727.284.183| 75,97 3 100,00 727.284.183| 75,97
Kesehatan Informasi Kesehatan dan Informasi Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan [Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. 1 Unit 42.000.000|Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. 1 Unit 42.000.000 1 100,00 1.960.000( 4,67 1 100,00 1.960.000| 4,67
Daerah Provinsi Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
PAengendallAan darf I?engawasan serFa Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit . . 5 . . .
- Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. 1 Unit 42.000.000|Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. 1 Unit 42.000.000 1 100,00 1.960.000( 4,67 1 100,00 1.960.000| 4,67
Kelas B dan Fasilitas Pelayanan i . . I ) . . I
Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang memiliki 245% Persentase Kab/Kota yang memiliki 245%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga 50 % 5.465.364.672 | Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga 50 % 5.465.364.672 70 140,00 4.316.043.475( 78,97 70 140,00 4.316.043.475| 78,97

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

kesehatan

kesehatan




Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya

Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang

Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang

. . I L ) 200 Orang 5.465.364.672| mengikuti uji kompetensi naik jenjang 200 Orang 5.465.364.672 200 100,00 4.316.043.475( 78,97 200 100,00 4.316.043.475| 78,97
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan iabatan
Provinsi !
Peningkatan Kompetensi dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia . v el . 400 Orang 4.317.994.672 . v el X 400 Orang 4.317.994.672 400 100,00 3.322.782.085| 76,95 400 100,00 3.322.782.085| 76,95
Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat
Kesehatan
. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan . .
N Pengawasan Sumber Daya Manusia 1 Dokumen 1.147.370.000 [ Pengawasan Sumber Daya Manusia 1 Dokumen 1.147.370.000 1 100,00 993.261.390| 86,57 1 100,00 993.261.390| 86,57
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS 4 Kab/Kota 6.861.999.000 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS 4 Kab/Kota 5.161.999.000 6 150,00 2283.096.714| 62,42 6 150,00 4.283.096.714| 82,97
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS 3 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS 3 Kab/Kota 6 200,00 6 200,00
e e e
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan . ! vaan, ! 100 % 75.159.000 X ! vaan, ! 100 % 75.159.000 100 100,00 36.270.000( 48,26 100 100,00 36.270.000| 48,26
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
s Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Peningkatan Upaya Advokasi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,
Kesehatan, Pemberdayaan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan
Penggalangan Kemitraan, Peran vaan, Fenggalangan ' 1 Dokumen 75.159.000 yaan, Fenggatangan " | 1Dokumen 75.159.000| 1 100,00 36.270.000| 48,26 1 | 100,00 36.270.000| 48,26
X Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor |_. o . .
. o Tingkat Daerah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
Tingkat Daerah Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan . . ) .
Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Persentase saluran media yang digunakan Persentase saluran media yang digunakan
p. ) untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 100 % 5.201.568.100| untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi 100 % 3.501.568.100 100 100,00 3.151.006.115| 60,58 100 100,00 3.151.006.115| 89,99
Sehat dalam rangka Promotif Preventif
) L PHBS (KIE) PHBS
Tingkat Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan
1 Dok 5.201.568.100 1 Dok 3.501.568.100 1 100,00 3.151.006.115| 60,58 1 100,00 3.151.006.115| 89,99
Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih|dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat okumen dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat okumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat |° pay , 100 % 1.585.271.900 " pay - 100 % 1.585.271.900| 100 100,00 1.095.820.599| 69,13 | 100 | 100,00 1.095.820.599| 69,13
) L Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi . .
Provinsi Provinsi
Bimbingan Teknis dan Supervisi Jumlah‘ I:')okumen Hasil Bimbingan Teknis dan 1 Dokumen 1.585.271.900 Jumlah Dok'u‘men Hasil Bimbingan Teknis 1 Dokumen 1.585.271.900 1 100,00 1.095.820599| 69,13 1 100,00 1.005.820599| 69,13
UKBM Supervisi UKBM dan Supervisi UKBM
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN Implementasi Kelembagaan PUG 1 Kebijakan 1.700.000.000 [ Implementasi Kelembagaan PUG 1 Kebijakan 1.700.000.000 1 100,00 1.689.124.915( 99,36 1 100,00 1.689.124.915| 99,36
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Penguatan kelembagaan PUG 1 kebijakan 950.000.000|Penguatan kelembagaan PUG 1 kebijakan 950.000.000 1 100,00 945.824.878| 99,56 1 100,00 945.824.878| 99,56
Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan PUG Kewenangan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan 1 dokumen 550.000.000|Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan | 1 dokumen 550.000.000 1 100,00 549.888.497| 99,98 1 100,00 549.888.497( 99,98
Provinsi Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Gender (PUG) Kewenangan Provinsi
. . Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Jumlah Eerangkat Daerah yang M?nglkUtl
Advokasi Kebijakan dan . . . Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pendampingan Pelaksanaan PUG Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 35 perangkat Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)| 35 perangkat
ping Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) perang 300.000.000] ¢ 2¢sanaan Fengarustamaan Gende perang 300.000.000| 31 88,57 296.274.210| 9876 | 31 88,57 296.274.210| 98,76

termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

termasukPerencaan Pembangunan Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi

daerah

termasukPerencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan
Provinsi

daerah




Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan

Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan

35 Perangkat

Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan

35 Perangkat

PUG termasuk PPRG Kewenangan Pengarustamaan Gender(PUG)termasuk Daerah 100.000.000 | Pengarustamaan Gender(PUG)termasuk Daerah 100.000.000 31 88,57 99.662.171( 99,66 31 88,57 99.662.171| 99,66
Provinsi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Perencanaan Pembangunan Responsif
(PPRG) Gender (PPRG)
Pemberdayaan Perempuan Bidang
P0|Itlk-, Hu-kum, Sosml,.dan Ekonomi pada PerTglembangan SDM Perempuan Bidang 1 dokumen 350.000.000 PerTgembangan SDM Perempuan Bidang 1 dokumen 350.000.000 1 100,00 345.659.450| 98,76 1 100,00 345.659.459| 98,76
Organisasi KeM K g Politik dan hukum Politik dan hukum
Provinsi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi  [Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi
Perempuan di Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang | =y, men 200.000,000| "ENIngkatan Partisipasi Perempuandi |y oo 200.000.000| 1 100,00 198.088.466| 99,04 1 | 10000 198.088.466| 99,04
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Jumlah Organisasi Masyarakat yan Jumlah Organisasi Masyarakat yan
Advokasi Kebijakan dan X 'g 4 ‘y g ! 'g Y 'V 8
Pendampingan Peningkatan mengikuti/mendapat Advokasi dan mengikuti/mendapat Advokasi dan
Pend i Kebijakan Peningkat Pend i Kebijakan Peningkat
Partisipasi Perempuan dalam Politik, | P "een Redljakan Feningkatan 10 Organisasi 150.000.000 | c"¢ampingan febljakan Feningkatan 10 Organisasi 150.000.000| 10 100,00 147.570.993| 98,38 10 | 100,00 147.570.993| 98,38
. . Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi . X . .
Kewenangan Provinsi Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
8 Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penguatan lembaga penyedia layanan Penguatan lembaga penyedia layanan
Penyedia Layanan Pemberdayaan 8 ga peny v 1 dokumen 400.000.000| "8 ga peny v 1 dokumen 400.000.000| 1 100,00 397.640.578| 99,41 1 100,00 397.640.578| 99,41
o pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan
Perempuan Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
i L
Pendampingan kepada Lembaga |Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 10 lembaga 137.440,000|"emPerdayaan Perempuan Kewenangan 10 lembaga 137.440.000| 10 100,00 136.961.624| 99,65 | 10 | 100,00 136.961.624| 99,65
Penyedia Layanan Pemberdayaan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan
Perempuan Kewenangan Provinsi Pendampingan Pendampingan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya |Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia
Lembaga P dia L. L Pemberd P L Pemberd P
emoaga Fenyedia tayanan ayanan Femberdayaan Ferempuan 100 Orang 135,630,000 2¥2"an Femoerdayaan Ferempuan 100 Orang 135.630.000| 100 100,00 134.017.896| 98,81 | 100 | 100,00 134.017.896| 98,81
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Kewenangan Provinsi yang Mendapat
Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Komunikasi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
Informasi dan Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 1 dokumen 126.930.000| Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 1 dokumen 126.930.000 1 100,00 126.661.058| 99,79 1 100,00 126.661.058| 99,79
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia Kewenangan Provinsi yang Tersedia
Tujuan 2 : ji
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA [Desa Berkembang 30 Desa 34.298.413.190 | Desa Berkembang 30 Desa 34.298.413.190 30 100,00 32.547.017.292 94,89 30 100,00 32.547.017.292| 94,89
Fasilitasi Kerja San.1a -antar desa yang Menjadi Jumlah Desa Berkembang 30 Desa 34.298.413.190|Jumlah Desa Berkembang 30 Desa 34.298.413.190 30 100,00 32.547.017.292| 94,89 30 100,00 32.547.017.292| 94,89
Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas  [Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas 3 Dokumen 33.617.413.190 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas 3 Dokumen 33.617.413.190 3 100,00 32.080.975.895| 95,43 3 100,00 32.080.975.805| 9543
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerj D Pihak
Kzst'ig'taas' erja Sama Desa dengan Pihak ||\ 1 okumen Kerja Sama yang Dilaksanakan 1 Dokumen 91.000.000/Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan | 1 Dokumen 91.000.000 1 100,00 78.451.063| 86,21 1 100,00 78.451.063| 86,21
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan 1 Dokumen 590.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan 1 Dokumen 590.000.000 1 100,00 387.500.334| 65,69 1 100,00 387.500.334| 65,69
Perdesaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Desa yang mam.pu menjalankan pemerintahan 45 Desa 7.699.132.300 Desa yang mam‘pu menjalankan pemerintahan 45 Desa 7.699.132.300 45 100,00 7.164.084.923| 93,05 45 100,00 7.164.084.923| 93,05
DESA desa secara optimal (Desa) desa secara optimal (Desa)
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang mampu menjalankan 45 Desa 7.699.132.300|'Um!ah desa yang mampu menjalankan 45 Desa 7.699.132.300 45 100,00 7.164.084.923| 93,05 45 100,00 7.164.084.923| 93,05
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintahahan desa secara optimal pemerintahahan desa secara optimal
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan
Kabupaten/Kota dan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1 Dokumen 50.000.000 | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 Dokumen 50.000.000 1 100,00 49.495.022 98,99 1 100,00 49.495.022 98,99
Bupati/Walikota yang Mengatur Desa  |Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa
Pembinaan Manajemen Pemerintahan [Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen 1 Dokumen 140.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen 1 Dokumen 140.000.000 1 100,00 134.552.203| 96,11 1 100,00 134.552.203| 96,11

Desa

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa




Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan,

jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan,

jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan,

Pelaksanaan dan Pengawasan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 2 Dokumen 2.010.359.500|Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 2 Dokumen 2.010.359.500 2 100,00 1.803.970.258| 89,73 2 100,00 1.803.970.258| 89,73
Pembangunan Pembangunan Desa Pembangunan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | UM!2h Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi 1 Dokumen 1.173.275.000 | umIah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi |, (o 1.173.275.000 1 100,00 1.090.503.222| 92,95 1 100,00 1.090.503.222| 92,95
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa g‘e':a'ah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset | ) (o oy 100.000.000 L ‘i’::)he?;k“me" Hasil Fasilitasi Pengelolaan 1 Dokumen 100.000.000 1 100,00 90.434.454 90,43 1 100,00 90.434.454| 90,43
Fasilitasi Perr_1|||han, Pengangkatan dan |Jumlah orang yang Mengikuti Pt_emlllhan, 167 Orang 75.000.000 Jumlah orang yang Mengikuti P_emlllhan, 167 Orang 75.000.000 167 100,00 66.708.692| 88,94 167 100,00 66.708.602| 88,04
Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
litasi Evaluasi . . . .
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa |Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan 1 Dokumen 500.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan 1 Dokumen 500.000.000 1 100,00 448297381 89,66 1 100,00 1448.207.381| 89,66
serta Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa [jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina 45 Orang 1.153.297.800|jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina 45 Orang 1.153.297.800 45 100,00 1.088.192.164| 94,35 45 100,00 1.088.192.164| 94,35
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jum.Iah orang yang.Menglkutl Pembinaan 45 Orang 725.000.000 Jum.Iah orang yang'Menglkutl Pembinaan 45 Orang 725.000.000 45 100,00 675.868.845| 9322 5 100,00 675.868.845| 93,22
Anggota BPD Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa
Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota | 8 P gatural 3 Dokumen 1.234.000.000 & P i 3 Dokumen 1.234.000.000 3 100,00 1.226.512.770| 99,39 3 100,00 1.226.512.770| 99,39
. Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar
dan Lembaga Kerjasama antar Desa
Desa Desa
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan 1 Dokumen 400.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan 1 Dokumen 400.000.000 1 100,00 362.120.018| 90,53 1 100,00 362.120018| 90,53
Batas Desa Batas Desa Penegasan Batas Desa
Fasilitasi Peran BPD dalarn Jumlah Dokumen Hasil F?5|I|taS| Peran BPD dalam 1 Dokumen 50.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Fasﬂltas‘l Peran BPD 1 Dokumen 50.000.000 1 100,00 40.808.914| 81,80 1 100,00 40.898.914| 8180
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  [Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi 1 Laporan 8.200.000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi 1 Laporan $8.200.000 1 100,00 86.521.980| 98,10 1 100,00 86.521.980| 98,10
Desa Perkembangan Desa Perkembangan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentaée Lulusan Pelatihan yang terserap di 0% 2.198.359.800 Persentaée Lulusan Pelatihan yang terserap di 70% 2.198.359.800 29 127,06 1.921.990.201| 87,43 88,94 127,06 1.921.990.201| 87,43
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pasar Kerja Pasar Kerja
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Jumiah Pencari Kerja Yang Mendapatkan 160 Orang 1.949.724.000| Um!ah Pencari Kerja Yang Mendapatkan 160 Orang 1.949.724.000| 380 237,50 1.748.193.091| 89,66 380 237,50 1.748.193.091| 89,66
Klaster Kompetensi Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelatihan Berbasis Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Lumblahjinaga Iierja.vang Mendapat Pelatihan 380 Orang Lumblah.TEnaga Iierja'vang Mendapat Pelatihan 380 Orang 380 100,00 380 100,00
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari eroasis fompetens! 1.890.924.000| >¢"025!s fompetensi 1.890.924.000 1.708.021.499| 90,33 1.708.021.499| 90,33
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah}Tenaga Kerj;{yang Mendapat Pelatihan 0Orang Jumlah}Tenaga Kerjé yang Mendapat Pelatihan 00rang 0 0,00 0 0,00
Berbasis kompetensi Pada Tahun n Berbasis kompetensi Pada Tahun n
Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka
Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan
10 100,00 10 100,00
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan 10Lembaga Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi 10 Lembaga
Sama D_engan Sektor Swasta untuk Produktivitas 58.800.000 dan Produktivitas 58.800.000 20171.592| 6832 40.171.592| 68,32
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan [jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan
L L 0 0,00 0 0,00
Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan 0Lembaga Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi 0 tembaga
Produktivitas pada Tahun n dan Produktivitas pada Tahun n
Pelal Akreditasi Lembaga Pelatih
Kerja reditast €lathan | \umlah LPK yang diAkreditasi 10 LPK 59.232.000|Jumlah LPK yang diAkreditasi 10LPK 59.232.000| 10 100,00 40.133.934| 67,76 10 100,00 40.133.934| 67,76
Survei dan Pen.llalan Ak.redltaS| Kepada [Jumlah L‘eml?aga Pelatihan Kerja yang 10 LPK 59.232.000 Jumlah L.eml?aga Pelatihan Kerja yang 10 LPK 59.232.000 10 100,00 20.133.934 6776 10 100,00 40.133.934| 6776
Lembaga Pelatihan Kerja Terakreditasi Terakreditasi
Pr pada Per Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan 30 Orang 76.680.000| U2 Tenaga Kerja yang ditingkatkan 30 Orang 76.680.000] 30 100,00 68.794.000| 89,72 30 100,00 68.794.000| 89,72
I Produktivitasnya Produktivitasnya
. - Jumlah Perusahaan Menengah yang Jumlah Perusahaan Menengah yang
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas A . N )
Mendapatkan Konsultasi Peningkatan 30 Perusahaan 76.680.000| Mendapatkan Konsultasi Peningkatan 30 Perusahaan 76.680.000 30 100,00 68.794.000 89,72 30 100,00 68.794.000| 89,72
kepada Perusahaan Menengah . .
Produktivitas Produktivitas
. . . L Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Jumiah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas 1 Dokumen 112.723.800|Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di 1 Dokumen 112.723.800 1 100,00 64.869.176| 57,55 1 100,00 64.869.176 57,55

Provinsi

dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah

Tingkat daerah




Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan

Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan

™ 25 Orang - 25 Orang 25 100,00 25 100,00
pengukuran Kompetensi dan Produktifitasnya Produktifitasnya
€ o P ) 112.723.800(jumlah Dokumen Hasil Pengukuran 112.723.800 64.869.176| 57,55 64.869.176 57,55
Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas - K -
i R 0 Dokumen Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di 0 Dokumen 0 0,00 0 0,00
dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah .
Tingkat daerah
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja 31% 3.005.519.600|Persentase Penempatan Tenaga Kerja 31% 3.005.519.600 28 88,71 2.429.352.388| 80,83 27,5 88,71 2.429.352.388| 80,83
:e'fya"a" 7::: Kerja Lintas Daerah Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 3000 Orang 616.899.700 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 3000 Orang 616.809.700| 10.438 | 347,93 360.025.892| 5836 | 10438 | 347,93 360.025.892 5836
Penyedlaén Sumber Daya Pelayanan Jumlah SDI\IA‘PeIayanan Antar Kerjz? yang Tersedia 40 Orang 32.393.600 Jumlah'SDM PelayarfaAn Antar Kerja yang . 40 Orang 32.393.600 40 100,00 18.240.000| 56,31 20 100,00 18.240.000| 56,31
Antar Kerja dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya
Pen_yuluhan.dan.Blmblngan Jabatan Jumlah Pencari ke!'ja Yang Mendapatkan 500 Orang 114.642.100 Jumlah Pencari ke!'ja Yang Mendapatkan 500 Orang 114.642.100 120 24,00 58.423.400 50,96 120 24,00 58.423.400| 5096
bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Pembi (o] ionalisasi Pel
Panerlnna:t:n 1‘3::5'?;:,5:2'(:;{:::; Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan
. P & ! Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga 700 Orang 87.120.000|Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga 700 Orang 87.120.000| 12.344 1.763,43 31.649.754| 36,33 12.344 | 1.763,43 31.649.754 36,33
Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar 3 )
N Kerja AKAD dan AKL Kerja AKAD dan AKL
Kerja Lokal)
Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui 96 Orang 382.744.000| UM!ah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui | o o 382.744.000] 100 104,17 251.712.738| 65,77 100 | 10417 251.712.738| 65,77
Program Perluasan Kesempatan Kerja Program Perluasan Kesempatan Kerja
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin 20 LPTKS 27.319.000|Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin 20 LPTKS 27.319.000 57 285,00 15.585.152| 57,05 57 285,00 15.585.152| 57,05
Daerah Kabupaten/Kota
. Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan
Jumlah LPTKS dilakukan P d
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS umia . yang . fakukan Pengawasan dan 5 Lembaga 27.319.000|Pengendalian sesuai dengan Aturan yang 5 Lembaga 27.319.000 9 180,00 15.585.152| 57,05 9 180,00 15.585.152| 57,05
Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku
Berlaku
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja I;T:S'a nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja 1 Aplikasi 2.289.260.900 I;rls,::'a nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja 1 Aplikasi 2.289.260.900 1 100,00 2.000.680.060| 87,39 1 100,00 2.000.680.060| 87,39
i i
Pemellha_raan dan O_peras_lonal Aplikasi Jun'_\lah_Data dan !nformasn \_/ang D_|ha5|Ikan 1 Dokumen 33.280.000 Jun?lah_Data dan !nforma5| \_/ang D.Ihasnkan 1 Dokumen 33.280.000 1 100,00 33.280.000| 100,00 1 100,00 33.280.000( 100,00
Informasi Pasar Kerja Online Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang
R . ! _g 50000 Orang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem 50000 Orang 10.185 20,37 10185 20,37
pelayanan dan Penvediaan Informasi Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online onli
yanan dan Feny 798.228.000 ~n 798.228.000 766.195.175| 95,99 766.195.175| 95,99
Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang
Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online 0 Orang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem 0 Orang 0 0,00 0 0,00
(KarirHub) Online (KarirHub)
Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 1000 Orang 1.457.752.900 | UmIah Pencari Kerja yang Mendapatkan 1000 Orang 1.457.752.900| 153 15,30 1.201.204.885| 8240 | 153 15,30 1.201.204.885| 82,40
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
P han RPTKA Perp yang Tidak
r?’ . Jumiah Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya 40 Orang 72.040.000|Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya 40 Orang 72.040.000 74 185,00 53.061.284| 73,66 74 185,00 53.061.284( 73,66
TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan
RPTKA yang tidak Mengandung Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya 40 Orang Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya 40 Orang 74 185,00 0 0,00
Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan 72.040.000 72.040.000 53.061.284| 73,66 53.061.284( 73,66
Lokasi Kerja dalam 1 {satu) Daerah Jumlah TKA telah Mendapatkan P h Jumlah TKA telah Mendapatk:
Provinsi umlal yang telah Mendapatkan Pengesahan 0Orang umlal yang telah Mendapatkan 0 Orang 0 0,00 74 185,00
RPTKA Pengesahan RPTKA
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Sasaran:3.1 pemerintah
Badan Pendapatan Daerah
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi 777 Wajib
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN  |Kalti e B yane bere 777 Wajib Pajak di Kalti e Byene berep Paj kJ 520 66,92 520 | 6692
DAERAH Pa 'mt - — 1.292.370.000 P' a ';" - — aja 1.187.370.000 1.126.641.699 | 87,18 1.126.641.699| 94,89
ersentase tercapainya target dana ersentase tercapainya target dana
painya targ 100 Persen painya targ 100 Persen 7478 | 74,78 7478 | 7478

perimbangan dan dana transfer lainnya

perimbangan dan dana transfer lainnya




Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan

Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan

Koordinasi dan Pengelolaan 1.75 Triliun 1.75 Triliun
Perbe:\ dal"araan Dagerah kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, DID, | " i;r']“ 554.520.000| kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, o i;r']” 449520000 | 1,869 | 106,80 407.847.759 | 7355 | 1,869 | 106,80 407.847.759| 90,73
Bankeu, DAU, DAK P DID, Bankeu, DAU, DAK P
Kf)ordmAaSI'AFaSI“taSIf _ASISte?SI'A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitorin, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi
dan Evaluasi Pengelolaan Dana ' et . & 4 Dokumen 554.520.000 ) o P g 4 Dokumen 449.520.000 4 100,00 407.847.759 73,55 4 100,00 407.847.759| 90,73
. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer ) . .
Lainnya dan Dana Transfer Lainnya Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Penunjang Urusan Kewenangan Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak 3.53 Trlllun 737.850.000 Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak 3.525 Trlllun 737.850.000 9,286 263,06 718.793.940 | 97,42 9,286 263,43 718.793.940| 97,42
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Rupiah Daerah Rupiah
Pengelqlaan Dana Bagi Hasil JumAIah Laponian Hasil Pengelolaan Dana Bagi 4 Laporan 737.850.000 Junﬂah Lfaporav H?SI| Pengelolaan Dana 4 Laporan 737.850.000 2 100,00 718.793.940 97,42 2 100,00 718.793.940| 97,42
Provinsi Hasil Provinsi Bagi Hasil Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN | Persentase tercapainya target pendapatan 100 Persen 17.046.409.700| " CTSeNtase tercapainya target pendapatan | ;0 o (o 16.127.071.800 | 117,72 | 117,72 14.565.568.846 | 8545 |117,72| 117,72 14.565.568.846| 90,32
DAERAH asli daerah asli daerah
oot — ~ — —
g 1 Peng 1 Pendapatan Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain 6.84T!'|I|un 17.046.409.700 Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain 6.849 Trlllun 16.127.071.800 10,55 154,24 14.565.568.846 | 8545 | 10,562 | 15421 14.565.568.846| 90,32
Daerah PAD yang sah Rupiah PAD yang sah Rupiah
Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak 2 Dokumen 610.180.000 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 2 Dokumen 530.980.000 2 100,00 442.478.463 72,52 2 100,00 442.478.463| 8333
Daerah Daerah Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 1 Dokumen 1 100,00 1 100,00
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Tormian L ’ b Paakd h 700.000.000 Tomiah L ’ b Paak 602.200.000 449.326.126 64,19 449.326.126| 74,61
. umlah Laporan Pengembangan Pajak daera umlah Laporan Pengembangan Paja
Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 100,00 1 100,00
) dan Kebijakan Pajak Daerah P daerah dan Kebijakan Pajak Daerah P
Jumlah L Pelak: P luhan d Jumlah L Pelak: P luh
Penyuluhan dan Penyebarluasan Pum ab a|poran Kel?"sznaaPn' T(”[\)/U \ En " 9 Laporan dum: aiorfl’” ; aKsabr?:aakn T’nYukuDan h 9 Laporan 9 100,00 9 100,00
v ; v enyebariuasan febljakan Fajak Laera 636.820,000| 2" " enyepariuasan Kebijakan Pajak Daera 636.820.000 433899381 | 68,14 433.899.381| 68,14
Kebijakan Pajak Daerah n
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan
i, L 9 Laporan - _ _ _
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Pengolahan, Pemeliharaan, dan . . . .
. . Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 3 Laporan 5.776.009.700| Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 3 Laporan 5.578.009.700 3 100,00 5.385.539.214 | 93,24 3 100,00 5.385.539.214| 96,55
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah X X
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 1.200.000.000 [Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 961.800.000 12 100,00 864.066.015 72,01 12 100,00 864.066.015| 89,84
Pelayanan dan Konsultasi Pajak  Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah 2 Laporan 6.123.400,000 | UM!ah Laporan Permasalahan yang Telah 2 Laporan 6.255.862.100 3 150,00 5.667.639.600 | 92,56 3 150,00 5.667.639.600| 90,60
Daerah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti
- e Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan
Penelitian dan Verifikasi Data L ey . - e
Pelanoran Paiak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak| 4 Dokumen 400.000.000 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 4 Dokumen 303.400.000 4 100,00 281.851.502 70,46 4 100,00 281.851.502| 92,90
P | Daerah Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah 5 Dokumen 400.000.000|*M!ah Dokumen Keberatan yang Telah 5 Dokumen 214.000.000 5 100,00 192.012.060 | 48,00 5 | 10000 192.012.060| 89,73
Daerah Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
. . . . 1 Dokumen
pengendalian. Pemeriksaan dan Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan 1 Dokumen LHP Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan LHP 1 100,00 1 100,00
& . 800.000.000 644.000.000 558.855.915 69,86 558.855.915| 86,78
Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
. 9 Laporan . 9 Laporan 9 100,00 9 100,00
Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah L Hasil Pembi d Jumlah L Hasil Pembi d
Pengelolaan Pajak Daerah dan urmiah taporan Hast Fembinaan can 9 Laporan 400.000.000| /A" Haporan Rasti Fembinaan dan 9 Laporan 400.000.000 | 9 100,00 289.900.570 | 7248 | 9 | 100,00 289.900.570| 72,48
R Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas 5% 1.671.425.175| " ereentase pertumbuhan nilai ekspor non migas 5% 1.671.425.175| 25 -501,80 1.627.880.804| 97,39 | -2509 [ 0,00 1.627.880.804| 97,39
dan non batubara dan non batubara
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yan: Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yan:
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada P P yang 2 orang 1.671.425.175 P P yang 2 orang 1.671.425.175 3 150,00 1.627.880.804| 97,39 3 150,00 1.627.880.804| 97,39
) . Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang) Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)
lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi 2 Pelaku Usaha 1.309.981.875 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi 3 Pelaku Usaha 1.309.981.875 2 200,00 1.268.012.075| 96,80 4 200,00 1.268.012.075| 96,80

Unggulan

Dagang Produk Ekspor Unggulan

Dagang Produk Ekspor Unggulan




Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 50 pelaku usaha 361.443.300|Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 50 pelaku usaha 361.443.300 55 110,00 359.868.729( 99,56 55 110,00 359.868.729| 99,56
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PERENCANAAN DAN Jumiah Industri Pengolahan Non Migas dan Non 3industri 1.958.,039.00p| UmI2h Industri Pengolahan Non Migas dan Non | 5\ 1. 1.958.039.000 4 133,33 1.929.378.779| 98,54 4 13333 1.929.378.779| 98,54
PEMBANGUNAN INDUSTRI Batubara di kawasan peruntukan industri Batubara di kawasan peruntukan industri
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan 5 Dokumen 1.958.039.000| Um!ah pelaksanaan rencana pembangunan 5 Dokumen 1.958.039.000 5 100,00 1.929.378.779| 98,54 5 100,00 1.929.378.779| 98,54
Rencana Pemk Industri Provinsi industri provinsi industri provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatanl, 3 Dokumen 295.608.500 dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatanl, 3 Dokumen 295.608.500 3 100,00 285.371.580 9654 3 100,00 285.371.580| 96,54
Pengembangan, Penyebaran dan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
Perwilayahan Industri Industri Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,
Pelaksanaan Pembangunan Sumber dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 1 Dokumen 112.890.000|dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 1 Dokumen 112.890.000 1 100,00 110.217.400( 97,63 1 100,00 110.217.400| 97,63
Daya Industri Industri Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 5 Dokumen 1.413.148.500|dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 5 Dokumen 1.413.148.500 5 100,00 1.401.171.321| 99,15 5 100,00 1.401.171.321| 99,15
dan Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat
Evaluasi terhadap Pela‘ksanaan Rencana [Jumlah Dokumen Evalyasn Pelaksanaan Rencana 1 Dokumen 136.392.000 Jumlah Dokumen Evalyasn Pelaksanaan Rencana 1 Dokumen 136.392.000 1 100,00 132.618.478| 97,23 1 100,00 132618478 97,23
Pembangunan Industri Pembangunan Industri Pembangunan Industri
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Persentase Pemenuhan K(_et_)utuhan Benih 2% Persentase Pemenuhan K(_ek_)utuhan Benih 82 % 110,21 134,40 11021 | 13440
Sumber TPH yang Bersertifikat Sumber TPH yang Bersertifikat
Jumlah produksi padi 289846 Ton Jumlah produksi padi 289846 Ton 215290 74,28 215290| 74,28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN i i
Jumiah legalitas tanaman pangan & 42.247.243.130| UM12h legalitas tanaman pangan & 40.995.420.630 39.249.999.706 | 92,91 39.249.999.706| 95,74
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  hortikultura yang terawasi serta jumlah 249 Jumlah hortikultura yang terawasi serta jumlah 249 Jumlah 285 114,46 285 114,46
varietas daerah yang di indentifikasi varietas daerah yang di indentifikasi
Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk 50 Kali Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk 50 Kali 50 100,00 50 100,00
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura 292383 Ton Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura 292383 Ton 352160,5 120,44 352161 120,44
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian [ cringkatan Produktivitas Padi 3.7 Ton 42.247.243.130 [Lroduktivitas Tanaman Hortikultura 3.7 Ton 40.995.420.630 |—>° 97,30 39.249.999.706 | 92,01 |—>6 1 9730 39.249.999.706| 95,74
Produktivitas Tanaman Hortikultura 22.19Ton Produktivitas Tanaman Hortikultura 22.37 Ton 22,39 100,90 22,39 100,09
Pengawasan Sebaran Pupuk, Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan
Pestisida, Alsintan, dan Sarana Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana 2 laporan 40.693.155.880 | Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan 2 laporan 39.441.333.380 2 100,00 37.736.601.028 92,73 2 100,00 37.736.601.028| 95,68
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Sarana Pendukung Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Peredaran Sarana ) 2 dokumen 1.554.087.250 . 2 dokumen 1.554.087.250 2 100,00 1.513.398.678 | 97,38 2 100,00 1.513.398.678( 97,38
. Pengawasan Peredaran Sarana Petanian Pengawasan Peredaran Sarana Petanian
Pertanian
\L{uas I;I;arTl!(teI?mpokTaananaman Pangan 8500 Ha \L(uas I;?arflf(teln?mpokTaananaman Pangan 8500 Ha 2500 100,00 8500 100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN ang ifasTitas] ang Difastitas]
PENGEMBANGAN PRASARANA Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara 1 Unit 2.802.118.570|Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara 1 Unit 2.802.118.570 1 100,00 2.644.699.914 | 94,38 1 100,00 2.644.699.914| 94,38
PERTANIAN Jumlah Fasilitas P b: Si Jumlah Fasilitas P b: Si
umla _ asili a§ engembangan Sarana 7 Unit umla _ asili a§ engembangan Sarana 7 Unit 7 100,00 7 100,00
Pertanian Hortikultura Pertanian Hortikultura
iumlah kel. tani yang menerima bantuan 228 Kel Tani Jtumlah kel. tani yang menerima bantuan 228 Kel Tani 228 100,00 228 100,00
Penataan Prasarana Pertanian Ja"a‘lm:rk‘ ‘l’i"gf"“ —— 2.802.118.570 Ja”alm:'k‘ "l’at”g?" — 2.802.118.570 2.644.699.914 | 94,38 2.644.699.914| 94,38
um‘a el.tani yang menerima fasilitasi 7 Kel.Tani um‘a el.tani yang menerima fasilitasi 7 Kel Tani 7 100,00 7 100,00
hortikultura hortikultura
Perencanaan Pengembangan Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana
Prasarana, Kawasan dan Komoditas g & X ! 2 Dokumen 798.431.500 g s . ! 2 Dokumen 798.431.500 2 100,00 672.666.784 | 84,25 2 100,00 672.666.784| 84,25
i Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian
Pertanian
Pengendalian dan Pemanfaatan Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan
Prasarana, Kawasan dan Komoditas e 2 dokumen 1.499.792.370|Prasarana Kawasan dan Komoditas 2 dokumen 1.499.792.370 2 100,00 1.483.257.630 98,90 2 100,00 1.483.257.630| 98,90

Pertanian

Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian

Pertanian




Koordinasi, Sinkronisasi dan

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pengelolaan Jalan K 2 dokumen 137.173.100 X 2 dokumen 137.173.100 2 100,00 135.645.500 | 98,89 2 100,00 135.645.500| 98,89
A Pengelolaan Jalan Usaha Tani Pengelolaan Jalan Usaha Tani
Usaha Tani
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan |Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha 2 dokumen 133.321.600(Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat 2 dokumen 133.321.600 2 100,00 119.961.000 89,98 2 100,00 119.961.000| 89,98
Irigasi di Tingkat Usaha Tani Tani Usaha Tani
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Penataan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penataan Prasarana Pendukung ! . . 2 laporan 233.400.000 | Penataan Prasarana Pendukung Pertanian 2 laporan 233.400.000 2 100,00 233.169.000 99,90 2 100,00 233.169.000| 99,90
. . Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya .
Pertanian Lainnya Lainnya
Jumlah Kel.embaga?a!w Petani berbasis 4 Lembaga Jumlah Kel_embaga.a_n Petani berbasis 4 Lembaga 4 100,00 2 100,00
Koorporasi yang dibina Koorporasi yang dibina
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN a1 5.445.100.400 441 5.445.100.400 5.374.904.520 | 98,71 5.374.904.520| 98,71
Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina Orang/Lembaga Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina Orang/;_embag 546 123,81 546 123,81
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan |Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan | /oo oo 1.222.086.850|*“™'2h penyuluh yang mendapat 456 Orang 1.222.086.850 | 456 100,00 1.193.043.441 | 97,62 | 456 | 100,00 1193.043.441| 97,62
Pertanian dan diklat pembinaan dan diklat
. Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah
Pengembangan Kompetensi Penyuluh L . I .
Pertanian ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi 150 orang 1.222.086.850 | Mengikuti Pengembangan Kompetensi 150 orang 1.222.086.850 210 140,00 1.193.043.441 97,62 210 140,00 1.193.043.441| 97,62
melalui Pendidikan dan Pelatihan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan | Jumlah petani yang menerapkan teknologi 291 Orang 3.291.085.750|"UmIah petani yang menerapkan teknologi | o) (0 3.291.085.750 | 336 115,46 3.254.114.097 | 98,88 | 336 | 11546 3.254.114.097| 98,38
Pertanian pertanian pertanian
D|sem|n§5| Informas'l Teknlsf Sosial, [Jumlah I?lsemlna5| Ir'1formas'| Teknis, Sosial, 1 dokumen 2.727.317.100 Jumlah I?lsemlna5| Ir'1formas'| Teknis, Sosial, 1 dokumen 2.727.317.100 1 100,00 2.705.123.865 99,19 1 100,00 2.705.123.865| 99,19
Ekonomi dan Inovasi Pertanian Ekonomi dan Inovasi Pertanian Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan dan Jumiah Kelompok Petani yang Mendapat 7 kelompok 563.768.650| "Um!ah Kelompok Petani yang Mendapat 7 kelompok 563.768.650 7 100,00 548.990.232 | 97,38 7 100,00 548.990.232| 97,38
Pemberdayaan Petani Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan [Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yan, Jumlah kelembagaan dan sekolah lapan
gemBangan hapasit & . & PANEYang| g unit 931.927.800[ """ & pang 6 Unit 931.927.800 | 6 100,00 927.746.982 | 9955 | 6 | 100,00 927.746.982| 99,55
Ekonomi Petani Berbasis Kawasan dilaksanakan yang dilaksanakan
Pembentukan dan Pengu'atan _ Jumlah Ko?rpora5| Petani yang Dibentuk dan 1 unit 773.300.200 Jumlah Koorpo_ra5| Petani yang Dibentuk 1 unit 773.300.200 1 100,00 771.597.732 | 99,78 1 100,00 771597.732| 9978
Kelembagaan Koorporasi Petani Beroperasi dan Beroperasi
Pembentukan dan Penyelengg:araan Jumlah Sekolah Lapang Kellompok Tani yang 3 unit 158.627.600 Jumlah Sekolah Lapang Kglompok Tani yang 3 unit 158.627.600 3 100,00 156149250 | 98,44 3 100,00 156.149.250| 98,44
Sekolah Lapang Kelompok Tani Terbentuk dan Beroperasi Terbentuk dan Beroperasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Angka Kelahiran Sapi 22% 13.042.871.695|Angka Kelahiran Sapi 22% 12.942.071.695 22 100,27 12.422.896.770| 95,25 22 100,27 12.422.896.770| 95,99
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian |21 Unit usaha yang memasarkan produk hasil | -\, Lo 1.601.789.140 | UmIah unit usaha yang memasarkan produk 76 Unit Usaha 1.601.789.140| 76 100,00 1.536.249.216| 9591 76 100,00 1.536.249.216| 95,91
peternakan hasil peternakan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, |Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran
Alsintan, dan Sarana Pendukung Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung 2 Laporan 537.680.240(Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana 2 Laporan 537.680.240 2 100,00 524.037.512 97,46 2 100,00 524.037.512| 97,46
Pertanian Pertanian Pendukung Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumiah Koordinasi dan Sinkronisasi P Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi P
Pengawasan Peredaran Sarana umah Roordinasi dan sinkronisasi Fengawasan 1 Dokumen 1.064.108.900 ™" foordinasi dan SinkronisasiFengawasan |y oy man 1.064.108.900 1 100,00 1.012.211.704| 95,12 1 100,00 1.012.211.704| 9512
R Peredaran Sarana Pertanian Peredaran Sarana Pertanian
Pertanian
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Calving Interval 16.5 Bulan 2.628.917.200(Calving Interval 16.5 Bulan 2.607.917.200 16 96,67 2.531.121.346 96,28 16 96,67 2.531.121.346( 97,06
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Peningkatan . . ) L . )
Produksi BenihyBibit Ternak dan Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 1 Dokumen 1.088.679.500|Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 1 Dokumen 1.088.679.500 1 100,00 1.075.735.300| 98,81 1 100,00 1.075.735.300| 98,81
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, o o
L Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak  |Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 2 Laporan 1.004.721.500|Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 2 Laporan 983.721.500 2 100,00 926.027.980| 92,17 2 100,00 926.027.980| 94,14

Pakan, serta Pakan Kewenangan
Provinsi

Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi




Pengembangan Kapasitas Petugas
Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan

Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan

Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta

o I 20 Orang 535.516.200 o - 20 Orang 535.516.200 20 100,00 529.358.066| 98,85 20 100,00 529.358.066( 98,85
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, [Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti
serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas
P dalian dan P Penyedi:
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yan Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yan;
ih/Bibi Y P udanpakanyang | 44 sampel 573.592.000 " P U danpakanyangl 44 sampel 573.592.000] 40 100,00 568.588.387| 99,13 40 100,00 568.588.387| 99,13
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan memenuhi standar mutu memenuhi standar mutu
Kewenangan Provinsi
Pengendalian Penyediaan dan Produksi |Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan [Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang 1 Laporan 349.000.000Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang 1 Laporan 349.000.000 1 100,00 346.448.085 99,27 1 100,00 346.448.085| 99,27
Ternak Diproduksi Diproduksi
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, 100000 Ton 224.592.000 Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan 100000 Ton 224.592.000] 100.000 100,00 222.140.302 98,91 100.000 100,00 222.140.302| 98,01
Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Pakan yang Beredar Pakan, Pakan yang Beredar
Py P H; i lah | h hi lah | h hi
engawasan Peredaran Obat Hewan di Jumiah sampel obat hewan yang memenuhi 13 Sampel 681,241,555 UmIah sampel obat hewan yang memenuhi 13 Sampel 681.241.555| 13 100,00 616.760.798| 90,53 13 100,00 616.760.798| 90,53
Tingkat Distributor persyaratan mutu persyaratan mutu
P ik Mutu, Khasiat d Jumlah P ik Mutu, Khasiat d Jumlah P ik Mutu, Khasiat d
emeriksaan Mutu, Fhasiat can umiah Femerisaan Mutu, fhasiat dan 2 Laporan 387.679.600[ o - emertisaan Mutu, Ehasiat dan 2 Laporan 387.679.600| 2 100,00 346.556.731| 89,39 2 100,00 346.556.731| 89,39
Keamanan Peredaran Obat Hewan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Keamanan Obat Hewan yang Beredar
Penindakan Atas Penyimpangan Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Jumiah Penyimpangan Penyediaan dan
) vimpang vimp g v ) 165 Kasus 293.561.955Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan 165 Kasus 293.561.955 4 197,58 270.204.067 92,04 4 197,58 270.204.067| 92,04
Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan [Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan 3
Penindakan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan
Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Jumlah kelompok penerima ternak 43 Kelompok 7.557.331.800|Jumlah kelompok penerima ternak 43 Kelompok 7.477.531.800 43 100,00 7.170.177.023| 94,88 43 100,00 7.170.177.023| 95,89
Provinsi Lain
Pengadaan Benih/Bibit Temak yang |Jumlah Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari 1568 Ekor 7.557.331.800| UmIah Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari | (o0 7.477.531.800| 1.568 100,00 7.170.177.023| 94,88 | 1568 | 100,00 7.170.177.023| 95,89
Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Daerah Provinsi Lain Daerah Provinsi Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Jumlah Miniranch yang teregister 30 Unit 5.309.353.900(Jumlah Miniranch yang teregister 30 Unit 5.309.353.900 30 100,00 5.288.661.726| 99,61 30 100,00 5.288.661.726( 99,61
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Penataan Prasarana Pertanian Jumlah miniranch sapi potong 30 Unit 5.309.353.900[Jumlah miniranch sapi potong 30 Unit 5.309.353.900 30 100,00 5.288.661.726| 99,61 30 100,00 5.288.661.726( 99,61
Perencanaan Penge@bangan Pr.asarana, Jumlah Rencana Pengembangary Prasarana, 1 Dokumen 5.309.353.900 Jumlah Rencana Pengembangary Prasarana, 1 Dokumen 5.309.353.900 1 100,00 5.288.661.726 99,61 1 100,00 5.288.661.726| 99,61
Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian
Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 18313874.2!
06 Produksi komoditas perkebunan 18313874.25 Ton 7.122.478.500|Produksi komoditas perkebunan 83138 5 7.122.478.500( 20.801.100 113,58 6.851.745.460| 96,20 | #H#####H| 113,58 6.851.745.460( 96,20
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Ton
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Produktivitas komoditas perkebunan strategis 20.03 Ton/Ha 7.122.478.500|Produktivitas komoditas perkebunan strategis 20.03 Ton/Ha 7.122.478.500 17,05 85,12 6.851.745.460( 96,20 17,05 85,12 6.851.745.460| 96,20
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, |Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran
Alsintan, dan Sarana Pendukung Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung 1 Laporan 7.122.478.500| Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana 1 Laporan 7.122.478.500 1 100,00 6.851.745.460| 96,20 1 100,00 6.851.745.460( 96,20
Pertanian Pertanian Pendukung Pertanian
Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN P ky b g P 30 Kelompok/Ha P ;:/ b 8 P 30 Kelompok/Ha 33 110,00 33 110,00
Bantuan Prasarana Perkebunan 9.053.510.000 | Bantuan Prasarana Perkebunan 9.053.510.000 8.324.913.700| 91,95 8.324.913.700| 91,95
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ) )
Luas Kebun yang dibangun 1500674 ha Luas Kebun yang dibangun 1500674 Ha 1.497.368 99,78 HiHHHHHE 99,78
Penataan Prasarana Pertanian Jumlah luas kebun yang diperluas 745 Ha 9.053.510.000|Jumlah luas kebun yang diperluas 745 Ha 9.053.510.000 745 100,00 8.324.913.700| 91,95 745 100,00 8.324.913.700( 91,95
Perencanaan Pengen}bangan Pr.asarana, Jumlah Rencana PengembangarT Prasarana, 1 Dokumen 9.053.510.000 Jumlah Rencana PengembangarT Prasarana, 1 Dokumen 0.053.510.000 1 100,00 8324913700 9195 1 100,00 8.324.913.700| 91,95
Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN 4.04Juta T 4.04 Juta T
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan uta ton 5.081.550.200|Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan uta ton 5.081.550.200| 8,59 212,62 5.000.043.084| 9840 | 859 | 21262 5.000.043.084| 98,40
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN CO2eq CO2eq
dalian dan Penanggul Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi 137 Pelaku
) . L 88! Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha 137 Pelaku Usaha 5.081.550.200( Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha 5.081.550.200 176 128,47 5.000.043.084( 98,40 176 128,47 5.000.043.084| 98,40
Pertanian Provinsi Usaha
perkebunan perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim [Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim
(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 9317 Ha 3.197.288.488|Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 9317 Ha 3.197.288.488( 21.248 228,06 3.147.849.437| 98,45 21248 228,06 3.147.849.437| 98,45
dan Perkebunan yang Ditangani yang Ditangani
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan
Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman |Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman 150 Ha 1.884.261.712|Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha 150 Ha 1.884.261.712 430 286,67 1.852.193.647| 98,30 430 286,67 1.852.193.647| 98,30
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  |*UT!2h perusahaan yang mendapat sertifikat 35 Perusahaan 1.247.873.900|UmIan perusahaan yang mendapat sertifikat | oo o 1.247.873.900| 35 100,00 1.233.298.575| 98,83 35 100,00 1.233.298.575| 98,83

penilaian usaha perkebunan (PUP)

penilaian usaha perkebunan (PUP)




Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang

Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan

Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina

Kegiatan Usahanya dalam Daerah o 107 Perusahaan 1.247.873.900 o 107 Perusahaan 1.247.873.900 107 100,00 1.233.298.575 98,83 107 100,00 1.233.298.575| 98,83
dimitrakan dan dimitrakan
Kak /Kota
P?mblnaan dan Pfengawasan Penerapan Julmlahllzm Usaha Pertanian yang Dibina dan 1 Laporan 1.247.873.900 thmlah‘lzm Usaha Pertanian yang Dibina dan 1 Laporan 1.247.873.900 1 100,00 1.233.298.575| 98,83 1 100,00 1.233.208.575| 98,83
Izin Usaha Pertanian Diawasi Diawasi
Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN " 1lembaga 4.002.247.100 " 1 lembaga 4.002.247.100 1 100,00 3.893.699.032 97,29 1 100,00 3.893.699.032| 97,29
yang dibentuk yang dibentuk
JeneEr T Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis 50 Orang 908.093.300|'U!ah SDM Petugas Lapang dan Teknis 50 Orang 908.093.300] 50 100,00 868.622.100 95,65 50 100,00 868.622.100| 95,65
Pertanian Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya
pengembangan Kompetensi Penyuluh Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah
8 . 8 P v Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui 45 Orang 908.093.300| Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui 45 Orang 908.093.300 45 100,00 868.622.100| 95,65 45 100,00 868.622.100| 95,65
Pertanian ASN L . o "
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan 1 Unit Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan 1 Unit 1 100,00 31 100,00
Pengevrlbangan Penerapan Penyuluhan J\fmlah kC{mOdltaS ulnggulan yang siap 7 Unit 1.754.478.800 JL'JmIah kCTmOdItES ulnggulan yang siap 7 Unit 1.754.478.800 7 100,00 1.732.505.223| 98,75 7 100,00 1.732.595.223| 9875
Pertanian dipromosikan dan dipasarkan dipromosikan dan dipasarkan
Jumlah Kelo.mpok tani yang dikembangkan 31KT Jumlah Kelo.mpok tani yang dikembangkan 31KT 31 100,00 31 100,00
kompetensinya kompetensinya
Dlsemln?5| InformaS{ Teknls,} Sosial, Jumlah [l)lsemmam Irfformas! Teknis, Sosial, 1 Dokumen 1.045.361.800 Jumlah I?lsemmasn IrTformaS{ Teknis, Sosial, 1 Dokumen 1.045.361.800 1 100,00 1.035.124.123| 99,02 1 100,00 1.035.124.123| 99,02
Ekonomi dan Inovasi Pertanian Ekonomi dan Inovasi Pertanian Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan dan Jumiah Kelompok Petani yang Mendapat 10 Kelompok 709.117.000 | um!ah Kelompok Petani yang Mendapat 10 Kelompok 709.117.000| 10 100,00 697.471.100| 98,36 10 100,00 697.471.100| 98,36
Pemberdayaan Petani Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Jumlah lemb k i pekeb
5 K " I Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk 20 Lembaga du: at :m 383 ekonomi pekebun yang 20 Lembaga 20 100,00 6 150,00
;konomi petani Berbasis Kawasan JE—— re— — - 1.339.675.0001% el"h“k | e — 1.339.675.000 1.292.481.709| 96,48 1.292.481.709| 96,48
umlah kelompok tani yang produknya memenuhi KT Jumlal e.ompo tani yang produknya AKT 6 150,00 20 100,00
SNI memenuhi SNI
Pembentukan dan PengL.Jatan ) Jumlah KOerporaS| Petani yang Dibentuk dan 1 Unit 268.020.500 Jumlah Ko}orporam Petani yang Dibentuk dan 1 Unit 268.020.500 1 100,00 248.194.300| 92,60 1 100,00 248.194.300| 92,60
Kelembagaan Koorporasi Petani Beroperasi Beroperasi
Pendampingan Manajemen Koorporasi [Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi
R X 1 Laporan 748.248.000 . 1 Laporan 748.248.000 1 100,00 736.980.366( 98,49 1 100,00 736.980.366| 98,49
Petani Petani Petani
Penlla.lan Kelayakan da.n Stanc?ansay Jumlah Koor}por‘a5| Petlanl yang Dinilai Kelayakan 1 Unit 157.289.900 Jumlah Koor.porla5| Petlanl yang Dinilai Kelayakan 1 Unit 157.289.900 1 100,00 149.786.443| 9523 1 100,00 149.786.443| 9523
Manajemen Koorporasi Petani dan Standarisasi Manajemennya dan Standarisasi Manajemennya
Pembentukan dan Penyelenggaraan |Jumiah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang 1 Unit 166.116.600|'u™12h Sekolah Lapang Kelompok Tani yang 1 Unit 166.116.600 1 100,00 157.520.600| 94,83 1 100,00 157.520.600| 94,83
Sekolah Lapang Kelompok Tani Terbentuk dan Beroperasi Terbentuk dan Beroperasi
Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN L K K i ditat: L Ki K i ditat:
0 GELO » |tuasanfawasan fonservast yang cltata 297805.90 Ha 6.492.268.400| 252N hawasan fonservast yang citata 297805.90 Ha 6.492.268.400 | #taat | 98,40 6.225.211.732 | 95,80 |#uanans 98,40 6.225.211.732| 95,89
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL menuju pengelolaan yang efektif menuju pengelolaan yang efektif
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan [Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai
1 Kawasan 3.236.867.000 1 Kawasan 3.236.867.000 1 100,00 3.177.882.422 | 98,18 1 100,00 3.177.882.422| 98,18
12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi W Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi W
Penyusunan dan Penetapan Rencana|Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Perairan Pesisir pada RTRW 1 Dokumen 620.000.000 | Perairan Pesisir pada RTRW 1 Dokumen 620.000.000 1 100,00 573.230.111 92,46 1 100,00 573.230.111| 92,46
Pulau Kecil Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
Pengelolaan Kawasan Konservasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pula Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah
fay ! ulaufuiau ot W \servasi ai Witay "SIl 289531.2 Ha 1.617.493.200| %2 faw nservast i tilay 289531.2 Ha 1.617.493.200 | 289531,2| 100,00 1.613.074.968 | 99,73 |289531| 100,00 1.613.074.968| 99,73
Kecil Berdasarkan Penetapan dari dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola
Pemerintah Pusat
Rehabilitasi Wilayah ‘Peralran Pesisir |Luasan W!Iayah Pe.ralran'P-emslr dan Pulau- 25 Ha 622.280.000 Luasan W!Iayah Pe‘ralran'F‘-‘es@r dan Pulau- 25 Ha 622.280.000 25 100,00 617.267.500 99,19 25 100,00 617.267.500| 99,19
dan Pulau- Pulau Kecil Pulau Kecil yang Direhabilitasi Pulau Kecil yang Direhabilitasi
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau
- " - Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir . . - o . -
Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi 90 Orang 377.093.800| Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi 90 Orang 377.093.800 90 100,00 374.309.843 99,26 90 100,00 374.309.843| 99,26

dan Pulau- Pulau Kecil

Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau
Kecil

Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau
Kecil




Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang

Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang

di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas |Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas 4 |zin 1.337.344.200(Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan 4 |zin 1.337.344.200 4 100,00 1.303.377.739 97,46 4 100,00 1.303.377.739| 97,46
Bumi Bumi Gas Bumi
Penetapan Persyaratan dan Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan
Pljosedur Penerbitan Izin Loka§| dan |Prosedur Penerbitan Perizinan Beru-saha 2 Rekomendasi 255.000.000 Prosedur Penerbitan Perizinan Beru§aha 2 Rekomendasi 255.000.000 2 100,00 247.012.176 | 96,87 2 100,00 247.012.176| 96,87
1zin Pengelolaan Ruang Laut di Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi
Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan
Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Jumlah Rekomendasi Perizinan
Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan 1 Rekomendasi 385.000.000| Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat |1 Rekomendasi 385.000.000 1 100,00 376.264.914 | 97,73 1 100,00 376.264.914( 97,73
12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi |Tradisional yang Diterbitkan Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan
bagi Masyarakat Lokal dan
Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam
Pelaksanaan Reklamasi di Perairan |Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir 1 Rekomendasi 100.000.000| Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir 1 Rekomendasi 100.000.000 1 100,00 95.016.607 95,02 1 100,00 95.016.607( 95,02
Pesisir yang Diterbitkan yang Diterbitkan
Pencatatan dan Pengadministrasian . . . . . . . .
lah Izin Lokasi P dal lah Izin Lokasi P dal t
lzin Lokasi Perairan dalam Sistem |21 12in Lokasi Perairan dalam Sistem 1 Dokumen 597.344.200 |2 12in Lokasi Perairan dalam Sistem 1 Dokumen 507.344.200 | 1 100,00 585.084.042 | 9795 | 1 | 100,00 585.084.042| 97,95
Kadaster Laut Kadaster Laut
Kadaster Laut
Pemberdayaan IYIasyarakat Pesisir dan Junfla‘th Pemberdayaan KeIoTnpOk Masyarakat [ 13 Kelompok 1.918.057.200 Jumlah Pemberqa-yaan Kelompok . 13 Kelompok 1.918.057.200 13 100,00 1743951571 | 90,92 13 100,00 1743.951571| 90,92
Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masyarakat
Pengembangan Kapasitas L. .
Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau
Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau N v . K 60 Orang 120.607.000 . ¥ ) . 60 Orang 120.607.000 60 100,00 114.952.000 95,31 60 100,00 114.952.000| 95,31
Kecil Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
Penguatan dan Pengembangan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti :\:::a::(uKzlgznpzl;lt:I:SJ:r:a::: y:r:ian an
Kelembagaan Masyarakat Pesisir Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan 8 Kelompok 481.214.000 8 8 g & 8 Kelompok 481.214.000 8 100,00 378.714.400 | 78,70 8 100,00 378.714.400( 78,70
i L A Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-
dan Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 8
Pulau Kecil
Pelibatan M kat dal
etibatan NMasyarakat dalam Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam
Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pelaksanaan, dan Pengawasan v o ! 180 Orang 665.840.000 v T ! 180 Orang 665.840.000 180 100,00 655.557.319 98,46 180 100,00 655.557.319| 98,46
L Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau R .
A Pulau Kecil Pulau Kecil
Kecil
Pemberian Pendampingan, Jumlah kelompok Masyarakat yang Jumlah kelompok Masyarakat yang
Kemudahanan Akses llmu memperoleh Pendampingan, Kemudahanan memperoleh Pendampingan, Kemudahanan
Pengetahuan, Teknologi dan Akses llmu Pengetahuan, Teknologi dan 5 Kelompok 650.396.200|Akses lImu Pengetahuan, Teknologi dan 5 Kelompok 650.396.200 5 100,00 594.727.852 | 91,44 5 100,00 594.727.852| 91,44
Informasi, Serta Penyelenggaraan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
ENGEL E
:igg::PM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 182730 ton 36.610.615.500|Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 182730 ton 30.909.715.500 | 182946 100,12 27.353.647.505 74,72 | 182946 100,12 27.353.647.505| 88,50
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Jumlah Pengelolaan Penangkapan lkan di 3 Kegiatan 15.992.324,000 | um!ah Pengelolaan Penangkapan Ikan di 3 Kegiatan 10.291.424.000 3 100,00 8.893.236.660 | 55,61 3 100,00 8.893.236.660| 86,41
Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
. . Jumlah data dan Informasi Sumber Daya lkan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya
Penyediaan Data dan Informasi o R g .
Sumber Dava lkan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 1 Dokumen 223.619.000|Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai 1 Dokumen 223.619.000 1 100,00 216.736.651 | 96,92 1 100,00 216.736.651| 96,92
v 12 Mil dengan 12 Mil
— . Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Penjaminan Ketersediaan Sarana o | . I, . .
R yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 76 Unit 15.768.705.000|yang Tersedia di Wilayah Laut sampai 76 Unit 10.067.805.000 76 100,00 8.676.500.009 | 55,02 76 100,00 8.676.500.009| 86,18
Usaha Perikanan Tangkap . ,
12 Mil dengan 12 Mil
Pengelolaan Penangkapan lkan di Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
dan Genangan Air Lainnya yang dapat Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan 2 Kegiatan 939.826.000| Genangan Air Lainnya yang dapat 2 Kegiatan 939.826.000 2 100,00 883.867.357 94,05 2 100,00 883.867.357| 94,05

Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi

Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi




Penyediaan Data dan Informasi

Jumlah data dan Informasi Sumber Daya lkan

Jumlah data dan Informasi Sumber Daya

R, ) 1 Dokumen 238.894.000|lkan yang Tersedia di Wilayah Perairan 1 Dokumen 238.894.000 1 100,00 235.090.277 | 98,41 1 100,00 235.090.277| 98,41
Sumber Daya lkan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat Darat
Penjamlnén Ketersediaan Sarana Jumlah Sarar‘na QSaha Perlkanén Tangkap 12 Unit 700.932.000 Jumlah Sararna gsaha Perlkanén Tangkap 12 Unit 700.932.000 12 100,00 648.777.080 | 92,56 12 100,00 648.777.080| 92,56
Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap |Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan
untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas |Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukurandi | 175 Dokumen 673.378.500| Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran | 175 Dokumen 673.378.500 175 100,00 672.883.787 | 99,93 175 100,00 672.883.787| 99,93
10 GT sampai dengan 30 GT atas 10 GT sampai dengan 30 GT di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Penyediaan Data dan Informasi
Usaha Pell'lkanan Tangkap unFuk Jumlah Data dan Informasi Perlelnan Usaha 175 Dokumen 673.378.500 Jun?lah Data dan Informasi Perleman Usaha 175 Dokumen 673.378.500 175 100,00 672.883.787 | 99,03 175 100,00 672.883.787| 99,93
Kapal Perikanan Berukuran di atas | Perikanan Tangkap yang Tersedia Perikanan Tangkap yang Tersedia
10 GT sampai dengan 30 GT
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan [Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, |Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 800 Dokumen 1.596.255.000| & L2t Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 1 g0 b 4 e 1.596.255.000 | 800 100,00 1.591.434.684 | 99,70 | 800 | 100,00 1.591.434.684| 99,70
Genangan Air Lainnya yang dapat Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam | Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi (satu) Daerah Provinsi
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan
Perikanan Berukuran sampai dengan|Berukuran sampai dengan 10 GT yang 800 Dokumen 1.596.255.000 [ Berukuran sampai dengan 10 GT yang 800 Dokumen 1.596.255.000 800 100,00 1.591.434.684 | 99,70 800 100,00 1.591.434.684| 99,70
10 GT Diterbitkan Diterbitkan
Penetapan Lokasi Pembangunan serta . .
Jumlah Lokasi Pemb. t Jumlah Lokasi Pemb. t
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan umiah Lokasi Fembangunan serta 4 Lokasi 17.408.832.000| o -oKasiembangunan serta 4 Lokasi 17.408.832.000 | 4 100,00 15312225017 | 8796 | 4 | 100,00 15.312.225.017| 87,96
Provinsi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Penyediaan Sarana dan Prasarana |Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan 200 Unit 16.909.350,000 | UMIah Sarana dan Prasarana Pelabuhan 200 Unit 16.909.350.000 | 200 100,00 14.835.355.109 | 87,73 | 200 | 100,00 14.835.355.109| 87,73
Pelabuhan Perikanan Perikanan yang Tersedia Perikanan yang Tersedia
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan . . . .
dan Pengusahaan Pelabuhan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 5 Layanan 499.482.000| Fés! Pemerintahan dan Pengusahaan 5 Layanan 499.482000 | S 100,00 476.869.908 | 9547 | 5 | 100,00 476.869.908| 95,47
. Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana
Perikanan
:EODIG::YMA PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 178961 ton 7.273.735.065 |Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 178961 ton 7.273.735.065 | 179408 100,25 6.914.006.792 95,05 |179408| 100,25 6.914.006.792| 95,05
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang
Bidang Pembudidayaan lkan yang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut
Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil |Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak 3 Rekomendasi 167.000.000 [ Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak 3 Rekomendasi 167.000.000 3 100,00 162.723.511 | 97,44 3 100,00 162.723.511| 97,44
serta Tidak Menggunakan Modal Asing Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Menggunakan Modal Asing dan/atau
dan/atau Tenaga Kerja Asing Kerja Asing Tenaga Kerja Asing
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan JF’L:mIaQUF:e:o:fS::: Izienra/ar:ta: fiakr;n N
Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan 3 Rekomendasi 'ose ene K sahare 2 3 Rekomendasi 3 100,00 3 100,00
Penetapan Persyaratan dan X X X ) Bidang Pembudidayaan lkan yang
Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan lkan yang Diterbitkan Diterbitkan
. . . 167.000.000 167.000.000 162.723.511 97,44 162.723.511| 97,44
Perikanan Bidang Pembudidayaan . Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan
kan Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan P dur P bitan Perizi B h
Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha 0 Rekomendasi rose ur enerAl an Perizinan Berusaha 0 Rekomendasi 0 0,00 0 0,00
. . . . Bidang Pembudidayaan lkan yang
Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan ) >
Diterbitkan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut |21 Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan 10 Lokasi 7.106.735.065|"UmIah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan | ) o\ 1 7.106.735.065 | 10 100,00 6.751.283.281 | 9500 | 10 | 100,00 6.751.283.281| 95,00
Ikan di Laut Ikan di Laut
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan
Pembudidayaan lkan di Laut dan Ikan di Laut dan Lintas Daerah 1 Dokumen 235.615.000] Ikan di Laut dan Lintas Daerah 1 Dokumen 235.615.000 1 100,00 224.714.948 | 95,37 1 100,00 224.714.948( 95,37

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan di Air Payau
dan Air Tawar yang Penggunaan

Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air

Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air

e 4 Unit 4 Unit 4 100,00 4 100,00
Sumber Dayanya lebih Efisien Payau (HDPE) 1.993.822.890| P2Yau (HDPE) 1.993.822.890 1.970512.287 | 98,83 1.970.512.287| 98,83
Apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi dan/atau Manfaat atau
Dampak Negatifnya Lintas Daerah TomTah P P— Budidava A TormTah P Pearik Budidava A
Kabupaten/Kota umlah Prasarana Peri a‘nan udidaya Air 1 Unit umlah Prasarana Peri a‘nan udidaya Air 1 Unit 1 100,00 1 100,00
Payau (Tambak Ramah Lingkungan) Payau (Tambak Ramah Lingkungan)
Penjami Ket di S
enjaminan fetersediaan sarana |, 1o sarana Pembudidayaan lkan di Laut 3 Unit 694.698.450Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 3 Unit 694.698.450 3 100,00 684.251.447 | 98,50 3 100,00 684.251.447| 98,50
Pembudidayaan Ikan di Laut
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Jumlah Benih Perik Budidaya Air P Jumlah Benih Perik Budidaya Air P
Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang | U 2" Senin Perikanan Budidaya AirPayau. | - 3 5 0\ dakan umiah Benin Perikanan Budidaya Alr Payau | 34 by dakan 30 100,00 30 | 100,00
. |dan Air Tawar dan Air Tawar
Penggunaan Sumber Dayanya lebih
Efisien apabila dilakukan oleh 2.822.406.475 2.822.406.475 2.611.029.281 92,51 2.611.029.281| 92,51
Daerah Provinsi dan/atau Manfaat
tau D k Negatif Lint i i i i i i
atau Dampak Negatifnya Lintas Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau 5000 Benih Jumlah Sarar_‘na Perikanan Budidaya Air 5000 Benih 5000 100,00 5000 100,00
Daerah Kabupaten/Kota dan Air Tawar Payau dan Air Tawar
Jumlah Sarana Pel:lkanan Budidaya Air Payau 1 Unit Jumlah Sarana Perlkanar} Budidaya Air 1 Unit 1 100,00 1 100,00
(Tambak Ramah Lingkungan) Payau (Tambak Ramah Lingkungan)
Pengelolaan Kesehatan lkan dan . . " . .
Lingkungan Budidaya di Laut dan ;:':;ih Hasil lkan dan Lingkungan yang Teruii | o (o 475.999.800 #‘;’:ﬁg:ﬁ;' Ikan dan Lingkungan yang 70 Dokumen 475.999.800 | 70 100,00 453444700 | 9526 | 70 | 100,00 453.444.700| 95,26
Lintas Daerah Kabupaten/Kota )
Pembinaan dan Pemantauan
pembudidayaan lkan di Laut dandi |, o oo didaya 235 Orang 884.192.450|Jumlah Pembudidaya 235 Orang 884.192.450 | 235 100,00 807.330.618 | 91,31 | 235 | 100,00 807.330.618| 91,31
Kawasan Konservasi yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah 'Produk Olahan Hasﬂ Perikanan 4 Jenis 3.567.233.900 Jumlah 'Produk Olahan I-'IaS|I Perikanan 4 Jenis 2.774.633.900 4 100,00 2.602.040.608 | 75,47 4 100,00 2.602.040.608| 97,02
PEMASARAN HASIL PERIKANAN berkualitas (SNI) yang dipasarkan berkualitas (SNI) yang dipasarkan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Pgmasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan 2 Kegiatan 833.465.900 P‘emasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan 2 Kegiatan 833.465.900 5 100,00 817.994.896 | 98,14 2 100,00 817.994.896| 98,14
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) |Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
Daerah Provinsi Daerah Provinsi (satu) Daerah Provinsi
. o Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha . . . .
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Penunjang Bidang Pengolahan dan 10 Penunjang Bidang Pengolahan dan 10
. . & Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah . 147.737.500 | Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah . 147.737.500 10 100,00 144.089.360 97,53 10 100,00 144.089.360| 97,53
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Rekomendasi Rekomendasi
" |Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi T .
Provinsi Provinsi
P iaan Dat Inf i lah Dat Inf i Usah,
enyediaan Data dan Informasi Jumiah Data dan Informasi Usaha Pengolahan Jumlah Data dan Informasi Usa ? .
Usaha Pemasaran dan Pengolahan X . R Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
. R X dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah i
Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 4 Dokumen 685.728.400 | Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 4 Dokumen 685.728.400 4 100,00 673.905.536 98,28 4 100,00 673.905.536| 98,28
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) ‘p X . (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala
o Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko .
Daerah Provinsi Usaha dan Risiko
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Jumiah UKM Pgmblr?aan Mutu f:jan
. . . . . Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 20 UMKM 2.552.030.500 20 UMKM 1.759.430.500 20 100,00 1.694.732.701 66,41 20 100,00 1.694.732.701| 96,32

Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar




Pelaksanaan Bimbingan dan

Penerapan Persyaratan atau Standar

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan yang
Mendapatkan Pembinaan Terhadap

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan yang
Mendapatkan Pembinaan Terhadap

Pada Usaha Pengolahan dan . 25 Unit Usaha 2.393.705.500| Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha | 25 Unit Usaha 1.601.105.500 25 100,00 1.538.667.848 64,28 25 100,00 1.538.667.848| 96,10
Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha
Pemasaran Skala Menengah dan . pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran
pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil ) A )
Besar i _ o Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan
Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko .
Risiko
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Jumla.h Unit Usaﬁa y?ng Diberikan Jumla‘h Unit Usa'f?a yf-mg Diberikan
. Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap N . N
Mutu dan Keamanan Hasil Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan
Perikanan dalam rangka Perikanan, dan Daya Saing serta 2 Unit Usaha 158.325.000| 125!l Perikanan, dan Daya Saing serta 2 Unit Usaha 158.325.000 2 100,00 156.064.853 | 98,57 2 100,00 156.064.853| 98,57
. Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Pemberdayaan Usaha dalam Rangka
Menghasilkan Produk yang Aman R X
. . . Menghasilkan Produk yang Aman dan Menghasilkan Produk yang Aman dan
untuk dikonsumsi atau digunakan, N 8 R N " i
. Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan,
dan Berdaya Saing ) X
dan Berdaya Saing dan Berdaya Saing
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku |Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan
Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah  |Baku Industri Pengolahan lkan Lintas Daerah 1 Lokasi 181.737.500 Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah 1 Lokasi 181.737.500 1 100,00 179.313.011 | 98,67 1 100,00 179.313.011| 98,67
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah  |Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi Provinsi Provinsi
Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi yang Jumlah Data dan Informasi yang
Manajemen Logistik Ikan Lintas Dllnte‘gramkan k-e cfalam Sistem Informa%l . 1 Dokumen 181.737.500 D||nte‘graS|kan k.e cfalam Sistem Informas'l 1 Dokumen 181.737.500 1 100,00 179.313.011 | 98,67 1 100,00 179.313.011| 98,67
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi
(satu) Daerah Provinsi Hulu sampai Hilir dari Hulu sampai Hilir
Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 1. Produksi Hasil Hutan Kayu 5050000 M3 42.880.172.281 1. Produksi Hasil Hutan Kayu 5050000 M3 45.380.172.281 5549203 109,89 38.053.144.588 88,74 6E+06 109,89 38.053.144.588 83,85
2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu 800 Ton 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu 730 Ton 1078 134,75 1078 147,67
Rencana Pengelolaan Kesatuan Jumlah dokumen RPHIP/Revisi RPHIP yan Jumlah dokumen RPHIP/Revisi RPHIP yan
Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan ) yang 2 Dokumen 714.852.000 ) yang 2 Dokumen 714.852.000 7 350,00 602.695.882 84,31 7 350,00 602.695.882 84,31
. telah disusun telah disusun
Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan  |Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 7 bokumen 714.852.000 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 7 Dokumen 714.852.000 7 100,00 602.695.882 | 84,31 7 100,00 602.695.882 84,31
Kesatuan Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
) - T X - -
ratan Hutan di K; Hutan |Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan | ;61 1356 43 9.519.532,000 | U3 Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan |1 1356 43 1, 9.519.532.000 | 906533 | 56,26 7.368.547.086 | 77,40 | 906533| 56,26 7.368.547.086 | 77,40
Produksi dan Hutan L Hutan Produksi dan hutan lindung Hutan Produksi dan hutan lindung
. . Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas
Penyediaan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di
Wilayah Usaha di Kawasan Hutan . 9 Dokumen 785.000.000 N 9 Dokumen 785.000.000 9 100,00 751.113.585 95,68 9 100,00 751.113.585 95,68
Produksi Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala Provinsi Secara Berkala
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi
Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL | 2 Dokumen 239.000.000|Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan 2 Dokumen 239.000.000 2 100,00 226.700.117 | 94,85 2 100,00 226.700.117 94,85
Lindung Provinsi Secara Berkala HL Provinsi Secara Berkala
Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama
Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 59 Laporan Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 59 Laporan 59 100,00 59 100,00
yang Dikendalikan yang Dikendalikan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil 11 Laporan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil 11 Laporan 11 100,00 11 100,00
Pengendalian lzin Usaha atau Hutan 5.643.736.000 1UtaN 5.643.736.000 3.924.526397 | 69,54 3.924.526.397 69,54
Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan 6 Unit 6 Unit
. Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C A Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C ) 4 66,67 4 66,67
Hutan Produksi Manajemen Manajemen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan 1 Dokumen Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan 1 Dokumen 1 100,00 1 100,00

Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan
Produksi

Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan
Produksi




Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan

Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan

Pengendalian Rencana Pengelolaan di 70 Laporan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di 70 Laporan 66 94,29 66 94,29
Penilaian Rencana Pengelolaandi  |Kawasan Hutan Produksi 2.851.796.000K2Wasan Hutan Produksi 2.851.796.000 2.466.206.987 | 86,48 2.466.206.987 86,48
Kawasan Hutan Produksi Jumiah Dok R Keria Tah Jumiah Dok R Keria Tah
umlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan umlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan
90 180,00 90 180,00
Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan 50 Dokumen Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan 50 Dokumen
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan |Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan 475 Ha 13.960.429.001 Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan 475 Ha 16.460.429.001 475 100,00 14203.505.937 | 101,74 475 100,00 14.203.505.937 86,29
Hutan Negara Hutan Negara Hutan Negara
Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Tahunan
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan 6 Dokumen Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan| 5 Dokumen 5 83,33 5 100,00
v e Dokumen Rancangan Teknis 534.760.000| Dokumen Rancangan Teknis 534.760.000 525.544.470 | 98,28 525.544.470 98,28
Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Turniah Dok R Tah Turmiah Dok R Tan
umla N ol -umen encané ahunan 0 Dokumen umla | ol -umen encane? ahunan 1 Dokumen 1 1.000,00 1 100,00
Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)
Pembangunan Penghijauan _ . - .
Lingkungan di Luar Kawasan Hutan | ©3 13han yang Dihijaukan di Luar Kawasan 435 Ha 9.753.242,000| 43 L3han vang Dihijaukan di Luar Kawasan | o 12.253.242.000 | 450 103,45 10.599.150.934 | 108,67 | 450 | 10345 | 10.599.150.934 | 86,50
Hutan Negara Hutan Negara
Negara
Penerapan Teknik KonservasiTanah |, .\, oo netinan Sipil Teknis yang Terbangun| 100 Unit 1.165.357.000 | U™!2h Bangunan Sipil Teknis yang 100 Unit 1.165.397.000 | 100 100,00 1.159.816.200 | 99,52 | 100 | 100,00 1.159.816.200 99,52
dan Air Hutan dan Lahan Terbangun
Pembinaan dan/atau Pengawasan  |Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau
dalam rangka Pengembangan Pengawasan dalam Rangka Pengembangan 23 Laporan 2.507.030.001|Pengawasan dalam Rangka Pengembangan 23 Laporan 2.507.030.001 23 100,00 1.918.994.333 | 76,54 23 100,00 1.918.994.333 76,54
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan
Pelaksarnaan Perlindungan Hutan d.l Jl'JmIahtl'ndak pidana kehutanan yang 6 Kasus 12.763.104.800 Jl'JmIahtl'ndak pidana kehutanan yang 6 Kasus 12.763.104.800 6 100,00 11.009.858.269 | 86,26 6 100,00 11.009.858.269 86,26
Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditangani ditangani
Pencegahan dan Pembatasan Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan | ¢ ¢ o ; 810.975.,000 | um!ah Operasi Pencegahan dan 6 Operasi 810.975.000 6 100,00 800.581.549 | 98,72 6 | 100,00 800.581.549 98,72
Kerusakan Hasil Hutan Kerusakan Hasil Hutan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
Koordinasi. Sinkronisasi dan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat
! X Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan 6 Dokumen 3.814.593.020|Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 6 Dokumen 3.814.593.020 6 100,00 3.786.651.438 99,27 6 100,00 3.786.651.438 99,27
Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Hutan Perlindungan Hutan
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Jumiah Laporan Patroli/Sosialisasi yang 7 Laporan 8.137.536.780| "UmIah Laporan Patroli/Sosialisasi yang 7 Laporan 8.137.536.780 6 85,71 6.422.625.282 | 78,93 6 85,71 6.422.625.282 78,93
Pencegahan/Penanggulangan Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Dilaksanakan Dalam Satu Tahun
Kebakaran Hutan dan Lahan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Jumlah Pembinaan dan pemenuhan Jumlah Pembinaan dan pemenuhan
Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 . . P . 13 UM 2.220.630.000 ) . P . 13 UM 2.220.630.000 13 100,00 1.970.090.767 88,72 13 100,00 1.970.090.767 88,72
komitmen pada unit manajemen komitmen pada unit manajemen
m3/Tahun
Rencana Pengolahan Hasil Hutan JTl:rrll'ZhP:gtx:: arie()";inHyjﬂtgu'kws';kfnaikan 48 Unit JMUZLak:alfw?l:a’:aTZifiin;ZTayao:in RKOPHH 48 Unit
Kayu dengan Kapasitas Produksi o retap gang 774.590.000 P ' 774590.000 | 48 100,00 676.277.735 | 8731 | 48 | 100,00 676.277.735 87,31
PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil Managemen untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Managemen
<6000 m3/Tahun i
dan Menengah Skala Usaha Kecil dan Menengah
Pembinaan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan,
Pengolahan Hasil Hutan Kayu Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu Pengendalian dan Pengawasan PBPHH
dengan Kapasitas ProduksiiGOOO dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan 28 Dokumen 774.080.000 | (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha 28 Dokumen 774.080.000 28 100,00 722.481.538 93,33 28 100,00 722.481.538 93,33
m3/gTahunp Menengah yang menjadi Kewenangan Kecil dan Menengah yang menjadi
Provinsi Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUlIPHHK) dengan Kapasnas' Jumlah Permohonan PFPHH‘Kayu Skala Kecil 13 Unit 671.960.000 Jumlah Permohonan P.BPHH lKayu Skala Kecil 13 Unit 671.960.000 13 100,00 571.331.494 | 85,02 13 100,00 571.331.494 85,02
Produksi <6000 m3/Tahun melalui  [dan Menengah yang Dilayani Managemen dan Menengah yang Dilayani Managemen
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran 138 Jumlah Izin usaha pengadaan dan 138
Perbenihan Tanaman Hutan ! usaha peng peng Lap;Sertf;UnitU 3.701.624.480 a pengaca Lap;Sertf;UnitU 3701624480 | 156 | 113,04 2.898.446.647 | 7830 | 156 | 113,04 2.898.446.647 78,30
benih dan bibit terdaftar <aha pengedaran benih dan bibit terdaftar saha




Penetapan Pengadaan Benih dan

Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha

Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan
Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha

Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan 25 Unit 25 Unit
Pengedar Benih dan/atau Bibit ) Keg K s 1.861.387.800( Pengadaan dan Pengedaran Benih, 1.861.387.800 38 152,00 1.511.141.332 | 81,18 38 152,00 1.511.141.332 81,18
dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Usaha,Laporan o Usaha,Laporan
Terdaftar -~ Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta
Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan ) -
X L . Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit
Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi o
Dalam Provinsi
Jumlah Sertifikat Sumber Benih Jumlah Sertifikat Sumber Benih
Sertifikasi Sumber Benih umiah sertitikat sumber Benih yang 20 Sertifikat 742.427.680 U o Certtikat sumber Benihyang 20 Sertifikat 742.427.680 | 20 100,00 573.192400 | 7721 | 20 | 100,00 573.192.400 77,21
Diterbitkan Diterbitkan
Pengawasa'n F’eredaran Benih Jumla'h'Laporan pengawasan peredaran benih| 95 'Laporan, 1.097.809.000 Jumllah Lapc?ralm pengawasan peredaran 95 I'.aporan, 1.097.809.000 o8 103,16 814.112.915 | 74,16 o8 103,16 $14.112.915 74,16
dan/atau Bibit dan bibit Unit Usaha benih dan bibit Unit Usaha
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, Luas K Hut Dikelol Luas K Hut Dikelol
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN '\:as awlfsta& )” anyang bikelola 32000 Ha 31.406.166.792 '\;las awkasta(r; )” an yang Dikelola 32000 Ha 31.406.166.792 | 32441 | 101,38 20343220867 | 93,43 | 32441 | 101,38 | 29.343229.867 | 9343
r r
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |+ ooYararat{fia asyararat{fia
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan
Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat |kehutanan provinsi dan pemberdayaan 15 Laporan 31.406.166.792 | kehutanan provinsi dan pemberdayaan 15 Laporan 31.406.166.792 15 100,00 29.343.229.867 | 93,43 15 100,00 29.343.229.867 93,43
di Bidang Kehutanan masyarakat di bidang kehutanan masyarakat di bidang kehutanan
Peningkatan Kapasitas dan . .
Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan
Kompetensi Penyuluh Kehutanan ' U e vane 40 Orang 18.196.984.542| yun e vane 40 Orang 18.196.984.542 | 40 100,00 18.050.962.845 | 99,20 | 40 | 100,00 | 18.050.962.845 | 99,20
. Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
dan SDM Bidang Kehutanan
. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri
Penguatan dan Pendampingan L L
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan 17 Kelompok 1.691.518.200 yang Mengikuti Penguatan dan 17 Kelompok 1.691.518.200 18 105,88 1.612.878.020 | 95,35 18 105,88 1.612.878.020 95,35
Pendampingan Kelembagaan Pendampingan Kelembagaan
Penyiapan dan Pengembangan Luas Kawasan yang Disiapkan untuk 35000 Ha 11.517.664.050| 43S Kawasan yang Disiapkan untuk 35000 Ha 11.517.664.050 | 35778 | 102,22 9.679.389.002 | 84,04 | 35778 | 102,22 9.679.389.002 84,04
Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL [Waktu Penyelesaian Proses Perizinan 6 Hari 3.724.370.000| Waktu Penyelesaian Proses Perizinan 6 Hari 3.724.370.000 10 33,33 3.493.553.516| 93,80 10 33,33 3.493.553.516( 93,80
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan 1450 Izin/ N 1450 Izin/ N
Peraturan Perund Und Menjadi  |Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin IZ: on 3,724.370.000|Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin |ZZII: on 3.724.370.000| 10.153 | 700,21 3.493.553.516| 93,80 | 10153 | 700,21 3.493.553.516| 93,80
Kewenangan Daerah Provinsi
Jumlah Pelaku Usah Terfasilitasi
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan umiah Pelaku Lsaha ye'm'g ertastiitast .
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
) - ) P . ) . | 80 Pelaku Usaha 1.214.370.000|Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | 80 Pelaku Usaha 1.214.370.000 111 138,75 1.087.641.449| 89,56 111 138,75 1.087.641.449| 89,56
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi . R .
. A ) ) L Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan
Terintegrasi Secara Elektronik secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi o
Daerah Provinsi
. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen 3 Kegiatan
Perizinan dan Non Perizinan . . 3 Kegiatan Usaha 1.000.000.000 . . 8 1.000.000.000 3 100,00 971.027.121 97,10 3 100,00 971.027.121| 97,10
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Usaha
Penanaman Modal L. L
Modal Kewenangan Daerah Provinsi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Orlang yang Mendapatkan Layanan Jumlah Oltang yang Mendapatkan Layanan
pengelolaan Pengaduan Masvarakat Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
8 8 v L Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu 5 Orang 690.000.000 ( Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu 5 Orang 690.000.000 23 460,00 682.570.269( 98,92 23 460,00 682.570.269| 98,92
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan . . - L
L Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan
dan Non Perizinan o .
Provinsi Daerah Provinsi
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang
Koordln.a5| danflnkromsas'l Penetapan Melakukan Kot.njdlna5| dan_Slnkron|5a5| Penetapan 6 Kegiatan Usaha $20.000.000 Melakukan KODI’dIn-aSI dan_ 'Slnkronlsas.l 6 Kegiatan 820.000.000 3 133,33 752314.677| 91,75 s 133,33 752.314.677| 91,75
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Usaha
Daerah Provinsi Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN Persentase tercapainya target perusahaan yang 100 % 3.575.025.600 Persentase tercapainya target perusahaan yang 100 % 3.575.025.600 100 100,00 2.422.036.402 67,75 100 100,00 2.422.036.402| 67,75

PENANAMAN MODAL

melaporkan LKPM

melaporkan LKPM




Modal

Jumlah perusahaan industri pada kawasan

Jumlah perusahaan industri pada kawasan

- . X . 8 Perusahaan 3.575.025.600 X . 8 Perusahaan 3.575.025.600 8 100,00 2.422.036.402 67,75 8 100,00 2.422.036.402( 67,75
yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi  [peruntukan industri peruntukan industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 1000 Kegiat Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 1000 Kegiat
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman [ melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi US:E: an 1.449.425.600 | melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Us:f;a an 1.449.425.600(  1.000 100,00 1.346.683.831| 9291 | 1000 | 100,00 1.346.683.831| 92,91
Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan  |umlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 10 Pelaku Usaha 861.650,000| U2 Pelaku Usaha yang Mendapatkan 10 Pelaku Usaha 861.650.000] 98 980,00 490.026.153| 56,87 98 980,00 490.026.153| 56,87
Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 2 Kegiatan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman [Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Kegiatan Usaha 1.263.950.000| Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Usgaha 1.263.950.000 6 300,00 585.326.418( 46,31 6 300,00 585.326.418| 46,31
Modal Pengawasan Pengawasan
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PE D
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase tercapainya target Koperasi sehat 10% 583.040.000 | Persentase tercapainya target Koperasi sehat 10 % 583.040.000 9 93,00 581.817.900( 99,79 9,3 93,00 581.817.900| 99,79
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang
Wilayah K t Lintas D: h
Kalbauv:ate:7;:éod27:r:y; (;:t:;D::':h jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan 30 Koperasi 583.040.000 |jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan 30 Koperasi 583.040.000 28 93,33 581.817.900( 99,79 28 93,33 581.817.900| 99,79
Provinsi
Peningkatan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan
terhadap Peraturan Perundang- Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi
Undangan dan Terbentuknya Koperasi g gan dar va kop 20 unit usaha 583.040.000 g gan dar va fop 20 unit usaha 583.040.000[ 20 100,00 581.817.900| 99,79 20 100,00 581.817.900 99,79
. yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta
yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh,
Akuntabel Akuntabel
serta Akuntabel
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA Persentase tercapainya target UKM naik kelas 3% 721.750.000(Persentase tercapainya target UKM naik kelas 3% 613.700.000 2,50 83,33 608.289.500( 84,28 2,50 83,33 608.289.500 99,12
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan
Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan ' )
. 500 Wirausaha . 500 Wirausaha
Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Jumlah Wira Usaha Pemula pemula 721.750.000 (Jumlah Wira Usaha Pemula pemula 613.700.000 500 100,00 608.289.500( 84,28 500 100,00 608.289.500 99,12
Koordinasi Dengan Para Pemangku
Kepentingan
M buhkembangk MKM k
m:rr:'l;r:i llJJsaheam aingT:: Uuh danuntu Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan
Maaniri sehin ya di ot E/Igenin Katkan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan
penciptaan Laggan a: Keria Pergnerataan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, 200 unit usaha 721.750.000Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan 200 unit usaha 613.700.000 587 293,50 608.289.500( 84,28 587 293,50 608.289.500| 99,12
P pang 3 . Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan
Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, o .
L Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan
dan Pengentasan Kemiskinan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase pertumbuhan UKM yang 10% 2.371.250.000| FErseNtase pertumbuhan UkMyang 10% 3.212.032.415 3 30,00 3.183.230.803| 134,24 3 30,00 3.183.230.803| 99,10
menggunakan platform pasar berbasis digital menggunakan platform pasar berbasis digital
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi
Peningk Skala Usaha Menjadi Usaha Jumlah wira usaha mandiri 16 wirausaha 2.371.250.000 {Jumlah wira usaha mandiri 16 wirausaha 3.212.032.415 16 100,00 3.183.230.803( 134,24 16 100,00 3.183.230.803 99,10
Produsidan Pengolaan,Pemasaran|;< 0 o FosliesProductan Pengolhin, Pemasaan
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan s s a‘ eng ’ a ! 50 unit usaha 2.371.250.000 s s ) eng ’ ! 50 unit usaha 3.212.032.415 587 1.174,00 3.183.230.803| 134,24 587 1.174,00 3.183.230.803 99,10
Teknologi Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan
8 Teknologi Teknologi
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
Dinas Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK  [Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata
. . 3 Destinasi 6.303.672.860 . K 3 Destinasi 10.939.562.437 3 100,00 10.281.325.420 | 93,98 3 100,00 10.281.325.420| 93,98
DESTINASI PARIWISATA Provinsi (KPP) yang di kembangkan Provinsi (KPP) yang di kembangkan
g . ’ . 5 Produk . . "
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi |Jumlah Produk wisata yang dikelola Wisata 3.939.182.860|Jumlah Produk wisata yang dikelola 5 Produk Wisata 5.194.604.217 5 100,00 4.693.290.719 | 90,35 5 100,00 4.693.290.719| 90,35
Perancangan dan Perencanaan Jumlah Dokumen Perancangan dan Jumlah Dokumen Perancangan dan
Pengembangan Daya Tarik Wisata |Perencanaan Pengembangan Daya Tarik 3 Dokumen 500.000.000| Perencanaan Pengembangan Daya Tarik 3 Dokumen 495.000.000 3 100,00 465.180.300 | 93,98 3 100,00 465.180.300( 93,98

Unggulan Provinsi

Wisata Unggulan Provinsi

Wisata Unggulan Provinsi




Pengembangan Daya Tarik Wisata

Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi
Sesuai dengan Tahapan Pengembangan

Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi
Sesuai dengan Tahapan Pengembangan

L . 4 Lokasi 3.439.182.860|, . . 2 Lokasi 4.699.604.217 2 100,00 4.228.110.419 89,97 2 100,00 4.228.110.419| 89,97
Unggulan Provinsi (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi) Revitalisasi)
Pen.ge'lolaan Ka\.rla'san Strategis Jumlah-Prodl'Jk‘W|sata dalarn Kawasan 2 Produk 924.270.000 JumlahAProdl'Jk‘W|sata dalam Kawasan > Produk Wisatd 4.312.998.700 2 100,00 4.178.565.062 96,88 2 100,00 4.178.565.062| 96,88
Pariwisata Provinsi strategis pariwisata yang dikelola Wisata strategis pariwisata yang dikelola
P d Pemelih Rehabilit
aseinsgaaraizncja:r:falsaariznéalzr: a Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia
pengelolaan Kawasan Strategis dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan 2 Unit 674.270.000|dan Terpelihara dalam Pengelolaan 3 Unit 4.062.999.600 3 100,00 3.928.571.162 96,69 3 100,00 3.928.571.162| 96,69
'g ) o g Strategis Pariwisata Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Pariwisata Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam  |Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan
Pengelolaan Kawasan Strategis Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 3 Laporan 250.000.000| Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 3 Laporan 249.999.100 3 100,00 249.993.900 | 100,00 3 100,00 249.993.900( 100,00
Pariwisata Provinsi Strategis Pariwisata Provinsi Strategis Pariwisata Provinsi
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 2" Destinasi Pariwisata yang dikelola 3 Destinasi 1.010.560,000|U™/ah Destinasi Pariwisata yang dikelola | i oo ivyie 1.010.049.520 3 100,00 999.529.040 | 98,96 3 100,00 999.529.040| 98,96
produk wisatanya Pariwisata produk wisatanya
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 Dokumen 25.000.000 | Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 Dokumen 249.999.680 1 100,00 249.931.700 [ 99,97 1 100,00 249.931.700( 99,97
Provinsi Provinsi Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam  |Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi 3 Laporan 760.560.000| Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi 3 Laporan 760.049.840 3 100,00 749.597.340 | 98,62 3 100,00 749.597.340( 98,62
Provinsi Pariwisata Provinsi Pariwisata Provinsi
Penetapan Tanda Daftar Usaha 15 Usaha
Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota |Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina Pariwisata 429.660.000 [Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina Usaha Pariwisa| 421.910.000 15 100,00 409.940.599 97,16 15 100,00 409.940.599| 97,16
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
R Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi
Pengelolaan Investasi Pariwisata o 1 Laporan 135.142.000 . 1 Laporan 128.142.000 1 100,00 124.249.499 96,96 1 100,00 124.249.499| 96,96
Pariwisata Pariwisata
Perr'mb{naan dan Pengawasan Usaha [Jumlah Laporan Hasil Pt'enTblnaan dan 10 Laporan 148.768.000 Jumlah Laporan Hasil Pt'en?blnaan dan 2 Laporan 148.018.000 2 100,00 147.178.100 | 99.43 2 100,00 147.178.100| 99,43
Pariwisata Pengawasan Usaha Pariwisata Pengawasan Usaha Pariwisata
- - . Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi
Fasilitasi Standarisasi Industri dan ) o . 3 L .
Usaha Pariwisata Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan 5 Unit Usaha 145.750.000 | Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan 5 Unit Usaha 145.750.000 5 100,00 138.513.000 95,03 5 100,00 138.513.000| 95,03
Sertifikasi Sertifikasi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN | Persentase Sub Sektor Ekraf yang 2353% 2.000.000.000| PErsentase sub Sektor Ekraf yang 2353% 8.105.824.000 | 23,53 | 100,00 8.085.493.278 | 112,09 | 23,53 | 100,00 8.085.493.278| 99,75
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN Dikembangkan Dikembangkan
INTELEKTUAL
if::;fd'aa" Sarana dan PrasaranaKota |, \2h kota kreatif yang dikembangkan 3 Kota Kreatif 1.800.000.000 |Jumlah kota kreatif yang dikembangkan 3 Kota Kreatif 7.855.824.000 3 100,00 7.836.600.278 | 112,54 | 3 | 100,00 7.836.600.278| 99,76
Layanan Penyediaan ?arana dan Jumlah Sara'na dan Prasarana Kota Kreatif 3 Unit 400.000.000 Jumlah Sara'na dan Prasarana Kota Kreatif 3 Unit 2.988.824.000 3 100,00 2.975.328.053 | 99,55 3 100,00 2.975.328.053| 99,55
Prasarana Kota Kreatif yang tersedia yang tersedia
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Pengembangan Ruang Kreasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan 8 Laporan 1.400.000.000 [ Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi 8 Laporan 4.867.000.000 8 100,00 4.861.272.225 | 122,31 8 100,00 4.861.272.225| 99,88
Jaringan Orang Kreatif Jaringan Orang Kreatif dan Jaringan Orang Kreatif
Peng?mbangan Ekosistem Ekonomi Jl.-lmlahJenls Ekosistem ekraf yang 3 Jenis 200.000.000 thmlahlenls Ekosistem ekraf yang 3 Jenis 250.000.000 3 100,00 248.893.000 | 99,56 3 100,00 248.893.000| 99,56
Kreatif dikembangkan dikembangkan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan
atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran
Fasilitasi Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku 2 Dokumen 100.000.000| 12k Kekayaan Industri kepada Pelaku 2 Dokumen 100.000.000 2 100,00 100.000.000 | 100,00 | 2 100,00 100.000.000| 100,00
Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kekayaan Intelektual kepada Pelaku
Kreatif Ekonomi Kreatif
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan
Pengembangan Ekosistem Ekonomi |Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 7 Dokumen 100.000.000| Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi | 3 Dokumen 150.000.000 3 100,00 148.893.000 | 99,26 3 100,00 148.893.000| 99,26

Kreatif

Kreatif

Kreatif

MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN




Tujuan 4 : i dan

Dasar

Sasaran : 4.1 i ivitas dan

infrastruktur dasar yang j Pt

berbasis tata ruang/

Dinas Perhubungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Jumlah Lakalantas 342 kasus 16.328.247.140|Jumlah Lakalantas 342 kasus 16.328.247.140 162 152,63 15.660.218.958 95,91 162 152,63 15.660.218.958( 95,91
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasan Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasan
ved glap ' N vinst yang bipasang 82% 11.028.568.240 N vinst yang bipasang 80% 11.028.568.240| 80 97,56 10.799.257.104| 97,92 80 100,00 10.799.257.104| 97,92
Provinsi Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan
P diaan Perlengk: Jalan di Jalan |Jumlah Perlengk Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengk Jalan di Jalan Provinsi
envediaan Feriengkapan Jatan dl Jalan | 'umian Periengkapan faian di falan Frovinsi yang 4839 Unit 8.905.568.100| Mo " erengkapan Jaian di falan Frovins! 4839 Unit 8.905.568.100|  4.839 100,00 8710.888.062| 97,81 | 4839 | 100,00 8.710.888.062| 97,81
Provinsi Tersedia yang Tersedia
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Pe.rlengkapan Jalan yang Terehabilitasi 40 Unit 2.123.000.140 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi 40 Unit 2.123.000.140 40 100,00 2.088.360.042| 98,37 40 100,00 2.088.360.042| 98,37
Perlengkapan Jalan dan terpelihara dan terpelihara
F lol. Terminal Per Tipe B Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal 1 Perencanaan 779.072.500(Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal 1 Perencanaan 779.072.500 1 100,00 653.503.279( 83,88 1 100,00 653.503.279| 83,88
Penyysunan Rencana Pembangunan Jumlah Renca‘na Pembangunan Terminal 1 Dokumen 779.072.500 Jumlah Renca?a Pembangunan Terminal 1 Dokumen 779.072.500 1 100,00 653.503.279 83,88 1 100,00 653.503.279| 83,88
Terminal Penumpang Tipe B Penumpang Tipe B Penumpang Tipe B
i ? dan Rekayasa Lalu - |Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi 75% 2.022.379.900| Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over 75% 2.022.379.900| 81 107,95 1.898.835.184| 93,89 | 80,965 | 107,95 1.898.835.184| 93,89
Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Over Loading Dimensi dan Over Loading
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan
P Manaj Rek lah L: P Manaj
enatlaan anajemerl dan Rekayasa L Jumla aporan' enataan ar‘ajemen dan L 12 Laporan 353.894.800[Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan 12 Laporan 353.894.800 15 125,00 323.333.685( 91,36 15 125,00 323.333.685| 91,36
Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi|Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Provinsi
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk|Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 8 Laporan 1.432.116.000 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 8 Laporan 1.432.116.000 8 100,00 1.349.254.439| 94,21 8 100,00 1.349.254.439| 94,21
Jalan Provinsi Provinsi Provinsi
Fi Lalu Li Angk I lah L: F Lalu Li Angk lah L: F Lalu Li Angk
orum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 2 Laporan 236.369.100| Um!ah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan | | 236.369.100 2 100,00 226.247.060| 95,72 2 100,00 226.247.060| 95,72
untuk Jaringan Jalan Provinsi Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andal ]. ) untuk Jalan Pruvins:) Jumlah izin andalalin yang di keluarkan 30 Izin Andalalin 324.356.000|Jumlah izin andalalin yang di keluarkan 30 Izin Andalalin 324.356.000 30 100,00 316.532.161| 97,59 30 100,00 316.532.161| 97,59
P Pelak Rek i lah L: Rek i Andalali lah L: Rek i Andalali
engawasan Pelaksanaan Rekomendasi |Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang 2 Laporan 324.356.000| Um!an Laporan Rekomendasi Andalalin yang 2 Laporan 324.356.000 2 100,00 316.532.161| 97,59 2 100,00 316.532.161| 97,59
Andalalin Terawasi Terawasi
. . . Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 85% 616.427.000 - 85% 616.427.000 85 100,00 576.984.940( 93,60 85 100,00 576.984.940 93,60
yang Laik Uji Sarana yang Laik Uji
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan . . . .
Jumlah L. | ksi, Audit dan P t: Jumlah L. | ksi, Audit dan P t:
Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala | 1 o -2POran InspEksi, Audit dan Pemantauan 9 Laporan 89.410.000| " Faporan nspeksl, Audit dan Femantauan) g oo 89.410.000 9 100,00 80.966.859| 90,56 9 100,00 80.966.859| 90,56
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Pelak 1 ksi, Audit d Jumlah L. | ksi, Audit dan P t: Jumlah L. | ksi, Audit dan P t:
€laksanaan nspesl, AUcit dan umiah Laporan Inspeksl, Aucit dan Pemantauan 6 Laporan 98.617.000| " 2 -aporan Inspeksl, Audit dan Femantauan| ¢ oo oran 98.617.000 6 100,00 92.866.348| 94,17 6 100,00 92.866.348| 94,17
Pemantauan Terminal Terminal Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan . . . .
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kompetensi . i . M 68 2 Laporan 214.500.000 . ¥ X M 68 2 Laporan 214.500.000 2 100,00 209.462.985( 97,65 2 100,00 209.462.985| 97,65
S Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Pengemudi Kendaraan Bermotor o -
S Provinsi Provinsi
Provinsi
Pelak | ksi, Audit d
Pznias:t:iz: Sr::f:ms;wa:a!emaer:] Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan
) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 3 Laporan 213.900.000(Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 3 Laporan 213.900.000 3 100,00 193.688.748| 90,55 3 100,00 193.688.748| 90,55
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Angkutan Umum Angkutan Umum
Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Jumlah Angkutan U dan/atau B: Jumlah Angkutan U dan/atau B
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota t::;,a ngkutan Umum dan/atau Barang yang 20 Unit 472.647.000 t::;,a ngkutan Umum dan/atau Barang yang 20 Unit 472.647.000| 21 105,00 401.566.418| 84,96 21 105,00 401.566.418| 84,96
I I
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
JZ::;:I::;;:IS:::\GILi::}:lt::lB‘;;n Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
8 s 8 Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 20 Unit 364.647.000|Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 20 Unit 364.647.000 21 105,00 296.152.285( 81,22 21 105,00 296.152.285| 81,22
Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah L R
.. Daerah Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan
Ket di Angkutan U tuk KeT di Angkutan Ui tuk J KeT di Angkutan Ui tuk J
etersectiaan Anglkutan Umum untu elerseciaan Angkutan Umum untuk /asa 3 Laporan 108.000.000| ¢ €reeciaan Angkutan Umum untuk Jasa 3 Laporan 108.000.000 3 100,00 105.414.133| 97,61 3 100,00 105.414.133| 97,61
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang |Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi dalam 1 (Satu) Provinsi dalam 1 (Satu) Provinsi
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Lintas Daerah
e v Jumlah 1zin Angkutan Orang yang dikeluarkan 75 Izin 766.396.500[Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan 75 Izin 766.396.500 87 116,00 721.717.655( 94,17 87 116,00 721.717.655| 94,17

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi




Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek

Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan

Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan

o ) . R . . 75 Unit 282.941.500(Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 75 Unit 282.941.500 87 116,00 273.742.443( 96,75 87 116,00 273.742.443| 96,75
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . )
. . . Elektronik yang telah memenuhi persyaratan
Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan erizinan
Terintegrasi Secara Elektronik P
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 3 Laporan 483.455.000 Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 3 Laporan 483.455.000 3 100,00 447.975.212| 92,66 3 100,00 447.975212| 92,66
Penyelenggaraan Angkutan Orang Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
dalam Trayek Kewenangan Provinsi Provinsi Provinsi
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Taksi Wilayah O inya Mel i
akstyang Wilayah Operasinya Melampaul |, .1, 17 Angkutan Taksi yang Dikeluarkan 75 Izin 318.400.000 Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan 75 lzin 318.400.000| 89 118,67 201.822.217| 91,65 89 118,67 291.822.217| 91,65
Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya
Perolehan Izin Penyelenggaraan Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya s o vang X v P v
Angkutan Taksi yang Wilayah Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan
€ X vane v - - € A R v . 75 Unit 147.100.000| Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 75 Unit 147.100.000 89 118,67 125.606.019| 85,39 89 118,67 125.606.019| 85,39
Operasinya Kewenangan Provinsi dalam [Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . K
| > R o Elektronik yang memenuhi persyaratan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang memenuhi persyaratan perizinan erizinan
Terintegrasi Secara Elektronik P
Koordinasi dan Sinkronisasi —— . o N . -
. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang & K ) v ) g8 40 Laporan 171.300.000 6 K ) v ) g8 40 Laporan 171.300.000 40 100,00 166.216.198 97,03 40 100,00 166.216.198| 97,03
N ) Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya
Wilayah Operasinya Kewenangan e Lo
L Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP 88 % 5.733.228.500|Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP 88 % 5.733.228.500 87 98,86 5.629.254.336 98,19 87 98,86 5.629.254.336( 98,19
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang
Melayani Trayek antar Daerah Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP 300 Izin 436.831.500|Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP 300 Izin 436.831.500 139 46,33 422.371.106| 96,69 139 46,33 422.371.106| 96,69
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang
Ber k
Fasilitasi P: han P t
strloll::;nelz::: i:tazr;z?\raaiazan Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal
Danau untuk Ka agl an Melg ani yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
patyang o v dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 300 Unit 129.628.000|dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 300 Unit 129.628.000 139 46,33 128.472.700| 99,11 139 46,33 128.472.700| 99,11
Trayek Kewenangan Provinsi dalam . K . . . . . .
. . Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha . .
R K N Syarat Perizinan Syarat Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi — . - - . -
. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Angkutan Sungai dan Danau Untuk 6 . g . 1 Laporan 307.203.500 € ) g ) 1 Laporan 307.203.500 1 100,00 293.898.406( 95,67 1 100,00 293.898.406| 95,67
R Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani
Kapal yang Melayani Trayek L inci
. Trayek Kewenangan Provinsi Trayek Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
Penetapan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang . .
tudi P b Pel Pelabuh tudi P b Pel Pelabuh:
Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan |- " engembangan Pelayanan Pelabuhan 1 Dokumen 236.640.400| >tudi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan 1 Dokumen 236.640.400 1 100,00 223.305.916| 94,37 1 100,00 223.305.916| 94,37
Penyeberangan Penyeberangan
antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
P diaan Data dan Inf iJari
énye taan Data dan Informasi arllngan Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas
Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian
Pengoperasian Kapal Penyeberangan v 6 Julny 0P 1 Dokumen 236.640.400 v 8 Juiny s 1 Dokumen 236.640.400 1 100,00 223.305.916( 94,37 1 100,00 223.305.916| 94,37

Lintas Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi




Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa
Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, A Perairan P

Jumlah Izin Jasa Pelayaran 100 Izin 508.495.000 (Jumlah Izin Jasa Pelayaran 100 Izin 508.495.000 100 100,00 499.063.718| 98,15 100 100,00 499.063.718| 98,15
Peny Peralatan Angl Laut atau
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Jumlah Dokumen terkait .Pemenuhan
. R R Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa
Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat
. Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan . .
Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,
g, P s Ang ! v B 100 Dokumen 208.495.000(Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau 100 Dokumen 208.495.000 100 100,00 207.848.183( 99,69 100 100,00 207.848.183| 99,69
Perairan Pelabuhan, Penyewaan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan N
. ) Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,
Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan |Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti . .
. . . Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam
Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan ) .
. . . ) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Tally Mandiri, da Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . X "
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi - . - - . -
. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan lzin Usaha ) . ) .
R Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait
Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat
. Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, _ N : i
Angkutan Perairan Pelabuhan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, 2 Laporan 300.000.000(Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, 2 Laporan 300.000.000 2 100,00 291.215.535( 97,07 2 100,00 291.215.535| 97,07
s ! Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut ) )
> Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,
atau Peralatan Jasa Terkait dengan ., R -, K
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Angkutan Laut, Tally Man
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan . - e . - e
dan Pengoperasian Pelabuhan P Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan 97.5% 4.551.261.600| " eningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan 97.5% 4.551.261.600| 98 100,00 4.484513596| 9853 | 975 | 10000 4.484.513.596| 98,53
L Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Perr)bangunan Pelabuhan Pengumpan [Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang 1 Unit 4.551.261.600 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang 1 Unit 4.551.261.600 1 100,00 4.484.513.59)| 98,53 1 100,00 4.484.513.596| 9853
Regional Terbangun Terbangun
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA) Persentase Capaian Layanan SDA 78 % 167.044.363.607 [ Persentase Capaian Layanan SDA 78 % 180.044.363.606 92,33 118,37 159.547.226.409 95,51 92,33 118,37 159.547.226.409( 88,62
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yan Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dlijtan ani vang 18 unit 131.796.083.019 dl:tan ani yang 18 unit 144.796.083.019 18 100,00 131.351.015.205 | 99,66 18 100,00 131.351.015.205| 90,71
Lintas Daerah Kabupaten/Kota & &
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 12 Dok 10.807.477.042| -NEKUnBan Hidup untuk Konstruksi 12 Dok 10.807.477.042 | 12 100,00 9.378312.165 | 8678 | 12 | 100,00 9.378.312.165| 86,78
Konstruksi Bendungan, Embung, dan |Bendungan, Danau dan Bangunan Bendungan, Danau dan Bangunan
Bangunan Penampung Air Lainnya |Penampung Air Lainnya yang Disusun Penampung Air Lainnya yang Disusun
P R Teknis d
enyusunarj encana e' nis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, gkung . “p . 13 Dokumen 4.161.691.758 gKung . ..p . 13 Dokumen 4.161.691.758 13 100,00 3.686.197.463 | 88,57 13 100,00 3.686.197.463| 88,57
R Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan,
Drainase Utama Perkotaan dan - . . .
. dan Pengaman Pantai yang Disusun dan Pengaman Pantai yang Disusun
Pengaman Pantai
Penyusunan Pola dan Rencana
Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA WS Kewenangan o 8 ) 1 Dokumen 1.060.875.000 o 8 ) 1 Dokumen 1.060.875.000 1 100,00 823.132.710 77,59 1 100,00 823.132.710| 77,59
Provinsi WS Kewenangan Provinsi yang Disusun WS Kewenangan Provinsi yang Disusun
Pemban‘gunan Sumur Air Tanah Jlfmlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang S Titik 25.002.656.120 Jumlah»SumurAeranah untuk Air Baku 5 Titik 25.002.656.120 5 100,00 20.004.703.709 80,01 5 100,00 20.004.703.709| 80,01
untuk Air Baku Dibangun yang Dibangun
Pembangunan Seawalidan ~ Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman 1.25Km 30.764.507.146| " 2iang seawall dan Bangunan Pengaman 1.25 Km 30.764.507.146 | 1,25 | 100,00 26.486.388.376 | 86,09 | 1,25 | 100,00 26.486.388.376| 86,09
Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |Pantai Lainnya yang Dibangun Pantai Lainnya yang Dibangun
Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungaivang 22.1Km 56.209.536.960| " 2riang Sungaivang 22.1Km 69.209.536.960 | 30,29 | 137,06 67.814.510.972 | 120,65 | 30,29 | 137,06 67.814.510.972| 97,98
Dinormalisasi/Direstorasi Dinormalisasi/Direstorasi
. . . Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas K R . . K . . .
Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan 1 Dokumen 758.995.000| Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan 1 Dokumen 758.995.000 1 100,00 664.970.163 | 87,61 1 100,00 664.970.163( 87,61

Air WS Kewenangan Provinsi

Provinsi

Provinsi




Pembinaan dan Pemberdayaan

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA

Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan 6 Lembaga 2.403.098.293 | Kewenangan Provinsi yang Dibina dan 6 Lembaga 2.403.098.293 6 100,00 1.954.997.383 | 81,35 6 100,00 1.954.997.383| 81,35
Kewenangan Provinsi Diberdayakan Diberdayakan
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi
(Rekomtek) Pemanfaatan SDAWS  [Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 1 Dokumen 349.956.000| Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 1 Dokumen 349.956.000 1 100,00 294.869.790 | 84,26 1 100,00 294.869.790( 84,26
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Disusun Kewenangan Provinsi yang Disusun
Ece)gir:;l:i;:alg:;sl;;):ll(sslselmbagaan Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA Kewenangan Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan 1 Lembaga 277.289.700| Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan 1 Lembaga 277.289.700 1 100,00 242.932.474 87,61 1 100,00 242.932.474| 87,61
A Kapasitasnya Kapasitasnya
Provinsi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan | Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 8614 meter 35.248.280.588| Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 8614 meter 35.248.280.587 10912 126,68 28.196.211.204 | 79,99 10912 | 126,68 28.196.211.204( 79,99
Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 5 Dokumen 1.568.029.000( Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 5 Dokumen 1.568.029.000 5 100,00 1.373.711.184 87,61 5 100,00 1.373.711.184| 87,61
Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Rawa yang Tersusun dan Rawa yang Tersusun
Pembangunan Jaringan Irigasi Pénjang Jaringan Irigasi Permukaan yang 2409 Meter 890.108.118 P?njang Jaringan Irigasi Permukaan yang 2409 Meter 890.108.117 0 0,00 467.229.908 52,49 0 0,00 467.229.908| 52,49
Permukaan Dibangun Dibangun
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang 7.51KM 28.333.836.620| " 2ane Jaringan Irigasi Permukaan yang 7.51KM 28.333.836.620 | 7,56 100,67 23.093.797.836 | 81,51 | 7,56 | 100,67 23.093.797.836| 81,51
Permukaan Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa || 2"Jang Jaringan Irigasi Rawa yang 111KM 4.456.306.850| " 2Mang Jaringan Irigasi Rawa yang 1.11KM 4.456.306.850 | 335 | 301,80 3261472276 | 73,19 | 335 | 301,80 3.261.472.276| 73,19
Direhabilitasi Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN | Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan 68 % 32.020.221.608|Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan 68 % 41.495.427.368 73,92 108,71 35.000.747.771 | 109,31 | 73,92 108,71 35.000.747.771| 84,35
AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan 68.64 % 32.020.221.608|Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan 68.64 % 41.495.427.368 73,92 107,69 35.000.747.771 | 109,31 | 73,92 107,69 35.000.747.771| 84,35
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, - |Jumlah Kebijakan dan Strategi 5 Dokumen 15536.571.000 | UmIah Kebijakan dan Strategi 5 Dokumen 1.531.851.000 5 100,00 1.430.210.850 | 93,08 5 100,00 1.430.210.850| 93,36
Strategi dan Teknis SPAM Penyelenggaraan SPAM Penyelenggaraan SPAM
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/Perluas |Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optim| 9 dokumen 534.463.500| Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Opti [ 9 dokumen 744.351.700 9 100,00 729.132.000 | 136,42 9 100,00 729.132.000( 97,96
an/ Perbaikan SPAM alisasi SPAM Regional malisasi SPAM Regional
:':;?::ag:"a” Baru SPAM Jaringan |, _ . sitas Pembangunan SPAM Regional 0 Liter/detik 29.143.840.108 | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional 0 Liter/detik 38.413.877.668 0 0,00 32.124.876.971 | 11023 | o 0,00 32.124.876.971| 83,63
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan
SPAM Regional Lintas Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan |\ o0 709.097.000 | UM!ah Kabupaten/Kota yang mendapatkan | o\ o\ o 709.097.000 | 10 100,00 623.165.841 | 87,88 | 10 | 100,00 623.165.841| 87,88
fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM
Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknis SDM dan
Kelembagaan Pengelolaan spam |2 Kabupaten/Kota yang mendapatkan |\ o0 96,250,000 U2 Kabupaten/Kota yang mendapatkan |\ o\ 0 96.250.000 | 10 | 1.000,00 93362.109 | 97,00 | 10 | 1.000,00 93.362.109| 97,00
Provinsi pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Panjang saluran drainase yang berfungsi baik | 3455 meter 29.086.048.826| " 2nang saluran drainase yang berfungsi 3455 meter 29.086.048.826 | 3977,7 | 115,13 21.103.521.952 | 72,56 |3977,7| 11513 21.103.521.952| 72,56
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE baik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung Jumlah sistem drainase yang terhubung di Jumlah sistem drainase yang terhubung di
dengan Sungai Lintas Daerah kawasan strategis dan sistem sungai provinsi 5 sistem 29.086.048.826| kawasan strategis dan sistem sungai 5 sistem 29.086.048.826 5 100,00 21.103.521.952 | 72,56 5 100,00 21.103.521.952( 72,56
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis |Kalimantan Timur provinsi Kalimantan Timur
Provinsi
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi 5 Dok 2.152.000.000| Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi 5 Dok 2.152.000.000 5 100,00 1.825.811.165 84,84 5 100,00 1.825.811.165| 84,84

Rehabilitasi Sistem Drainase

Sistem Drainase Perkotaan

Sistem Drainase Perkotaan




Penyediaan Drainase Perkotaan dan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan

. - 5 Unit 26.934.048.826 . S 5 Unit 26.934.048.826 5 100,00 19.277.710.787 71,57 5 100,00 19.277.710.787| 71,57
Sarana Pendukungnya Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan n Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan n
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi 78 % 1.699.152.638.583 | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi 78 % 2.195.394.894.982 79,19 101,53 1.976.580.133.758 | 116,33 79,19 101,53 1.976.580.133.758| 90,03
Penyelenggaraan Jalan Provinsi Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap 700.61 KM 1.699.152.638.583 [ Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap 700.61 KM 2.195.394.894.982 708,8 101,17 1.976.580.133.758 | 116,33 | 708,8 101,17 1.976.580.133.758| 90,03
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis
Strategi Pengembangan Jaringan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan,
X . . 61 Dokumen 32.846.481.140 L . 61 Dokumen 36.451.762.160 67 109,84 33.723.049.573 | 102,67 67 109,84 33.723.049.573| 92,51
Jalan serta Perencanaan Teknis Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis,
Penyelenggaraan Jalan dan Pengendalian Pengelolaan Pengendalian
Pembebasan Lahan/Tanah untuk | Luas Lahan yang Tersedia untuk 448279 M? 208.500.008,555 | -12S Lahan vang Tersedia untuk 448279 M2 318.309.098.555 | 584388 | 130,36 206.722.399.253 | 69,25 |584388| 130,36 206.722.399.253| 64,94
Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan
lah D Inf i Terkait K isi i i isi
Survei Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi 2 Dokumen 2.964.760,000 U2 Data dan Informasi Terkait Kondisi | o\ o 2.964.760.000 2 100,00 2.848.711.712 | 96,09 2 | 100,00 2.848.711.712| 96,09
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan
Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 19.5 KM 223.391.668.264 | Panjang Jalan yang Dibangun 19.5 KM 256.939.143.264 29,29 150,21 219.577.897.041 | 98,29 29,29 150,21 219.577.897.041| 85,46
Rekonstruksi Jalan ng”gjala" yang Dilakukan Rekonstruksi 123.33KM 961.938.428.560 f;;f”gja'a" yang Dilakukan Rekonstruksi | 153 33 | 1.305.656.446.550 | 135,453 | 109,83 | 1.353.723.658.312 | 140,73 | 13545 | 100,83 | 1353.723.658312| 97,00
Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 150 M 133.880.439.798 | Panjang Jembatan yang Dibangun 150 M 137.251.822.178 348 232,00 121.430.117.108 90,70 348 232,00 121.430.117.108| 88,47
Pengawasan Teknis Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan 47 Dokumen 45.621.762.266| uMIah Dokumen Teknis Pengawasan 47 Dokumen 47.821.862.266 | 50 106,38 38.554.300.759 | 8451 | 50 | 106,38 38.554.300.759| 80,62
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  |Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 1indeks 24.093.527.900|Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 1indeks 24.093.527.900 1 100,00 21.807.005.978 | 90,51 1 100,00 21.807.005.978( 90,51
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
L. L Prosentase Penetapan RTRW 100 % 18.105.474.300| Prosentase Penetapan RTRW 100 % 18.105.474.300 100 100,00 16.376.731.395 90,45 100 100,00 16.376.731.395| 90,45
dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Penetapan Kebijakan dalam rangka |Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub 3 Dokumen 17.858.734.300 | Um'ah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub | 5y oo 17.858.734.300 3 100,00 16.137.906.685 | 90,36 3 | 10000 16.137.906.685| 90,36
Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi selain RTRW Provinsi
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan [Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan
Perundang- Undangan Bidang Peraturan Perundang-undangan Bidang 1 Dokumen 246.740.000 | Peraturan Perundang-undangan Bidang 1 Dokumen 246.740.000 1 100,00 238.824.710 | 96,79 1 100,00 238.824.710( 96,79
Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan |Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 1 dokumen 1.158.460.000 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 1 dokumen 1.158.460.000 1 100,00 1.125.770.122 97,18 1 100,00 1125770122| 97,18
Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang
Evaluasi Rancangan Peraturan Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan
Daerah tentang RTRW dan RRTR Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR 12 Dokumen 736.090.000| Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR 12 Dokumen 736.090.000 18 150,00 710.987.069 96,59 18 150,00 710.987.069| 96,59
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan 1 Laporan 422.370.000 Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman 1 Laporan 422.370.000 1 100,00 414.783.053 | 98,20 1 100,00 414.783.053| 9820
dalam Penataan Ruang Tanggung Jawab Masyarakat dan Tanggung Jawab Masyarakat
Koordinasi dan Slnk.I‘OT\ISaSI Pemanfataan |Laporan Koordinasi dan Slnkronls?5|. 1 dokumen 2.029.948.600 Laporan Koordinasi dan SlnkromsAaS|' 1 dokumen 2.029.948.600 1 100,00 1.750.966.620 86,26 1 100,00 1.750.966.620| 86,26
Ruang Daerah Provinsi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi |Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan 1 Dokumen 1.641.963.200 (Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 1 Dokumen 1.641.963.200 1 100,00 1.398.600.555 85,18 1 100,00 1.398.600.555| 85,18
dan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
Jumlah Data dan Inf i Dihasilk Jumlah Data dan Inf i Dihasilk
Sistem Informasi Penataan Ruang | o, oo can imormast yang BInastian | -y by men 387.985.400 o Data dan imormasiyang BINAstkaN | -y oy en 387985400 | 1 100,00 352366.065 | 90,82 | 1 | 100,00 352.366.065| 90,82
dari Sistem Informasi Penataan Ruang dari Sistem Informasi Penataan Ruang
L . L . |Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian X X
e Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1 dokumen 2.799.645.000| Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1 dokumen 2.799.645.000 1 100,00 2.553.537.841 91,21 1 100,00 2.553.537.841| 91,21
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi S .
Provinsi Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penertiban dan Penegakan Hukum [Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang 1 Dokumen 565.282.500|Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan 1 Dokumen 565.282.500 1 100,00 538.717.624 | 95,30 1 100,00 538.717.624| 95,30
Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang Hukum Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan  |Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 1 Dokumen 2.934.362.500 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 1 Dokumen 2234.362.500 1 100,00 2014820217 | 9017 1 100,00 2.014.820217| 90,17
Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 69681 Unit 79.015.391.469|Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 69681 Unit 78.973.864.461 68552 101,62 74.529.985.007 94,32 68552 101,62 74.529.985.007| 94,37




Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10

Terlaksananya Koordinasi Penataan
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas

dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai X . 2 Kegiatan 503.253.200 . . 2 Kegiatan 503.253.200 2 100,00 438.472.357 87,13 2 100,00 438.472.357| 87,13
) N (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha R X
(lima belas) Ha (lima belas) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Penyelenggaraan Urusan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan 1 Laporan 503.253.200|Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan 1 Laporan 503.253.200 1 100,00 438.472.357 87,13 1 100,00 438.472.357| 87,13
Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan
P ki Ki hd Li 10
ermuldman Bumun dengan tuas Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 0 unit 78.512.138.269 | Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 0 unit 78.470611.261 | 0 100,00 74.001512.650 | 9437 | o0 | 100,00 74.091.512.650| 94,42
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
Penyusunan Rencana Tapak (Site . . . .
R X R R Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
Plan) dan Detail Engineering Design ) . . . . .
(DED) Peremajaan/Pemugaran Engineering Design (DED) Engineering Design (DED)
. ) 8 Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 2 Dokumen 770.600.000 | Peremajaan/Pemugaran Permukiman 2 Dokumen 770.600.000 2 100,00 763.871.446 99,13 2 100,00 763.871.446| 99,13
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 R .
. X dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
(Sepuluh) Ha sampai dengan di di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Bawah 15 (Lima Belas) Ha s
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam
dalam Kawasan Permukiman ‘ Kawasan Permuklm?n denganALuas 10 2172 Unit 61.331.108.709 Kawasan Permuklm'fm dengan‘Luas 10 2172 Unit 61.289.581.701 2172 100,00 59.898.902.953 97,66 2172 100,00 50.898.902.953| 97,73
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai [ (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Rumah (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Rumah
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |(Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki
Pelaksanaan Pembangunan Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10
Pemugaran/ Peremajaan (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima 7.6 Ha 16.410.429.560| (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima 7.6 Ha 16.410.429.560 7,6 100,00 13.428.738.251 81,83 7,6 100,00 13.428.738.251| 81,83
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 |Belas) Ha yang DIremajakan/Dipugar Belas) Ha yang DIremajakan/Dipugar
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
:::::&“:::NGELOLAAN ENERGI Persentase Pemanfaatan EBT 8.4% 5.795.245.500| Persentase Pemanfaatan EBT 8.4% 5.795.245.500 11,44 136,19 5.581.072.328| 96,30 11,44 136,19 5.581.072.328( 96,30
) Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru 6 Kabupaten Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru 6 Kabupaten 6 100,00 6 100,00
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Terbarukan Terbarukan
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Jumlah potensi d faatan L Jumlah potensi d faatan L
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pum a Bpo ~eC~SIt anDpemahnKaZ an tanﬁu:g Pum a Bpo Aelr.1‘5|t anDpemahnKaZ an tanﬁ;u:g
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 |’ 2"'@s BUm! Lintas Daerah Rabupaten/Kota 702.810.500|" 2"nas Bumi Lintas Daerah Rabupaten/Kota 702.810.500 700.020.498| 99,60 700.020.498| 99,60
i S . [dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah
(dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai . L 1 Dokumen . L 1 Dokumen 1 100,00 1 100,00
Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur
ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah L i X . i
. dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas
Perairan Kepulauan i i
ke Arah Perairan Kepulauan dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
Penyusunan Rekomendasi Perizinan S .
o Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan
dan Informasi Izin Pemanfaatan o S
o Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah L .
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
P . N (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 1 Dokumen 702.810.500|dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah 1 Dokumen 702.810.500 1 100,00 700.020.498| 99,60 1 100,00 700.020.498 99,60
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut . Lo . . A
K . Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur
Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur . ; . . .
N N A Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas
dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas Arah Perairan Kepulauan dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan
dan/atau ke Arah Pe P P
Per haan Izin, Pembi dan
Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel
i (Bi i i bagai bahan bakar lain d ki it bagai bahan bakar lain d ki it
Nabati (B|ofuell) sebagai B.ahan Bakar.Laln se agal‘ ahan ba ?r ain dengan kapasitas 1 Dokumen 471.435.000 se agall ahan ba ?r ain dengan kapasitas 1 Dokumen 471.435.000 1 100,00 471.427.745| 100,00 1 100,00 471.427.745 100,00
dengan Kapasitas Penyediaan sampai penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh
dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per ribu) ton per tahun ribu) ton per tahun
Tahun
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha
Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai
Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas |Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan 1 Laporan 471.435.000 | Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas 1 Laporan 471.435.000 1 100,00 471.427.745( 100,00 1 100,00 471.427.745 100,00

Penyediaan sampai dengan 10.000
(sepuluh ribu) Ton Per Tahun

sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per
Tahun

Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh
Ribu) Ton Per Tahun




Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah

Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan

Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan

L . . 1 Dokumen 4.621.000.000 . . 1 Dokumen 4.621.000.000 1 100,00 4.409.624.085( 95,43 1 100,00 4.409.624.085 95,43
Provinsi Tentang Penghematan Energi dan Air Tentang Penghematan Energi dan Air
Perumusan dan Penetapan
Kebijakan Strategi dan Program Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur 2 Dokumen 55.000.000 | Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur 2 Dokumen 55.000.000 2 100,00 54.271.000| 98,67 2 100,00 54.271.000 98,67
Konservasi Energi
Sosialisasi secara Menyeluruh dan
Kompreh'ensif untuk Penggunaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur 2 Kegiatan 276.000.000 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur 2 Kegiatan 276.000.000 2 100,00 270.455.350| 97,99 2 100,00 270.455.350| 97,99
Teknologi yang Menerapkan
Konservasi Energi - — - - — -
Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi 4 Sekolah Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi 4 Sekolah 2 50,00 2 50,00
Pembangunan PJUTS 100 Unit Pembangunan PJUTS 100 Unit 55 55,00 55 55,00
:fgggf;z]kz'::e’?\’l‘fjaE'::rgim“k Perencanaan DED PLTS Atap 1 Paket 4.120.000.000 | Perencanaan DED PLTS Atap 1 Paket 4.120.000.000 1 100,00 3.915.447.135| 95,04 1| 100,00 3.915.447.135| 95,04
Pembangunan PLTS Atap 1 Unit Pembangunan PLTS Atap 1 Unit 1 100,00 1 100,00
Pembangunan Instalasi Biogas 28 Unit Pembangunan Instalasi Biogas 28 Unit 28 100,00 28 100,00
Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi Terlaksananya Pengawasan Konservasi
Konservasi Energi Kewenangan L L 3 Kegiatan 170.000.000 | Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kegiatan 170.000.000 3 100,00 169.450.600| 99,68 3 100,00 169.450.600| 99,68
. dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi .
Provinsi bersubsidi
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah KK Berlistrik 1200000 KK 60.248.834.460|Jumlah KK Berlistrik 1200000 KK 60.248.834.460 | 1255013 104,58 57.822.634.877| 95,97 1E+06 104,58 57.822.634.877| 95,97
KETENAGALISTRIKAN
Penatausahaan lIzin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Jumlah perusahaan yang mendapat Jumlah perusahaan yang mendapat
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta | rekomendasi teknis ljin Usaha Penyediaan 20 Perusahaan 300.000.000 | rekomendasi teknis ljin Usaha Penyediaan | 20 Perusahaan 300.000.000 69 345,00 288.787.700| 96,26 69 345,00 288.787.700 96,26
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) Tenaga Listrik (IUPTL)
Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan
Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan |Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha
Tenaga Listrik Nf)n Badan Usahé M‘ilik quyediaan Tenaga Li‘strik Non BadarT Us-aha 1 Laporan 300.000.000 Peﬁyediaan Tenaga Liétrik Non Badar? Us-aha 1 Laporan 300.000.000 1 100,00 288.787.700| 96,26 1 100,00 288.787.700 96,26
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta |Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia
Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Penatausahaan lzin Operasl yang Fasllitas | Jumlah perusahaan yang mendapat 50 Perusahaan 800.000.000| 2" perusahaan yang mendapat 50 Perusahaan 800.000.000 | 86 172,00 764.083.204| 9551 | 86 | 172,00 764.083.204 95,51
Instalasinya dalam Daerah Provinsi rekomendasi teknis Izin Operasi (10) rekomendasi teknis Izin Operasi (10)
Penyusunan Rekomendasi Perizinan J"_'mlah perusah?an pemegang IUPTLS yang 20 perusahaan JL.meah perusahéan pemegang IUPTLS yang 20 perusahaan 20 100,00 20 100,00
dan Informasi Izin Operasi yang dilakukan pembinaan dilakukan pembinaan
. . 300.000.000 300.000.000 296.918.000( 98,97 296.918.000| 98,97
Fasilitas Instalasinya dalam Daerah [Jumlah perusahaan yang mendapat Jumlah perusahaan yang mendapat
Provinsi rekomendasi teknis izin usaha penyediaan 30 Perusahaan rekomendasi teknis izin usaha penyediaan [ 30 Perusahaan 66 220,00 66 220,00
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Pelélfsanaan Per'izinan Operasi yang Pengawa!s'an Pelaksan'aan Perizinan Operasi 30 Laporan 500.000.000 Pengawa.s'an Pelaksan‘aan Perizinan Operasi 30 Laporan 500.000.000 30 100,00 467.165.204| 93,43 30 100,00 467.165.204 93.43
Fasilitas Instalasinya dalam Daerah |yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah
Provinsi Provinsi Provinsi
Penatausahaan Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Jumlah perusahaan yang mendapat Jumlah perusahaan yang mendapat
Usaha Dalam Negeri/Mayoritas 20 Perusahaan 300.000.000 20 Perusahaan 300.000.000 20 100,00 286.569.613| 95,52 20 100,00 286.569.613 95,52

Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal
Dalam Negeri

rekomendasi teknis Izin Operasi (10)

rekomendasi teknis Izin Operasi (10)




Penyusunan Rekomendasi Perizinan
dan Informasi Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan

Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga

Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga

. ) Listrik bagi Badan Usaha dalam 12 Dokumen 300.000.000 | Listrik bagi Badan Usaha dalam 12 Dokumen 300.000.000 18 150,00 286.569.613| 95,52 18 150,00 286.569.613 95,52
Usaha Dalam Negeri/Mayoritas . . ST . . .
R Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh
Sahamnya Dimiliki oleh Penanam . .
R Penanam Modal dalam Negeri Penanam Modal dalam Negeri
Modal Dalam Negeri
Penganggaran untuk Kelompok
Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan e . Jumlah data verifikasi kategori masyarakat
) _ Jumlah data verifikasi kategori masyarakat X .
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum | . . 1 Dokumen 58.848.834.460|tidak mampu daerah terpencil dan 1 Dokumen 58.848.834.460 1 100,00 56.483.194.360| 95,98 1 100,00 56.483.194.360 95,98
. tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan
Berkembang, Daerah Terpencil dan perdesaan
Perdesaan
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Penganggaran untuk Kelompok Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok 1 Laporan 968.682.000| Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok 1 Laporan 968.682.000 1 100,00 595.551.542| 61,48 1 100,00 595.551.542 61,48
Masyarakat Tidak Mampu Masyarakat Tidak Mampu Masyarakat Tidak Mampu
Pengumpulan dan Pengolahan Data |Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait
dan Informasi Sasaran Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan
Pembangunan Sarana Penyediaan |Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 1 Dokumen 298.400.000|Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 1 Dokumen 298.400.000 1 100,00 293.550.400( 98,37 1 100,00 293.550.400 98,37
Tenaga Listrik Belum Berkembang, |Berkembang, Daerah Terpencil dan Berkembang, Daerah Terpencil dan
Daerah Terpencil dan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Penyediaan Tenaga Listrik BeI}Jm Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum 20 Laporan 300.000.000 Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Llstr}k 20 Laporan 300.000.000 18 90,00 297.934.780| 99,31 18 90,00 297.934.780 99,31
Berkembang, Daerah Terpencil dan |Berkembang, Daerah Terpencil dan Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS 7 Lokasi Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS 7 Lokasi 7 100,00 7 100,00
Pembangunan Sarana Penyediaan
Tenaga Listrik Belum Berkembang, [Jumlah Sarana yang Terbangun dalam 57.281.752.460|Jumlah Sarana yang Terbangun dalam 57.281.752.460 55.296.157.638| 96,53 55.296.157.638| 96,53
Daerah Terpencil dan Perdesaan i istri i istri
penci Penyediaan Tenaga Listrik Bellum 7 Unit Penyediaan Tenaga Listrik Bel'um 7 Unit 7 100,00 7 100,00
Berkembang, Daerah Terpencil dan Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan Perdesaan
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN indeks et odara U0 2021 ndee ekt dara (R0 o2t ndee 0 | o4z 5564 | 0045
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN ~[ndeks kualitas udara (IKU) 22 NAeS 8.441.724.750} ndeks kualitas udara (IKU) 22 NCeS 8.441.724.750 . . 8.087.607.007 | 95,81 : : 8.087.607.007| 95,81
LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lahan (IKL) 79.91 Indeks Indeks Kualitas Lahan (IKL) 79.91 Indeks 83,86 104,94 83,86 104,94
Indeks Kualitas air laut (IKAL) 83.66 Indeks Indeks Kualitas air laut (IKAL) 83.66 Indeks 81,36 97,25 81,36 97,25
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan 7 Singkronisasi, Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ Koordinasi, dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/
. . . 4.578.109.750 . 7 Dokumen 4.578.109.750 10 142,86 4.362.272.429 95,29 10 142,86 4.362.272.429| 95,29
Kerusakan Lingkugan Hidup atau kerusakan lingkungan serta Pelaksanaan atau kerusakan lingkungan serta
pengendalian perubahan iklim PPKL dan PPI pengendalian perubahan iklim
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pencegahan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan Hidup Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, 53 Dokumen 775.000.000|Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, | 53 Dokumen 775.000.000 53 100,00 771.939.529 | 99,61 53 100,00 771.939.529( 99,61
Dilaksanakan terhadap Media Air, Udara, dan Laut Air, Udara, dan Laut
Tanah, Air, Udara, dan Laut
Ezgrli::z;:r:r:oz:jjlliad:rI]Emisi Gas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X g R " |Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor 1 Dokumen 3.803.109.750|Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor 1 Dokumen 3.803.109.750 1 100,00 3.590.332.900 | 94,41 1 100,00 3.590.332.900| 94,41
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi | . R X ; . .
. lingkungan hidup yang Dilaksanakan lingkungan hidup yang Dilaksanakan
Perubahan Iklim
Penanggulangan Pencemaran dan/atau ||\ - percamaran (status Mutu Air) 8 Tercemar 3.193.615.000 | Indeks Pencemaran (Status Mutu Air) 8 Tercemar 3.193.615.000 | 2,803 | 164,96 3.145.724.780 | 98,50 | 2,803 | 164,96 3.145.724.780| 98,50
Kerusakan Lir 1 Hidup Sedang Sedang




Pemberian Informasi Peringatan

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi
Pencemaran dan/atau Kerusakan

Pencemaran dan/atau Kerusakan . . 1 Laporan 1.993.615.000(, . R . 1 Laporan 1.993.615.000 1 100,00 1.986.847.015 99,66 1 100,00 1.986.847.015| 99,66
. R Hidup pada Masyarakat lintas Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas
Lingkungan Hidup pada Masyarakat N .
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Pengisolasian Pencemaran dan/atau [Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau
8 . R / . X / . . 200 Lokasi 1.200.000.000 . X / . . 200 Lokasi 1.200.000.000 200 100,00 1.158.877.765 | 96,57 200 100,00 1.158.877.765| 96,57
Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi
Pemulihan Pencemaran dan/atau . . . .
. . / Persentase pemulihan lingkungan 52.64 Persen 670.000.000| Persentase pemulihan lingkungan 52.64 Persen 670.000.000 51,74 98,29 579.609.798 86,51 51,74 98,29 579.609.798| 86,51
Kerusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X i o X 1 Dokumen 120.000.000]_. o X 1 Dokumen 120.000.000 2 200,00 113.080.200 | 94,23 2 200,00 113.080.200| 94,23
Pembersihan Unsur Pencemar Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Koordinasi, Sinkronisasi dan mlah Dokumen Hasil Koordinasi mlah Dokumen Hasil Koordinasi
oordinasi, Sinkronisasi da Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 50,000,000 umIah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 50.000.000 1 100,00 47.683.800 | 95,37 1 | 10000 47.683.800| 9537
Pelaksanaan Remediasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
! - i L Lo 15 Dokumen 200.000.000] _. o Lo 15 Dokumen 200.000.000 13 86,67 199.584.930 | 99,79 13 86,67 199.584.930| 99,79
Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
! X i o S 4 Dokumen 300.000.000| . o S 4 Dokumen 300.000.000 4 100,00 219.260.868 | 73,09 4 100,00 219.260.868( 73,09
Pelaksanaan Restorasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
Sasaran : 5.2 i Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana 100 % 27.372.979.700 |Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana 100 % 38.777.112.260 100 100,00 38.247.872.677 139,73 100 100,00 38.247.872.677 98,64
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi |/ C/°c"t2s€ Pelayanan Pemenuhan Informasi 100 Persen 383,413,900 | Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi 100 Persen 383.413.900 | 100 100,00 326.967.188 | 85,28 100 100,00 326.967.188 | 85,28
Kebencanaan Kebencanaan
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah laporan kegiatan 1 laporan Jumlah laporan kegiatan 1 laporan 1 100,00 1 100,00
ji isi 383.413.900 ji isi 383.413.900 326.967.188 85,28 326.967.188 85,28
Provinsi ::L.llmla? Dokumen Kajian Risiko Bencana yang 1 Dokumen ::tflmlaf‘\' Dokumen Kajian Risiko Bencana yang 2 Dokumen 2 200,00 2 100,00
Pelayanan P 1 dan Persentase Pelayanan Pencegahan dan 100 persen 12.967.639.900 | Fersentase Pelayanan Pencegahan dan 100 persen 23.871.772.460 | 100 100,00 23.623.642.828 | 18217 | 100 100,00 23.623.642.828 | 98,96
Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
" . . Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana 9535 Unit Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana 11133 Unit 11133 116,76 11133 100,00
Pengendalian Operasi dan Penyediaan - - - - - -
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan 10.206.026.100 |'umIah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi 16.500.235.660 16.403.351.256 | 160,72 16.403.351.256 | 99,41
terhadap Bencana Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 12 Dokumen dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan [ 12 Dokumen 12 100,00 12 100,00
Terhadap Bencana Terhadap Bencana
Pen-yed!aan Peralatan Perlindungan dan [Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap 6272 Unit 1.270.384.000 Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap 9842 Unit 5.213.247.000 0842 156,92 5.176.752.700 | 407,50 0842 100,00 5.176.752.700 99,30
Kesiapsiagaan Bencana Bencana Bencana
Penguatan Kapasnas_Kav»_/asan untuk Jumlah Kawasan yang Dltlngkat_kan Kapasitasnya 13 Kawasan 571.161.000 Jumlah Kawasan yang Dltlngkatkan Kapasitasnya 13 Kawasan 1.238.221.000 13 100,00 1.156.485.572 | 202,48 13 100,00 1.156.485.572 93,40
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana|dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi | Dikembangkan Kapasitas Teknis dan 120 orang 821,068,800 | Dkembangkan Kapasitas Teknis dan 120 orang 821.068.800 | 120 100,00 801.968.300 | 97,67 120 100,00 801.968.300 | 97,67
Cepat (TRC) Bencana Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Manajerialnya Dalam Melaksanakan
Awal Darurat Bencana Penanganan Awal Darurat Bencana
Jumlah L Pelak: Gladi Kesiapsi Jumlah L Pelak Gladi
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | o o -2poran reiaksanaan biadi Resiapsiagaan 2 Laporan 99.000.000 | M'a" -aporan Pelaksanaan Gladi o 2 Laporan 99.000.000 2 100,00 85.085.000 | 85,94 2 100,00 85.085.000 | 85,94
untuk Bencana Prioritas Provinsi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi
Pelayanan Peny dan E Persentase Penanganan Tanggap Darurat 100 Persen 1.341.910,900 | €rsentase Penanganan Tanggap Darurat 100 Persen 1.841.910.900 | 100 100,00 1.741.296.526 | 129,76 | 100 100,00 1.741.296.526 | 94,54
Korban Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Respon Cepat Penanganan Darurat Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat 12 Laporan 533.818.100 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat 12 Laporan 533.818.100 1 100,00 529.377.959 99,17 1 100,00 529.377.959 99,17
Bencana Penanganan Darurat Bencana Penanganan Darurat Bencana
. L Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan
Penyediaan Logistik Penyelamatandan | . =~ L. . T - .
Evakuasi Korban Bencana Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 500 Orang 808.092.800 |Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 1000 Orang 1.308.092.800 1000 200,00 1.211.918.567 149,97 1000 100,00 1.211.918.567 92,65
Y Korban Bencana Korban Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Persentase Penataan Sistem Dasar 100 Persen 12.680.015.000 |FSrSeNtase Penataan Sistem Dasar 100 Persen 12.680.015.000 | 100 100,00 12.555.966.135 | 99,02 | 100 | 100,00 12.555.966.135 | 99,02
Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan 2 Dokumen 849.515.000 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan 2 Dokumen 349 515.000 2 100,00 828.085.824 97,48 2 100,00 $28.085.824 97,48
Daerah Bencana Daerah Bencana Daerah
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 Dokumen 111.500.000 [Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 Dokumen 111.500.000 1 100,00 109.850.261 98,52 1 100,00 109.850.261 98,52

Informasi Kebencanaan




Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Penanggulangan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan

2 L 188. . 2 L 188. X 2 1 163.260.02 2 1 163.260.02
Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Penyelenggaraan I?entanggulanga‘n Blencana aporan 88.000.000 |Pengawasan Penyelenggaralan Fenangguléng?n aporan 88.000.000 00,00 63.260.020 86,84 00,00 63.260.020 86,84
Provinsi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca
(I:encRanka JiITu li:ASPNA) d:n Rencan:;;ehabllltaa 1 Dokumen zencRanka Ity lI:ASPNA) dgn Rencan:BEehabllltaa 1 Dokumen 2 200,00 2 100,00
Penanganan Pasca Bencana Provinsi an Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang 11.531.000.000 |d2n Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang 11.531.000.000 11.454.770.030 | 99,34 11.454.770.030 | 99,34
Disusun Disusun
. . Jumlah peralatan yang diserahkan ke .
Jumlah peralatan yang diserahkan ke masyarakat 441 unit 441 unit 441 100,00 441 100,00
masyarakat
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI AN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Peningkatan Pemanfaatan Persentase Peningkatan Pemanfaatan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 85% 19.579.510.680( Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 85% 19.579.510.680 85 100,00 18.390.102.338 93,93 85 100,00 18.390.102.338| 93,93
dalam Pengamanan dan Layanan Informasi dalam Pengamanan dan Layanan Informasi
Pengelolaan Nama Domain yang Telah
dltetapkan. ole'h 'Pemerlntah P?sat dan Jumlah persentase layanan domain 80 Persen 7.043.814.000|Jumlah persentase layanan domain 80 Persen 7.043.814.000 80 100,00 6.376.513.422 90,53 80 100,00 6.376.513.422| 90,53
Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
Penatalaksanaan dan Pengawasan |Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan
Nama Domain dan Sub Domain Pengawasan Nama Domain dan_ Sub Domain 1 Dokumen 1.641.111.500 Pengawasan Nama Domain dan_ Sub Domain 1 Dokumen 1.641.111.500 1 100,00 1.504.140.815 | 97,14 1 100,00 1594.140.815| 97,14
dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Penyelengg?raan Sistem Jaringan Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah 38 Unit 5.402.702.500 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah 38 Unit 5.402.702.500 38 100,00 4.782.372.607 88,52 38 100,00 4.782.372.607| 88,52
Intra Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Pengelolaan E-government di Lingkup Jumlah Persentase Implementasi e- Jumlah Persentase Implementasi e-
. L . 70 Persen 12.535.696.680 R 70 Persen 12.535.696.680 70 100,00 12.013.588.916 | 95,84 70 100,00 12.013.588.916| 95,84
Pemerintah Daerah Provinsi government yang dilaksanakan government yang dilaksanakan
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-|Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan
government dalam Pengawasan E-government dalam 1 Dokumen 1.978.426.000| " en8aWasan E-government dalam 1 Dokumen 1.978.426.000 1 100,00 1.920.790.414 | 97,09 1 100,00 1.920.790.414| 97,09
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Daerah Provinsi Provinsi Provinsi
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana  [Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi
Induk dan Anggaran Pemerintahan |Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 1 Dokumen 789.323.000|Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 1 Dokumen 789.323.000 1 100,00 764.285.245 | 96,83 1 100,00 764.285.245( 96,83
Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah 20 Unit 3.789.996,080|UM!ah Pusat Data Pemerintahan Daerah 20 Unit 3.789.996.080 | 20 100,00 3.611.041.515 | 9528 | 20 | 100,00 3.611.041.515| 9528
Pemerintahan Daerah yang Dikelola yang Dikelola
P | Sistem K ikasi |Jumlah Dok Hasil P | Jumlah Dok Hasil P |
enyelenggaraan sistem fomunikast|‘umiah okumen Hasil Fenyelenggaraan 1 Dokumen 437.996.800| 2" Poxumen Hasi Fenyelenggaraan 1 Dokumen 437.996.800 1 100,00 387.629.300 | 88,50 1 100,00 387.629.300| 88,50
Intra Pemerintah Daerah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Slnkr'onlsa5| Sistem Jl'_lmlah 'Dok'unlﬁen Hasil Koordinasi dan ' 1 Dokumen 134.492.500 Jl'JmIah 'Dokvunl1en Hasil Koordinasi dan ' 1 Dokumen 134.492.500 1 100,00 122.640.740 91,19 1 100,00 122.640.740| 91,19
Keamanan Informasi Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 27 Peranakat Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan
. . Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan g 660.237.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Perangkat Daer| 660.237.000 22 100,00 623.954.721 94,50 22 100,00 623.954.721| 94,50
dan Informasi Elektronik N . Daerah N N
Informasi Elektronik Informasi Elektronik
. Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung
Penyelenggaraan Sistem ) .
. Dengan Sistem Peghubung Layanan 1 Layanan 365.944.800| Dengan Sistem Peghubung Layanan 1 Layanan 365.944.800 1 100,00 357.309.463 | 97,64 1 100,00 357.309.463| 97,64
Penghubung Layanan Pemerintah . .
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pengembangan dan Pengelolaan P b dan P ol Sumb. P b dan P ol Sumb.
Sumber Daya Teknologi Informasi |/ oo oan6an dan Fenge olaan sumoer 1 Laporan 4.379.280.500/ " - "6eMPangan dan rengelolaan sumber 1 Laporan 4.379.280.500 1 100,00 4225937.518 | 96,50 1 | 10000 4.225937.518| 96,50

dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

Sekretariat Daerah




Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP

Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP

81% 81% 97,3 120,12 97,3 120,12
nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK) i nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK) °
Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria 97 % 7.065.124.500,00 | sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria 97 % 6.529.914.000,00 100 103,09 5.622.942.081| 79,59 100 103,09 5.622.942.081| 86,11
(NSPK) (NSPK)
Persentase perangkat daerah yang Persentase perangkat daerah yang
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 89 % melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 89 % 100 112,36 100 112,36
(SKM) (SKM)
Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Persentase Perangkat Daerah Provinsi
Kelembag Or inya sesuai 100 % yang Kelembag Or inya sesuai 100 % 100 100,00 100 100,00
ilitasi L Analisi k \
Fasilitasi Kelembagaan dan et i 2.742.094.500,00 [XEtentuan i 2.653.778.000,00 2.320567.571| 84,63 2320567.571| 87,44
Jabatan Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk
sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria 96 % sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria 96 % 100 104,17 100 104,17
(NSPK) (NSPK)
Fasilitasi Penataan Kelembagaan  |Jumlah Dokumen Hasil Penataan 1 Dokumen 954.319.500,00 M2 Dokumen Hasil Penataan 1 Dokumen 877.513.500,00] 1 100,00 696.213.491| 72,95 1 100,00 696.213.491| 79,34
Provinsi Kelembagaan Provinsi Kelembagaan Provinsi
Fasilitasi Penataan Kelembagaan |Jumlah Dokumen Hasil Penataan 1 Dokumen 737.780.000,00 | umIah Dokumen Hasil Penataan 1 Dokumen 726.408.500,00| 1 100,00 653.306.305| 88,55 1 100,00 653.306.305| 89,94
Kabupaten/Kota Kelembagaan Kabupaten/Kota Kelembagaan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis
Penataan Analisis Jabatan Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi 1 Dokumen 1.049.995.000,00 [Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi 1 Dokumen 1.049.856.000,00 1 100,00 971.047.775| 92,48 1 100,00 971.047.775| 92,49
Jabatan Jabatan
—— - . Persentase Laporan Kinerja Perangkat Persentase Laporan Kinerja Perangkat
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan ) ) N ) ) N
Akuntabilitas Kineria Daerah yang disampaikan sesuai aturan / 100 % 4.323.030.000,00| Daerah yang disampaikan sesuai aturan / 100 % 3.876.136.000,00 100 100,00 3.302.374.510| 76,39 100 100,00 3.302.374.510| 85,20
! Ketentuan Ketentuan
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi - |umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen 1.500.000.000,00 | U2 Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen 1.492.148.000,00] 1 100,00 1.269.485.307 | 84,63 1 100,00 1.260.485.307 | 85,08
Birokrasi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi Jumiah Dokumen Hasil Monitoring dan 1 Dokumen 1.400.000.000,00 |M!2h Dokumen Hasil Monitoring dan 1 Dokumen 1.094.466.500,00| 1 100,00 855.055.156| 61,08 1 100,00 855.055.156| 78,13
Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | U2 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan 1 Laporan 250.000,000,00 | uM!ah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan | | o 179.825.000,00| 1 100,00 168.550.300| 67,42 1 100,00 168.550.300| 93,73
Budaya Kerja Budaya Kerja
Pengelolaan Tatalaksana Jumiah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata 1 Dokumen 536.050,000,00 | M!2h Dokumen Hasil Pengelolaan Tata 1 Dokumen 502.036.500,00] 1 100,00 469.308.750| 87,55 1 100,00 469.308.750| 93,48
Pemerintahan Laksana Pemerintahan Laksana Pemerintahan
FaS|I!ta5| Peningkatan Pelayanan Jumlah Dokum(?n Hasil Fasilitasi Peningkatan 1 Dokumen 636.980.000,00 Jumllah Dokumen Hasil Fa5|I|'taS| 1 Dokumen 607.660.000,00 1 100,00 539.974.997| 84,77 1 100,00 539.974.997| 8836
Publik Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penlngkatarr kualitas laporan Persentase penlngkatar? kualitas laporan
PENGAWASAN keuangan Pemda sesuai dengan Standar 95% 13.690.565.500,00 | keuangan Pemda sesuai dengan Standar 95% 13.476.283.900 100 105,26 11.884.352.644| 86,81 100 105,26 11.884.352.644| 88,19
Akuntansi Pemerintah (SAP) Akuntansi Pemerintah (SAP)
Penyelenggaraan Pengawasan Internal Level Maturitas SPIP Pemda 3 level 4.784.880.900,00 | Level Maturitas SPIP Pemda 3 level 4.784.880.900 3 100,00 4.174.871.060 | 87,25 3 100,00 4.174.871.060| 87,25
P Kinerja P intah lah L Hasil P Kinerj lah L Hasil P Kinerj
engawasan Kinerja Pemerinta Jumiah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja 5 Laporan 615.899.000,00|'UMIah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja |- ¢\ 615.899.000| 5 100,00 586.477.970| 9522 5 100,00 586.477.970| 95,22
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah L Hasil Reviu L Jumlah L, Hasil Reviu L
Reviu Laporan Keuangan umiah taporan Hasii Reviu Laporan 8 Laporan 1.006.795.300,00| " 2" -aporan Rasii Reviu Laporan 8 Laporan 1.006.795.300| 8 100,00 1.004.325.654 | 99,75 8 100,00 1.004.325.654| 99,75
Keuangan Keuangan
P U dan Tekni Jumlah L Hasil P U d Jumlah L Hasil P U
engawasan Umum can Teknis umian taporan Hasii Fengawasan Umum aan | ¢ o ran 1.408.642.000,00| o -aporan Hasii Fengawasan Lmum 5 Laporan 1.408.642.000] 5 100,00 1315.684.999 | 93,40 5 100,00 1.315.684.999| 93,40
Kabupaten/Kota Teknis Kabupaten/Kota dan Teknis Kabupaten/Kota
—— £ — D " —
Lot a1 P ko 85K R can e Dokumen Hsi onioring dan valuns Tindak Lanpt ol Pemersnen
. I . A N Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 4 Dokumen 1.753.544.600,00 . ! . . . 4 Dokumen 1.753.544.600 4 100,00 1.268.382.437 | 72,33 4 100,00 1.268.382.437( 72,33
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan . K . X BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
APIP APIP
. . Tertanganinya Pengaduan Mayarakat
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan | Tertanganinya Pengaduan Mayarakat melalui
velensg & s ganinya Feng i 100 persen 8.905.684.600,00| melalui Pengawasan dengan Tujuan 100 persen 8.691.403.000| 100 100,00 7.700.481.584 | 86,57 | 100 | 100,00 7.709.481.584| 88,70

Tujuan Tertentu

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tertentu




Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah yang Ditangani

12 Laporan

221.683.200,00

Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah yang Ditangani

12 Laporan

221.683.200

12

100,00

80.801.688

36,45

12

100,00

80.801.688

36,45

Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

23 Laporan

8.684.001.400,00

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

23 Laporan

8.469.719.800

23

100,00

7.628.679.896

87,85

23

100,00

7.628.679.896

90,07




LAMPIRAN



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

9 . . . . 9 1.409.340.044.905 80,6 80,60 1.504.592.494.313| 104,92 80,6 80,60 1.504.592.494.313| 106,76
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Dinas Pendidikan 100% 1.434.039.726.389 Dinas Pendidikan 100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Dokuman Perencanaan 100 % 10.161.003.960| Dokuman Perencanaan 100 % 10.199.321.960 100 100,00 6.633.645.889| 65,29 100 100,00 6.633.645.889| 65,04
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 10 Dokumen 6.001.013.960| U2 Dokumen Perencanaan Perangkat | o p o\ o 6.039.331.960 10 100,00 4.779.134.801| 79,64 10 100,00 4.779.134.801| 79,13
Perangkat Daerah Daerah Daerah
Jumlah Pengadaan Peralatan TIK 0 Paket Jumlah Pengadaan Peralatan TIK 0 Paket 0 0,00 0 0,00
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA—SKPI;/ Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1.178.575.000 [ Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1.178.575.000 573.834.672| 48,69 573.834.672| 48,69
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 239 Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 239 Dokumen 239 100,00 239 100,00
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
v Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 239 Dokumen 1.177.669.000 [ Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 239 Dokumen 1.177.669.000 239 100,00 458.821.000( 38,96 239 100,00 458.821.000| 38,96
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
L Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- ) o R o
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | 239 Dokumen 271.005.000|Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-| 239 Dokumen 271.005.000 239 100,00 85.993.000| 31,73 239 100,00 85.993.000| 31,73
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Perubahan DPA- SK\F{'D Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 239 Dokumen 452.237.000| Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 239 Dokumen 452.237.000 239 100,00 282.887.408| 62,55 239 100,00 282.887.408| 62,55
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD
o Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan Ikhtisar S ! P . 239 Laporan 544.410.000 - ! P . 239 Laporan 544.410.000 239 100,00 210.437.008| 38,65 239 100,00 210.437.008| 38,65
Realisasi Kineria SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
) Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
— Tuasi Kineri
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah g’a'zlrz: taporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 30000 536.094.000 J;;Z:Z: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 39, 0 oran 536.094.000 239 100,00 242.538.000| 45,24 239 100,00 242.538.000| 45,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai 12 Bulan 1.072.050.392.039| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai 12 Bulan 989.637.674.935 12 100,00 938.103.923.087| 87,51 12 100,00 938.103.923.087| 94,79
Jumlah O M ima Gaji d 1100 i ji
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2 Orang yang Menerima Gaji can rang/ | 560.946.842.039 | UmIah Orang yang Menerima Gaji dan 110 Orang/ 979.376.717.835 110 100,00 931.140.856.380| 87,77 110 100,00 931.140.856.380| 95,07
Tunjangan ASN Bulan Tunjangan ASN Bulan
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen 2.736.726.000 |\Um!ah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen 2.736.726.000 12 100,00 1.538.577.000| 56,22 12 100,00 1.538.577.000| 56,22
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
o Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan R L A I
. dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 1.010.395.000 | dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 1.010.395.000 1 100,00 626.837.744| 62,04 1 100,00 626.837.744| 62,04
Keuangan Akhir Tahun SKPD . .
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
P lolaan dan Penyi Bah Jumlah Dok Bahan T Jumlah Dok BahanT
engelolaan can Fenylapan Bahan - |-umiah bokumen Bahan fanggapan 50 Dokumen 214.075.000| 0" PoKUmEN Bahan 1anggapan 50 Dokumen 214.075.000 50 100,00 52.813.973| 24,67 50 100,00 52.813.973| 24,67
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 12 Laporan 7.142.354,000| 1 Wulanan/Semesteran SKPD dan Laporan |, o 6.299.761.100 12 100,00 4.744.837.990| 66,43 12 100,00 4.744.837.990| 75,32
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Laporan Data Aset 12 Bulan 1.706.018.390 | Laporan Data Aset 12 Bulan 1.706.018.390 12 100,00 1.096.288.774| 64,26 12 100,00 1.096.288.774| 64,26
padaPerangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Daerah pada P L 4 12 Laporan 1.706.018.390 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12 Laporan 1.706.018.390 12 100,00 1.096.288.774| 64,26 12 100,00 1.096.288.774| 64,26
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SKPD pada SKPD
Adrministrasi K " " - - - -
asi fepeg 'Perangkat | Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja 12 Bulan 12.499.431.700| " ENinekatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja 12 Bulan 15.591.714.640 12 100,00 14.058.713.987| 112,47 12 100,00 14.058.713.987| 90,17
Daerah Pegawai Pegawai
- . . |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai . - - . S -
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 50 Orang 7.263.781.700| Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 50 Orang 10.356.064.640 50 100,00 9.465.308.820| 130,31 50 100,00 9.465.308.820| 91,40

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelatihan

Pelatihan




Sosialisasi Peraturan Perundang-

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi

5000 Orang 5.235.650.000 5000 Orang 5.235.650.000 5000 100,00 4.593.405.167( 87,73 5000 100,00 4.593.405.167| 87,73
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai 12 Bulan 7.137.959.700| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai 12 Bulan 7.137.959.700 12 100,00 4.755.141.423| 66,62 12 100,00 4.755.141.423( 66,62
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 12 Paket 99.970.500]| Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 12 Paket 99.970.500 12 100,00 99.179.600( 99,21 12 100,00 99.179.600( 99,21
Kantor Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket 4.362.789.900 | UMI2h Paket Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket 4.362.789.900 12 100,00 3.203.521.600| 73,43 12 100,00 3.203.521.600| 73,43
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakandan  |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 500 Paket 689.551.200|"UmIah Paket Barang Cetakan dan 500 Paket 689.551.200 500 100,00 649.508.100| 94,19 500 100,00 649.508.100| 94,19
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 12 Paket 99.968.100 M2 Paket Bahan/Material yang 12 Paket 99.968.100 12 100,00 98.788.000| 98,82 12 100,00 98.788.000| 98,82
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1 Laporan 1.885.680,000| U2 Laporan Penyelenggaraan Rapat 1 Laporan 1.885.680.000 1 100,00 704.144.123| 37,34 1 100,00 704.144.123| 37,34
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengat.iaan Barang Milik I?aerah Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung 12 Bulan 98.881.499.300 Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung 12 Bulan 143.928.722.800 12 100,00 136.882.355.143| 13843 12 100,00 136.882.355.143| 95,10
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Kantor Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 75 Unit 72.600.177.000 | um!ah Unit Kendaraan Dinas Operasional 75 Unit 72.600.177.000 75 100,00 67.320.529.117| 92,73 75 100,00 67.320.529.117| 92,73
Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 6.190.858.500|Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 6.362.603.500 10 100,00 6.227.490.000| 100,59 10 100,00 6.227.490.000| 97,88
Pelngadaan Peralatan dan Mesin JumIahUan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 10.704.881.200 Jumlah}Unl}t Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Uniit 55.580.359.700 5 100,00 55224.829.188| 515,88 5 100,00 55224.829.188| 99,36
Lainnya yang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 9.385.582.600| Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 9.385.582.600 2 100,00 8.109.506.838| 86,40 2 100,00 8.109.506.838| 86,40
Lainnya Disediakan Disediakan
P n P -
enyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai 12 Bulan 219.185.619.500 | Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai 12 Bulan 228.720.830.680 12 100,00 199.975.259.523| 91,24 12 100,00 199.975.259.523| 87,43
UrusanPemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | U2 Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 34.972.400| U2 Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 34.972.400 12 100,00 22.925.000| 65,55 12 100,00 22.925.000| 65,55
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
v . o P . v . L ! 12 Laporan 6.877.131.300| Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 9.622.494.800 12 100,00 7.444.979.893| 108,26 12 100,00 7.444.979.893| 77,37
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan o
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyedlaan]asa-Perélatan 12 Laporan 452.032.600 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa‘Per‘aIatan 12 Laporan 452.032.600 12 100,00 432270500 95,63 12 100,00 432.270.500| 95,63
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  |Jumlah Laporan Peny'edla'an Jasa Pelayanan 12 Laporan 211.821.483.200 Jumlah Laporan Penyfedla'aln Jasa Pelayanan 12 Laporan 218.611.330.880 12 100,00 192.075.084.130| 90,68 12 100,00 192.075.084.130| 87,86
Kantor Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Sarana Dan Prasarana 12 Bulan 1581.176.990| | creedianya sarana Dan Prasarana 12 Bulan 1.581.176.990 12 100,00 1.511.007.696| 95,56 12 100,00 1.511.007.696| 95,56
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Pendukung Pelayanan Pendukung Pelayanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 75 Unit 785.826.800|Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 75 Unit 785.826.800 75 100,00 768.781.458| 97,83 75 100,00 768.781.458( 97,83
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya dan Dibayarkan Pajaknya
Pe.mellharaan Peralatan dan Mesin Jlfmlafh Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit 335.698.800 Ju_mla?h Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit 335.698.800 10 100,00 302.087.500| 89,99 10 100,00 302.087.500| 89,99
Lainnya Dipelihara Dipelihara
Pemehharaan/RehablIlta‘y Gedung JumlahlGefiung KaAntord?An Ba?ngunan Lainnya 2 Unit 309.673.890 Jumlah Gedung‘ Karftor darT Bangll,u?an' 2 Unit 309.673.890 2 100,00 208.969.824| 96,54 2 100,00 298.969.824| 96,54
Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana  [Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
dan Prasarana Pendukung Gedung |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 149.977.500|Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 149.977.500 1 100,00 144.286.590| 96,21 1 100,00 144.286.590( 96,21
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Fasilitasi Keprotokolan Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik 100 % 10.836.624.810| | redianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang 100 % 10.836.624.810 100 100,00 7.669.488.573| 70,77 100 100,00 7.669.488.573| 70,77
Dalam Pelaksanaan Acara Baik Dalam Pelaksanaan Acara
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi| ) oo 10.836.624.810 | Um!ah Laporan Hasil Fasilitasi dan 12 Laporan 10.836.624.810 12 100,00 7.669.488.573| 70,77 12 100,00 7.669.488.573| 70,77
Pelaksanaan Acara Pelaksanaan Acara Koordinasi Pelaksanaan Acara
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 85% 2.121.286.644.382| P ersentase Angka Partisipasi Murni 85% 2.111.006.047.091 86,3 101,53 | 1.764.510.682.259| 83,18 86,3 101,53 | 1.764.510.682.259| 83,59

SMA/SMK




Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas Jumlah Laporan Kegiatan 30 Laporan 1.095.833.147.965 |Jumlah Laporan Kegiatan 30 Laporan 1.085.754.706.527 30 100,00 944.527.103.465| 86,19 30 100,00 944.527.103.465| 86,99
Pembangunan USB (Unit Sekolah . . . .
Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 67.645.600.100|Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 67.645.600.100 4 100,00 48.786.214.738| 72,12 4 100,00 48.786.214.738| 72,12
u
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 18.871.241.908 |Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 18.645.527.100 16 160,00 14.119.337.106| 74,82 16 160,00 14.119.337.106| 75,73
Pembangunan Ruang Guru/Kepala | Jumiah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TUyang | ;g0 5.060.250.000| U2 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang 5.024.030.000 8 80,00 4.398.020.900| 86,91 8 80,00 4.398.020.900| 87,54
Sekolah/TU Telah Dibangun yang Telah Dibangun
Pfembafngunan Ruang Laboratorium [Jumlah Buang Laboratorium Biologi yang 10 Ruang 7.168.605.000 Jumlah .Ruang Laboratorium Biologi yang 10 Ruang 7.168.605.000 10 100,00 7.150.177.505| 99,74 10 100,00 7.150.177.505| 99,74
Biologi Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium |Jumiah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah | g p 0 13.617.823.200|"um!ah Ruang Laboratorium Fisika yang 19 Ruang 12.669.259.200 17 89,47 11.915.944.000| 87,50 17 89,47 11.915.944.000| 94,05
Fisika Dibangun Telah Dibangun
PfenTbangunan Ruang Laboratorium Ju.fmlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah 14 Ruang .500.724.000 JumlahBuang Laboratorium Kimia yang 14 Ruang 8.552.160.000 12 85,71 7.810.092.505| 82,21 12 8571 7.810.092.505| 91,32
Kimia Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium |Jumlah Buang Laboratorium Komputer yang 6 Ruang 6.041.730.000 Jumlah .Ruang Laboratorium Komputer yang 6 Ruang 6.041.730.000 6 100,00 3.957.706.740| 6551 6 100,00 3.957.706.740| 6551
Komputer Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 12 Ruang 5.124.584,000| "UMI2h Ruang Unit Kesehatan Sekolahyang | 1) ¢ 4.739.551.200 11 91,67 4.678.658.500| 91,30 11 91,67 4.678.658.500| 98,72
Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan Jlfmlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 5 sekolah 60.120.000 Jl{mlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 5 Sekolah 60.120.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ol 000
Sekolah Dibangun Dibangun
Jumlah A: Sekolah Telah
Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 4.579.700.000 [;’ibma:gunsrama exolahyang fela 4 Unit 4.579.700.000 4 100,00 4.474.938.000| 97,71 4 100,00 4.474.938.000| 97,71
Pemba_n_gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran_a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 46 Uniit 33.435.343.820 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 46 Unit 32.044.219.520 26 100,00 24.608.068.545| 73,60 26 100,00 24.608.068.545| 76,79
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jum}lah Rumah Dinas Kepala Sgkolah,Guru, 6 Unit 2.526.072.000 JumAIah Rumah Dinas Kepala Sgkolah,Guru, 6 Unit 2.526.072.000 6 100,00 2.523.676.000| 99,91 6 100,00 25523.676.000| 99,91
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | Jumiah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 8.266.872.640| UMah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 8.155.722.640 1 122,22 5.951.579.029| 71,99 11 122,22 5.951.579.029| 72,97
Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah 'Ruangl('iurlf/Kepala Sekolah/TU yang 1Ruang 451.109.000 Jumlah Ruang Guru'/'Kep'aIa Sekolah/TU 1 Ruang 346.744.000 1 100,00 269.476.993| 5974 1 100,00 269.476.993| 77,72
Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah 5 Sekolah 267.076.020| um!ah Laboratorium Biologi yang Telah 5 Sekolah 233.572.520 1 20,00 195.227.308| 73,10 1 20,00 195.227.308| 83,58
Laboratorium Biologi Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehablhtaél Sedang/Berat Ruang Jlfmlah Iﬁbo@torlum Komputer yang Telah 2 sekolah 379.044.520 Jt{mlah Ij;?borjatorlum Komputer yang Telah 2 Sekolah 379.044.520 2 100,00 195.507.507| 51,58 2 100,00 195.507.507| 51,58
Laboratorium Komputer Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat JL!mIah I"('erpt'Jsatakaan Sekolah yang Telah 1 sekolah 236.709.000 Jt{mlah I?jerptfsatakaan Sekolah yang Telah 1 Sekolah 236.709.000 1 100,00 236.707.000| 100,00 1 100,00 236.707.000| 100,00
Perpustakaan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah 1 Sekolah 99,120,000 | U2 Asrama Sekolah yang Telah 1 Sekolah 99.120.000 0 0,00 o| 0,00 0 0,00 o| 0,00
Direhabilitasi Direhabilitasi
fehabiltasi Sarana. Prasarana dan Jumla:kSar;?a,hPrsiira?a dan Utilitas Sekolah 15 Sekolah Jsu:llfhhSaranikPraT;ra:a;?: U.tl|ltaS 15 Sekolah 38 253,33 38 253,33
Y ' yang Akan Jlrehabiitast 25.068.195.590 [2S~x-an yang Axan Jirehabiitas] 24.902.667.090 22.217.093.093| 88,63 22.217.093.093| 89,22
Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 Unit Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 0 Unit 0 000 0 0.00
yang Telah Direhabilitasi Sekolah yang Telah Direhabilitasi ! !
fehabiltasi Rumah Dinas Keoala :)um_lah Rsur:alh thnas K:pIaI:sikolah, Guru, 1 Unit JPum_Iah Rsur:alh I'Illunas K_:pla::;_ebkolah, Guru, 1 Unit 6 600,00 1 100,00
! P cenlaga X0 yang Tetan Lbansun 445,920,000 11263 >€X0:an yang Te1ah Livangun 272.460.000 170.895.000| 38,32 170.895.000| 62,72
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 0 Unit Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 0 Unit 1 100,00 6 600.00
Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi ! !
- Jumlah Mebel Sekolah yang Akan
Pengadaan Mebel Sekolah Jumiah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan | 30 Paket 94.026.512.590  Disediakan 30 Paket 91.634.049.310 19 63,33 90.427.133.348| 96,17 19 63,33 90.427.133.348| 98,68
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0 0,00
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 76871 P t 76871 P t
enyediaan blaya Fersontl Feserta | umian Peserta Lidikcsekolah Menengan Atas - reserta 524.239.056.187| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta PESEA | 54.239.056.187 | 76871 100,00 516.842.664.792| 98,59 76871 | 100,00 |  516.842.664.792| 98,59
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
bengadaan Alat Praktk dan Peraga Lukmla: Alatd?raktlk dan Peraga Siswa yang 23 Paket JAukaa: Alaz!’raktlk dan Peraga Siswa yang 23 Paket 23 100,00 23 100,00
eng € an ‘ersecla 77.377.642.590 [l _ersecia 87.176.054.600 84.886.116.008| 109,70 84.886.116.008| 97,37
Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang 0 Paket 0 0.00

Tersedia




Jumlah Satuan Pendidikan yang 210 S.at'uan Jumlah Satuan Pendidikan yang 210 ?aFuan 210 100,00 210 100,00
Melaksanakan ANBK Pendidikan Melaksanakan ANBK Pendidikan
. Jumlah Satuan Pendidikan yang 233 Satuan Jumlah Satuan Pendidikan yang 233 Satuan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan 233 100,00 233 100,00
Ujia\rll bag?ieserta Didik ! Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan Pendidikan 18.102.257.000| Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan Pendidikan 14.113.640.560 11.348.972.588| 62,69 11.348.972.588| 80,41
Jumlah Satuan Pendidikan yang' ) 233 S'at'uan Jumlah Satuan Pendidikan yang‘ ) 233 S'atluan 233 100,00 233 100,00
Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian |  Pendidikan
X . Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Pembinaan Minat, Bakat dan 4200 Peserta 4200 Peserta
. . Kompetisi/Lomba Akademik dan Non - 23.162.570.000 | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non - 17.192.036.200 4200 100,00 14.598.553.029| 63,03 4200 100,00 14.598.553.029| 84,91
Kreativitas Siswa K Didik . Didik
Akademik Akademik
Pengembangan Karir Pendidik dan Jur;]nla'\};I P:(l;\d|d|tkkd:nFTei|:i:gai ieze?kdlglkan Jur:lal\l;I P:;dldlrkd:r;Teirl'n:gai I;e?]e?kdl:lkan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan | Y016 Vo capatkan Fastiitast Kenalkan 1000 Orang 5.718.428.300|Y2"8 Viendapatian rasiiitast Kenaikan 1000 Orang 7.223.588.300 1000 100,00 4.402.423.818| 76,99 1000 100,00 4.402.423.818| 60,95
- Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas N . P N . o
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Jumlah Sekolah Menengah Atas yang
Pemb Kelemb: d 25 Sat 25 Sat!
embinaan belembagaan can Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan atuan 4.649.886.500 Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan atuan 4.627.536.500 232 928,00 4.107.070.052| 88,33 232 928,00 4.107.070.052| 88,75
Manajemen Sekolah Menengah Atas A Pendidikan A Pendidikan
Manajemen Manajemen
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 229 SAatAuan 112.056.454.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 229 S-atluan 107.571.630.980 229 100,00 27.931.600.000| 24,93 229 100,00 27.931.600.000| 25,97
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
. . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan X .
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2000 Orang 27.654.500.000|Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2000 Orang 27.654.500.000 2000 100,00 26.323.249.361| 95,19 2000 100,00 26.323.249.361( 95,19
Dana BOS Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Laporan Kegiatan 20 Laporan 944.323.648.201 | Jumlah Laporan Kegiatan 20 Laporan 945.773.065.408 20 100,00 751.452.316.361| 79,58 20 100,00 751.452.316.361| 79,45
Menengah Kejuruan
P B (Unit Sekolah
Bj:;’a”g“"an USB (UnitSekolah |, /|1 sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 35.249.248.038 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 4 Unit 35.249.248.038 4 100,00 23.789.840.828| 67,49 4 100,00 23.789.840.828| 67,49
Penambahan Ruang Kelas Sekolah  |Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 14 Sekolah 31.172.982.400|Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 36 Ruang 31.545.492.400 14 100,00 24.748.669.366| 79,39 36 100,00 24.748.669.366( 78,45
Pembangunan Ruang Praktik Siswa :;':'ah Ruang Praktik Siswa yang Telah 14 Sekolah 27.650.498.400 JD“,L"'ah Ruang Praktik Siswa yang Telah 40 Ruang 27.650.498.400 14 100,00 26.323.953.950| 95,20 40 100,00 26.323.953.950| 95,20
ibangun ibangun
Pembangunan Ruang Laboratorium J[;f:'ah Ruang Laboratorium yang Telah 20 Ruang 28.598.103.900 gfbm'ah Ruang Laboratorium yang Telah 20 Ruang 26.093.638.900 20 100,00 25.471.282.359| 89,07 20 100,00 25.471.282.359| 97,61
ibangun ibangun
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 10 Ruang 2.040.676.000 | UM!an Ruang Unit Kesehatan Sekolahvang | o .o 2.040.676.000 10 100,00 2.040.676.000| 100,00 10 100,00 2.040.676.000| 100,00
Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan JL!mIah Perpustakaan Sekolah yang Telah 6 Ruang 3.534.933.400 Jt{mlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 6 Ruang 3.534.933.400 6 100,00 3.286.479.053| 92,97 6 100,00 3.286.479.053| 92,97
Sekolah Dibangun Dibangun
Pemba_n_gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran_a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 42 Ruang 76.607.485.400 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 64 Unit 66.490.585.400 o 100,00 58.111.357.736| 7586 64 100,00 58.111.357.736| 87,40
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah |12 Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 3.503.472.320|"uIah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 9 Ruang 3.602.592.320 9 100,00 3.515.886.650| 100,35 9 100,00 3.515.886.650| 97,59
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | U2 Ruang Praktik Siswa yang Telah 1Ruang 1.653.400.360 | UmIah Ruang Praktik Siswa yang Telah 1Ruang 1.653.400.360 1 100,00 1.573.946.084| 95,19 1 100,00 1.573.946.084| 95,19
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehabilitasi Ruang Laboratorium | W12 Ruang Laboratorium yang Telah 1 Ruang 639.948,000|*U!2h Ruang Laboratorium yang Telah 1 Ruang 639.948.000 1 100,00 639.948.000| 100,00 1 100,00 639.948.000| 100,00
Direhabilitasi Direhabilitasi
Rehlablllta5| Sarana, Prasaranadan [Jumlah SaranAa, Pras'e?ran-a dan Utilitas Sekolah 9 Ruang 20.596.887.560 Jumlah Sarana, Prasarana d?.n Utll|ltaS 46 Unit 20.834.868.760 9 100,00 17.621.088.857| 85,55 6 100,00 17.621.088.857| 84,57
Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 33 Paket 96.387.311.150|Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 33 Paket 101.343.285.660 33 100,00 98.518.659.200| 102,21 33 100,00 98.518.659.200( 97,21
Pengadaa'n 'Alat Praktik dan Peraga [Jumlah Alat 'Praktlk dan Peraga Peserta Didik 97 Paket 481.995.479.798 Jt{n?lah Alat Praktllk dan Peraga Peserta 97 Paket 486.618.494.325 97 100,00 373.548.684.749| 77,50 97 100,00 373.548.684.749| 76,76
Peserta Didik yang Tersedia Didik yang Tersedia
. . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Penyediaan Biaya Personil Peserta 78.456 Peserta 78.456 Peserta
. .y v . Kejuruan yang Menerima Biaya Personil - 1.154.976.000 [ Kejuruan yang Menerima Biaya Personil - 1.154.976.000 78,456 100,00 1.115.136.000| 96,55 78,456 100,00 1.115.136.000| 96,55
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
P?nyelenggaraan PrQs_es Belajar dan |[Jumlah Satuan Pendidikan yang_ ) 221 S_at_uan 7.932.784.725 Jumlah Satuan Pendidikan yang. ) 221 S_at.uan 31.449174.075 221 100,00 8118995717 29,07 291 100,00 8.118.995.717| 2582
Ujian bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Pendidikan




Penyiapan dan Tindak Lanjut

Jumlah Satuan Pendidikan Menengah

Jumlah Satuan Pendidikan Menengah

Dalatihan Danuiiciinan Kuribiliim

221 Sat 221 Sat
Evaluasi Satuan Pendidikan Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan atuan 299.994.500/ Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan atuan 299.994.500 0 0,00 o| o000 0 0,00 o| 0,00
i R Pendidikan Rk Pendidikan
Menengah Kejuruan Melaksanakan Rekomendasi Melaksanakan Rekomendasi
. . Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Pemb Minat, Bakat d 1000 P t 1000 P t
embinaan Hinat, Sakat dan Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Teserta 38.068.917.750 | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non reserta 38.068.917.750 1000 100,00 20.469.916.683| 53,77 1000 100,00 20.469.916.683| 53,77
Kreativitas Siswa R Didik N Didik
Akademik Akademik
Pengembangan Karir Pendidik dan  |Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tena‘ga. Kependidikan Pada Satuan  [yang Mendapatkan FaS|I|tas'| Kenaikan ' 1200 Orang 7.140.405.500 yang Mendapatkan FaS|I|tas.| Kenaikan ' 1200 Orang 7.140.405.500 1200 100,00 5.912.030879| 82,80 1200 100,00 5.912.030.879| 82,80
Pendidikan Sekolah Menengah Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Kejuruan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pengelolaan Qana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 221 SAatAuan 33.589.543.000 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 221 SAatluan 33.855.335.620 221 100,00 33.785.117.000| 100,58 21 100,00 33.785.117.000| 99,79
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan [Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Dana BOS Sekolah Menengah Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2200 Orang 26.506.600.000| Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 2200 Orang 26.506.600.000 2200 100,00 22.860.647.250| 86,25 2200 100,00 22.860.647.250( 86,25
Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Khusus Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa 80 % 81.129.848.216|Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa 80% 79.478.275.156 86,47 108,09 68.531.262.433| 84,47 86,47 108,09 68.531.262.433( 86,23
Penambahan Ruang Kelas Sekolah  [Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | 6 Ruang 6.411.094.800 JBuer;I::qu:r?ng Kelas Sekolah yang 6 Ruang 6.411.094.800 11 183,33 5.544.951.221| 86,49 11 183,33 5.544.951.221| 86,49
Pemba'n.gunan Sarana, Prasarana Jumlah Saran.a, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Unit 13.749.468.548 Jumlah Sarana, Prasa'rana dan Utilitas 4 Unit 13.749.468.548 4 100,00 9.058.952.250| 6589 4 100,00 9.058.952.250| 65,89
dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.711.740.800 [Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.711.740.800 3 100,00 1.675.129.900| 97,86 3 100,00 1.675.129.900| 97,86
Rehabilitasi Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah 1 Unit 718.188.880| UMIah Asrama Sekolah yang Telah 1 Unit 718.188.880 1 100,00 583.191.900| 81,20 1 100,00 583.191.900| 81,20
Direhabilitasi Direhabilitasi
RehlabllltaS| Sarana, Prasaranadan [Jumlah Saran.a, Pra%a.rarTa dan Utilitas Sekolah 4 Unit 13.407.120.568 Jumlah Sarana, Prasarana dér] Utll|ltaS 4 Unit 13.407.120.568 10 250,00 12.262.973.444| 91,47 10 250,00 12.262.973.444| 91,47
Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Sekolah 6.950.000.000|Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Sekolah 7.613.786.800 10 100,00 7.144.119.980| 102,79 10 100,00 7.144.119.980| 93,83
Pengadaa_n 'Alat Praktik dan Peraga [Jumlah Alat _Praktlk dan Peraga Peserta Didik 5 paket 22.535.130.000 Ju_n?lah Alat Praktl.k dan Peraga Peserta 5 paket 21.202.374.810 10 200,00 20.670937.250| 91,73 10 200,00 20.670.937.250| 97,49
Peserta Didik yang Tersedia Didik yang Tersedia
Jumlah yang mengikuti Ajang Jumlah yang mengikuti Ajang
Kompetensi/Lomba Akademik dan Non 1200 Orang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non 1200 Orang 1200 100,00 1200 100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Akademik 7.411.792.200 f2kademik 7.411.792.200 6.198.737.926| 83,63 6.198.737.926| 83,63
Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
- Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 0 Peserta Didik 0 0,00
Akademik
Pengembangan i pendidiccan (70 RS R R T yang Mendapatian Fasiras Kenatan
Tenaga Kependidikan pada Satuan  |'>"® P : , 200 Orang 1.103.423.000|Y2"8 P ! ) 200 Orang 1.103.423.000 200 100,00 755.872.233| 68,50 200 100,00 755.872.233| 68,50
Pendidikan Khusus Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pengfel?laan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang 3452'1tfjan 1.914.970.500 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang 34 Sétf]an 1.600.724.750 34 100,00 1.442.385.000| 7532 34 100,00 1.442.385.000| 90,11
Pendidikan Khusus Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan |Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
Dana BOS Sekolah Pendidikan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 300 Orang 5.216.918.920|Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 300 Orang 4.548.560.000 300 100,00 3.194.011.329| 61,22 300 100,00 3.194.011.329| 70,22
Khusus Sekolah Pendidikan Khusus Sekolah Pendidikan Khusus
PROGRAM PENGEMBANGAN pengembangan Kurikulum muatan lokal pengembangan Kurikulum muatan lokal
90 % 12.475.546.500 90 % 12.475.546.500 90 100,00 10.173.700.265| 81,55 90 100,00 10.173.700.265| 81,55
KURIKULUM pendidikan menegah dan Khusus 5 pendidikan menegah dan Khusus i
L ' Kurikulum Lokal Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 86 % 8.221.560.000| Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 86 % 8.221.560.000 86 100,00 6.213.687.020| 75,58 86 100,00 6.213.687.020| 75,58
Pendidikan Menengah
Penyusunan Kompetensi Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 1 Dokumen 1.937.960.000| "UIah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 1 Dokumen 1.937.960.000 1 100,00 419.385.000| 21,64 1 100,00 419.385.000| 21,64
Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Pendidikan Menengah yang Tersusun Pendidikan Menengah yang Tersusun
Jumlah Satuan Penldldlkan yang 120 S.at'uan Jumlah Satuan Pen'dldlkan yang 120 SaFuan 120 100,00 120 100,00
Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
JuanIah Satuan Pendidikan Pelaksana 20 S?tyan JunTIah Satuan Pendidikan Pelaksana 20 S?tfjan 20 100,00 20 100,00
Kurikulum Dual Track Pendidikan Kurikulum Dual Track Pendidikan




idi . K . idi 6.283.600.000 5.794.302.020| 92,21 5.794.302.020( 92,21
Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumla'h‘Satuan Pendidikan Pelaksana IKM 150 S.at'uan 6.283.600.000 Jumlah?atuan Pendidikan Pelaksana IKM 150 SaFuan 20 13,33 20 13,33
Mandiri Pendidikan Mandiri Pendidikan
Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Menengah yang Meningkat 70 Orang Pendidikan Menengah yang Meningkat 70 Orang 70 100,00 70 100,00
Kompetensinya Kompetensinya
P Kurikulum M Lokal
PZ::::S:’:] K';'l’l:s:s“m uatan Loka Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 86% 4.253.986.500| Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 86 % 4.253.986.500 86 100,00 3.960.013.245| 93,09 86 100,00 3.960.013.245| 93,09
MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU
PENDIDIKAN KHUSUS DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DALAM MEMBERIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS KEPADA 378 GURU PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS KEPADA 378 GURU 378 100,00 378 100,00
: PESERTA DIDIK ANAK BERKEBUTUHAN 3.203.509.000| PESERTA DIDIK ANAK BERKEBUTUHAN 3.203.509.000 2.951.663.665| 92,14 2.951.663.665| 92,14
Muatan Lokal Pendidikan Khusus
KHUSUS (ABK) KHUSUS (ABK)
Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal
0 Dok 0 0,00
Pendidikan Khusus yang Tersusun okumen
MENINGKATNYA KOMPETENSI KEPALA ’S\?Eiglli\lAiK::E?/Eﬁ:grl\TE-EZ/SSIISIT(PALA
SEKOLAH SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI 54 GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU 54 GURU 54 100,00 54 100,00
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI
KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
. KALIMANTAN TIMUR
Penyusunan Silabus Muatan Lokal
pendidikan Khusus MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU SLB/SKH 1.050.477.500  MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU 1.050.477.500 1.008.349.580| 95,99 1.008.349.580| 95,99
DAN SMA/SMK PENYELENGGARA SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA
PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMBERIKAN 54 GURU PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMBERIKAN 54 GURU 54 100,00 54 100,00
LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 0 Dokumen 0 0,00
Khusus yang Tersusun
Persentase Tenaga Pendidik dan Persentase Tenaga Pendidik dan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN Kependidikan yang memiliki ljazah diploma 100 % 11.596.846.500| Kependidikan yang memiliki ljazah diploma 100 % 14.146.511.500 99,4 99,40 12.571.377.854| 108,40 99,4 99,40 12.571.377.854| 88,87
dan sarjana dan sarjana
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Presentase Tenaga Pendidik dan Presentase Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Kependidikan yang Memiliki ljazah Diploma 100 % 11.596.846.500| Kependidikan yang Memiliki ljazah Diploma 100 % 14.146.511.500 99,4 99,40 12.571.377.854| 108,40 99,4 99,40 12.571.377.854| 88,87
dalam 1 (Satu) Provinsi dan Sarjana dan Sarjana
Penataan Pendistribusian Pendidik |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan
dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
10L 11.596.846.500 10 L 14.146.511.500 10 100,00 12.571.377.854| 108,40 10 100,00 12.571.377.854| 88,87
Pendidikan Menengah dan Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah aporan Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah aporan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus
ZE:S;:&:;NGEMBANGAN Presentase Kebudayaan yang dikembangkan 88 % 2.657.703.400| Presentase Kebudayaan yang dikembangkan 88 % 2.657.703.400 88 100,00 2.223.833.108| 83,67 88 100,00 2.223.833.108| 83,67
Pengelolaan Kebudayaan yang
M kat Pelak Lintas D h
asyarakat Fefakunya tintas Daera Kesenian trasional yang dilestarikan 60 % 2.000.852.400 | Kesenian trasional yang dilestarikan 60 % 2.000.852.400 60 100,00 1.722.701.415| 86,10 60 100,00 1.722.701.415| 86,10
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 10 Dokumen Jumlah Dokumen yang dihasilkan 10 Dokumen 10 100,00 10 100,00
) Jl'lmlah F)bjek Pemajuan Kebudayaan yang 5 Objek Jt.JmIah F)bjek Pemajuan Kebudayaan yang 5 Objek 5 100,00 5 100,00
Pelindungan, Pengembangan, dilestarikan dilestarikan
Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang 2.000.852.400|Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang 2.000.852.400 1.722.701.415( 86,10 1.722.701.415| 86,10
Kebudayaan mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan 280 Orang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan 280 Orang 280 100,00 280 100,00
Kebudayaan Kebudayaan
. . Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang
Jumlah Objek P Kebud
umiah Dbjek Femajuan febudayaan yang 0 Objek Dilindungi, Dikembangkan dan 0 Objek 0 0,00 0 0,00
Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan X
Dimanfaatkan




Pelestarian Kesenian Tradisional yang

Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian

Meningkatnya pengetahuan tentang

Masyarakat Pelakunya Lintas trasional 70 % 656.851.000 kesenian trasional 70 % 656.851.000 70 100,00 501.131.693| 76,29 70 100,00 501.131.693| 76,29
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Pemberian Penghargaan Kepada Jumlah Seniman dan Budayawan yang Jumlah Seniman dan Budayawan yang
. . 10 O 100 10 100,00 10 100,00
Pihak yang Berprestasi atau Mendapatkan Penghargaan. rang Mendapatkan Penghargaan. rang
Berkontribusi Luar Biasa Sesuai 656.851.000 656.851.000 501.131.693| 76,29 501.131.693| 76,29
Dengan Prestasi dan Kontribusinya Tomah o TLemb Diberi Jomiah o Y Diberi
dalam Pemajuan Kebudayaan umlah Orang/Lembaga yang Diberi _ 3 umlah Orang/Lembaga yang Diberi _ 3
Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa 0 Sertifikat Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa 0 Sertifikat 0 0,00 0 0,00
dalam Pemajuan Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan
:EESIfoVZENGEMBANGAN KESENIAN Zf;:;";:;;k';ese”'a" Tradisional yang 70% 4.211.533.700 Zie;:;n}::::ée:eman Tradisional yang 70% 4.352.971.200 70 100,00 4.127.668.122| 98,01 70 100,00 4.127.668.122| 94,82
Pembinaan !(eseman yang Masyarakat MerTlngkatnya pengetahuan tentang kesenian 70% 4.211.533.700 Menlr?gkatnyé pengetahuan tentang 70% 4.352.971.200 70 100,00 4127.668.122| 9801 70 100,00 4127668122 94,82
Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |trasional kesenian trasional
Peningkatan Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian
Pelatihan Sumber Daya Manusia Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan 500 Orang 1.834.986.800 | Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan 500 Orang 1.834.986.800 500 100,00 1.759.214.775| 95,87 500 100,00 1.759.214.775| 95,87
Kesenian Tradisional Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
Peningkatan Kapasmas 'Ita'ta Kelola Jl'er’ﬂah lembaga Késenlan tradisional yang 35 Lembaga 2.376.546.900 Jl'JrTﬂah lembaga Ke'senlan tradisional yang 35 Lembaga 2.517.984.400 35 100,00 2.368.453.347| 99,66 35 100,00 2.368.453.347| 94,06
Lembaga Kesenian Tradisional ditingkatkan kapasitasnya ditingkatkan kapasitasnya
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina 80 % 768.490.600| Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina 80 % 768.490.600 80 100,00 622.069.963| 80,95 80 100,00 622.069.963| 80,95
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina 70 % 768.490.600 | Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina 70% 768.490.600 70 100,00 622.069.963| 80,95 70 100,00 622.069.963( 80,95
beninelatan Akses Masvarakat Jumlah Dkatta/Dokumen yang dapat diakses 20 Dokumen Jumlah Dkatta/Dokumen yang dapat diakses 20 Dokumen 20 100,00 2 100,00
8 varakat — |masyaraka — 768.490.600 | na2yaraka . 768.490.600 622.069.963| 80,95 622.069.963| 80,95
terhadap Data dan Informasi Sejarah |Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi
i 0 Dokumen R R 0 Dokumen 0 0,00 0 0,00
yang dapat diakses Masyarakat Sejarah yang dapat diakses Masyarakat
i:ﬁgmﬂffgg:r:um;\ E?I;S;;:?;:ncaga' Budaya yang dikelola dan 65 % 3.042.209.600 Eielress‘i:tria;:ncagar Budaya yang dikelola dan 65% 3.042.209.600 65 100,00 2.686.921.625| 88,32 65 100,00 2.686.921.625| 88,32
:f:‘::la:an Cagar Budaya Peringlat g;kme';Tacagar Budaya Yang Dilestarikan dan 70% 845.049.600 J[;::;Tacagar Budaya Yang Dilestarikan dan 70% 1.026.659.600 70 100,00 865.323.348| 102,40 70 100,00 865.323.348| 84,29
Jumlah Objek C Bud
Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 845.049.600 ;t";;pka r:e agar budaya yang 5 Objek 1.026.659.600 5 100,00 865.323.348| 102,40 5 100,00 865.323.348| 84,29
::‘ii:laan Cagar Budaya Peringkat J[:kmellaofl'naCagar Budaya Yang Dilestarikan dan 70% 2.197.160.000 JE;J_kmellaol:aCagar Budaya Yang Dilestarikan dan 70% 2.015.550.000 70 100,00 1821598.277| 82,91 70 100,00 1.821.598.277| 9038
i i
i:umlal';mdasyarakat yang memanfaatkan 140 Orang qumlar;mdasyarakat yang memanfaatkan 140 Orang 140 100,00 140 100,00
Pemanfaatan Cagar Budaya JagT'h ;b‘j‘ysc — 1.082.010.000 Jag‘:’h gb?yzc — 900.400.000 758.458.008| 70,10 758.458.008| 84,24
lfm a jek Cagar Budaya yang 0 Objek l{m a jek Cagar Budaya yang 0 Objek 0 0,00 0 0,00
Dimanfaatkan Dimanfaatkan
Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan
Pembinaan dan Peningkatan Eermlftseuman yang dibina dan ditingkatkan 150 Orang lr:ermlftseuman yang dibina dan ditingkatkan 150 Orang 150 100,00 0 0,00
Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar ~ [~apas1asMya 1.115.150.000 F2P35Tt8SNY3 1.115.150.000 1.063.140.269| 95,34 1.063.140.269| 95,34
Budaya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang
00 0 0,00 150 100,00
Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya rang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 0Orang
EE:SB@:L:::ﬁELOLAAN Persentase Pengelolaan Permuseuman 65 % 804.949.800 | Persentase Pengelolaan Permuseuman 65 % 804.949.800 65 100,00 754.172.399| 93,69 65 100,00 754.172.399( 93,69
Pengelolaan Museum Provinsi Persentase Pengelolaan Museum Provinsi 70 % 804.949.800| Persentase Pengelolaan Museum Provinsi 70 % 804.949.800 70 100,00 754.172.399| 93,69 70 100,00 754.172.399| 93,69
Peningkatan Pelayanan dan Akses  |Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat 4 Museum 804.949.800 Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat 4 Museum 804.949.800 4 100,00 754.172.399| 93,69 4 100,00 754.172.399| 93,69
Masyarakat terhadap Museum terhadap Museum terhadap Museum
SMAN 1 Samarinda - 2.870.810.000 2.870.810.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.870.810.000|APM 85 % 2.870.810.000 86,3 101,53 2.801.475.235| 97,58 86,3 101,53 2.801.475.235| 97,58




Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

100 % 2.870.810.000 100 % 2.870.810.000 100 100,00 2.801.475.235| 97,58 100 100,00 2.801.475.235| 97,58
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas ’ Sekolah Menengah Atas ’
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P Bi P P t lah P ta Didik Sekolah M h At 1070 P t 1070 P t
enyediaan Biaya Personil Peserta  Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 1070 Peserta 1.137.410.000 | Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | 070 Feserta 1.137.410.000 1070 100,00 1.068.083.976| 93,90 1070 100,00 1.068.083.976| 93,90
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa‘tl.!an 1.733.400.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaFL{an 1.733.400.000 1 100,00 1.733.391.259| 100,00 1 100,00 1.733.391.259| 100,00
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 2 Samarinda - 2.838.623.922 2.838.623.922
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.838.623.922|APM 85 % 2.838.623.922 86,3 101,53 2.746.268.475| 96,75 86,3 101,53 2.746.268.475| 96,75
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.838.623.922 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.838.623.922 100 100,00 2.746.268.475| 96,75 100 100,00 2.746.268.475| 96,75
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 1058 P t 1058 P t
envediaan Flaya Fersont Feserta | jumian Peserta Bidii sekolah Vienengan Atas reserta 1.124.654.000 | Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta reserta 1.124.654.000 1058 100,00 1.034.515.391| 91,99 1058 100,00 1.034.515.391| 91,99
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa'tu'an 1.713.969.922 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa'tu.an 1.713.969.922 1 100,00 1711.753.084| 9987 1 100,00 1.711.753.084| 99,87
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 3 Samarinda - 2.626.657.000 2.626.657.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.626.657.000|APM 85 % 2.626.657.000 86,3 101,53 2.626.656.721| 100,00 86,3 101,53 2.626.656.721| 100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.626.657.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.626.657.000 100 100,00 2.626.656.721| 100,00 100 100,00 2.626.656.721| 100,00
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Bi D
Penyediaan Biaya Personil Peserta  |Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 979 Peserta 1.040.677.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | 2> cocrta 1.040.677.000 979 100,00 1.040.677.000| 100,00 979 100,00 1.040.677.000| 100,00
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
idi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaAtuAan 1.585.980.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa-tu.an 1.585.980.000 1 100,00 1.585.979.721| 100,00 1 100,00 1.585.979.721| 100,00
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 4 Samarinda - 2.919.104.000 2.919.104.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.919.104.000|APM 85 % 2.919.104.000 86,3 101,53 2.242.793.516| 76,83 86,3 101,53 2.242.793.516| 76,83
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.916.104.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.919.104.000 100 100,00 2242.793516| 76,83 100 100,00 2242.793516| 76,83
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P 1P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 1088 P t 1088 P t
enyediaan blaya Fersontl Feserta | umian Peserta bidikc sekolah Menengan Atas reserta 1.156.544.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta reserta 1.156.544.000 1088 100,00 1.153.759.000| 99,76 1088 100,00 1.153.759.000| 99,76
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa.tu'an 1.762.560.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa'tulan 1.762.560.000 1 100,00 1.089.034.516| 61,79 1 100,00 1.089.034.516| 61,79
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 5 Samarinda - 2.835.074.002 2.835.074.002
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.835.074.002|APM 85 % 2.835.074.002 86,3 101,53 2.765.590.002| 97,55 86,3 101,53 2.765.590.002| 97,55
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.835.074.002 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.835.074.002 100 100,00 2.765.500.002| 97,55 100 100,00 2.765.590.002| 97,55
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. ) . L Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Penyediaan Biaya Personil Peserta  |Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 1059 Peserta 1.125.717.000 | Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | -0-0 " et 1.125.717.000 1059 100,00 1.056.490.002| 93,85 1059 100,00 1.056.490.002| 93,85
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa_tu_an 1.709.357.002 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa_tu.an 1.709.357.002 1 100,00 1.709.100.000| 99,98 1 100,00 1.709.100.000| 99,98
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 6 Samarinda - 2.221.524.000 2.266.524.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.221.524.000|APM 85 % 2.266.524.000 86,3 101,53 2.133.820.400| 96,05 86,3 101,53 2.133.820.400| 94,15
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.221.524.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 2.266.524.000 100 100,00 2.133.820.400| 96,05 100 100,00 2.133.820.400| 94,15
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P B P P lah P Didik Sekolah M h A 28 P 28 P
enyediaan Biaya Personil Peserta - \Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 828 Peserta 880.164.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | ©20 . coot? 880.164.000 | 828 100,00 798.164.000| 90,68 828 | 100,00 798.164.000| 90,68
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
idi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa‘tl.!an 1.341.360.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaFL{an 1.386.360.000 1 100,00 1.335.656.400| 99,57 1 100,00 1.335.656.400| 96,34
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 7 Samarinda - 2.140.691.000 2.140.691.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 2.140.691.000|APM 85 % 2.140.691.000 86,3 101,53 2.088.525.154| 97,56 86,3 101,53 2.088.525.154| 97,56




Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

100 % 2.140.691.000 100 % 2.140.691.000 100 100,00 2.088.525.154| 97,56 100 100,00 2.088.525.154| 97,56
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas ’ Sekolah Menengah Atas ’
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P Bi P P t lah P ta Didik Sekolah M h At 797 P t 797 P t
enyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 797 Peserta 847.211.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | >/ ©coeTt 847.211.000 797 100,00 820.316.316| 96,83 797 100,00 820.316.316| 96,83
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa‘tl.!an 1.263.480.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaFL{an 1.293.480.000 1 100,00 1.268.208.838| 98,05 1 100,00 1.268.208.838| 98,05
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 8 Samarinda - 1.762.120.000 1.762.120.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.762.120.000(APM 85 % 1.762.120.000 86,3 101,53 1.698.990.095| 96,42 86,3 101,53 1.698.990.095| 96,42
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.762.120.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.762.120.000 100 100,00 1.608.990.005| 96,42 100 100,00 1.698.990.095| 96,42
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 640 P t 640 P t
envediaan Flaya Fersont Feserta | jumian Peserta Bidii sekolah Vienengan Atas eserta 680.320.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta eserta 680.320.000 640 100,00 678.968.800| 99,80 640 100,00 678.968.800| 99,80
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa'tu'an 1.081.800.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa'tu.an 1.081.800.000 1 100,00 1.020021.295| 9429 1 100,00 1.020.021.295| 94,29
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 9 Samarinda - 1.749.316.000 1.794.316.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.749.316.000(APM 85 % 1.794.316.000 86,3 101,53 1.671.718.000| 95,56 86,3 101,53 1.671.718.000| 93,17
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1,749 316.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.794.316.000 100 100,00 1671.718.000| 95,56 100 100,00 1.671.718.000| 93,17
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Bi D 2 2
Penyediaan Biaya Personil Peserta | Jumiah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 652 Peserta 693.076.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | 022 coo! @ 693.076.000 652 100,00 615.778.000| 88,85 652 100,00 615.778.000| 88,85
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
idi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaAtuAan 1.056.240.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa-tu.an 1.101.240.000 1 100,00 1.055.940.000 99,97 1 100,00 1.055.940.000| 95,89
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 10 Samarinda - 3.175.307.000 3.175.307.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 3.175.307.000|APM 85 % 3.175.307.000 86,3 101,53 2.839.239.348| 89,42 86,3 101,53 2.839.239.348| 89,42
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.175.307.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.175.307.000 100 100,00 2.839.239.348| 89,42 100 100,00 2.839.239.348| 89,42
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P 1P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 1179 P t 1179 P t
envediaan Flaya Fersont Feserta ) jumian Peserta Bidii sekolah Vienengan Atas reserta 1.253.277.000 | Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta reserta 1.253.277.000 1179 100,00 1.236.468.000| 98,66 1179 100,00 1.236.468.000| 98,66
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa.tu'an 1.922.030.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa'tulan 1.922.030.000 1 100,00 1.602.771.348| 8339 1 100,00 1.602.771.348| 8339
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 11 Samarinda - 1.769.612.000 1.769.612.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.769.612.000(APM 85 % 1.769.612.000 86,3 101,53 1.720.160.402| 97,21 86,3 101,53 1.720.160.402| 97,21
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.769.612.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.760.612.000 100 100,00 1.720.160.402| 97,21 100 100,00 1.720.160.402| 97,21
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. ) . L Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Penyediaan Biaya Personil Peserta - |Jumiah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 644 Peserta 684.572.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | O " esert 684.572.000 644 100,00 680.170.402| 99,36 644 100,00 680.170.402| 99,36
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa_tu_an 1.085.040.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa_tu.an 1.085.040.000 1 100,00 1.039.990.000| 95,85 1 100,00 1.039.990.000| 95,85
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 12 Samarinda - 590.260.000 590.260.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 590.260.000|APM 85 % 590.260.000 86,3 101,53 587.260.000| 99,49 86,3 101,53 587.260.000| 99,49
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 590.260.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 590.260.000 100 100,00 587.260.000| 99,49 100 100,00 587.260.000| 99,49
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P B P P lah P Didik Sekolah M h A 220 P 220P
enyediaan Biaya Personil Peserta - \Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 220 Peserta 233.860.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | 220 oot 233.860.000 | 220 100,00 230.860.000| 98,72 220 | 100,00 230.860.000( 98,72
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
idi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa‘tl.!an 356.400.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaFL{an 356.400.000 1 100,00 356.400.000| 100,00 1 100,00 356.400.000| 100,00
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 13 Samarinda - 1.831.932.000 1.831.932.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.831.932.000(APM 85 % 1.831.932.000 86,3 101,53 1.478.772.783| 80,72 86,3 101,53 1.478.772.783| 80,72




Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan

100 % 1.831.932.000 100 % 1.831.932.000 100 100,00 1.478.772.783| 80,72 100 100,00 1.478.772.783| 80,72
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas ’ Sekolah Menengah Atas ’
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P Bi P P t lah P ta Didik Sekolah M h At 4 P t 4 P t
enyediaan Biaya Personil Peserta  |Jumiah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | - 684 Peserta 727.092.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | Co- cserta 727.092.000 684 100,00 667.376.533| 91,79 684 100,00 667.376.533| 91,79
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa‘tl.!an 1.104.840.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaFL{an 1.104.840.000 1 100,00 811396250 73,44 1 100,00 811.396.250| 73.44
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 14 Samarinda - 1.339.550.599 1.339.550.599
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.339.550.599 (APM 85 % 1.339.550.599 86,3 101,53 1.145.798.735| 85,54 86,3 101,53 1.145.798.735| 85,54
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.339.550.599 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.339.550.599 100 100,00 1.145798.735| 8554 100 100,00 1.145798.735| 8554
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 467 P t 467 P t
envediaan blaya Fersontl Feserta | umian Feserta bidik sekolah Menengan Atas eserta 496.421.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta eserta 496.421.000 467 100,00 471.405.890| 94,96 467 100,00 471.405.890| 94,96
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa'tu'an 843.129.599 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa'tulan 843.129.599 1 100,00 674.392.845| 79,99 1 100,00 674.392.845| 7999
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 15 Samarinda - 799.534.000 799.534.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 799.534.000|APM 85 % 799.534.000 86,3 101,53 798.551.417| 99,88 86,3 101,53 798.551.417| 99,88
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 799.534.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 799.534.000 100 100,00 798.551.417| 99,88 100 100,00 798.551.417| 99,88
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Bi D 2 2
P‘er1yed|aan iaya Personil Peserta |Jumlah Pesgrta |fi|k Sekolah'Menengah‘AAtas 98 Ffe‘serta 316.774.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta 98 l?e:serta 316.774.000 508 100,00 316.074.000| 99,78 298 100,00 316.074.000| 99,78
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
idi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1SaAtuAan 1482.760.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa-tu.an 482.760.000 1 100,00 482.477.417| 99.94 1 100,00 482.477.417| 99.94
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 16 Samarinda - 1.269.059.000 1.269.059.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.269.059.000(APM 85 % 1.269.059.000 86,3 101,53 1.231.363.961| 97,03 86,3 101,53 1.231.363.961| 97,03
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.269.059.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.269.059.000 100 100,00 1.231363.961| 97,03 100 100,00 1.231363.961| 97,03
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. . . - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P 1P t Jumlah P ta Didik Sekolah M h At 473 P t 473 P t
enyediaan blaya Fersontl Feserta | umian Peserta bidikc sekolah Menengan Atas eserta 502.799.000] Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta eserta 502.799.000 473 100,00 465.104.000( 92,50 473 100,00 465.104.000| 92,50
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1Sa.tu'an 766.260.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang ISa'tulan 766.260.000 1 100,00 766.259.961| 100,00 1 100,00 766.259.961| 100,00
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN 17 Samarinda - 1.271.743.898 1.271.743.898
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 1.271.743.898( APM 85 % 1.271.743.898 86,3 101,53 1.185.215.927| 93,20 86,3 101,53 1.185.215.927| 93,20
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.271.743.898 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 1.271.743.898 100 100,00 1185215927 93,20 100 100,00 1.185215.927| 93,20
Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
. X ) - Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
Penyediaan Biaya Personil Peserta  |Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 474 Peserta 503.862.000| Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta | -} cs€t 503.862.000 474 100,00 475.788.821| 94,43 474 100,00 475.788.821| 94,43
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Didik didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1 Sa_tu_an 767.881.898 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1 Sa_tu.an 767.881.898 1 100,00 709.427.106| 92,39 1 100,00 709.427.106| 92,39
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMAN Khusus Olahragawan - 37.822.152.522 41.990.038.982
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 100 % 37.210.985.522 | KePuasan masyarakat terhadap pelayanan 100 % 41378.871.982 80,6 80,60 39.657.809.176| 106,58 80,6 80,60 39.657.809.176| 95,84
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
P di J P j
enyeciaan asa Fenunjang Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai 12 Bulan 37.210.985.522 | Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai 12 Bulan 41.378.871.982 12 100,00 39.657.809.176| 106,58 12 100,00 39.657.809.176| 95,84
UrusanPemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | )| 0o 37.210.985.522 | UmIah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | )| o 41.378.871.982 12 100,00 39.657.809.176| 106,58 12 100,00 39.657.809.176| 95,84
Kantor Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 611.167.000|APM 85 % 611.167.000 86,3 101,53 611.167.000| 100,00 86,3 101,53 611.167.000| 100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 611.167.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 611.167.000 100 100,00 611.167.000| 100,00 100 100,00 611.167.000| 100,00

Menengah Atas

Sekolah Menengah ATas

Sekolah Menengah ATas




Penyediaan Biaya Personil Peserta

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

229 Peserta

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah

229 Peserta

243.427.000|At: M ima Bi P il P t 243.427.000 229 100,00 243.427.000| 100,00 229 100,00 243.427.000| 100,00
Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik didik Disiskyang enerima blaya Fersonil Feserta didik
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1 SaFL{an 367.740.000 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang 1 SaFgan 367.740.000 1 100,00 367.740.000| 100,00 1 100,00 367.740.000| 100,00
Menengah Atas Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMKN 1 Samarinda - 3.604.806.548 3.604.806.548
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 3.604.806.548 | APM 85 % 3.604.806.548 86,3 101,53 3.600.830.763| 99,89 86,3 101,53 3.600.830.763| 99,89
Pengelolaan P.endldlkan Sekolah Terselenggaranya Pen'gelolaan Pendidikan 100% 3.604.806.548 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.604.806.548 100 100,00 3.600.830.763| 99,89 100 100,00 3.600.830.763| 99,89
Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
. . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P P t 1242 P t 1242 P t
enyediaan Blaya FersonliPeserta |y o iruan yang Menerima Biaya Personil Feserta 1.469.286.000 | Kejuruan yang Menerima Biaya Personil reserta 1.469.286.000 1242 100,00 1.469.286.000| 100,00 1242 100,00 1.469.286.000| 100,00
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
Pengelolaan I?ana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1Sa‘tu.an 2.135.520.548 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang ISa'tulan 2.135.520.548 1 100,00 2131544763| 99,81 1 100,00 2131544763 99,81
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMKN 2 Samarinda - 4.124.342.766 4.124.342.766
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 4.124.342.766|APM 85 % 4.124.342.766 86,3 101,53 4.087.153.668( 99,10 86,3 101,53 4.087.153.668| 99,10
Pengelolaan P.endldlkan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 4.124.342.766 Terselenggaranya Pen_gelolaan Pendidikan 100% 4.124.342.766 100 100,00 4.087.153.668| 99,10 100 100,00 4.087.153.668| 99,10
Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
" . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P 1P t 1415 P t 1415 P t
envediaan Slaya Fersont! Feserta | ..\ ian yang Menerima Biaya Personil reserta 1.673.945.000 | Kejuruan yang Menerima Biaya Personil reserta 1.673.945.000 1415 100,00 1.637.473.668| 97,82 1415 100,00 1.637.473.668| 97,82
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
Pengelolaan II_!ana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1Sa_tu_an 2.450.397.766 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1Sa_tu.an 2.450.397.766 1 100,00 2.449.680.000| 99,97 1 100,00 2.449.680.000| 99,97
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMKN 3 Samarinda - 3.731.553.000 3.731.553.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 3.731.553.000|APM 85 % 3.731.553.000 86,3 101,53 3.492.454.880| 93,59 86,3 101,53 3.492.454.880| 93,59
Pengelolaan P.endldlkan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.731.553.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.731.553.000 100 100,00 3.492.454.880| 93,59 100 100,00 3.492.454.880| 93,59
Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
. . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d Bi P | P t 1281 P t 1281 P t
enyediaan blaya Persont! Peserta | ., 1 ian yang Menerima Biaya Personil reserta 1.515.423.000|Kejuruan yang Menerima Biaya Personil reserta 1.515.423.000 1281 100,00 1.419.963.000| 93,70 1281 100,00 1.419.963.000| 93,70
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
Pengelolaan Qana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1Sa‘tl{an 2.216.130.000 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1SaFl{an 2.216.130.000 1 100,00 2.072.491.880| 93,52 1 100,00 2.072.491.880| 93,52
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMKN 4 Samarinda - 3.200.096.626 3.200.096.626
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 3.200.096.626|APM 85 % 3.200.096.626 86,3 101,53 3.099.277.918| 96,85 86,3 101,53 3.099.277.918| 96,85
Pengelolaan P.endldlkan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.200.096.626 Terselenggaranya Pen'gelolaan Pendidikan 100% 3.200.096.626 100 100,00 3.099.277.918| 96,85 100 100,00 3.099.277.918| 96,85
Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
" . . Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
P d B P 1P t 1094 P t 1094 P t
enyediaan blaya Fersont! Feserta | .., - ian yang Menerima Biaya Personil reserta 1.294.202.000|Kejuruan yang Menerima Biaya Personil reserta 1.294.202.000 1094 100,00 1.288.064.320| 99,53 1094 100,00 1.288.064.320| 99,53
Didik Sekolah Menengah Kejuruan - didik - didik
Peserta Didik Peserta Didik
Pengelolaan L‘fana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang 1Sa.tu'an 1.905.894.626 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang ISa'tulan 1.905.894.626 1 100,00 1.811.213.598| 95,03 1 100,00 1811.213.598| 95,03
Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan Mengelola Dana BOS Pendidikan
SMKN 5 Samarinda - 3.131.475.000 3.131.475.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |APM 85 % 3.131.475.000|APM 85 % 3.131.475.000 86,3 101,53 2.797.421.184| 89,33 86,3 101,53 2.797.421.184| 89,33
Pengelolaan PFndldlkan Sekolah Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100% 3.131.475.000 Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan 100 % 3.131.475.000 100 100,00 2.797.421.184| 89,33 100 100,00 2.797.421.184| 89,33
Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan
. . . Jumlah Peserta